
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KM. 28 TAHUN 2019 

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI

AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum, telah diatur mengenai akuntansi, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban keuangan badan layanan 

umum;

b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 

tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta 

Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan, diatur bahwa Akuntansi 

dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang 

dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

sesuai Sistem Akuntansi masing-masing Satuan Kerja 

Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri 

Perhubungan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan 

tentang Sistem Akuntansi Akademi Teknik dan 

Keselamatan Penerbangan Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165);
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Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1330/PMK.05/2015 tentang Penetapan Akademi 

Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada 

Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi 

Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 

tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan 

Diklat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1818)

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2143);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI AKADEMI TEKNIK DAN 

KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN.
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Sistem Akuntansi Akademi Teknikdan 

Keselamatan Penerbangan Medan, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud Diktum 

PERTAMA dijadikan pedoman dalam pengelolaan 

keuangan pada Akademi Teknik dan Keselamatan 

Penerbangan Medan, yang terdiri atas:

a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan 

Laporan Keuangan pokok untuk keperluan 

akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.

b. Sistem Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap yang
/

memuat prinsip dasar, konvensi, aturan dan 

praktik-praktik tertentu yang dipakai dalam 

menyusun dan menyajikan laporan tentang 

persediaan, aset tetap untuk keperluan Manajemen; 

dan

c. Sistem Akuntansi Biaya, yang memuat serangkaian 

prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai 

dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan produk atau jasa 

dengan cara-cara tertentu serta interpretasinya.

Kepala Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan 

Medan melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara 

berkala atas pelaksanaan Sistem Akuntansi dan 

menyampaikan laporan kepada Menteri Perhubungan 

melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Perhubungan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
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KEEMPAT Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal KementerianPerhubungan;

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

3. KepalaBiro Keuangan;

4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara, BPSDMP;

5. Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan.

\
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KM.28 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI 

AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN 

PENERBANGAN MEDAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang dimaksud dengan:
1. Entitas adalah Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan 

(ATKP) Medan;

2. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan dan penginterprestasian atas hasilnya;

3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang 

menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya, 

dan menyampaikan kepada entitas pelaporan;

4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU, adalah 

instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas;

5. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, 

adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah;

6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- 

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 

oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan;

7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-
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undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan;

8. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang 

ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan 

pelaporan keuangan Akademi Teknik Dan Keselamatan 

Penerbangan (ATKP) Medan;

9. Sistem Akuntansi Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan 

(ATKP) Medan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 

aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh Akademi Teknik Dan 

Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Akademi 

Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan berupa 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;

11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang 

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode;

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan 

Keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL terdiri atas SAL awal, 

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan, 

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan SAL Akhir;

13. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada 
tanggal tertentu;

14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar 

sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya 

yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
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15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas 

selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pelaporan;

16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan tahun sebelumnya;

17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan daftar terinci atau analisis atau nilai 

suatu pos yang disajikan dalam rangka pengungkapan yang 

memadai;

18. Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan 

sampai dengan aset siap untuk digunakan;

19. Jurnal Standar adalah jurnal yang digunakan untuk pencatatan 

dan pemrosesan transaksi anggaran, realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran serta transaksi non anggaran;

20. Bukti Pendukung yaitu bukti yang sah dan relevan yang digunakan 

dalam transaksi keuangan dan berfungsi sebagai pendukung bukti 

jurnal. Dengan kata lain, bukti pendukung merupakan bagian dari 

bukti pembukuan;

21. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti 

untuk menghasilkan data akuntansi. Misalnya, kontrak 

penjualan/pembelian barang, faktur penjualan/pembelian, tagihan 

rekening listrik dari PLN, Laporan Penerimaan dan Pemakaian 

Barang Gudang, serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

B. Latar Belakang

Seiring berkembanganya Transportasi Udara yang begitu pesat 

maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di 

bidang penerbangan. Untuk itu Kementerian Perhubungan 

mendirikan berbagai sekolah kedinasan di bidang Penerbangan 

salah satunya adalah Akademi Teknik dan Keselamatan 

Penerbangan Medan. ATKP Medan adalah pendidikan tinggi di 

bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan Kementerian Perhubungan, dengan tugas pokok 

melaksanakan pendidikan professional program Diploma bidang
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keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan yang terbuka 

bagi umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan 

Medan memiliki visi untuk menyelenggarakan program 

pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang penerbangan. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud ATKP Medan memiliki misi sebagai 

berikut :

Visi
Menjadi Perguruan Tinggi yang menhasilkan Sumber Daya 

Manusia Penerbangan yang mempu bersaing di Industri 

Penerbangan Nasional dan Internasional.

Misi

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang 

sesuai dengan standard kompetensi yang dibutuhkan;

2) Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan guna mendukung sistem pembelajaran;

3) Memperbaharui standard diklat sesuai dengan kebutuhan 

dan kemajuan teknologi;

4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder dibidang 

penerbangan;

5) Menghasilkan lulusan yang prima, professional dan 

beretika.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

ATKP Medan telah mendapatkan persetujuan untuk 

menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU dari Menteri 

Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 1330-KMK.05-20 15 pada tanggal 30 Desember 

2015 dengan status sebagai satuan kerja dengan pola keuangan 

BLU yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Disamping itu, satuan kerja BLU juga dituntut dapat
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menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan 

yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan yang 

dihasilkan harus memberikan informasi untuk

pertanggungjawaban yang sekaligus berguna untuk manajemen 

dalam pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disusun Pedoman 

Standar Akuntansi ATKP Medan yang bersumber pada 

Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 

tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 

Layanan Umum yang mengamanatkan satuan kerja B LU 

menyelenggarakan dan mengembangkan sub sistem akuntansi 

secara mandiri.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Sistem  Akuntansi ini dim aksudkan sebagai dasar 

dan pedom an im plem entasi dalam m elaksanakan tugas 

pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan ATKP Medan. Sedangkan tu juannya adalah agar 

tercipta sebuah proses kerja yang efektif dan efisien serta 

akuntabel bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 

Penerbit/Penguji SPM, Bendahara Penerim aan, Bendahara 

Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan serta Pengelola 

Keuangan lainnya di lingkungan ATKP Medan.

Sistem Akuntansi ini dirancang untuk m enghasilkan laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pem erintahan 

khususnya Penyataan Standar Akuntansi Pem erintahan 13 

tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. 

Dengan dem ikian diharapkan akan dapat dihasilkan laporan 

keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, m anajem en, 

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Rincian 

m anfaat dari penerapan sistem akuntansi ini adalah:

1. M enyajikan inform asi tentang posisi keuangan secara 
akurat dan tepat waktu;

2. M enyajikan inform asi tentang kem am puan BLU untuk
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m em peroleh sum berdaya ekonom i berikut beban yang 

terjadi selam a suatu periode;

3. M em berikan inform asi mengenai sum ber dan penggunaan 

dana selam a suatu periode;

4. M enyajikan inform asi tentang pelaksanaan anggaran 

secara akurat dan tepat waktu; dan

5. M enyajikan inform asi tentang ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan.

D. Sistematika Penyajian Pedoman
Sistematika penyajian dalam Pedoman Sistem Akuntansi ini secara umum 

adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang latar belakang sistem akuntansi, maksud dan 

tujuan sistem akuntansi dan ruang lingkup sistem akuntansi.

2. Bab II Sistem Akuntansi Keuangan

Bagian ini menguraikan tentang Sub bab kebijakan akuntansi, 

prosedur akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan, formulir 

yang digunakan, Bagan Akun Standar (BAS) dan jurnal standar dalam 

proses pencatatan akuntansi.

3. Bab III Sistem Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap

Bagian ini membahas sistem dan prosedur persediaan, prosedur aset 

tetap serta pengelolaan aset tetap.

4. Bab IV Sistem Akuntansi Biaya

Bagian ini berisi pembahasan mengenai akuntansi biaya meliputi 

pengertian, tujuan, tugas dan fungsi, pusat biaya dan pendapatan, 

unit-unit layanan/produk, metode dalam perhitungan biaya, struktur 

biaya dan perhitungan tarif layanan diklat.

5. Bab V Penutup

Merupakan bagian terakhir dari modul yang berisi penegasan kembali 

terkait pentingnya petunjuk teknis implementasi sistem akuntansi 

sebagaimana telah disajikan pada bagian-bagian sebelumnya.
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BAB II

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi ATKP Medan m erupakan prinsip dasar, 

konvensi, aturan dan praktik-praktik tertentu yang dipakai 

dalam m enyusun dan m enyajikan laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi ini meliputi:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;

3. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;

4. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek BLU;

5. Kebijakan Akuntansi Piutang;

6. Kebijakan Akuntansi Persediaan;

7. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

8. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan

10. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

ATKP Medan adalah Satuan Kerja yang m enerapkan pola 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai entitas 

yang m enerapkan pola keuangan BLU m em punyai fleksibilitas 

pengelolaan keuangan dengan m enerapkan praktik-praktik 

bisnis yang sehat untuk m eningkatkan pelayanan tanpa 

m engutam akan keuntungan dan m elakukan kegiatan dengan 

prinsip efisiensi dan efektifitas.

Kebijakan akuntansi ATKP Medan secara um um  didasarkan 

ada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian laporan 

keuangan m engacu pada PSAP 13 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan yang 

m em berikan pertim bangan dalam penyajian laporan 

keuangan, pedom an struktur laporan keuangan, dan 

persyaratan m inim um  isi laporan keuangan.

Selain itu, sistem  dan kebijakan akuntansi ini m engacu pada 

Peraturan M enteri Keuangan Nom or 220/PM K.05/2016
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Tentang Sistem  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 

Layanan Umum. Dalam PM K tersebut dinyatakan bahwa BLU 

m enyelenggarakan dan m engem bangkan sub sistem 

akuntansi secara m andiri untuk dapat m enghasilkan 

pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik  BLU 

dan sistem  tersebut dikem bangkan sesuai dengan praktik 

bisnis yang sehat.

Pertim bangan pem ilihan untuk penerapan kebijakan 

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan oleh 

m anajem en antara lain sebagai berikut ;

1. Penyajian  W ajar

Laporan Keuangan m enyajikan dengan wajar Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Faktor pertim bangan sehat bagi penyusun laporan 

keuangan diperlukan ketika m enghadapi ketidakpastian 

peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu 

diakui dengan m engungkapkan hakikat serta tingkatnya 

dengan m enggunakan pertim bangan sehat dalam 

penyusunan laporan keuangan.

Pertim bangan sehat m engandung unsur kehati-hatian pada 

saat m elakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, 

sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu 

tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu 

rendah. Penggunaan pertim bangan sehat tidak 

m em perkenankan pembentukan cadangan tersem bunyi 

atau penyisihan berlebihan, dan sengaja m enetapkan asset 

atau pendapatan yang lebih rendah atau pencatatan 

kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan 

keuangan m enjadi tidak netral dan tidak handal.

2. Substansi M engunggu li B en tuk  (Substance Over Form) 

Informasi dim aksudkan untuk m enyajikan dengan wajar 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, 

m aka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat
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dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi, dan bukan hanya aspek form alitasnya. Apabila 

substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten /berbeda dengan aspek form alitasnya, m aka hal 

tersebut harus diungkapkan dengan je las dalam CaLK.

3. Materialitas

W alaupun idealnya m em uat segala inform asi, laporan 

keuangan hanya diharuskan m em uat inform asi yang 

m em enuhi kriteria m aterialitas. Inform asi dipandang 

m aterial apabila kelalaian untuk m encantum kan atau 

kesalahan dalam  m encatat informasi tersebut dapat 

m em pengaruhi keputusan ekonom i pengguna yang diambil 

atas dasar laporan keuangan.

2. PELAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan um um  laporan keuangan BLU ATKP Medan adalah 

m enyajikan inform asi m engenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, 

dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang 

berm anfaat bagi para pengguna dalam m em buat dan 

m engevaluasi keputusan m engenai lokasi sum ber daya. 

Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk 

m enyajikan inform asi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan dan untuk m enunjukkan akuntabilitas entitas 

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan :

1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

2) mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi;

4) m enyediakan inform asi m engenai ketaatan realisasi
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terhadap anggarannya;

5) m enyediakan informasi m engenai cara entitas 

pelaporan m endanai aktivitasnya dan m em enuhi 

kebutuhan kasnya;

6) m enyediakan informasi m engenai potensi pemerintah

untuk m em biayai penyelenggaraan kegiatan

pem erin tahan;

7) m enyediakan inform asi yang berguna untuk

m engevaluasi kem am puan entitas pelaporan dalam 

m endanai aktivitasnya.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan

standar akuntansi keuangan yang berlaku dilndonesia

m em iliki karakteristik  kualitatif sebagai berikut :

1) Dapat Dipahami

Kualitas penting inform asi yang disajikan dalam  laporan 

keuangan adalah kem udahannya untuk dipaham i oleh 

pengguna laporan Pengguna. Dalam hal ini, diasum sikan 

mem iliki pengetahuan m em adai tentang aktivitas 

ekonom i dan bisnis, akuntansi serta kem auan untuk 

m em pelajari inform asi tersebut dengan ketekunan yang 

wajar.

2) Relevan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu.

3) Keandalan

Agar berm anfaat, inform asi dalam laporan keuangan 

m em iliki kualitas andal (reliable), yaitu  bebas dari
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pengertian yang m enyesatkan, kesalahan material, dan 

dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang 

tulus atau ju ju r (faithful representation).

4) D ap a t D ib a n d in gk a n

Inform asi yang term uat dalam laporan keuangan akan 

lebih berguna jika  dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelum nya atau laporan keuangan 

entitas pelaporan lain pada um um nya. Perbandingan 

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu 

entitas m enerapkan kebijakan akuntansi yang sam a dari 

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat 

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan 

m enerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 

entitas pem erintah m enerapkan kebijakan akuntansi 

yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang 

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan 

pada periode terjadinya perubahan.

c. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) B asis Aku n tan si

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan 

keuangan pem erintah adalah basis akrual, untuk 

pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan 

ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan m ewajibkan 

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, m aka 

entitas wajib m enyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui 

pada saat hak untuk m em peroleh pendapatan telah 

terpenuhi walaupun kas belum diterim a di Rekening 

Kas Um um  Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan 

dan beban diakui pada saat kewajiban yang 

m engakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah 

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
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pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak 

luar/asing dalam bentuk jasa  disajikan pula pada LO. 

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan 

berdasar basis kas, m aka LRA disusun berdasarkan 

basis kas. Berarti bahwa pendapatan dan penerim aan 

pem biayaan diakui pada saat kas diterim a di Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. 

Di sisi lain, belanja, transfer, dan pengeluaran 

pem biayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Namun dem ikian, bilam ana anggaran disusun dan 

dilaksanakan berdasarkan basis akrual, m aka LRA 

disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk 

Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau 

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa

m em perhatikan saat kas atau setara kas diterim a atau 

dibayar.

2) Nilai Historis (H istorical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas 

yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari im balan 

(consideration) untuk m em peroleh aset tersebut pada 

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jum lah  kas 

dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk 

m em enuhi kewajiban di m asa yang akan datang dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai h istoris lebih dapat diandalkan daripada penilaian 

yang lain karena lebih ob jektif dan dapat diverifikasi. 

Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan 

nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi (Realization)

Bagi pem erintah, pendapatan basis kas yang tersedia 

yang telah diotorisasikan m elalui anggaran pemerintah 

suatu periode akuntansi akan digunakan untuk
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m em bayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 

M engingat LRA masih m erupakan laporan yang wajib 

disusun, m aka pendapatan atau belanja basis kas 

diakui setelah diotorisasi m elalui anggaran dan telah 

m enam bah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pen dapatan (matching-cost 

against revenue principle) dalam akuntansi pem erintah 

tidak m endapat penekanan sebagaim ana dipraktikkan 

dalam akuntansi komersial.

4) Su bstansi M engunggu li B en tuk  Form al (Substance 

Over Form)

Inform asi dim aksudkan untuk m enyajikan dengan wajar 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, 

m aka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat 

dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila 

substansi transaksi atau peristiwa lain tidak 

konsisten/berbeda dengan aspek form alitasnya, m aka 

hal tersebut harus diungkapkan dengan je las dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan.

5) P e r io d is ita s  (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas 

pelaporan perlu dibagi m enjadi periode-periode 

pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 

posisi sum ber daya yang dim ilik inya dapat ditentukan. 

Periode utam a yang digunakan adalah tahunan. Namun, 

periode bulanan, triwulanan, dan semesteran ju ga  

dianjurkan.

6) K on sisten si (consistency)

Perlakuan akuntansi yang sam a diterapkan pada 

kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu 

entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini 

tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari
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satu m etode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan 

syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu 

m em berikan inform asi yang lebih baik dibanding metode 

lama. Pengaruh atas perubahan penerapan m etode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Pengu ngkapan  Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Penya jian  W ajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertim bangan 

sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan 

ketika m enghadapi ketidakpastian peristiwa dan 

keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui 

dengan m engungkapkan hakikat serta tingkatnya 

dengan m enggunakan pertim bangan sehat dalam 

penyusunan laporan keuangan. Pertim bangan sehat 

m engandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

prakiraan dalam  kondisi ketidakpastian sehingga aset 

atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan 

kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun dem ikian, penggunaan pertim bangan sehat tidak 

m em perkenankan, m isalnya pem bentukan cadangan 

tersem bunyi, sengaja m enetapkan aset atau pendapatan 

yang terlam pau rendah, atau sengaja m encatat
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kewajiban atau belanja yang terlam pau tinggi, sehingga 

laporan keuangan m enjadi tidak netral dan tidak 

handal.

d. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan m erupakan laporan yang terstruktur 

m engenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan um um  laporan 

keuangan BLU adalah m enyajikan inform asi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran 

lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas 

yang berm anfaat bagi para pengguna dalam m em buat 

dan m engevaluasi keputusan m engenai lokasi sumber 

daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah 

untuk m enyajikan inform asi yang berguna untuk 

pengam bilan keputusan dan untuk m enunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sum ber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dengan :

1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;

2) menyediakan informasi mengenai perubahan

posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas 

BLU;

3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi;

4) m enyediakan inform asi m engenai ketaatan realisasi 

terhadap anggarannya;

5) m enyediakan inform asi m engenai cara entitas

pelaporan m endanai aktivitasnya dan m em enuhi 

kebutuhan kasnya;

6) menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatannya; dan

7) menyediakan informasi yang berguna untuk

mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam 

mendanai aktivitasnya.
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Laporan keuangan ATKP Medan memberikan informasi 

tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban pada tanggal 

pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode 

berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk 

melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi 

dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa 

mendatang.

Kom ponen laporan keuangan ATKP Medan terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realiasi Anggaran menyajikan realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA-BLU, 

pembiayaan BLU, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode. Format 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai 

berikut:

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan 
Laporan Realisasi Anggaran 

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 
31 Desember 20X1 dan 20X0

T A  20X1
TA

20X 0

U raian Angg Reali
Real 

di A tas
%

Real.
Angg

Real
Aran sasi (Bawah)

Angg
isasi

PE N D A PA TA N  N EG AR A  DAN  
H IBAH
P endapatan  Penerim aan  Negara  
Bukan  Pa jak

A. 1. Pendapatan  PN B P La innya
A.2. Pendapatan  B adan Layanan 

U m um :
A.2.1. Pendapatan  Jasa  Layanan  

U m um
A .2.2. Pendapatan  H ibah  terikat -  

uang
A.2.3. Pendapatan  H ibah tidak 

terika t -  uang
A.2.4. Pendapatan  H asil K erja  Sam a 

BLU
A.2.5. Pendapatan  dari Pelayanan  

BLU  yan g  bersu m ber dari 
E n titas  Pem erin tah  Pusat
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T A  20X1
TA

20X 0

U raian
Angg
Aran

R eali
sasi

Real 
di Atas  
(Bawah) 

Angg

%
Real.
Angg

Real
isasi

A . 2.6.

B . l .

B.2.

B .2.1.

B .2.2.

B .2.3.

B .2.4.

B .2.5.

B .2.5.1. 

B .2.5.2. 

B .2.5.3. 

B .2.5.4. 

B .2.5.5. 

B .2.5.6.

B.3.

B .3.1.

B .3.2.

B .3.3.

B .3.4.

B .3.5.

B .3.6.

B .3.6.1. 

B .3.6.2.

B .3.6.3.

B .3.6.4.

B .3.6.5.

D .l .

D .1.1

D.2

D .2.1

Pendapatan  BLU  La innya 
JU M LA H  PE N D APATA N  NEG AR A  
D AN  H IB AH  (A)

BE LA N JA  N EG AR A  

Belan ja  Pegaw ai 
Belan ja  Barang  dan  Jasa  

B e lan ja  B arang 

B elan ja  Jasa  

B elan ja  Pem eliharaan  

B elan ja  Perja lanan  D inas 

B elan ja  B adan Layanan  Um um : 

B elan ja  G aji dan  Tu n jangan  

B elan ja  B arang 

B elan ja  Jasa  

B e lan ja  Pem eliharaan

B elan ja  Perja lanan  
B elan ja  B arang  BLU yan g  
M enghasilkan  Persed iaan  
BLU

Belan ja  M odal

B elan ja  M oda l Tanah
B elan ja  M odal Pera la tan  dan
M esin
B elan ja  M odal G edung dan 
B angunan
B elan ja  M odal Ja lan , Jarin gan  
dan  Irigasi

B elan ja  M odal La innya
B elan ja  M odal B adan Layanan
U m um :

B elan ja  M odal Tanah  -  BLU 
B elan ja  M odal Pera la tan  dan 
M esin  -  BLU
B elan ja  M odal G edun g dan 
B angu nan  -  BLU 
B elan ja  M odal Ja lan , Irigasi, 
dan  Jarin gan  -  BLU 

B elan ja  M odal La innya  -  BLU 

JU M LA H  B E LA N JA  N EG AR A (B) 
SU R PLU S  / (D EFISIT ) (C= A -B ) 

PE M B IA YA A N  

Penerim aan  Pem biayaan  
P enerim aan  Pem biayaan  Dalam  

Negeri
Jum lah  Penerim aan  
Pem biayaan  
(D  I)

Penge luaran  Pem biayaan
Pengelu aran  Pem biayaan  Dalam  
Negeri
Jum lah  Pengeluaran  
Pem biayaan  (D II)



- 2 3 -

U raian

T A  20X1
TA

20X0

Angg
Aran

R eali
sasi

Real 
di Atas  
(Bawah) 

Angg

%
Real.
Angg

Real
isasi

Pem biayaan  Neto (D= D I -  D II) 

SILPA  / (S IK PA ) ( E  = C + D )

2)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sisa Angaran Lebih menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran 

Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Ilustrasi format penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran adalah sebagai berikut:

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Degan 31 Desember
20X1 dan 20X0

U ra ia n 20X1 20X0

A S a ld o  A n g g a ra n  L e b ih  (S A L ) A w a l

B Penggunaan SAL

C S u b  T o ta l (A + B )
D S isa  L e b ih / K u ra n g  P e m b ia y a a n  A n g g a ra n  

(S iL P A /  S iK P A )
E P e n y e s u a ia n  S iL P A / S iK P A :

F P e n y e s u a ia n  T ra n s a k s i  B L U  d e n g a n  B U N :

G Pen dapatan  a lokas i APB N

H Penyetoran PNBP ke Kas Negara

I Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara

J Pengem balian  pendapatan BLU TAYL

K
Sisa Leb ih/Kurang Pem biayaan Anggaran 
(S iLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian (D+G+H+I+J)

L Sub Tota l (C+ K)

M Koreksi Kesalahan Pem bukuan Tahun 
Sebelum nya

N Lain-Lain

O Saldo Anggaran  Lebih Akhir (L+M+N)

3) Neraca

Neraca m enyajikan posisi keuangan entitas m engenai aset, 

kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Ilustrasi
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form at penyajian neraca adalah sebagai berikut :

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Neraca

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

K enaikan
U R AIAN 20X1 20X0 (Penurunan )

Jum lah %

A SE T
A Aset Lancar
A. 1. Kas d i B endah ara  Pengeluaran
A .2. Kas La innya  dan  Setara  Kas
A.3. Kas pada  B adan Layanan  U m um
A.4. In vestas i Jangka  Pendek-B LU
A.5. B elan ja  D ibayar D im uka
A.6. U ang M u ka B elan ja  (prepaym ent)
A.7. Pendapatan  yan g  M asih  H arus D iterim a
A.8. 

A .9.
B agian  Lancar Tag ih an  Pen jualan  A ngsu ran  
B agian  Lancar Tag ihan  Tu n tu tan  
Perben daharaan/Tu n tu tan  G anti Rugi

A. 10. P iu tang dari Kegitan  O perasiona l BLU
A. 11. 

A .12.

A. 13.

P iu tang  dari Kegitan  Non O perasiona l BLU 
Penyis ihan  P iu tang T id ak  Tertag ih  -  P iu tang 
dari K eg ia tan  O perasiona l BLU 
Penyis ihan  P iu tang T idak  Tertag ih  -  P iu tang 
dari K eg ia tan  Non O perasiona l BLU

A. 14. Persed iaan  pada B adan  Layanan  U m um

Jum lah  A set Lancar (A)
C Aset Tetap
C .l . Tanah
C.2. Pera la tan  dan  M esin
C .3. G edung dan  B angunan
C.4. Ja lan , Irigasi, dan Jarin gan
C .5 Aset tetap  La innya
C .6. K onstruksi D alam  Pengerjaan
C .7. A ku m u las i Penyusu tan  Pera la tan  dan 

M esin
C .8. 

C.9.

A k u m u las i Penyusu tan  G edung dan  
B angunan
A ku m u las i Penyusu tan  Jalan . Irigasi dan 
Jarin gan

C. 10 A ku m u las i Penyusu tan  Aset T etap  La innya

Jum lah  A set Tetap  Bersih
D P iu tang  Jangka  Pan jang
D. 1.

D .2.
P iu tang  Tag ih an  Pen jualan  A ngsu ran  BLU  
P iu tang  Tag ih an  Tu n tu tan  
Perben daharaan/Tu n tu tan  G anti Rugi 
BLU

D .3. 

D .4.

Peny is ihan  P iu tang  T id ak  Tertag ih  -  
Tag ih an  Pen jua lan  A ngsu ran  BLU 
Penyis ihan  P iu tang T id ak  Tertag ih  -  
Tag ih an  Tu n tu tan  
Perben daharaan/Tu n tu tan  G anti Rugi 
BLU
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UR AIAN 20X1 20X0
K enaikan
(Penurunan )

Jum lah %
D .5. P iu tang  Jan gka  Pan jang la innya
D .6. Penyis ihan  P iu tang T idak  Tertag ih -P iu tan g

Jan gka  Pan jang  Lainnya

Jum lah  P iu tang Jangka Pan jang (D)
E A set Lainnya
E. 1. A set T a k  B erw u jud
E .2. D ana  K e lo laan  B adan  Layanan  U m um
E.3. A set La in -la in
E .4. A ku m u las i Penyusu tan  Aset La innya
E.5. A ku m u lasi A m ortisas i A set La innya

Jum lah  A set Lainnya

JU M LA H  A S E T  (A s.d. E)

K EW A JIB AN
F K ew ajiban  Jangka  Pendek
F. 1. U tang  kepada  P ihak  Ketiga
F .2. B agian  Lancar U tang  Jangka  Pan jang
F.3. Pendapatan  D iterim a D im uka
F.4. U ang M uka dari KPPN
F.5. U tang  Jangka  Pendek La innya

Jum lah  K ew ajiban  Jangka  Pendek  (F)

EK U ITAS
H Ekuitas (H)

Jum lah  K ew ajiban  dan  Ekuitas (F  s.d. H)

4) Laporan  O perasiona l

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya 

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 

dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 

pelaporan. Ilustrasi format penyajian Laporan Operasional 

adalah sebagai berikut :
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Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Operasional

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
20X1 dan 20X0

A
A. 1. 

A.2. 

A.3. 

A.4. 

A.5. 

A.6.

URAIAN

1
KEGIATAN OPERASIONAL 
PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain 

Pendapatan Hibah BLU 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 

Pendapatan BLU Lainnya

20X1 20X0
Kenaikan

(Penurunanj

2 3
Jumlah

4
%
5

B
B. 1. 

B.2. 

B.3. 

B.4. 

B.5. 

B.6.

B.7. 

B.8.

C

D

D. 1. 

D.2.

D.3. 

D.4.

E

F
F. 1. 

F.2.

G

Jumlah Pendapatan (A)
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 

Beban Persediaan 

Beban Barang dan Jasa 

Beban Pemeliharaan 

Beban Perjalanan Dinas
Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada 
masyarakat

Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih 

Jumlah Beban (B)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN
OPERASIONAL (C= A-B)
KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar 
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional 
Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya 
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional 
Lainnya

Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non 
Operasional (D)
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA 
(E= C+D)
POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa 

Beban Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa (F) 
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)
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5) Laporan  A ru s Kas

Laporan Arus Kas m enyajikan inform asi m engenai sumber, 

penggunaan perubahan kas, dan setara kas selam a satu 

periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, Investasi, 

pendanaan, dan transitoris. Ilustrasi form at penyajian 

Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 
Desember 20X1 dan 20X0

U R AIAN 20X1 20X0

A R U S  K AS D AR I AK T IV ITA S  O PERASI
A Arus M asuk  Kas:
A. 1. Pendapatan  dari A lokasi APBN

A.2. Pendapatan  dari Jasa  Layanan  kepada M asyarakat
A.3. Pendapatan  dari Jasa  Layanan  kepada E n titas  Lain
A.4. Pendapatan  dari H asil Kerja Sam a
A.5. Pendapatan  dari H ibah
A .6. Pendapatan  U saha La innya
A.7. Penerim aan  dari Pengem balian  B elan ja  BLU  T A Y L
A.8. Pendapatan  PN B P U m um

Jum lah  A rus M asuk  K as (A)
B A rus K eluar Kas:
B .l. Pem bayaran  Pegaw ai
B .2. Pem bayaran  B arang
B .3. Pem bayaran  Jasa
B .4. Pem bayaran  B arang M enghasilkan  Persed iaan
B .5. Pem bayaran  Pem eliharaan
B.6. Pem bayaran  Perja lanan  D inas
B .7. Pem bayaran  B arang dan Jasa  K ekhu susan  BLU
B .8. Pengelu aran  Pengem balian  Pendapatan  BLU T A Y L

B .9. Penyetoran  PN B P ke Kas N egara

Jum lah  A ru s K e lu ar Kas (B)
C A rus K as Bersih  dari Ak tiv itas O perasi ( C = A  - B )

A R U S  K AS DAR I A K T IV ITA S  IN VE STASI
D A rus M asuk  Kas:
D. 1. Pen ju a lan  a tas Tanah
D .2. Pen jua lan  atas Pera la tan  dan  M esin
D .3. Pen jua lan  atas G edun g dan B angunan
D .4. Pen ju a lan  a tas Jalan. Irigasi, dan  Jarin gan
D .5. Pen ju a lan  atas A set Tetap  Lainnya/ Aset la innya
D .7. Penerim aan  dari Pen jua lan  Investas i Non Perm anen

Jum lah  A rus M asuk  K as (D)
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URAIAN 20X1 20X0
E A rus K eluar Kas:
E. 1. Pero lehan  atas Tanah
E .2. Pero lehan  atas Pera la tan  dan  M esin
E .3. Pero lehan  atas G edun g dan B angunan
E .4. Pero lehan  atas Jalan . Irigasi, dan  Jarin gan
E .5. Pero lehan  atas A set T e tap  Lainnya/ A set La innya
E .7. Pengelu aran  atas Pem belian  Investas i Non  Perm anen
E .8. Pengelu aran  Investas i yan g  B erasa l dari A PB N  (BA 

BUN Investasi)

Jum lah  A rus K eluar Kas (E)
F A rus Kas Bersih  dari Ak tiv itas Investasi ( F = D - E  ) 

A R U S  KAS DAR I AK T IV ITA S  PE ND AN A AN
G A rus M asuk  Kas:
G .l. Penerim aan  P in jam an
G .2. Penerim aan  K em bali P in jam an kepada  P ihak  Lain
G .4. Penerim aan  Pem biayaan  La innya

Jum lah  A rus M asuk  Kas (G)
H Arus K e lu ar Kas:
H. 1. Pem bayaran  Pokok P in jam an
H .2. Pem berian  P in jam an kepada P ihak  Lain
H.3. Penyetoran  ke K as Negara

Jum lah  A rus K eluar K as (H)
I A rus Kas Bersih  dari Ak tiv itas Pendanaan  ( I = G - H ) 

A R U S  K AS D AR I AK T IV ITA S  T R AN SITO R IS
J A rus M asuk  Kas:
J . l . Penerim aan  Perh itungan  P ihak Ketiga
J .2. Penerim aan  T ransitoris  la innya

Ju m lah  A ru s M asuk  Kas (J)
K A rus K eluar Kas:
K .l. Pengelu aran  Perh itungan  P ihak Ketiga
K.2. Pengelu aran  Transitoris  la innya

Jum lah  A rus K eluar Kas (K)
L A rus Kas Bersih  dari Ak tiv itas T ransito ris  (L= J-K )
M K enaikan/ Penurunan  Kas (M = C+F+I+L )
N Penyesua ian  Saldo Kas:
N. 1. T ran saks i T ransitoris  B erja lan  

Jum lah  Penyesua ian  Saldo Kas (N)
O Kenaikan/ Penurunan  Kas Setelah  Penyesuaian  

(0 =M +N )
P Saldo Aw al Kas dan  Bank BLU  Telah  D isahkan  (P)
Q Penyesua ian  Saldo Aw al Kas dan B ank  BLU  Telah  

D isahkan  (Q)
R Saldo A k h ir Kas dan Bank BLU  T elah  D isahkan  

(R =0 +P +Q )
s Penyesua ian  Saldo Kas dan Bank BLU  Telah  

D isahkan :
S .l. Kas dan  B ank  BLU  Belum  D isahkan
S .2. R ek lasifikasi ke Investas i Jangka  Pendek
S .3. R ek las ifikas i ke D ana D ibatasi Penggun aannya
S .4. K oreks i/Selis ih  Kurs

Jum lah  Penyesuaian  Saldo Kas dan  B ank  BLU  
T elah  D isahkan  (S)

T Saldo A k h ir Kas pada BLU  (T=R+S)
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U R AIAN 20X1 20X0

I

I.a.

I. d.

II

II. a.

III

Sa ldo -Sa ldo  Kas se lain  Saldo Kas pada BLU :
Saldo A k h ir Dana K elo laan  dari BA  BUN  
(I.a .+ I.b .+ I.c .+ I.d .)

Saldo Aw a l D ana Kelo laan  dari BA BUN 
A k tv itas  Investas i N on -Perm anen  dan 
R ek las ifikas i Setara  Kas B erja lan  

Saldo A k h ir Kas Lainnya dan Setara K as  
(II.a .+11.b .+11.c.)

Saldo Aw a l Kas La innya dan  Setara  Kas 
Saldo K as di Badan  Layanan  U m um

6) Laporan  Perubahan  Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas m enyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ilustrasi format 

penyajian Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai 

berikut :

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 
31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0
K e n a ik a n

(P e n u ru n a n )
J u m %

lah
1 3 4 5 6

A EKUITAS AWAL
B S U R P L U S / D E F IS IT  L O  

D A M P A K  K U M U L A T IF  P E R U B A H A N  
K E B IJ A K A N  A K U N T A N S I / K E S A L A H A N  
M E N D A S A R

C K O R E K S I Y A N G
M E N A M B A H / M E N G U R A N G I

E K U IT A S
C . l . P e n y e s u a ia n  N i la i  A s e t
C . 2. K o r e k s i  N i la i  P e r s e d ia a n
C . 3. S e l is ih  R e v a lu a s i  A s e t  T e ta p
C . 4. K o r e k s i  N i la i  A s e t  T e ta p  N o n  R e v a lu a s i
C . 5. L a in - L a in
D T R A N S A K S I  A N T A R  E N T IT A S
E K ENAIK AN/PENURUNAN EKUITAS  

(B+C+D)
F EKUITAS AK H IR  (A + E)
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7) C a ta ta n  a tas  Lap o ran  K en a n ga n

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen 

laporan keuangan yang m eliputi penjelasan. Daftar rincian 

dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos 

yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan 

LPE. CaLK m encakup informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 

inform asi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan didalam  Standar Akuntansi Pemerintahan 

serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 

m enghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Format Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri :

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

A.l. Profil dan Kebijakan Teknis ATKP Medan.

A. 1.1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan latar 

belakang berdirinya Badan Layanan Umum. Dapat 

ditambahkan dasar hukum dan tanggal berdirinya 

ATKP Medan.

A. 1.2. Struktur Organisasi. Bagian ini menjelaskan struktur 

organisasi ATKP Medan. Dapat disertakan juga bagan 

struktur organisasi ATKP Medan.

A. 1.3. Visi. Bagian ini menjelaskan visi ATKP Medan.

A. 1.4. Misi. Bagian ini menjelaskan misi ATKP Medan.

A. 1.5. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud 

dan tujuan pendirian ATKP Medan.

A. 1.6. Nilai-nilai. Bagian ini menjelaskan nilai-nilai 

organisasi yang dimiliki ATKP Medan.

A. 1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran. Bagian ini menjelaskan 

Tugas, Fungsi, dan Peran ATKP Medan.

A. 1.8. Kegiatan ATKP Medan. Bagian ini menjelaskan 

kegiatan ATKP Medan.

A. 1.9. Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas. Bagian ini 

menjelaskan susunan Pejabat Pengelola dan Dewan 

Pengawas ATKP Medan.
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A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan. Bagian ini 

menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan 

ATKP Medan. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem 

yang digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan 

dan menyajikan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi. Bagian ini menjelaskan basis akuntansi 

yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan.

A.4. Dasar Pengukuran. Bagian ini menjelaskan definisi 

pengukuran dan dasar pengukuran yang digunakan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam bagian 

ini juga dijelaskan mata uang pelaporan, termasuk 

penjelasan ketentuan mengenai penjabaran dan/ atau 

konversi ke dalam rupiah atas transaksi yang menggunakan 

mata uang asing.

A. 5. Kebijakan Akuntansi. Bagian ini menjelaskan kebijakan

akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan, 

pengukuran, pencatatan, dan penyajian pos-pos dalam 

laporan keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset, 

kewajiban, dan ekuitas) diuraikan secara jelas sebagai bahan 

acuan dalam memahami laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. l. Pendapatan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Jumlah realisasi pendapatan untuk periode berkenaan 

dan persentase realisasi dari estimasi pendapatannya. 

Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;

• Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai 

perbedaan antara anggaran/ estimasi dengan 

realisasinya;

• Perbandingan realisasi pendapatan periode berjalan 

dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan 

tersebut jika signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut 

sumber pendapatan;
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• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Belanja

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Jumlah realisasi belanja untuk periode berkenaan dan 

persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel;

• Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai 

perbedaan antara anggaran dengan realisasinya;

• Perbandingan realisasi belanja periode berjalan dengan 

periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut 

jika signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian belanja menurut 

klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B. 3. Pembiayaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan 

dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. 

Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;

• Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan 

dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan 

tersebut jika signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut penerimaan pembiayaan dan/ 

atau pengeluaran pembiayaan;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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B. 4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang

Penggunaan Anggaran (SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan 

dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. 

Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;

• Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan 

dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan 

tersebut;

• Penjelasan mutasi atau pembentukan SiLPA/SiKPA;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO

ANGGARAN LEBIH

C. 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan SAL Awal;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

Awal periode berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SAL;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiyaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan SiLPA/SiKPA periode berjalan dengan 

periode lalu

• Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan 

SiLPA/SiKPA;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Setelah Penyesuaian

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan lebih lanjut rincian transaksi penyesuaian 

SiLPA/SiKPA;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-

lain

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya dan lain-lain periode berjalan dengan periode 

lalu;

• Penjelasan lebih lanjut rincian koreksi kesalahan

pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan SAL akhir;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D. 1. Aset ; Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya 

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan 

dengan per tanggal pelaporan periode lalu;

• Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masingakun 

aset;

• Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Kewajiban

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun 

berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;

• Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun- 

akun kewajiban;

• Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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D.3. Ekuitas

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan ekuitas per tanggal pelaporan tahun 

berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E. 1. Kegiatan Operasional

E. 1.1. Pendapatan Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan pendapatan operasional periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan-LO 

menurut sumber pendapatan;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E. 1.2. Beban Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan beban operasional periode berjalan 

dengan periode lalu;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut 

klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
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belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.2. Kegiatan Non Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan surplus/defisit kegiatan non operasional, 

nilai tukar, dan kerugian/keuntungan penurunan nilai 

aset periode berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos yang terdapat 

pada kegiatan non operasional;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang DIPA.

E.3. Pos-pos Luar Biasa

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan pendapatan/beban luar biasa periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
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• Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi periode 

berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk 

maupun arus kas keluar;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari 

aktivitas operasi menurut arus kas masuk dan arus kas 

keluar;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi periode 

berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk 

maupun arus kas keluar;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan kegiatan 

non operasional;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan periode 

berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk 

maupun arus kas keluar;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yng signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari 

aktivitas pendanaan menurut arus kas masuk dan arus
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kas keluar;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan arus kas dari aktivitas transitoris periode 

berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk 

maupun arus kas keluar;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan 

dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari 

aktivitas transitoris menurut arus kas masuk dan arus 

kas keluar;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.5. Kas pada ATKP Medan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan pos Kas pada ATKP Medan periode 

berjalan dengan periode lalu;

• Penjelasan mutasi atas penyesuaian dan/ atau 

reklasifikasi saldo Kas pada ATKP Medan;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.6. Kas dan Dana yang Dikuasai Diluar Aktivitas Operasi, 

Investasi, Pendanaan, dan Transitoris 

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Penjelasan atas penyajian dan/ atau mutasi kas dan
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dana yang tidak masuk dalam aktivitas operasi, 

aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas 

transitoris, antara lain berupa kas di bendahara 

pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran, 

dan/atau dana kelolaan ATKP Medan;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

• Perbandingan pos-pos pada LPE periode berjalan dengan 

periode lalu;

• Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan 

periode lalu untuk nilai yang signifikan;

• Penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak 

kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan 

mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, 

transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir;

• Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan; dan

• Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan

akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan

Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting

selama tahun pelaporan, seperti :

• Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

• Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh 

manajemen baru;

• Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada 

Neraca;
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• Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

• Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya 

pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Laporan Keuangan ATKP Medan ditandatangani oleh Direktur ATKP 

Medan, dan sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup 

kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan 

ATKP Medan yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung 

Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan tersebut 

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan 

Keuangan ATKP Medan, dan diilustrasikan sebagaimana gambar 

berikut :

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan keuangan BLU Akademi Teknik Keselamatan 

Penerbangan (ATKP) Medan selaku UAKPA BLU yang terdiri dari [1] 

Laporan Realisasi Anggaran, [2] Laporan perubahan Sisa Anggaran 

Lebih, [3] Neraca, [4) Laporan Operasional, [5] Laporan Arus kas, [6] 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan [7] Catatan atas Laporan keuangan

periode <Semester .......... /Tahun Anggaran ...........> sebagaimana

terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu 

dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan 

keuangan)

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 

pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan 

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tempat, Tanggal 

Direktur ATKP Medan 

<Tanda Tangan >

<Nama Terang>
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

a. Definisi dan Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari m anfaat 

ekonom i yang timbul dari aktivitas entitas selam a satu 

periode yang m engakibatkan penam bahan ekuitas 

bersih. Jenis-jenis pendapatan entitas m eliputi :

1) Pendapatan dari alokasi APBN -  DIPA RM

M erupakan pendapatan dari realisasi belanja 

pegawai, barang dan jasa  dan/atau belanja modal 

atas pagu DIPA yang sum ber dananya rupiah murni 

sesuai dengan SPM/SP2D.

2) Pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari 

masyarakat -  DIPA PNBP

Merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan 

BLU yang diberikan kepada pengguna jasa/masyarakat.

3) Pendapatan  dari pelayanan  yan g  bersu m ber dari 

en titas pem erin tah  pusat DIPA PNBP

Merupakan im balan yang diperoleh dari jasa  layanan 

yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas 

pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi 

pem erintah pusat.

4) Pendapatan hasil kerja sama -  DIPA PNBP 

M erupakan perolehan pendapatan dari kerjasam a 

operasional, sewa-m enyewa, dan usaha lainnya yang 

m endukung tugas dan fungsi BLU sesuai dokumen 

sum ber penerim aan pendapatan transaksional.

5) Pendapatan hibah bentuk uang/barang/j asa dari 

pengguna jasa/ masyarakat (entitas non pemerintah 

pusat) DIPA PNBP

Merupakan pendapatan yang diterim a dari pengguna 

jasa/m asyarakat, badan lain atau entitas non 

pem erintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban 

bagi entitas untuk m enyerahkan barang/jasa sesuai 

dengan dokum en penerim aan hibah atau yang 

d ipersam akan.
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6) Pendapatan BLU lainnya -  DIPA PNBP

M erupakan pendapatan BLU yang tidak berhubungan 

secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU yang 

dapat berupa jasa  giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang/jasa oleh BLU, hasil penjualan kekayaan yang 

tidak dipisahkan, dan pengem balian secara kas atas 

beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya 

pada tahun anggaran yang lalu.

7) Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara - 

DIPA RM

M erupakan pendapatan dari realisasi PNBP umum 

yang sum ber dananya rupiah m urni dan/atau untuk 

keuntungan rekening kas negara dan telah disetor ke 

rekening kas negara.

b. Pengakuan Pendapatan

Secara um um  pendapatan diakui pada saat :

1) T im bulnya hak atas pendapatan untuk menagih 

M erupakan pendapatan yang diperoleh sebagai 

im balan atas suatu pelayanan yang telah selesai 

diberikan dan/atau hak untuk m enagihkan beban 

tagihan kepada alokasi APBN — DIPA RM berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan  d irea lisasi

M erupakan realisasi pendapatan yang secara hak 

telah diterim a oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya 

penagihan.

Pengakuan pendapatan berdasarkan jen isnya adalah

sebagai berikut :

1) Pendapatan dari alokasi APBN — DIPA RM diakui pada 

saat pengeluaran realisasi belanja atau 

d iterb itkannya SP2D yang berasal dari pagu DIPA 

rupiah murni.
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2) Pendapatan um um  PNBP yang disetor ke Rekening 

Umum Kas Negara — DIPA RM (antara lain, 

pendapatan dari pem indahtangan aset-aset yang 

berasal dari DIPA-RM) diakui pada saat penerim aan 

m asuk ke Rekening Kas Umum Negara atau dokumen 

yang dipersam akan.

3) Pendapatan dari pelayanan

a. Bersumber dari masyarakat — DIPA PNBP, antara

lain pendapatan penyelenggaraan diklat

pembentukan, Penjenjangan dan keterampilan yang 

diikuti oleh masyarakat umum.

b. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersum ber

dari entitas pem erintah pusat DIPA PNBP, antara 

lain pendapatan penyelenggaraan diklat

pembentukan, Penjenjangan dan keterampilan yang 

diikuti oleh PNS yang pembiayaannya berasal dari 

Pemerintah Pusat.

c. Pendapatan hasil kerja sama—DIPA PNBP, antara 

lain, kerjasam a pemanfatan aset, penelitian atau 

kegiatan kerja sama lainnya.

d. Pendapatan BLU lainnya — DIPA PNBP, antara lain 

jasa  perbankan dan investasi.

Diakui pada saat tim bulnya hak atas pendapatan 

untuk m enagih sesuai dengan dokum en tagihan 

BLU atau yang dipersam akan dan/atau diakui 

pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak 

telah diterim a oleh BLU tanpa didahului adanya 

penagihan sehubungan dengan adanya 

penyerahan layanan BLU atau m anfaat ekonomi 

kepada m itra layanan atau m asyarakat, sesuai 

dengan dokumen penerim aan pendapatan BLU 

atau yang dipersam akan dan dilakukan 

pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B- 

BLU.
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4) Pendapatan hibah bentuk uang dari m asyarakat 

diakui pada saat dana hibah diterim a oleh BLU sesuai 

dengan BAST hibah, atau dokum en konfirm asi atau 

dokum en yangdipersam akan dan dilakukan 

pengesahan secara periodik sesuai dengan 

SP3B/SP2B-BLU.

5) Pendapatan hibah bentuk barang dan ja sa  diakui 

pada saat berita acara serah terim a sesuai dokumen 

berita acara serah terim a hibah atau dokum en yang 

d ipersam akan.

c. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan BLU diidentifikasi berdasarkan

dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis

pendapatan sebagai berikut :

1) Pendapatan dari alokasi APBN — DIPA RM diukur 

sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan 

SPM /SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA 

rupiah murni.

2) Pendapatan umum PN BP diukur sebesar nilai 

realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan 

dokum en sum ber setoran ke kas Negara (SSBP 

dan/atau SSPB) atau dokum en yang dipersamakan.

3) Pendapatan dari pelayanan yang bersum ber dari 

m asyarakat — DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan 

BLU yang bersum ber dari entitas pem erintah pusat — 

DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama — DIPA 

PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya—DIPA PNBP 

diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan 

dokum en sum ber transaksional BLU pendapatan 

atau yang dipersam akan.

4) Pendapatan hibah bentuk uang dari m asyarakat 

d iukur sebesar nilai hibah yang diterim a oleh BLU 

sesuai dengan dokumen penerim aan hibah bentuk 

uang atau yang dipersam akan.
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5) Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa  dari 

m asyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah 

sesuai dengan dokum en berita acara serah terim a 

hibah barang/jasa atau dokum en yang di 

persam akan.

d. Penyajian Pendapatan

Penyajian pendapatan di Laporan Keuangan sebagai

berikut :

1) Nilai pendapatan dari alokasi APBN — DIPA RM sesuai 

dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA 

rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari 

Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional.

2) Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen 

sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) 

atau dokumen yang dipersamakan disajikan pada LRA 

sebagai PNBP dalam pos PNBP Lainnya; dan di LO 

sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan 

Operasional.

3) Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber 

dari masyarakat -  DIPA PNBP; Pendapatan dari 

pelayanan BLU yang bersumber dari entitas 

pemerintah pusat — DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja 

sama — DIPA PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya — 

DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan SP2B- 

BLU disajikan: di LRA sebagai pendapatan BLU dalam 

pos PNBP Lainnya; dan di LO sebagai PNBP Lainnya 

dalam pos Pendapatan Operasional.

4) Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat 

yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU 

disajikan: di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos 

PNBP Lainnya; dan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam 

pos Pendapatan Operasional.

5) Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa  dari 

m asyarakat sesuai dengan berita acara serah terim a
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hibah barang/jasa atau dokum en yang 

dipersam akan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya 

dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan 

beban jasanya  disajikan di LO sebagai beban sesuai 

defin isi bebannya dalam pos Beban Operasional, dan 

dalam hal berbentuk persediaan dan/atau aset 

tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di 

Neraca sesuai dengan definisi asetnya.

6) Pendapatan BLU secara transaksional kas yang 

belum dilakukan pengesahan transaksinya pada 

periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai 

dengan dokum en sum ber transaksional pendapatan 

BLU disajikan di LO sebagai pendapatan BLU dalam 

pos PNBP Lainnya; di Neraca sebagai Kas dan Bank 

BLU Belum Disahkan dalam pos Kas Lainnya di 

BLU; dan di LAK dalam arus m asuk kas aktivitas 

operasi.

7) Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada 

periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai 

dengan dokum en sumber transaksional pendapatan 

BLU disajikan di LO sebagai pendapatan BLU dalam 

pos PNBP Lainnya dan di Neraca sebagai Piutang 

BLU dalam pos Piutang PNBP.

8) Pendapatan sehubungan dengan perhitungan 

akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum 

terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di 

Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non­

operasional.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

a. Pengertian dan Jenis Beban

Beban BLU adalah penurunan m anfaat ekonom i atau 

potensi ja sa  dalam periode pelaporan yang m enurunkan 

ekuitas BLU, yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsum si aset atau tim bulnya kewajiban. Transaksi



-48  -

yang menjadi ruang lingkup beban BLU meliputi :

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari 

kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan 

tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas 

pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah 

murni (RM) maupun atas pembebanan pagu yang 

sumber dananya dari layanan BLU -  DIPA pendapatan 

negara bukan pajak (PNBP).

2) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan ja sa  m erupakan beban 

sehubungan dengan perolehan dan/atau

pem anfaatan barang konsum si dan ektrakom ptabel, 

dan perolehan dan/atau pem anfaatan ja sa  dalam 

rangka m endukung kegiatan operasional BLU, baik 

atas pem bebanan pagu DIPA yang sum ber dananya 

rupiah m urni maupun atas pem bebanan pagu yang 

sum ber dananya dari layanan BLU — DIPA PNBP.

3) Beban Persediaan

Beban persediaan m erupakan beban sehubungan 

dengan pemakaian barang perlengkapan dan 

persediaan dalam rangka m endukung kegiatan 

operasional BLU.

4) Beban Barang untuk D ijual/D iserahkan kepada 

M asyarakat

Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada 

m asyarakat m erupakan beban sehubungan dengan 

pengeluaran barang persediaan untuk dijual dalam 

rangka pelayanan BLU dan/atau pem anfaatan 

barang persediaan untuk diserahkan kepada 

m asyarakat.

5) Beban Pemeliharaan

Beban pem eliharaan m erupakan beban sehubungan 

dengan m em pertahankan kondisi aset BLU, dan 

perolehan dan/atau pem anfaatan barang 

perlengkapan dan persediaan dalam rangka
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m em elihara kondisi asset BLU, baik atas 

pem bebanan pagu DIPA yang sum ber dananya 

rupiah m urni maupun atas pem bebanan pagu yang 

sum ber dananya dari layanan BLU —DIPA PNBP.

6) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan 

dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka 

menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan 

pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni 

maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya 

dari layanan BLU — DIPA PNBP.

7) Beban Penyisihan Piutang T idak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih m erupakan 

beban sehubungan dengan estim asi piutang tidak 

tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian 

nilai wajar piutang pada periode pelaporan 

keuangan.

8) Beban Penyusutan Aset dan Beban Am ortisasi 

Beban penyusutan asset dan beban am ortisasi 

m erupakan beban sehubungan dengan penurunan 

m anfaat ekonom i atau potensi jasa, terjadi pada 

saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset 

bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban 

penyusutan m erupakan alokasi yang sistematis atas 

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selam a m asa m anfaat asset yang 

bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud 

(ATB), penurunan m anfaat ekonom i atau potensi 

ja sa  ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

b. Pengakuan Beban BLU

Secara umum Beban BLU diakui pada saat:

1) T im bulnya kewajiban;

2) Terjadinya konsumsi aset; dan/atau

3) Terjadinya penurunan m anfaat ekonom i atau potensi

jasa.
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Berdasarkan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU

diidentifikasi sebagai berikut :

1) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban

pem eliharaan, dan beban perjalanan dinas yang 

berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA

Rupiah Murni diakui pada saat pengeluaran realisasi 

belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.

2) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban

pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang 

berasal dari pembebanan realisasi DIPA PNBP diakui 

pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume 

tagihan, pemakaian konsumsi dan/atau pembayaran 

beban BLU secara transaksional.

3) Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, 

bahan atau barang persediaan digunakan/dikonsumsi 

dalam rangka kegiatan operasional BLU. Dalam hal 

terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan 

diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat 

perhitungan fisik persediaan secara periodik, 

persediaan rusak atau usang tersebut disajikan 

sebagai kerugian persediaan rusak atau usang dalam 

beban non-operasional.

4) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui 

secara periodik sem esteran dan tahunan 

berdasarkan estim asi atas kualitas saldo piutang per 

debitur.

5) Beban penyusutan dan am ortisasi diakui secara 

periodik sem esteran dan tahunan selam a m asa 

m anfaat aset.

c. Pengukuran Beban BLU

Pengukuran beban BLU diidentifikasi berdasarkan

dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis

beban sebagai berikut :

1) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban
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pem eliharaan, dan beban perjalanan dinas yang 

berasal dari pem bebanan realisasi SP2D DIPA rupiah 

m urni diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai 

dengan SPM/SP2D Belanjanya.

2) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban 

pem eliharaan, dan beban perjalanan dinas yang 

berasal dari pem bebanan DIPA PNBP diukur sebesar 

nilai beban sesuai dengan dokum en sumber 

transaksional beban BLU.

3) Beban pem eliharaan berupa pem akaian barang

perlengkapan, bahan atau barang persediaan 

sehubungan dengan pem eliharaan, beban 

persediaan, dan bebanbarang untuk

dijual/diserahkan kepada m asyarakat diukur 

sebesar nilai persediaan m utasi keluar sesuai 

dengan dokum en mutasi barang keluar atau yang 

d ipersam akan.

4) Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan 

akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset 

dibagi dengan periode/m asa m anfaat aset tersebut.

5) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur 

sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap 

penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif 

penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan 

nilai nom inal piutang.

d. Penyajian Beban BLU

Penyajian beban BLU di Laporan Keuangan adalah 

sebagai berikut:

1) Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi 

belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai 

beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang 

sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban

sehubungan dengan beban transaksional secara kas 

belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai
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beban sehubungan dengan penyesuaian beban 

operasional BLU disajikan di Laporan Operasional 

dalam pos Beban Operasional.

2) Beban operasional BLU di Laporan Operasional 

disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain :

a. Beban pegawai;

b. Beban barang dan jasa;

c. Beban persediaan;

d. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada 

m asyarakat;

e. Beban pemeliharaan;

f. Beban perjalanan dinas;

g. Beban penyisihan piutang tidak tertagih;

h. Beban penyusutan dan amortisasi.

3) Nilai beban sehubungan dengan penyetoran 

pendapatan PNBP ke rekening kas umum negara 

disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran 

PNBP oleh BLU ke Kas Negara. Kerugian persediaan 

rusak atau usang serta kerugian pelepasan aset 

disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

a. Definisi dan denis Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas m erupakan kelom pok akun yang 

digunakan untuk m encatat kas dan setara kas. Kas dan 

setara kas m eliputi :

1) Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Merupakan akun untuk mencatat transaksional 

penerimaan pendapatan, transaksional pengeluaran 

belanja, transaksional pelunasan piutang atas 

pengakuan pendapatan, transaksional penyelesaian 

utang atas pengakuan beban dan transaksional saldo 

kas tunai/bank yang belum disahkan. Kas dan Bank
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Belum Disahkan dilakukan reklasifikasi menjadi Kas 

dan Bank BLU pada saat proses pengesahan 

pendapatan dan belanja secara basis kas pada periode 

pengesahan dengan menggunakan SP3B/SP2B BLU 

TAYL oleh KPPN mitra kerja.

2) Kas dan Bank BLU

M erupakan akun untuk m encatat transaksi 

pengesahan penerim aan pendapatan, pengesahan 

pengeluaran belanja, pengesahan kas atas 

pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan, 

pengesahan kas atas penyelesaian utang dari 

pengakuan beban dan pengesahan saldo kas 

tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan 

penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan 

untuk m enyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan 

dengan m elakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas 

dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas 

dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN 

m itra kerja selaku pem egang fungsi perbendaharaan 

umum.

3) Setara Kas BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi 

dan saldo instrumen investasi dalam rangka 

pengelolaan Kas dan Bank BLU jangka pendek yang 

dapat dikonversi menjadi kas tunai dalam jangka 

waktu kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 

perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai 

yang signifikan. Setara kas BLU berasal dari 

reklasifikasi Kas dan Bank BLU yang telah disahkan 

oleh KPPN mitra kerja.

4) Kas Lainnya di BLU

M erupakan akun untuk m encatat transaksi mutasi 

dan saldo uang tunai dan/atau simpanan di bank 

yang dikelola oleh BLU yang berasal dari transaksi 

dana kas BLU yang bukan m ilik BLU yang dapat
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berupa dana titipan pihak ketiga, uang jam inan, 

uang m uka pelayanan, pajak-pajak yang belum 

disetor, bunga jasa  giro yang belum disetor ke 

rekening kas Negara, uang pihak ketiga yang belum 

diserahkan seperti honorarium  pegawai atau pajak 

yang belum  disetor yang sum ber dananya berasal 

dari D IPA rupiah murni.

5) Kas di Bendahara Pengeluaran

M erupakan akun untuk m encatat transaksi mutasi 

dan saldo uang persediaan dan/atau tam bahan 

uang persediaan yang diperlakukan sebagai uang 

m uka kerja dari Kuasa BUN kepada bendahara 

pengeluaran untuk dikelola dan

dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan 

pengeluaran satuan kerja berdasarkan DIPA rupiah 

murni.

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

1) Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diakui pada 

saat d iterim a/dikeluarkannya Kas dan Bank BLU 

Belum Disahkan oleh Bendahara yang berhubungan 

dengan pendapatan satker dalam  tahun anggaran 

berjalan, pengeluaran belanja tahun anggaran 

berjalan, pelunasan secara kas piutang atas 

pengakuan pendapatan, dan penyelesaian secara kas 

utang atas pengakuan beban.

2) Kas dan Bank BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU 

diakui pada saat diterbitkan SP2B-BLU sebagai 

dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan 

Bank BLU yang Belum Disahkan menjadi Kas dan 

Bank BLU.

3) Setara Kas BLU

Transaksi yang m em pengaruhi nilai Setara Kas BLU
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diakui pada saat pem belian atau pelepasan 

instrum en investasi jangka pendek kurang dari 3 

(tiga) bulan.

4) Kas Lainnya di BLU

Transaksi yang m em pengaruhi nilai Kas Lainnya 

BLU diakui pada saat kas secara transaksional 

sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang 

jam inan , atau uang m uka pelayanan, pajak-pajak 

belum  disetor dari transaksi BLU

diterim a/diserahkan kepada yang berhak atau uang 

pihak ketiga yang belum diserahkan seperti 

honorarium  pegawai atau pajak yang belum disetor 

yang sum ber dananya berasal dari DIPA rupiah 

murni.

5) Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang m em pengaruhi nilai Kas di 

Bendahara Pengeluaran diakui pada saat

penerim aan uang persediaan dan/atau

pertanggungjawaban atau penyetoran pengem balian 

uang persediaan ke rekening kas negara sesuai 

dengan masing- m asing SP2D-UP/TUP, SP2D- 

GU/GUP dan SSBP.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

1) Kas dan Bank BLU Belum Disahkan;

a) Transaksi untuk m enam bah nilai Kas dan Bank

BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai

berdasarkan dokumen penerim aan kas atau yang 

dipersam akan hasil konfirm asi atau validasi 

transaksi, penerim aan kas dari transaksi

pendapatan transaksional pelunasan piutang, 

dan/atau transaksional penerim aan hibah bentuk 
kas.

b) Transaksi untuk m engurangi nilai Kas dan Bank

BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai
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berdasarkan dokum en otorisasi pengeluaran kas 

atau yang dipersam akan dari transaksional 

pengeluaran belanja dan biaya dan/atau 

transaksional pelunasan kewajiban.

2) Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU diukur sebesar nilai berdasarkan 

SP3B/SP2B-BLU yang m encatat pengesahan 

pendapatan dan pengesahan belanja BLU secara 

periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas 

dan Bank BLU Belum Disahkan m enjadi defin itif Kas 

dan Bank BLU.

3) Setara Kas BLU

Setara Kas BLU diukur sebesar nilai dokumen 

kepem ilikan atau yang dipersam akan instrum ent 

investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

4) Kas Lainnya BLU

a) Transaksi untuk m enam bah nilai Kas Lainnya 

BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen 

penerim aan kas atau yang dipersam akan hasil 

konfirm asi atau validasi dari transaksi 

sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, 

uang jam inan, Uang m uka pelayanan, pajak- 

pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau 

uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti 

honorarium  pegawai atau pajak yang belum 

disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA 

rupiah murni.

b) Transaksi untuk m engurangi nilai Kas Lainnya 

BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen 

otorisasi pengeluaran kas atau yang 

dipersam akan dari transaksional dari transaksi 

penyerahan kas kepada pihak yang berhak 

sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, 

uang jam inan, atau uang m uka pelayanan, pajak- 

pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau
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uang pihak ketiga yang belum  diserahkan seperti 

honorarium  pegawai atau pajak yang belum 

disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA 

rupiah murni.

5) Kas di Bendahara Pengeluaran

a) Transaksi untuk m enam bah nilai Kas di 

Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai 

saldo uang persediaan dan/atau tam bahan uang 

persediaan berdasarkan dokum en SPM/SP2D — 

UP/TUP.

b) Transaksi untuk m engurangi nilai Kas di 

Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai 

pertanggungjawaban dan/atau penyetoran 

pengem balian uang persediaan dan/atau 

tam bahan uang persediaan ke rekening kas 

negara berdasarkan m asing-m asing dokumen 

SPM /SP2D—GU/GUP, dan SSBP.

d. Penyajian Kas dan Setara Kas

Penyajian Kas dan Setara Kas sebagai berikut :

1) Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum 

Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada 

pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan 

Umum.

2) Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos 

Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian 

N egara / Lembaga.

3) Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP 

disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas 

di Bendahara Pengeluaran.

6 . KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK 

BLU

a. Definisi Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi jangka 

pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan
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kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan 

operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat 

ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Investasi 

Jangka Pendek BLU memenuhi karakteristik investasi 

sebagai berikut:

1) Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/atau 

dapat segera dicairkan /dikonversi ke dalam bentuk 

uang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) 

bulan;

2) Investasi m em iliki tingkat risiko rendah; dan

3) Investasi ditujukan dalam rangka m anajem en kas.

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek BLU diakui pada saat BLU 
m engeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan 
instrum en investasi jangka pendek.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek BLU diukur sebesar nilai biaya 

perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen 

investasi itu sendiri dan biaya-biaya yang dapat 

diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan 

investasi m isalnya komisi perantara jual beli, jasa bank 

dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. 

Dalam hal investasi BLU berupa deposito lebih dari 3 (tiga) 

bulan, investasi diukur sebesar nominal yang tercantum 

dalam dokumen deposito.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai 

Investasi Jangka Pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai 

berikut :

1) Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan 

investasi jan gka  pendek, BLU tidak m elakukan 

proses pengajuan pengesahan ke KPPN m itra kerja. 

Hal ini karena dana yang digunakan untuk 

perolehan berasal dari Kas dan Bank BLU yang 

sudah disahkan, dana yang dibatasi penggunaanya
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hasil reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang 

sudah disahkan, dan dana kelolaan BLU yang 

berasal dari penerbitan SPM/SP2D;

2) Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan 

investasi jangka pendek, BLU melakukan reklasifikasi 

dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian 

dari akun Kas dan Bank BLU (111911) menjadi akun 

Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU;

3) Dalam hal pada saat rekonsiliasi data periode 

semesteran dan tahunan terhadap nilai Kas dan 

Bank BLU terdapat perbedaan antara nilai yang 

disajikan oleh BLU dengan nilai yang disajikan oleh 

KPPN, perbedaan nilai Kas dan Bank BLU dilakukan 

analisis yang dapat disebabkan karena adanya:

a) Nilai kurang reklasifikasi ke akun Surat Berharga 

dan akun Setara Kas BLU atas investasi dengan 

jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan;

b) Nilai kurang reklasifikasi ke akun Deposito BLU dan 

akun Investasi Lainnya BLU atas investasi dengan 

jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan;

c) Nilai tam bah atas pencatatan Kas dan Bank BLU 

yang Belum Disahkan sampai dengan periode 

pelaporan semesteran dan tahunan.

4) BLU m em buat buku pem bantu dan summary 

Investasi BLU untuk m encatat transaksional 

perolehan dan pelepasan investasi BLU.

d. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU

Atas transaksi pelepasan (divestasi) Investasi BLU, 

terdapat hal-hal sebagai berikut :

1) Pelepasan (divestasi) investasi BLU terjadi pada saat 

investasi jan gka  pendek seperti deposito sudah jatuh 

tem po dan/atau BLU m elepas investasi tersebut 

sebelum  m asa jatuh  tempo;

2) Dana yang diterim a dari transaksi pelepasan investasi
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BLU tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan 

operasional BLU dan tidak dilakukan proses 

pengesahan pendapatan ke KPPN;

3) Terhadap divestasi atas investasi BLU, BLU melakukan 

reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal 

penyesuaian dari akun Deposito BLU dan/atau akun 

Investasi Lainnya BLU menjadi akun Kas dan Bank 

BLU( 1 11911).

e. Penyajian Investasi Jangka Pendek BLU

Penyajian Investasi BLU di Laporan Keuangan BLU 

sebagai berikut :

1) Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset 

Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

2) Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau 

bagi hasil yang diterim a secara kas disajikan diLRA 

dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

a. Definisi dan Jenis Piutang

Piutang BLU adalah jum lah uang yang wajib dibayar 

kepada ATKP Medan dan/atau hak ATKP Medan yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, 

piutang BLU timbul dari tiga peristiwa, yaitu :

1) Hak tagih atas layanan BLU

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, 

Jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan 

hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan 

BLU, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang 

BLU yang belum dilunasi.

2) Perikatan

Piutang ini tim bul karena adanya hak tagih atas 

perikatan antara BLU dengan pihak lain m itra kerja
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BLU berdasarkan naskah perjanjian yang

m enyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti 

pem berian pinjaman, penjualan kredit, dan 

kem itraan.

3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini tim bul karena adanya hak tagih atas 

pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang

dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai 

atau perbuatan melawan hokum yang m enim bulkan 

kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti 

Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan 

bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan 

m elawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang 

m enjadi kewajibannya.

Piutang BLU dapat berupa :

1) Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

M erupakan piutang yang tim bul sebagai akibat dari 

hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat 

la innya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang 

berasal dari transaksi bisnis karakteristik  utam a BLU. 

Piutang dari kegiatan operasional BLU berupa Piutang 

BLU Pelayanan Pendidikan dan Piutang BLU Lainnya 

dari Kegiatan Operasional.

2) Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU 

M erupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari 

hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang 

berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik 

u tam a BLU. Piutang dari kegiatan non-operasional 

BLU dapat berupa:

a) Piutang Sewa Tanah -BLU;

b) Piutang Sewa Gedung —BLU;

c) Piutang Sewa Ruangan —BLU;
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d) Piutang Sewa Peralatan dan Mesin —BLU;

e) Piutang Sewa Lainnya —BLU;

f) P iutang dari Penjualan Aset Tetap —BLU;

g) Piutang dari Penjualan Aset Lainnya-BLU; 

dan / a tau ;

h) Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional.

3) Belanja Dibayar di Muka

Merupakan piutang yang tim bul akibat BLU telah 

m elakukan pem bayaran terlebih dahulu atas transaksi 

pem belian barang/jasa dari m itra kerja atau pihak lain 

namun Sampai dengan akhir periode pelaporan 

keuangan barang dim aksud belum  diterim a atau jasa  

dim aksud belum habis dikonsum si atau belum  habis 

batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di m uka 

m isalnya pengakuan hak pem akaian sewa atas sisa 

periode sewa yang belum jatuh  tem po setelah tanggal 

pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

4) Uang Muka Belanja

M erupakan piutang yang tim bul akibat BLU telah 

m elakukan pem bayaran terlebih dahulu atas transaksi 

pem belian barang/jasa dari m itra kerja atau pihak lain 

namun sampai dengan akhir periode pelaporan 

keuangan barang/jasa dim aksud belum diterim a atau 

belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaaan 

barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang m uka belanja 

m isalnya pem berian uang m uka perjalanan dinas atau 

uang m uka kerja yang sampai dengan tanggal 

pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum 

dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

5) Pendapatan yang Masih Harus D iterim a 

M erupakan piutang yang berdasarkan perhitungan 

akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan 

akrual BLU m eskipun belum  ada penagihan karena 

belum  jatuh  tempo. Transaksi pendapatan yang masih 

harus diterim a m isalnya pendapatan dari perhitungan
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bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum  jatuh 

tem po pada tanggal periode pelaporan sem esteran dan 

tahunan.

6) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi 

atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran 

(TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

7) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti Rugi

M erupakan piutang berdasarkan perhitungan 

akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh  tempo 

dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan 

keuangan.

8) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

M erupakan piutang yang tim bul karena adanya 

penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai 

BLU yang m em punyai m asa jatuh  tem po lebih dari 12 

bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

9) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan 

Ganti Rugi

a) Tagihan tuntutan perbendaharaan m erupakan 

piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap 

bendahara dengan tujuan untuk m enuntut 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh 

Negara sebagai akibat langsung m aupun tidak 

langsung dari suatu perbuatan m elanggar hukum 

yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian 

dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b) Tagihan tuntutan ganti rugi m erupakan piutang 

berupa penagihan yang dilakukan terhadap 

pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan 

untuk m enuntut penggantian atas suatu kerugian
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yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung 

m aupun tidak langsung dari suatu perbuatan 

m elanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut 

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas 

kewajibannya.

b. Pengakuan. Piutang

1) Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat 

tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU 

terhadap layanan BLU yang belum  dilunasi 

berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau 

ketetapan piutang BLU atau yang dipersam akan.

2) P iutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau 

kerjasam a diakui pada saat penetapan Piutang BLU 

terhadap hak pendapatan yang belum diterim a 

setelah tanggal jatuh  tem po berdasarkan perjanjian 

atau dokum en yang dipersam akan.

3) Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, 

tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi 

diakui pada saat penetapan penjualan 

angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti 

rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan 

atau dokum en yangdipersam akan.

4) Belanja dibayar di muka, uang m uka belanja dan 

piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada 

saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan 

m asing-m asing buku pem bantu piutangnya.

c. Pengukuran Piutang

1) Piutang atas layanan diukur sebesar nilai tagihan 

layanan BLU yang belum dilunasi oleh pengguna 

layanan BLU berdasarkan dokum en tagihan layanan 

BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang 

d ipersam akan.
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2) Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau 

kerjasam a diukur sebesar nilai p iutang sesuai 

dengan hak pendapatan yang belum diterim a setelah 

tanggal jatuh  tempo berdasarkan perjanjian atau 

dokum en yang dipersam akan dan ditagihkan dalam 

ketetapan piutang BLU atau yang dipersam akan.

3) Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, 

tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi 

diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan 

surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen 

yang dipersam akan.

4) Belanja dibayar di muka, uang m uka belanja dan 

piutang BLU atas perhitungan akuntansi diukur 

sebesar nilai p iutang sesuai dengan perhitungan 

ringkasan berdasarkan m asing-m asing buku 

pem bantu piutangnya dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan secara periodik.

5) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 

diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai 

dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing- 

masing buku pembantu piutangnya dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan secara periodik.

6) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diukur sebesar nilai 

Tagihan TP/TGR yang akan jatuh  tem po dalam 

waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan 

keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan 

berdasarkan m asing-m asing buku pembantu 

piutangnya dalam rangka penyusunan laporan 

keuangan secara periodik.

d. Penyisihan Piutang

1) Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Dalam  rangka penyajian saldo p iutang pada periode
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pelaporan keuangan, piutang disajikan sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan dengan m enyajikan 

penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra 

akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya. 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih m erupakan nilai 

estim asi terhadap nilai p iutang bruto yang tidak akan 

tertagih. Dalam m enentukan nilai Penyisihan Piutang 

T idak Tertagih BLU hal-hal perlu dipertim bangkan 

antara lain:

a) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak 

bersifat akum ulatif, tetapi dianalisis berdasarkan 

tarif atas kualitas m asing-m asing debitur setiap 

sem ester dan tahunan.

b) Dalam  hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas 

m asing-m asing debitur lebih besar dari saldo awal 

nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui 

sebagai penam bah (didebetkan ke) Beban 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai 

penam bah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih.

c) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang T idak Tertagih 

tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas 

m asing-m asing debitur lebih kecil dari saldo awal 

nilai Penyisihan Piutang T idak Tertagih, diakui 

sebagai penam bah (didebetkan ke) Beban 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan sebagai 

penam bah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih.

d) Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih 

antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih 

pada tanggal pelaporan m enurut daftar 

perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih 

dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih 

pada neraca percobaan sebelum  penyesuaian, 

diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban
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Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai 

pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih.

e) Jenis piutang berupa Beban D ibayar di Muka; 

Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih 

Harus D iterim a tidak dilakukan penyajian 

penyisihan piutang tidak tertagihnya.

2) Reklasifikasi dan Penyesuaian Nilai Piutang

a) Pada periode pelaporan keuangan, BLU 

m elakukan reklasifikasi bagian lancar piutang 

untuk Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tagihan 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan 

m em perhatikan bahwa Bagian Lancar TPA, 

TP/TGR m erupakan nilai TPA yang akan jatuh 

tem po dalam waktu 12 bulan setelah tanggal 

pelaporan.

b) Pada periode pelaporan keuangan, BLU melakukan 

penyesuaian terhadap nilai Belanja Dibayar 

Dimuka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang 

Masih Harus Diterima yang secara akrual 

mengoreksi nilai pengakuan yang menjadi hak 

BLU.

e. Penyajian Piutang BLU

1) P iutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto 

p iutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang 

T idak Tertagih, kecuali Beban D ibayar di Muka, Uang 

M uka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus 

Diterima.

2) Piutang BLU disajikan di Neraca sesuai urutan 

likuiditasnya.

3) Piutang BLU yang disajikan pada pos Aset Lancar di 

Neraca antara lain:



- 6 8 -

a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU;

b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU;

c. Belanja Dibayar di Muka-BLU;

d. Uang Muka Belanja-BLU;

e. Pendapatan Yang Masih Harus Diterim a-BLU;

f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — BLU (untuk 

masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di 

Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang 

Masih Harus Diterima).

4) P iutang BLU yang disajikan pada pos Piutang Jangka

Panjang di Neraca antara lain:

a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-BLU;

b. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 

Ganti Rugi-BLU;

c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — BLU (untuk 

masing-masing piutang TPA, TP/TGR);

Besaran dari penyisihan piutang tak tertagih yang 

diperhitungkan berdasarkan nilai tercatat piutang yang 

masih terbuka pada tanggal neraca dapat adalah sebagai 

berikut:

Klasifikasi
Piutang Klasifikasi Piutang %

Penyisihan

Lancar B e lu m  d ila k u k a n  p e lu n a s a n  s a m p a i 
d e n g a n  ta n g g a l ja tu h  te m p o  y a n g  
d it e ta p k a n

0 .5

Kurang
lancer

D a la m  ja n g k a  w a k tu  1 (s a tu ) b u la n  
t e r h itu n g  s e ja k  ta n g g a l S u ra t  T a g ih a n  
P e r ta m a  t id a k  d ila k u k a n  p e lu n a s a n

10

Diragukan D a la m  ja n g k a  w a k tu  1 (s a tu ) b u la n  
t e r h itu n g  s e ja k  ta n g g a l S u ra t  T a g ih a n  
K e d u a  t id a k  d ila k u k a n  p e lu n a s a n

50

Macet D a la m  ja n g k a  w a k tu  1 (s a tu ) b u la n  
t e r h itu n g  s e ja k  ta n g g a l S u ra t  T a g ih a n  
K e t ig a  t id a k  d ila k u k a n  p e lu n a s a n  a ta u  
t id a k  d is e ra h k a n  p e n g u ru s a n  n y a  k e p a d a  
P a n it ia  P iu ta n g  N e g a ra /  D ir e k to r a t  
J e n d e r a l  K e k a y a a n  N e g a ra

100
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8 . KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

a. Definisi dan Jenis Persediaan

Persediaan m erupakan aset lancar dalam bentuk barang 

atau perlengkapan yang dim aksudkan untuk 

m endukung kegiatan operasional pem erintah, dan 

barang-barang yang dim aksudkan untuk dijual 

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

m asyarakat. Persediaan yang d ikelola ATKP Medan 

berdasarkan peruntukan dan jen is belanja 

pem bentukannya dapat berupa:

1) Barang Persediaan Operasional m erupakan barang 

perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan 

operasional ATKP Medan dan layanan diklat seperti 

alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah 

tangga, am unisi pita cukai, dan leges, meterai, 

perlengkapan seragam, perlengkapan pem belajaranda 

n lain-lain barang perlengkapan yang cepat habis.

2) Barang Persediaan untuk Pem eliharaan m erupakan 

barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka 

pem eliharaan tanah gedung dan bangunan, peralatan 

dan mesin, ja lan  dan jem batan irigasi, dan jaringan, 

seperti suku cadang, oli, mesin, bahan bakar, dan 

lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.

3) Barang Persediaan untuk D ijual/D iserahkan kepada 

M asyarakat m erupakan barang persediaan yang 

dim aksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam 

rangka kegiatan operasional pelayanan ATKP Medan 

kepada masyarakat.

4) Barang Persediaan untuk Proses Produksi m erupakan 

barang persediaan yang dim aksudkan untuk proses 

produksi berupa bahan baku dan/ atau berupa 

barang dalam proses produksi dalam rangka 

m enghasilkan barang-barang yang dimaksudkan 

untuk dijual dalam kegiatan operasional ATKP 
Medan.
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b. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi m anfaat ekonomi 

m asa depan diperoleh pem erintah dan m em punyai nilai 

atau biaya yang dapat diukur dengan handal, dan/ atau 

barang persediaan diterim a dan/atau hak

kepem ilikannya atau kepenguasaannya berpindah.

c. Pengukuran Persediaan

Persediaan diukur sebesar:

1) Nilai perolehan dari pem belian persediaan yang 

m eliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan, biaya lainnya yang secara langsung 

dapat dibebankan pada perolehan persediaan dan 

dikurangi adanya potongan harga rabat dan lainnya 

yang serupa.

2) Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan 

yang diproduksi secara sendiri yang meliputi biaya 

langsung yang terkait dengan persediaan yang 

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 

secara sistematis.

3) Nilai wajar dari perolehan persediaan yang berasal 

dari hibah, proses pengem bangbiakan hewan dan 

tanam an dan lain-lain yang sah.

4) Nilai perolehan persediaan yang dim aksudkan untuk 

dijual/ diserahkan kepada m asyarakat yang meliputi 

harga pem belian dan biaya langsung yang dapat 

d ibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

d. Penyesuaian Persediaan pada Periode Pelaporan 

Seme s teran dan Tahunan

Pencatatan persediaan dilakukan m em pengaruhi 

persediaan. Namun setiap terjadi transaksi yang 

dem ikian pada akhir periode pelaporan catatan 

persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
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Nilai persediaan hasil inventarisasi fisik dilakukan atas 

barang persediaan yang belum dipakai, baik yang masih 

berada di gudang/tem pat penyim panan maupun

persediaan yang berada di unit pengguna.

e. Penyajian Persediaan

Persediaan ATKP Medan disajikan di Neraca pada Pos 

Aset Lancar. Nilai persediaan ATKP Medan yang 

disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang 

secara kondisi fisik dalam keadaan baik dan siap 

digunakan dan dijual/diserahkan kepada m asyarakatpe 

rsediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak 

dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara 

m em adai dalam CALK. Pengungkapan dapat dilam piri 

daftar persediaan barang rusak atau usang.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset Tetap Badan Layanan Umum adalah aset berwujud 

yang m em punyai m asa m anfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada 

pihak ketiga, atau untuk tujuan adm inistratif operasional 

entitas. Aset tetap secara kelom pok besar jen isnya dapat 

terdiri dari :

1) Tanah;

2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan Irigasi dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya dan;

6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
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a. Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat m anfaat ekonom i masa 

depan dapat diperoleh dan nila inya dapat diukur dengan 

handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus 

dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan;

3) B iaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) T idak dim aksudkan untuk dijual dalam operasi 

norm al entitas; dan

5) D iperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan.

b. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap m em perhatikan transaksi 

perolehannya sebagai berikut :

1) Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali 

pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan 

dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap 

BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar 

nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, 

faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B 

BLU (alokasi DIPA PNBP).

2) Transfer m asuk di peroleh dari entitas 

akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pem erintah 

pusat. Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ini 

d iukur sebesar nilai nom inal yang tertera dalam 

dokum en Berita Acara Serah Terim a (BAST). Jika 

tidak tersedia nilai perolehannya dapat digunakan 

nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya 

transfer.

3) Hibah masuk, diperoleh dari entitas lain di luar

lingkup pemerintah pusat, seperti Pemerintah daerah, 

lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga
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lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun 

kelompok. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara 

ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam 

dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai 

perolehannya dapat digunakan nilai wajar aset tersebut 

pada tanggal dilakukannya hibah.

4) Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya 

proses reklasifikasi aset dari non-aset tetap menjadi 

Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk 

tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai 

berikut :

a) Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada 

sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) 

dicatat disisi kredit sebesar nilai perolehannya.

b) Akum ulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang

tercatat sampai dengan periode dilakukannya 

reklasifikasi dicatat dengan cara m endebet

Akum ulasi penyusutan atas Aset Tetap yang 

keluar (berkurang) dan m engkredit akum ulasi 

penyusutan atas Aset Tetap yang masuk

(bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan

periodenya.

5) Pertukaran, diperoleh dengan m enukarkan Aset

Tetap m ilik BLU dengan Aset Tetap entitas lain. Aset 

Tetap yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar 

nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila 

terdapat aset lainnya dalam pertukaran m isalnya kas 

m aka hal ini m engindikasikan bahwa pos yang 

dipertukarkan tidak m em punyai nilai yang sama 

sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang 

dipertukarkan ditam bah dengan kas yang

diserahkan.

6) Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset 

Tetap BLU yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
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cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah 

masuk, dan pertukaran yang diperkenankan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap 

yang m em perpanjang m asa m anfaat atau yang 

kem ungkinan besar m em beri m anfaat ekonomi di 

m asa yang akan datang dalam  bentuk peningkatan 

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, pengeluaran tersebut ditam bahkan pada 

jum lah  tercatat aset tetap yang bersangkutan. Dalam 

hal pengeluaran setelah perolehan awal tersebut 

untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk 

m enjaga m anfaat ekonomi m asa yang akan datang 

atau untuk m em pertahankan standar kinerja semula 

atas suatu aset tetap pengeluaran tersebut diakui 

dan dicatat bukan sebagai penam bahan nilai aset 

tetap m elainkan sebagai belanja atau beban 

pem eliharaan .

8) Penilaian kem bali atau revaluasi aset tetap 

dilakukan berdasarkan ketentuan pem erintah yang 

berlaku secara nasional.

c. Penghapusan. Aset Tetap

Secara umum penghapusan Aset Tetap dapat dilakukan 

m elalui penghentian penggunaan pelepasan karena 

hilang atau proses reklasifikasi keluar.

1) Penghen tian  Penggunaan

a) Pada kondisi tertentu suatu Aset Tetap dapat 

d ihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu 

Aset Tetap tidak dapat digunakan karena aus, 

ketinggalan jam an tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang m akin berkem bang 

rusak berat tidak sesuai dengan Rencana Umum 

Tata Ruang (RUTR) atau m asa kegunaannya telah 

berakhir m aka Aset Tetap tersebut hakikatnya 

tidak lagi m em iliki m anfaat ekonom i m asa depan
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sehingga penggunaannya harus dihentikan.

b) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 

BLU tidak m em enuhi definisi aset tetap dan 

harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya.

c) Suatu Aset Tetap dielim inasi dari Neraca ketika 

dilepaskan atau bila aset tetap secara perm anen 

dihentikan penggunaannya dan tidak ada 

m anfaat ekonom i m asa yang akan datang.

d) Aset Tetap yang secara perm anen dihentikan atau 

dilepas harus dielim inasi dari Neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan.

2) Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap lazim  disebut sebagai 

pem indahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap 

dilepaskan karena dipindahtangankan m aka Aset 

Tetap BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan 

dari Neraca. Proses pem indahtanganan Aset Tetap 

harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu 

c.q.DJKN) Sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan di bidang pengelolaan Barang Milik 

Negara (BMN). BLU dapat melakukan 

pem indahtanganan BMN yang di dalam nya termasuk 

Aset Tetap dengan cara:

a) Dijual

• Aset yang dijual dikeluarkan dari neraca pada 

saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen 

penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan.

• BLU harus mengidentifikasi dengan tepat Aset 

Tetap yang dijual (Aset Tetap biasa atau Aset 

Tetap).

• Identifikasi tersebut sangat penting karena 

terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang 

diperoleh atas penjualan aset tersebut, apakah
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harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola 

langsung dan secara periodik disahkan ke 

KPPN.

• Pendapatan dari penjualan Aset Tetap biasa 

m erupakan PNBP (424xxx) yang harus disetorke

Kas Negara dan tidak perlu disahkan.

• Pendapatan dari penjualan Aset Tetap merupakan 

pendapatan BLU (424xxx) yang dapat dikelola 

langsung dan harus dilalukan proses pengesahan 

melalui SP3B/SP2B-BLU di KPPN.

b) D ipertukarkan

Aset Tetap yang dipertukarkan dikeluarkan dari 

Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak 

lanjut kesepakatan tukar-m enukar BMN.

c) D ihibahkan

Aset Tetap yang dihibahkan dikeluarkan dari 

Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah 

oleh BLU sebagai tindak lanjut persetujuan 

hibah.

3) Aset Tetap Hilang

a) Aset Tetap hilang harus dikeluarkan dari Neraca 

setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan 

entitas yang bersangkutan berdasarkan 

keterangan dari pihak yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Terhadap Aset Tetap yang hilang, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perlu dilakukan 

proses untuk m engetahui apakah terdapat unsur 

kelalaian sehingga m engakibatkan adanya 

tuntutan ganti rugi.

c) Aset Tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar 

nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu 

antara penetapan aset hilang dengan penetapan 

ada atau tidaknya tuntutan ganti rugim aka pada 

saat Aset Tetap dinyatakan hilang entitas
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m elakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang 

m enjadi aset lainnya.

d) Apabila berdasarkan ketentuan perundang- 

undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi 

kepada perorangan tertentu, m aka aset lainnya 

tersebut direklasifikasi m enjadi piutang tuntutan 

ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan 

ganti rugi m aka aset lainnya tersebut 

direklasifikasi m enjadi beban.

4) Reklasifikasi Keluar

Aset Tetap dikeluarkan sebagai akibat adanya 

proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi 

Non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan 

kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

d. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi nilai aset tetap antara lain disebabkan oleh 

transaksi-transaksi sebagai berikut:

1) Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai akibat dari hasil 

Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan 

c.q. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk 

Inventarisasi dan Penilaian (IP);

2) Koreksi Nilai Aset Tetap karena adanya pengembalian 

belanja modal;

3) Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai akibat dari hasil 

tem uan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP) dan/atau BPK; dan

4) Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang 

dilakukan karena adanya Belanja Modal yang 

menghasilkan asset ekstra komptabel.

Koreksi tam bah /kurang nilai Aset Tetap dilakukan 

tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap saja tetapi ju ga  

m enyajikan ulang nilai akum ulasi penyusutan 

(retrospektif).
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e. Penyusutan Aset Tetap secara Periodik

1) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan 

seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat 

dan karakteristik aset tersebut.

2) M etode penyusutan garis lurus dipergunakan untuk 

m enghitung beban penyusutan tiap periode. Dengan 

dem ikian beban penyusutan diperoleh dengan 

m em bagi nilai perolehan aset tetap dengan periode 

m asa m anfaatnya.

3) Penyusutan Aset Tetap dilakukan secara periodik 

(semesteran), dengan mengakui adanya Beban 

Penyusutan dan diakumulasikan penyusutannya 

sepanjang masa penggunaannya. Umur Ekonomis Aset 

Tetap tersaji dibawah ini :

Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap

Uraian Umur Ekonomis

A la t B esar Darat 10

A la t B esar A pu ng 8

A la t Ban tu 7

A la t A ngku tan  D arat B erm otor 7

A la t A ngku tan  D arat Tak  B erm otor 2

A la t A ngku tan  A pu ng B erm otor 10

A lat A ngku tan  A pu ng T ak  B erm otor 3

A lat B engkel B erm esin 10

A la t B engkel Tak  B erm esin 5

A la t U kur 5

A la t K an tor 5

A la t R u m ah Tangga 5

A la t Stud io 5

A la t K om u n ikasi 5

Pera la tan  Pem ancar 10

Pera la tan  K om u n ikas i Navigasi 15

A la t K edok teran 5

A la t K esehatan  U m um 5

U n it A la t Labora torium 8

Persen ja taan  Non Sen jata  Api 3

K om p u ter U n it 4

Pera la tan  K om puter 4
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Uraian Umur Ekonomis

A la t Pengeboran  Non M esin 10

A la t D eteksi 5

A lat Pe lindu ng 5

A lat Peraga  Pe la tihan  D an Percontohan 10

Perala tan  O lah Raga 3

B an gu nan  G edun g Tem pat Kerja 50

B an gu nan  G edun g Tem pat T in gga l 50

Candi Tu gu  Peringatan  / Prasasti 50

T u gu / Tan da  Batas 50

Ja lan 10

Jem batan 50

B an gu nan  A ir B ers ih /a ir Baku 40

B an gu nan  A ir K otor 50

In sta las i A ir B ersih  / A ir  Baku 30

Insta las i A ir  Kotor 30

Insta las i Pengolahan  Sam pah 10

Insta las i G ardu  L istrik 40

Insta las i Gas 30

Insta las i Pengam an 20

Insta las i Lain 5

Jarin gan  A ir  M inum 30

Jarin gan  L istrik 40

Jarin gan  Telepon 20

Jarin gan  Gas 30

B arang  B ercorak  K esen ian 4

f. Kapitalisasi Aset Tetap

Pengukuran suatu aset tetap harus m em perhatikan 

kebijakan pem erintah m engenai ketentuan nilai

m inim um  kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan m inimum 

kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran 

pengadaan baru dan penam bahan nilai aset tetap dari 

hasil pengem bangan reklasifikasi renovasi dan 

restorasi.

BMN berupa aset tetap yang m em enuhi nilai satuan 

m inimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang 

Intrakom ptabel dan disajikan dalam neraca laporan 

keuangan. Sedangkan yang tidak m em enuhi nilai
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satuan m inim um  aset tetap dicatat dalam Buku Barang 

Ekstrakom ptabel dan disajikan dalam laporan 

keuangan di bagian neraca.

Kapitalisasi BMN m erupakan batasan nilai m inimum 

per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset 

tetap pada neraca.

Kapitalisasi BMN meliputi:

1) Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai 

dan / atau;

2) Peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau 

penam bahan m asa manfaat.

Nilai satuan m inim um  kapitalisasi BMN:

1) sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000.00 (satu juta 

rupiah), untuk:

a) peralatan dan mesin; atau

b) aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima 

juta rupiah), untuk:

a) gedung dan bangunan; atau

b) aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan m inim um  kapitalisasi BMN tidak 

diperlukan untuk:

1) BMN berupa tanah;

2) BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan;

3) BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau

4) BMN berupa aset tetap lainnya seperti koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

g. Penyajian Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan sebagai 

berikut:

1) Tanah

a) Tanah disajikan di Neraca dalam kelompok Aset 

Tetap.
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b) Mutasi Tanah pada awal dan akhir periode yang

m enunjukkan penam bahan dan pengurangan;

c) Dalam  Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan inform asi mengenai:

• Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai 

tercatat (carrying amount) Tanah;

• Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi 

tanah yang dalam hal tanah tidak ada nilai 

satuan m inim um  kapitalisasi tanah.

2) Peralatan dan Mesin

a) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam 

kelom pok Aset Tetap dikurangi kontra akun 

berupa akum ulasi penyusutan peralatan dan 

mesin.

b) Beban Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada 

suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan 

dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

diungkapkan inform asi mengenai:

• Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai 

tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin;

• Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi 

Peralatan dan Mesin;

• Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir 

periode yang m enunjukkan penam bahan 

dan/atau pengurangan;

• Inform asi penyusutan Peralatan dan Mesin yang 

m eliputi nilai penyusutan, m etode penyusutan 

yang digunakan, alasan pilihan metode 

penyusutan, perubahan m etode penyusutan 

(jika ada) m asa m anfaat atau tarif penyusutan 

yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan 

akum ulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode.



-82  -

3) Gedung dan Bangunan

a) Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam 

kelom pok Aset Tetap dikurangi kontra akun 

berupa akum ulasi penyusutan gedung dan 

bangunan.

b) Beban Penyusutan atas Gedung dan Bangunan 

pada suatu periode disajikan sebagai beban 

penyusutan dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

diungkapkan inform asi mengenai:

• Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai 

tercatat (carrying amount) Gedung dan 

Bangunan;

• Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi

Gedung dan Bangunan;

• Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan

akhir periode yang m enunjukkan

penam bahan dan/atau pengurangan;

• Inform asi penyusutan Gedung dan Bangunan 

yang meliputi: nilai penyusutan, metode 

penyusutan yang digunakan, alasan pilihan 

m etode penyusutan, perubahan metode 

penyusutan Cjika ada), m asa m anfaat atau tarif 

penyusutan yang digunakan, serta nilai 

tercatat bruto dan akum ulasi penyusutan pada 

awal dan akhir periode.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a) Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca 

dalam kelom pok Aset Tetap dikurangi kontra 

akun berupa akum ulasi penyusutan jalan , irigasi, 

dan jaringan.

b) Beban Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai 

beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

c) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan
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diungkapkan inform asi mengenai:

• Dasar penilaian yang digunakan untuk 

m encatat nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

• Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berkaitan 

dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada 

nilai satuan m inimum kapitalisasi;

• M utasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal 

dan akhir periode yang m enunjukkan 

penam bahan dan/atau pengurangan;

• Inform asi penyusutan Peralatan dan Mesin yang 

m eliputi nilai penyusutan, m etode penyusutan 

yang digunakan, alasan pilihan metode 

penyusutan, perubahan m etode penyusutan 

(jika ada), masa m anfaat atau tarif penyusutan 

yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan 

akum ulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode.

5) Aset Tetap Lainnya

a) Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam

kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa 

hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak

dilakukan penyusutan secara periodiK, melainkan 

diterapkan penghapusan pada saat aset tetap 

lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan 

atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap- 

Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik 

mana yang lebih pendek (whichever is shorter) 

antara masa manfaat aset dengan masa

pinj aman / sewa.

b) Beban Penyu sutan atas Aset Tetap Lainnya pada 

suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan 

dalam Laporan Operasional.

c) Dalam  Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan informasi m engenai:
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• Dasar penilaian yang digunakan untuk 

m encatat nilai Aset Tetap Lainnya;

• Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi 

Aset Tetap Lainnya;

• Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir 

periode yang m enunjukkan penam bahan 

dan/atau pengurangan;

• Inform asi penyusutan Peralatan dan Mesin 

yang m eliputi nilai penyusutan, metode 

penyusutan yang digunakan, alasan pilihan 

m etode penyusutan, perubahan metode 

penyusutan (jika ada), m asa m anfaat atau tarif 

penyusutan yang digunakan, serta nilai 

tercatat bruto dan akum ulasi penyusutan pada 

awal dan akhir periode.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) disajikan

sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat

perolehan;

b) Dalam  Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan inform asi mengenai:

• Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan 

berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu 

penyelesaiannya pada tanggal neraca;

• Nilai kontrak konstruksi dan sumber 

pem biayaanya;

• Jum lah biaya yang telah dikeluarkan sampai 

dengan tanggal neraca;

• Uang m uka kerja yang diberikan sampai 

dengan tanggal neraca; dan

• Jum lah Retensi.
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10. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

a. Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang 

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau 

menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk 

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

Aset Tak Berwujud secara kelompok besar jenisnya dapat 

terdiri dari:

• Software Komputer

• Lisensi dan Franchise;

• Hak Paten, Hak Cipta, dan hak kekayaan intelektual 

lainnya;

• Hasil Kajian/Penelitian yang M em berikan Manfaat 

Jangka Panjang;

• ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

• Royalti;

• Aset Tak Berwujud Lainnya; dan

• Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB, entitas harus dapat 

m em buktikan bahwa pengeluaran atas

aktivitas/kegiatan tersebut telah m em enuhi definisi ATB 

dan kriteria pengakuan ATB, sesuatu diakui sebagai ATB 

jika  dan hanya jika:

1) Kem ungkinan besar diperkirakan m anfaat ekonom i 

d im asa dating yang diharapkan atau jasa  potensial 

yang diakibatkan dari ATB tersebut akan m engalir 

kepada/dinikm ati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur 

dengan handal.
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c. Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengukuran ATB dinilai sebagai berikut:

1) ATB yang diperoleh secara eksternal melalui:

a) Pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehan. Aset 

Tak Berwujud BLU yang diperoleh dengan cara ini 

diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam 

dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA 

RM), dan SP3B/ SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBP).

b) Pertukaran, dinilai sebesar nilai wajar dari aset 

yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya 

dalam pertukaran, m isalnya kas, m aka hal ini 

m engindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan 

tidak m em punyai nilai yang sama sehingga 

pengukuran dinilai sebesar aset yang 

dipertukarkan ditambah dengan kas yang 

diserahkan.

c) Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan.

d) Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat 

adanya proses reklasifikasi aset dari non-ATB 

m enjadi ATB. Dalam transaksi reklasifikasi m asuk 

tersebut. pengukurannya diperlakukan hal-hal 

sebagai berikut:

• ATB yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi 

debet dan ATB yang keluar (berkurang) dicatat di 

sisi kredit sebesar nilai perolehannya.

• Akum ulasi am ortisasi ATB terkait yang tercatat 

sampai dengan periode dilakukannya 

reklasifikasi, dicatat dengan cara m endebet 

Akum ulasi penyusutan atas Aset Tetap yang 

keluar (berkurang) dan m engkredit Akum ulasi 

am ortisasi atas ATB yang m asuk (bertambah) 

sebesar tarif am ortisasi periode bersangkutan.

e) Donasi /Hibah, ATB yang diperoleh dengan cara ini 

diukur sebesar nilai nom inal yang tertera dalam 

dokum en BAST Hibah. J ika tidak tersedia nilai
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Perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset 

yang ditetapkan oleh pim pinan/kuasa pengguna 

anggaran B LU.

2) ATB yang diperoleh dari pengembangan internal diukur 

sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang 

dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki 

masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan 

ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

d. Penghapusan ATB

Penghapusan ATB dapat dilakukan m elalui penghentian 

penggunaan, pelepasan karena hilang atau proses 

reklasifikasi keluar.

1) Penghen tian  Penggunaan

a) Pada kondisi tertentu suatu ATB dapat dihentikan 

dari penggunaannya. Apabila suatu ATB tidak 

dapat digunakan karena ketinggalan jam an tidak 

sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin 

berkem bang atau m asa kegunaannya telah 

berakhir m aka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi 

m em iliki m anfaat ekonom i m asa depan sehingga 

penggunaannya harus dihentikan.

b) ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU 

tidak m em enuhi definisi aset tetap dan harus 

dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan 

nilai tercatatnya.

c) Suatu ATB dielim inasi dari Neraca ketika 

dilepaskan atau bila ATB secara perm anen 

dihentikan penggunaannya dan tidak ada m anfaat 

ekonom i m asa yang akan datang.

d) ATB yang secara perm anen dihentikan atau dilepas 

harus dielim inasi dari Neraca dan diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pelepasan ATB

Pelepasan ATB lazim  disebut sebagai
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pem indah tangan an. Apabila suatu ATB dilepaskan 

karena dipindahtangankan, m aka ATB BLU yang 

bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses 

pem indahtanganan ATB harus dilakukan seizin 

Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dihidang

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). BLU dapat 

m elakukan pem indahtanganan BMN yang 

didalam nya term asuk ATB dengan cara:

a) Dijual

• BLU harus mengidentifikasi dengan tepat ATB 

yang dijual (ATB biasa atau ATB).

• Identifikasi tersebut sangat penting karena 

terkait dengan perlakuan atas pendapatan 

yang diperoleh atas penjualan aset tersebut, 

apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat 

dikelola langsung dan secara periodik disahkan 

ke KPPN.

• Pendapatan dari penjualan ATB biasa 

m erupakan PNBP (kelom pok akun 423xxx) 

yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak 

perlu disahkan.

• Pendapatan dari penjualan ATB merupakan 

pendapatan BLU (kelompok akun 424xxx) yang 

dapat dikelola langsung dan harus dilakukan 

proses pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU di 

KPPN.

b) D ipertukarkan

ATB yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca 

pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut 

kesepakatan tukar-m enukar BMN.

c) D ihibahkan

ATB yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca 

pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLU 

sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
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3) ATB Hilang

a) ATB hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah

diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas 

yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari 

pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.

b) Terhadap ATB yang hilang, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perlu dilakukan 

proses untuk m engetahui apakah terdapat unsur 

kelalaian sehingga m engakibatkan adanya 

tuntutan ganti rugi.

c) ATB hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai 

buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara 

penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau 

tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat ATB 

dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi 

ATB hilang menjadi aset lainnya.

d) Apabila berdasarkan ketentuan perundang- 

undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti 

rugi kepada perorangan tertentu, m aka aset 

lainnya tersebut direklasifikasi m enjadi piutang 

tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat 

tuntutan ganti rugi m aka aset lainnya tersebut 

direklasifikasi menjadi beban.

4) Reklasifikasi Keluar
ATB dikeluarkan sebagai akibat adanya proses 

reklasifikasi aset dari ATB menjadi Non-ATB. Transaksi 

ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi 

masuk.

e. Koreksi Nilai ATB

Koreksi nilai ATB antara lain disebabkan oleh transaksi- 

transaksi sebagai berikut:

1) Koreksi Nilai ATB sebagai akibat dari hasil Revaluasi 

oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen
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Kekayaan Negara) dalam  bentuk Inventarisasi dan 

Penilaian (IP);

2) Koreksi Nilai ATB karena adanya pengembalian belanja 

modal;

3) Koreksi Nilai ATB sebagai akibat dari hasil temuan 

(audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

dan/atau BPK; dan

4) Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang 

dilakukan karena adanya Belanja Modal yang 

menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah /kurang nilai ATB BLU dilakukan tidak

hanya terhadap nilai ATB saja, tetapi juga menyajikan

ulang nilai akumulasi amortisasi (retrospektif).

f. Amortisasi ATB secara Periodik

1) ATB dilakukan amortisasi secara periodik.

2) M etode am ortisasi garis lurus dipergunakan untuk 

m enghitung beban am ortisasi tiap periode. Dengan 

dem ikian, beban am ortisasi diperoleh dengan 

m em bagi nilai perolehan ATB BLU dengan periode 

m asa m anfaatnya.

3) Beban Am ortisasi BLU dilakukan secara periodik 

(sem esteran ), dengan m engakui adanya Beban 

Am ortisasi dan diakum ulasikan am ortisasinya 

sepanjang m asa penggunaannya.

g. Penyajian ATB

Penyajian ATB di Laporan Keuangan sebagai berikut :

1) Aset Tak Berwujud BLU disajikan pada Neraca dalam 

kelom pok Aset Lainnya dikurangi kontra akun 

berupa akum ulasi am ortisasi BLU;

2) Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan 

Operasional sebagai Beban Penyusutan/Amortisasi.



- 9 1 -

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

a. Definisi dan Jenis Kewajiban

Kewajiban m erupakan utang yang tim bul dari peristiwa 

m asa lalu yang penyelesaiannya m engakibatkan aliran 

keluar sum ber daya ekonomi. Kewajiban antara lain 

dapat berupa:

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah utang yang timbul 

dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional (pelayanan) yang dibebankan pada 

alokasi dana DIPA PNBP, serta dana pihak ketiga 

yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh 

BLU. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan 

pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum 

dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang 

jam inan  atau uang m uka dari pengguna jasa.

2) U tang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 

D isetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 

Disetor adalah pajak-pajak yang dipungut oleh 

Bendahara Pengeluaran BLU, namun belum disetorkan 

ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas 

beban dan biaya yang berupa belanja barang 

dan/atau belanja modal yang bersumber dari alokasi 

DIPA Rupiah Murni, yang sampai dengan tanggal 

pelaporan belum dilakukan pembayaran atau 

penyelesaian.

4) Pendapatan D iterim a di Muka

Pendapatan D iterim a di M uka adalah pendapatan 

bukan pajak yang sudah diterim a di rekening 

Entitas, tetapi belum m enjadi hak Entitas 

sepenuhnya karena masih m elekat kewajiban untuk 
m em berikan b arang/j asa di kem udian hari kepada
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pihak ketiga.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka 

pendek yang tidak dapat d iklasifikasikan ke dalam 

Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, 

Belanja yang Masih Harus Dibayar, m aupun 

Pendapatan D iterim a di Muka.

6) Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang adalah pinjaman jangka panjang 

(jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari 

aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai 

dengan tanggal pelaporan belum dilakukan 

pembayaran atau penyelesaian.

b. Pengakuan Kewajiban

1) Utang Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat :

a. T im bulnya kewajiban berupa tagihan atas 

perjan jian/kotrak/dokum en lain belanja yang 

dipersam akan terhadap barang dan ja sa  yang telah 

diterima; dan/atau

b. D iterim a dana pihak ketiga berupa dana titipan 

pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum 

dibayarkan kepada pegawai yang berhak, dan uang 

jam inan  atau uang m uka dari pengguna jasa.

2) U tang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 

Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 

D isetor diakui pada saat Bendahara m em ungut pajak 

nam un belum  dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

3) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus D ibayar diakui pada saat 

tim bulnya kewajiban berupa resum e tagihan atas 

sejum lah belanja yang bersum ber dari alokasi dana
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DIPA-RM , yang sampai dengan tanggal pelaporan 

belum  dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau 

berupa perhitungan akrual b iaya-biaya yang belum 

jatuh  tempo.

4) Pendapatan D iterim a di Muka

Pendapatan D iterim a di Muka diakui pada saat 

terdapat/tim bul klaim  pihak ketiga kepada Entitas 

terkait kas yang telah diterim a dari pihak ketiga 

tetapi belum  ada penyerahan barang/jasa pada akhir 

periode pelaporan keuangan. Pendapatan D iterim a di 

M uka diakui dengan m enggunakan pendekatan 

pendapatan sehingga akun ini hanya m uncul pada 

akhir tahun sebagai penyesuaian untuk m em isahkan 

pendapatan yang benar-benar m erupakan hak pada 

periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya 

baru m enjadi hak pada periode berikutnya.

5) U tang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat 

tim bulnya kewajiban untuk m em bayar utang yang 

tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha. 

Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Pajak Bendahara 

yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus 

Dibayar, dan Pendapatan D iterim a di Muka.

6) Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang diakui pada saat Entitas 

m enerim a dana dan/atau fasilitas pembiayaan 

jan gka  panjang dan dilakukan pengesahan 

penerim aan pem biayaan sesuai dengan SP3B/SP2B- 

BLU.

c. Pengukuran Kewajiban

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga BLU diukur sebesar:

a. nilai tagihan yang belum dibayarkan kepada
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pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera 

dalam kontrak, dokum en belanja, daftar 

honorarium , atau dokum en lain yang 

dipersam akan; dan/atau

b. nilai dana yang diterim a dari pihak ketiga yang 

belum diserahkan dan dikem balikan kepada 

pihak ketiga yang berhak.

2) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 

D isetor Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak 

Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas 

Negara.

3) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar 

nilai resum e tagihan atas sejum lah belanja yang 

bersum ber dari alokasi dana DIPA-RM, yang sampai 

dengan tanggal pelaporan belum  dilakukan 

pem bayaran oleh BLU, dan/atau sebesar nilai 

perhitungan akrual beban dan biaya yang belum 

ja tu h  tempo.

4) Pendapatan D iterim a di Muka

Pendapatan D iterim a di Muka diukur sebesar nilai 

barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan 

Entitas pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai 

Pendapatan Diterim a di Muka dapat dilihat dari hasil 

perh itungan total Pendapatan tertentu yang sudah 

diterim a kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai 

barang/jasa yang sudah diserahkan Entitas kepada 

pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai 

kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh Entitas 

berdasarkan kontrak/perjanjian/dokum en hak dan 

kewajiban yang sah.

Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang diukur sebesar nilai saldo

6 )
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utang jan gka  panjang yang belum jatuh  tem po sesuai 

dengan um ur utang.

d. Penyajian Kewajiban

Penyajian Kewajiban di Laporan Keuangan adalah sebagai 

berikut:

1) Kewajiban disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek 

di Neraca :

a) Utang Pihak Ketiga

b) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 

Disetor

c) Belanja yang Masih Harus Dibayar

d) Pendapatan D iterim a di Muka

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

2) Kewajiban yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka

Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka 

Panjang BLU (221121 - Utang Perbankan Jangka

Panjang BLU), (221929 - Utang Jangka Panjang Dalam 

Negeri Lainnya BLU).

12. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

a. Definisi Ekuitas

Hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh 

kewajiban yang dimiliki. Akun- akun yang m erupakan 

bagian dari pos ekuitas terdiri dari:

1) Ekuitas Awal

Ekuitas pada saat dibentuknya BLU ditambah atau 

dikurangi surplus /defisit, dampak kumulatif serta

koreksi-koreksi yang mempengaruhi ekuitas pada 

tahun sebelumnya.

2) Surplus /Defisit Operasional

Seluruh pendapatan dikurangi beban pada tahun 

berjalan sebagai hasil operasi entitas.
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3) Dam pak Kum ulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip 

Akuntansi/Kesalahan M endasar

Penam bahan /pengurangan ekuitas sebagai dam pak 

perubahan nilai dari suatu perubahan prinsip- 

prinsip akuntansi atau terjadinya kesalahan 

m endasar dalam penerapan suatu kebijakan 

akuntansi.

4) Koreksi-Koreksi

Koreksi atas suatu transaksi/peristiwa/kejadian 

yang m enurut standar akuntansi pemerintahan 

berakibat penam bahan atau pengurangan ekuitas.

5) T ransaksi an tar Entitas

Pos untuk m encatat transaksi-transaksi berkenaan 

dengan D iterim a dari Entitas Lain, ditagihkan Ke 

Entitas Lain, Transfer Masuk, dan Transfer Keluar.

6) Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal pelaporan yang terdiri dari 

ekuitas awal ditam bah atau dikurangi dengan 

surplus/defisit operasional dam pak kum ulatif atas 

perubahan prinsip-prinsip akuntansi/kesalahan 

m endasar dan koreksi-koreksi.

b. Pengakuan Ekuitas

1) Ekuitas Awal

Ekuitas awal diakui pada saat diterbitkannya 

laporan keuangan tahun sebelum nya.

2) Surplus / Defisit Operasional

Surplus /Defisit Laporan Operasional diakui pada 

saat terjadinya.

3) Dam pak Kum ulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dam pak Kum ulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip 

Akuntansi/Kesalahan M endasar diakui pada saat 

terjadinya.
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4) Koreksi-Koreksi

Koreksi-koreksi diakui pada saat terjadinya.

c. Pengukuran. Ekuitas

1) Ekuitas Awal

Ekuitas awal diakui sebesar nilai nom inal pada saat 

d iterb itkannya laporan keuangan tahun sebelumnya.

2) Surplus /Defisit Operasional

Surplus /Defisit Laporan Operasional diakui sebesar 

nilai nominal pada saat terjadinya.

3) Dam pak Kum ulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip 

Akuntansi/Kesalahan M endasar

Dam pak Kum ulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip 

Akuntansi/Kesalahan M endasar diakui sebesar nilai 

nom inal pada saat terjadinya.

4) Koreksi-Koreksi

Koreksi-koreksi diakui sebesar nilai nominal pada saat 

terjadinya.

d. Penyajian Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam kelom pok ekuitas pada neraca 

sebesar saldonya, sedangkan hal-hal yang harus 

diungkapkan terkait ekuitas dalam laporan keuangan 

m eliputi :

1) Rincian atas akun yang disajikan dalam kelompok 

ekuitas dalam neraca.

2) Inform asi lain yang digunakan untuk m endukung 

penjelasan atas ekuitas.
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B . P r o s e d u r  A k u n t a n s i

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

No Kegiatan
Penanggung

Jawab Rekam Mutu

1 Calon Taruna melakukan pendaftaran secara online 
dan sistem secara online mengeluarkan Silling 
Pendaftaran IV irtua l A ccou n t)

Calon Taruna

Virtual A c co u n t, Slip 
Setoran

Calon taruna melakukan pembayaran pada Bank ( 
rekening Operasional Penerimaan 8LU) dan 
melakukan konfirmasi pembayaran ke Panitia.

2 Panitia Seleksi Peserta Calon Taruna (Sipencatarl 
melakukan rekapitulasi Peserta Sipencatar yang 
telah melakukan pembayaran dan menyerahkan 
daftar Rekapitulasi tersebut kepada Bendahara 
Penerimaan.

Panitia
Sipencatar

Daftar Rekapitulasi 
Peserta Sipencatar

3 Bendaharan Penerimaan menerima daftar 
rekapitulasi Calon Peserta Taruna yang telah 
melakukan pembayaran

Bendahara
Penerimaan

Daftar Rekapitulasi 
Peserta Sipencatar

Memverifikasi dan melakukan konfirmasi kebenaran 
data kepada Bank, bila ada perbedaan data 
dikembalikan ke Panitia SIPENCATAR

Daftar Rekapitulasi 
Peserta Sipencatar dan 
Rekening Koran

Menyusun Rekapitulasi Penerimaan Kas Masuk 
Harian (softcopy).

Rekapitulasi Kas Masuk 
Harian

Mencatat transaksi pada Buku Kas Umum |BKU) 
dan Buku Pembantu.

Buku Kas Umum |BKU| 
dan Buku Pembantu

Membuat Bukti Kas Masuk (BKM ) 2 rangkap. Bukti Kas Masuk (BKM)

Menyusun Laporan Posisi Kas. Laporan Posisi Kas

Meminta otorisasi dan Kasubbag Keuangan atas 
Rekapitulasi Penerimaan Kas Harian, BKM dilampiri 
dengan Rekening Korar.

Penerimaan Kas Harian, 
BKM dan Rekening Koran

4 Kasubbag Keuangan Memberikan otorisasi atas 
Rekapitulasi Penerimaan Kas Harian, Bukti Kas 
Masuk IBKM) dan slip pembayaran/data 
pembayaran dari 3ank.

Penerimaan Kas Harian, 
BKM dan Rekening Koran

Menyerahkan dokumen yang diotorisasi ke 
Bendahara penerimaan untuk diarsipkan dan ke 
Petugas Akuntansi (tanpa slip pembayar an / data 
pembayaran dari Bank).

Penerimaan Kas Harian, 
BKM dan Rekening Koran

5 Menerima salinan data pembayaran mingguan 
berupa Bukti Kas Masuk iBKMl .Rekapitulasi Kas 
Masuk Harian dan bukti-bukti pendukung yang 
telah diotorisasi.

Petugas
Akuntansi

Penerimaan Kas Harian, 
BKM dan Rekening Koran

Melakukan validasi ke Sistem Akuntansi Instansi 
Berbasis Akrual.

Sistem Akuntansi
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1. Prosedur Akuntansi Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
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2. Prosedur Akun tansi Pendapatan  Jasa Layanan Pelatihan

No K eg ia ta n P e n a n g g u n g  J a w a b R ek a m  M u tu

1 Pengguna Jasa/Pem ohon m engajukan  surat perm ohonan 
kerjasam a diklat ke D ivisi Pengem bangan Usaha dan Kerja. 
Sam a :DPU i

Pengguna
Jasa/Pem ohon

Surat Perm ohonan 
Pengguna Jasa

2 DPU berdasarkan surat perm ohonan m engajukan R incian 
B iaya /Tarif sesuai keten tuan  yang berlaku

D ivisi Pengem bangan 
U saha dan Kerja Sam a 

IDPUI

R incian Biaya, M OA/PKS

Jika pengguna ja sa  setu ;u  m aka D P I ' m em buat M OA/PKS 
yang d itandatangani oleh KP A dan Per.jgur.a Jasa

M OA/PKS

DPU m em buat N ota  D inas Pelaksanaan D iklat ke Kasubbag 
A k ta rya n g  d isertai salinan M OA/PKS

Nota Dinas, Salinan 
M OA/PKS

Salinan M O A/PKS diserahkan ke Bendahara Penerim aan Salinan M OA/PKS

3 B en d a h a ra » Penerim aan m enerim a Salinan M O A/PKS dari 
DPU.

Bendahara Penerim aan M OA/PKS

Bendahara penerim aan m em buat Sura : T agihan / ih v z* ke 
Pengguna Jasa berdasarkan M OA/PKS.

Surat Tag ihan/ Jntrace

Surat Tagihan f  invoice  d iserahkan ke Kasubbag Keuangan 
untuk d iverifikasi dan  d iotonsasi.

Surat Tagihan/.’n: c-ce

4 Kasubbag Keuangan m engecek  kesesuaian  Surat 
Tagihan/Invoice dengan M OA/PKS dan m em berikan  otorisasi 
paraf jik a  sudah sesuai. J ika  tidal; sesuai dikem balikan ke 
bendahara penerim aan.

Kasubag Keuangan Surat Tagihan  / M  voice

Kasubbag Keuangan m enyam paikan  Surat Tagihan  y Ir.vznze 
untuk d itandatangani oleh D irektur

Kasubag Keuangan Surat Tagihan/ih r c: c c

5 D irektur m enandatangi Surat Tagihan jrircice dan 
m em berikan kem bali ke Kasubb ag Keuangan

D irektur Surat Tagihan/huctce

6 Kasubbag Keuangan m em berikan  Surat Tagihan/ /rttoicc 
tersebut ke Bendahara Penerim aan untuk d ikirim kan ke 
Pengguna Jasa

Kasubag Keuangan Surat Tagihan/Jni'Gzce

7 Bendahara Penerim aan m engirim kan Surat T ag ih an / In i  czz€ 
ke Pengguna Jasa

Bendahara Penerim aan Surat Tagihan / JnvC'C£

3 Penggu najasa m enerim a Surat Tagihan 'ku o :c•: dari 
Bendahara Penerim aan

P enggun a J  asa Surat Tagihan / Jh z c:c€

Pengguna Jasa m elakukan pem bayaran  i:e B ank  Persepsi 
berdasarkan Surat Tagihan/ ihbofc*

Bendahara Penerim aan Bukti Transfer 
Pem bayaran

M enyerahkan bukti pem bayaran ke Bendahara Penerim aan Bendahara Penerim aan Bukti Transfer 
Pem bayaran

9 Bendahara Penerim aan m elakukan pengecekan m elalu i 
M anagem ent System  B ank  atas transfer pem bayaran dan  
Pengguna j asa

Bendahara Penerim aan Bukti Transfer 
Pem bayaran

10 M encatat transaksi pada  Buku Kas M asuk. E ular Kas Urr.urr. 
IBKU) dan Buku Pem bantu dan Laporan Penerim aan

Bendahara Penerimaan B u la i Kas M asuk, B KU . 
B u la i Pem bantu dan 
Laporan  Penerim aan

11 M enyerahkan copy salinan bukti pem bayaran  ke Petugas 
Akuntasi

Petugas Akuntansi Bukti Transfer 
Pem bayaran

12 Petugas Akun tansi m er.ginput penerim aan ke aplikasi SAIBA Petugas Akuntansi Aplikasi SA3EA
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2 . Prosedur Akuntansi F«ndApatar. J « a  La.yan?.n Pelatihan
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3. Prosedur Akuntansi Pendapatan Pemanfaatan Sarana Prasarana

No Kegiatan Penanggung Jawab Rekam Mutu

1 ^engguna Jasa/Pemohon mengajukan surat permohonan 
Deminj.amanan/sewa sarana prasarana ke Divisi 
•'engemb an g an Usaha dan Keaja Sama (DPU).

Pengguna Jasa Surat Fermohonan 
-er.gguna Jasa

2 DPU berdasarkan surat permohonan tersebut mengajukan 
Nota Dinas ketersediaan sarana prasarana yang 
dibutuhkan Pengguna Jasa/Femohon kepada Kasubbag 
Cepagawaian dan Umum terkait penawaran biaya sewa 
sarana prasarana.

Divisi Pengembangan Usaha 
dan Kerja Sama (DPU)

Mota Dinas

'Casubbag Kepegawaian dan Umum melakukukan 
Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh Pengguna Jasa/Femohon dar. 
memberikan informasi ketersediaan tersebut kepada DPU

‘‘Iota Dinas

Jika Nota Dinas Kasubbag Kepegawaian dan Umum 
menyatakan sarana dan prasarana yang dimohon tersedia, 
maka DPU mengajukan penawaran biaya sewa sarana 
prasarana kepada Pengguna Jasa/Pemohon. Jika tidak 
tersedia, maka DPU mengirimkan surat balasan penolakan 
terhadap permohonan Pengguna Jasa/Pemohon.

Rincian Biaya. Surat 
Penawaran. Surat 
Penolakan.

Jika pengguna jasa setuju maka DPU membuat MOA/PKS 
yang ditandatangani oleh KPA dan Pengguna Jasa.

MOA/PKS

DFU membuat Nota Dinas peminjamanan/sewa sarana 
prasarana ke Kasubag Kepegawaian dan Umum

Nota Dir.as

DPU juga menyerahkan Salinan MOA/PKS ke Bendahara 
Penerimaan.

Salinan MOA/PKS

3 Bendaharan Penerimaan menerima Salinan MOA/PKS 
dan Divisi Pengembangan Usaha dan Keija Sama DPU|

Bendahara Penerimaan Salinan MOA/PKS

Bendahara penenmaan membuat Surat Tagihan '/nt sioe 
ke Pengguna Jasa berdasarkan MOA/PKS

Surat Tagihan/Invoice

Surat Tagihan/In v o ic e  diserahkan ke Kasubbag Keuangan 
untuk diverifikasi dan diotorisasi.

Surat Tagihan/Invoice

4 Kasubbag. Keuangan mengecek kesesuaian Surat 
Tagihan/Jro»orce dengan MOA/PKS dan memberikan 
otorisasi paraf jika sudah sesuai.

Kasubag Keuangan Surat Tagihan//n vote e 
yang telah di paraf

Kasubbag. Keuangan menyampaikan Surat 
Tagihan/b ivo tcs  untuk ditandatangani oleh Direktur.

Direktur mer.andatangi Surat Tagihan/In v o k e  dar. 
memberikan kembali ke Kasubbag Keuangan.

Direktur Surat Tagihan/ Invoice 
yang telah di tanda 
tangani KPA

6 Kasubbag. Keuangan memberikan Surat Tagihan/Jm-varc-e 
tersebut ke Bendahara Penerimaan untuk dikirimkan ke 
Pengguna Jasa.

Kasubbag. Keuangan

Surat Tagihan/
Invoice yang telah di tanda 
tangani KPA

7 Bendahara Penerimaan mengirimkan Surat 
Tagihan invoice ke Pengguna Jasa.

Bendahara Penerimaan Surat Tagihan/
Invoice yang telah d: tanda 
tangani KPA

s Pengguna Jasa melakukan pembayaran ke Bank Persepsi 
berdasarkan Surat Tagihan/3tvo?ce.

Pengguna Jasa Bukti Transfer Pembayaran

Menyerahkan bukti pembayaran ke Bendahara 
Penerimaan.

Bukti Transfer Pembayaran

9 Bendahara Penerimaan mer.enma bukti transfer 
pembayaran dan Pengguna jasa

Bendahara Penerimaan Bukti Transfer Pembayaran

Melakukan Verifikasi dan rekonsiliasi kebenaran data ke 
Bank Persepsi.

Rekening Koran dan Bukti 
Transfer Pembayaran

Mencatat transaksi pada Buku Kas Masuk. Buka Kas 
Umum (BKU| dan Buku Pembantu dan Laporan 
Penenmaan.

Buku Kas Masuk, BKU . 
Buku Pembantu dan 
Laporan Penerimaan

Menyerahkan Laporan Penerimaan. BKU dan copy salinan 
bukti pembayaran ke Petugas Akuntasi.

Laporan Penerimaan. BKU 
dan Copy Salinan Bukti 
Transfer Pembayaran

10 Petugas Akuntansi menginput penenmaan ke aplikasi 
SAIBA

Fetugas Akuntansi Aplikasi SAIBA
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3 .P ro sedu r A k u n tan s i P endapatan  Pem an faatan  S a ran a  P ra sa ra n a

Pelaksana Mutu E aku

No Uraian Jenis Kegiatan ?6£ggU2iaJa sa
Dma

=4 ntf.ftn1san0.an Ucafca dan ICftî a 3-arsa IDPUI
Kasutteog 
Kfifŵaarm-* 

an dan 
Vmum

i iandaJiara 
PftSATUCA

:-LasuttAtfK au ag a n y*tup;a; .. . ,Direktur 1 KelengkapanAkuntansi Waktu Cutout Ket

Pengguna Jasa/Femohon 
mengajukan surat
permohonan pe minj amanan 
j  sewa sarar.a prasarana ke 
Divisi Pengembangan Usaha 
a an Kerja Sama |DPU|.

Surat
Permohonan 

Pengguna Jas a
5 Menit

Sura:
Permohonan 

Pengguna Jasa

DFU berdasarkan surat 
permohonan tersebut
mengajukan Nota Dinas 
ketersediaan sarana
prasarana yang dibutuhkan 
Pengguna Jasa/Pemohon 
kepada Kasubbag
Kepagawaian dan Umum 
terkait penawaran biaya 
sewa sarana c r asar an?.

Surat
Permohonan ±15 Menit 

Pengguna Jasa
Nota Dinas

Kasubbag Kepegawaian dan 
Umum melakukukan
Verifikasi ketersediaan
sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh Fengguna 
Jasa/Pemohon dan
memberikan informasi
ketersediaan tersebut
kepada DPU. n

Nota Dinas ± 1 5  Merut Nota Dinas
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repairs ana Mutu Baku

No Uraian Jems Kegiatan auauna
JSS.2L

Di'-isi
P«ntf6cn.tMintf.an I-lSL-iuttow

Usa&a a&n K *p «g »r»a - 
ECaaja S a w t an flan

I DPT-'I 'J x u i

•ndanara sCacu.t>t&g
:srjjnxs Keuangan D irek tu r

?«TU.g».£Akunc& xiri Kelengkapan Waktu Output Ket

Jika Nota Dinas Kasubbag 
Kepegawaian dan Umum
menyatakan sarana dan 
prasarana yang dimohon 
tersedia, maka DPU
mengajukan penawaran
biaya sewa sarana prasarana 
kepada Pengguna
Jasa/Pemohon. Jilta tidak 
tersedia. maka DPU
mengirimkan surat balasan
penolakan terhadap
permohonan Pengguna
Jasa/Pemohon.

XJ- Nota Dinas ±15 Menit
Rincian Biaya, 

Surat Penawaran. 
Surat Penolakan.

Jika pengguna jasa setuju 
maka DFU membuat 
MQA/PKS yar.g
ditandatangani oleh KPA dar. 
Pengguna /asa.

rO
c

Fincian Biaj'a ± 2 Kan Rincian Eiaj-a 
MOA/ FKS

DPU juga menverahkar. 
Salinan MOA/FKS ke 
Bendahara Penerimaan.

MOA/ PKS ±15 Menit Salinan MCA/PKS

Bendaharan Fenenmaar. 
menenma Salinan MOA/PKS 
dari Divisi Pengembangan 
Usaha dan Kerja Sama 
(DPU).

MOA/ PKS ±15 Menit Salman
MOU / MOA/ PKS
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No Uraian Jenis Kegiatan

Pelaksana Mutu E aku

Fongguaa
J&sa

DltlfU
Psngsa tangan 

Usaha dan 
K&ra Sama 

IDFU}

3Casubtoag

an dan 
Utoum

i dindahaja 
?«n*nma

Kasutit&g
. .jwffuaiigan Direktur Petugas

Akuntamri Kelengkapan Waktu Output Ket

Bendahara pener.maar. 
membuai Surat
Tagihan/ Jhi/oiee ke

LX
w Salinan MOA/ 

PKS
±15 Menit

Surat
T agihan /Invoice

Pengguna Jasa berdasarkan 
MOA/PKS.

Surat Tagihan/Invoice 
diserahkan ke Kasubbag. — Salinan

MOU/MOA/
PKS

±15 Menit
Surat

fweuangar. untuK ouvenmcas: 
dan diotorisasi.

Kasubbag. Keuangan 
mengecek kesesuaian Surat 
Tagihan/Jh: rice dengan 
MOA/PKS dan memberikan 
otorisasi paraf jika sudah 
sesuai.

i__

Salinan MOA/ 
PKS dan Surat 

Tagihan/
Invoice

= 15 Menit

Surai
Tagihan/ In i oice 

yang telak di 
parafKasubbag. ?Ieuangar. 

menyampaikan Surat 
Tagihan/Invoice untuk 
ditandatangani oleh 
Direktur.

-
►F

5.

Direktur menandatangi 
Surat Tagihan /Invoice dan 
membenkar. kembali ke 
Kasubbag Keuangan.

f

Surat 
Tagihan/ 

invoice yang 
telah di paraf

±15 Menit

Surat
Tagihan/ Invoice 

yang telah di 
tanda tangan; 

KPA

I 1«

l

i

3]
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Nc Uraian Jenis Kegiatan
i

Felaksana Mutu E aku

rSr̂ UT-S
JSJZ9i

D “--u=
P * rigcmtJ.ru>a n  

U sa iaa  dam 
K ajjA  S a m a  

(DPITI

£ a s <ultt>ag

BA '3 « n
uaiua:

i ^ n d a m sra  
P a r-an n u

Ka£v.&tSLq
K w u a g m

Dir*2rtur ? €  TMZ9.Z 
Alc'-im win .iL

Kelengkapan Waktu Output Ket

■

Melakukan Verifikasi dan 
rekonsiliasi kebenaran data 
dari cask system 
management Eank Persepsi.

a
------r-----

Rekening 
Koran dan 

Bukti Transfer 
Pembayar an

±15 Menit Eufct: Transfer 
Pembayaran

Mencatat transaksi pada 
Buisu Kas Masuk. Bulsu Kas 
Umum |BKU| dan Buku 
Pembantu dan laporan 
Per.e rimaan.

Bulai Kas 
Masuk. BKU . 

Eiiku
Pembantu dan 

Laporan 
Penerimaan

=  15 Menit

Bultu Kas Masuk. 
BKU . Buku 

Pembantu dan 
Laporan 

Penerimaan

Menyerahkan. laporan 
Penerimaan. B KU dan copy 
salinan bukti pembayaran ke 
Petugas Akun t asi

▼

Laporan 
Penerimaan, 

BKU dan Com--

Laporan
Penerimaan. BKU 
i  an Copv Salinan 

Bukti Transfer 
Pemo aysuran

. . .  -  - -  -  ia wenu Salinan Eulm
Transfer 

r emis ayar an

11.
petugas .Urun t an si 
menginput penerimaan ke 
aplikasi SAIBA.

T Laporan 
Penerimaan. 

B3CU dan Copy 
Salinan Eulrt: 

Transfer 
Pembayaran

±15 Menit Apiikasi SAIBA
___________i

C ” )
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4 . P r o s e d u r  A k u n t a n s i  P e n d a p a t a n  H ib a h  U a n g

No Kegiatan Penanggung
Jawab Rekaman Mutu

1 Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama membual 
perjanjian hibah yang sah

Divisi
Pengembangan 

Usaha dan Kerja 
Sama (DPU)

Dokumen Hibah

Memberikan tembusan perjanjian hibah ke Bendahara 
Penerimaan

2 Pemberi hibah transfer dana ke bank melalui Rek. 
Operasional Penerimaan BLU dan menyerahkan bukti 
setor ke Divisi Pengembangan Usaha dan Kerjasama.

Pemberi Hibah Slip Transfer/ 
Setoran

3 Bank Persepsi menerima pembayaran atau transfer 
dana dari Pemberi Hibah dan menyerahkan salinan 
data transfer ke Bendahara Penerimaan ATKP Medan

Bank Persepsi Slip Transfer/ setoran 
dan Salinan data 
transfer (Rekening 
Koran)

4 Menerima MOU/Dokumen- dokumen hibah dari Divisi 
Pengembangan Usaha dan Kerjasama.

Bendahara
Penerimaan MOU / Dokumen- 

dokumen Hibah

Menerima salinan data transfer (rekening koran) dan 
Bank.

Salinan Data Transfer 
(Rekening Koran)

Memverifikasi dan melakukan konfirmasi kepada 
Bank bila ada perbedaan data.

Salinan Data Transfer 
(Rekening Koran)

Membuat Bukti Kas Masuk (BICM). Bukti Kas Masuk 
(B KM|

Mencatat transaksi pada B KU dan Buku Pembantu. BKU dan Buku 
Pembantu

Menyusun Laporan Saldo Kas. Laporan Saldo Kas

Menyerahkan Laporan Saldo Kas ke Petugas Akuntasi. Laporan Saldo Kas

5 Petugas Akuntansi menginput penerimaan ke aplikasi 
S AIB A.

Petugas
Akuntansi

Aplikasi SAIBA
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5. Prosedur Pendapatan Jasa Perbankan

No Kegiatan Penanggung
Jawab

Rekam an Mutu

1 Setiap periode menerima/meminta rekening 
koran semua bank, pemberitahuan pendapatan 
bunga deposito atau lainnya.

Bendahara 
Penerimaan dan 

Bendahara 
Pengeluaran

Rekening Koran

Membuat Rekapitulasi pendapatan Jasa 
Perbankan dari Rekening Koran dalam 
pengelolaan Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Pengeluaran.

Rekapitulasi Pendapatan 
Jasa Perbankan

2 Berdasarkan Rekapitulasi Pendapatan Jasa 
Perbankan. Bendahara Pengeluaran membuat 
Surat Pemindahbukuan (Over Booking) Jasa 
Perbankan dalam pengelolaannya untuk 
dipindahkan ke Rek. Operasional Penerimaan.

Bendahara
pengeluaran

Rekapitulasi Pendapatan 
Jasa Perbankan, dan 

Surat Pemindahbukuan
(Over Booking)

Menyerahkan surat pemindahbukuan (Over 
Booking) ke Kasubbag. Keuangan untuk 
dilakukan verifikasi dan Otorisasi Paraf.

3 Kasubbag. Keuangan melakukan verifikasi 
kebenaran data jika ada perbedaan melakukan 
konfirmasi kembali ke Bendahara Pengeluaran, 
jika telah sesuai melakukan otorisasi Paraf.

Kasubbag.
Keuangan

Rekapitulasi Pendapatan 
Jasa Perbankan, dan 

Surat Pemindahbukuan 
(Over Booking ) yang telah 

diotorisasi Paraf.

Surat Pemindahbukuan yang telah diotorisasi 
paraf diserahkan ke Direktur / KPA untuk di 
Approval melalui Cash Manajemen System Bank

4 Direktur / KPA menerima Surat 
pemindahbukuan saldo yang dipindahbukuan 
dan melakukan persetujuan (Approval) melalui 
Cash Managemen System Bank

Direktur / KPA Surat Pemindahbukuan 
(Over Booking) yang telah 
diotorisasi tandatangani 

KPA.

Menyerahkan kembali surat pemindahbukuan 
(Over Booking) yang telah di approval ke 
Bendahara Pengeluaran.

5 Bendahara Pengeluaran melakukan 
pemindahbukuan jasa perbankan dalam 
pengelolaannya ke Rekening Operasional 
Penerimaan dengan menggunakan Cash 
Manajemen System Bank

Bendahara
pengeluaran

Cash Managemen System 
3ank

Bendahara Pengeluaran membuat Bukti Kas 
Keluar (BKK). Mencatat dalam Buku Kas Umum 
dan Buku Pembantu.

Bukti Kas Keluar |BKK|. 
Buku Kas Umum dan 

Buku Pembantu

Menyusun Laporan Posisi Kas. Laporan Posisi Kas

Menyerahkan salinan Surat Pemindahbukuan 
(Over Booking) yang telah di Approval 
Direktur/KPA ke Bendahara Penerimaan.

salinan Surat 
Pemindahbukuan (Over 
Booking) yang telah di 
Approval Direktur/KPA
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6 Bendahara Penerimaan menerima salinan surat 
Pemindahbukuan (Over Booking) dari Bendahara 
Pengeluaran Membuat Rekapitulasi Pendapatan 
Jasa Perbankan, dibuat Bukti Kas Masuk (BKM) 
rangkap2.

Bendahara
Penerimaan

salinan Surat 
Pemindahbukuan (O ver 
B ook ing ) yang telah di 
Approval Direktur/KPA

Mencatat dalam BKU dan Buku Pembantu. BKU dan Buku 
Pembantu

Menyusun Laporan Posisi Kas. Laporan Posisi Kas

Meminta otorisasi BKM dan BKK yang 
dilampirkan dengan Rekapitulasi Penerimaan Kas 
yang dilampiri bukti-bukti pendukung kepada 
Kasubbag Keuangan.

Bukti Kas Masuk |BKM|, 
Bukti Kas Keluar (BKK) 

dan Rekapitulasi 
Penerimaan Kas

7 Menerima Laporan Posisi Kas, Buku Kas Umum. 
BKU dan Buku Pembantu yang dilampirkan 
dengan Rekapitulasi Penerimaan.

Kasubag
Keuangan

Laporan Posisi Kas. 
Rekapitulasi Penerimaan 
Kas. Buku Kas Umum, 
dan Buku Pembantu 
yang telah diotorisasi

Menelaah dan memberikan otorisasi atas Laporan 
Posisi Kas. Buku Kas Umum, BKU dan Buku 
Pembantu yang dilampirkan dengan Rekapitulasi 
Penerimaan Kas.

Menyerahkan kembali Laporan Posisi Kas. Buku 
Kas Umum. BKU dan Buku Pembantu yang 
dilampirkan dengan Rekapitulasi Penerimaan Kas 
yang telah diotorisasi ke Bendahara Penerimaan 
untuk diarsipkan.

8 Menerima Laporan Posisi Kas. Buku Kas Umum. 
BKU dan Buku Pembantu yang dilampirkan 
dengan Rekapitulasi Penerimaan Kas yang telah 
diotorisasi untuk diarsipkan dan menyerahkan 
salinannya ke Petugas Akuntansi.

Bendahara
Penerimaan

Laporan Posisi Kas. 
Rekapitulasi Penerimaan 
Kas. Buku Kas Umum, 
dan Buku Pembantu 
yang telah diotorisasi

9 Melakukan validasi ke Sistem Akuntansi Instansi 
Berbasis Akrual.

Petugas Akuntansi Sistem Akuntansi
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6 Prosedur Akuntansi Pengembalian Pendapatan Jasa Diklat Karena Pembatalan Oleh Akademi

No Kegiatan Penanggung Jawab Kelengkapan

1 Penanggungjawab diklat membuat surat pemberitahuan 
kepada peserta diklat bahwa diklat tidak bisa dilaksanakan.

Sub Bagian Akademik dan 
Ketarunaan

Surat Pemberitahuan

Menyampaikan tembusan pemberitahuan kepada bendahara 
penerimaan

Sub Bagian Akademik dan 
Ketarunaan

Surat Pemberitahuan

2 Menerima pemberitahuan dari Penanggung jawab diklat 
bahwa pross diklat tidak bisa dilaksanakan.

Peserta Diklat Surat Pemberitahuan

Menyampaikan slip setoran bank kepada Prodi ■ Prodi Slip Setoran

3 Melakukan validasi slip setoran yang disampaikan peserta 
diklat dan disampaikan kepada bendahara penerimaan 
untuk diverifikasi

Prodi Slip Setoran

4 Menerima slip setoran yang telah divalidasi dan melakukan 
verifikasi

Bendahara Penerimaan Slip Setoran

Berdasarkan slip setoran yang yang diterima disusun 
Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan 2 copy

Bendahara Penerimaan Slip Setoran, Rekapitulasi 
Pengembalian.BKK

Membuat BKK 2 copy yang masing-masing dilampiri 
Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan

Bendahara Penerimaan Slip Setoran. Rekapitulasi 
Pengembalian.BKK

Menyampaikan kepada kuasa pengguna anggaran iKPAi 
Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan dan Slip setoran serta 
surat pemberitahuan yang disertai dengan nama peserta 
diklat untuk mendapat otorisasi

Bendahara Penerimaan Slip Setoran, Rekapitulasi 
Pengembalian.BKK

5 Menerima Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan yang 
dilampiri dengan BKK dan Slip Setoran serta Surat 
Pemberitahuan yang disertai dengan nama peserta diklat

KPA Slip Setoran. Rekapitulasi 
Pengembalian.BKK

Melakukan verifikasi dan memberikan otorisasi untuk 
selanjutnya diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan, 
dilakukan Menelaah dan memberikan otorisasi atas BKK dan 
menyerahkan ke Bendahara Penerimaan.

KPA Slip Setoran. Rekapitulasi 
PengembaliamBKK

6 Berdasarkan otorisasi tersebut dilakukan pembayaran kepada 

peserta diklat secara transfer bank.

Bendahara Penerimaan Slip Transfer
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No Kegiatan Pelaksana Kelengkapan Mutu Baku

Sub Bagian 
Akademik dan 
Ketarunaan

Peserta Diklat Prodi Bendahara
Penerimaan

Kuasa
Pengguna
Anggaran

Petugas
Akuntansi

Waktu Output Ket

Membuat BKK 2 sops. yang masing- 
maang dilampiri Rekapitulasi 
Pengembalian Pendapatan g

Slip Setoran. 
Rekapitulasi 

Pengembalian

Z 1 Jam Slip Setoran. 
Rekapitulasi 
Pengembalian, 
BKK

5

Menyampaikan kepada kuasa pengguna 
anggaran iKPA) RekapituLasi 
Pengembalian Pendapatan dan Slip 
setoran serta surat pemberitahuan yang 
disertai dengan nama peserta diklat 
untuk mendapat otorisasi

H=J

Z 1 Jam Slip Setoran. 
Rekapitulasi 
Pengembalian, 
BKK

Menerima Rekapitulasi FengembaHan 
Pendapatan yang dilampiri dengan BKK 
dan Slip Setoran s erta Surat 
Pemberitahuan tang; disertai dengan 
nama pes erta dildat

C□
Z 5
Menit

Slip Setoran. 
Rekapitulasi 

Pengembalian, 
BKK

Melakukan verifikasi dan memberikan 
otorisasi untuk selanjutnya diserahkan 
kembali ke Bendahara Penerimaan. 
dilakukan Menelaah dan memberikan 
otomasi atas BKK dan menyerahkan ke 
Bendahara Penerimaan

Cp—- C b
Z 5 
Menit

6 Berdasarkan otorisasi tersebut 
dilakukan pembayaran kepada peserta 
diklat setara transfer bank (------ N, r□

Slip Transfer Z o
Menit

Slip Transfer

V J* L
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7 Prosedur Akuntansi Pengeluaran LS Pihak Ketiga Dana BLU

N o K e g ia ta n P e n a n g g u n g  J a w a b R e k a m a n  M u tu

1 M e n y a m p a ik a n  ta g ih a n  k e p a d a  P P K  a ta s  k o m itm e n /  p e k e r ja a n  

v a n g  te la h  s e le s a i d ik e r ja k a n  b e rd a s a rk a n  b u k t i- b u k t i  y a n g  sa h  

u n tu k  m e m p e ro le h  p e m b a y a ra n .

P e n e r im a  H a k / P e n y e d ia  B a ra n g  

d a n  J a s a

S u ra t  T a g ih a n

2 M e la k u k a n  p e n g u jia n  s e s u a i d e n g a n  k e w e n a n g a n n y a  a n ta r a  la in  

c e le n g k a p a n  d o k u m e n  t a g ih a n , k e b e n a ra n  p e rh itu n g a n , k e b e n a ra n  

d a ta  p ih a k  y a n g  b e rh a k , k e s e s u a ia n  k o n t r a k  d e n g a n  h a s il 

p ek e r ja a n  d ll. A p a b i la  te la h  m e m e n u h i p e r s y a ra ta n  m a k a , d o k u m e n  

te r s e b u t  d is a h k a n  d a n  d it e r b itk a n  S P P -L S  In te rn  b e rd a s a rk a n  

d o k u m e n  k o n t r a k  d a n  p e n d u k u n g n y a  S P P -L S  In te rn  d ib u a t  

s e b a n y a k  3  (t ig a ) r a n g k a p

P e ja b a t  P e m b u a t K o m itm e n S u ra t  T a g ih a n

J ik a  b e rd a s a rk a n  p e n g u j ia n  y a n g  d ila k u k a n  PPIC  d ite m u k a n  

k e s a la h a n / k e k u ra n g le n g k a p a n , m a k a  d o k u m e n  p e n a g ih a n  

d ik e m b a lik a n  k e  P e n e r im a  H a k  u n tu k  d ip e rb a ik i.

P e ja b a t  P e m b u a t K o m itm e n S u ra t  T a g ih a n

S P P -L S  In te rn  b e s e r ta  d o k u m e n  p e n d u k u n g n y a  d is e r a h k a n  k e  PP  

S PM

P e ja b a t  P e m b u a t  K o m itm e n S P P -L S - IN T E R N

3 P P S P M  In t e r n ' m e n e r im a  S P P -L S  In te rn  b e rd a s a rk a n  d o k u m e n  

k o n tr a k  d a n  p e n d u k u n g n y a .

P e ja b a t  P e m b u a t  K o m itm e n S P P -L S - IN T E R N

M e la k u k a n  p e n g u jia n  d a n  v e r i f ik a s i  S P P -L S -  In te rn  d e n g a n  

d o k u m e n  p e n d u k u n g n y a , k e a b s a h a n  d o k u m e n  p e n d u k u n g  d a n  

p e m b e b a n a n  a k u n  y a n g  s e s u a i

P P  S P M

J ik a  S P P -L S  In te rn  te r s e b u t  t id a k  m e m e n u h i p e r s y a ra ta n , m a k a  

S P P -L S  In te rn  d ik e m b a lik a n  d a n  P P K  d im in ta  u n tu k  m e r e v is i  S P P - 

L S  In te rn  t e r s e b u t  d a n  m e le n g k a p in y a  s e s u a i d e n g a n  k e te n tu a n .

P P  S P M S P M  - L S  IN T E R N

A p a b ila  S P P -L S  b e s e r ta  d o k u m e n  p e n d u k u n g n y a  m e m e n u h i 

p e rs y a ra ta n , m a k a  d ib u a t  S P M  -L S  In te rn  d a n  m e n a n d a ta n g a n i 

n va .

P P  S P M S P P -L S - IN T E R N

M e n y a m p a ik a n  S P M  -L S  In te rn  b e s e r ta  b u k t i  p e n d u k u n g  k e p a d a  

B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n

P P  S P M S P M  - L S  IN T E R N

4 M e n e r im a  S P M  -LS  In te rn  b e s e r ta  b u k t i p e n d u k u n g  d a r i P P  S P M  . B e n d a h a r a  P e n g e lu a ra n S P M  - L S  IN T E R N

B e rd a s a rk a n  S P M  -L S  In te rn  d a n  d o k u m e n  p e n d u k u n g n y a  

te r s e b u t, b e n d a h a ra  p e n g e lu a ra n  m e la k u k a n  p e n g u jia n  a tas  

k e b e n a ra n  p e rh itu n g a n , k e s e s u a ia n  t a g ih a n  d e n g a n  d a ta  k o n tra k  

d a n  p a ja k -p a ja k  y a n g  h a ru s  d ip u n g u t .

B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n S P M  - L S  IN T E R N

D a la m  h a l S P M  -L S  In te rn  d a n  d o k u m e n  p e n d u k u n g n y a  te r s e b u t ,  

m e m e n u h i p e rs y a ra ta n , m a k a  B e n d a h a r a  P e n g e lu a ra n  m e n e rb itk a n  

d a n  m e n a n d a ta n g a n i S P 2 D -L S  In te r n  d a n  C h e q u e  a ta s  S P 2 D  

te rs eb u t.

B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n S P 2 D -L S - IN T E R N

M e n y a m p a ik a n  c h e q u e  b e s e r ta  S P 2 D  L S  In te rn  k e  K F A  u n tu k  

m e n d a p a t  o to r is a s i p e n g e lu a r a n  u a n g .

B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n C h e q u e . S P 2 D  L S  In te rn

5 M e n e r im a  ch e q u e  b e s e r ta  S P 2 D  L S  In te rn  d a n  B e n d a h a ra  

P e n g e lu a ra n

K P A C h e q u e , S P 2 D  In te rn

M e la k u k a n  p e n g u jia n  k e b e n a ra n  S P 2 D  d e n g a n  C h e q u e K P A C h e q u e , 3 P 2 D  L S In te rn

M e m b e r ik a n  o to n s a s i d e n g a n  m e n a n d a ta n g a n i ch e q u e . KPA C h e q u e ,  S P 2 D  L S  In te rn

M e n y e ra h k a n  S P 2 D  d a n  c h e q u e  k e p a d a  b e n d a h a r a  P e n g e lu a ra n . ;k p a C h e q u e ,  S P 2 D  L S  In te rn
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6 Menerima SP2D dan cheque yang telah ditandatangani oleh KPA. Bendahara Pengeluaran Cheque, SP2C LS Intern

Melakukan pencairan/Transfer dana ke Penerima hai:. Bendahara Pengeluaranu Slip Transfer

Melakukan pencatatan pengeluaran uang pada Rekapitulasi:Bendahara Pengeluaran 
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Harian

Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu

Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Buku Kas Umum dan Euku 
Pembantu

Membuat BKK berdasarkan Rekapitulasi Pengeluaran Las Harian. Bendahara Pengeluaran Buku Kas Keluar

Menyusun Laporan Posisi Kas |mingguan|. Bendahara Pengeluaran Laporan Posisi Kas

Menyerahkan BKK yang dilampiri dengan Rekapitulasi Pengeluaran 
Kas Hanan. SP2D- LS Intern, SPM -LS Intern dan Bukti 
Pendukungnya ke Petugas Akuntansi.

Bendahara Pengeluaran BKK, SP2D-LS Intern. SPM-LS 
Intern

7 Menerima BKK yang dilampiri dengan Rekapitulasi Pengeluaran 
Kas Hanan. SP2D- LS Intern, SPM -LS Intern dan 3ukti 
Pendukungnya.

Petugas Akuntansiw'
' ■

BKK, SP2D-LS Intern, SPM-LS 
Intern

Melakukan validasi atas kebenaran BKK sesuai dengan SP2D dan 
SPM LS Intern beserta bukti pendukungnya

Petugas Akuntansiu 3KK. SP2D-LS Intern. SPM-LS 
Intern

Dalam hal pengeluaran kas merupakan belanja modal atau i Petugas Akuntansi 
menghasilkan barang persediaan maka SP2D dan SPM LS Intern 
beserta bukti pendukungnya diserahkan ke Petugas SIMAK BMN. i

SP2D-LS Intern. SPM-LS Intern
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8. Prosedur Akuntansi Pengeluaran LS Bendahara Dana BLU
No Kegiatan Penanggung. Jawab Rekaman Mutu

1 Menyampaikan tagihan kepada PPK atas kegiatan / honor 
berdasarkan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh 
pembayaran.

Pelaksana Kegiatan Daftar honor, dan usulan 
kebutuhan

2 Melakukan pengujian sesuai dengan kewenangannya 
antara lain kelengkapan dokumen, kebenaran 
perhitungan, kebenaran data pihak yang berhak, dll

Pejabat Pembuat Komitmen SK Kegiatan / Penyelenggara, 
dokumen usulan

Apabila telah memenuhi persvartan maka, dokumen 
tersebut disahkan dan diterbitkan SPP-LS-Intern 
berdasarkan dokumen kontrak dan pendukungnya. SPP- 
LS-Intem dibuat sebanyak 3 |tiga| rangkap.

Pejabat Pembuat Komitmen SPP LS Intern

Dalam hal ini, berdasarkan pengujian yang dilakukan PPK 
ditemukan kesalahan/kekurang lengkapan. maka 
dokumen penagihan dikembalikan ke pelaksana kegiatan 
untuk diperbaiki.

Pejabat Pembuat Komitmen SPP LS Intern

SPP-LS-lntern beserta dokumen pendukungnya 
diserahkan ke PP SPM / fungsi verifikasi

Pejabat Pembuat Komitmen SPP LS Intem

3 PP SPM Intern/Fungsi verifikasi menerima SPP-LS Intern 
berdasakan dokumen pendukungnya.

PP SPM SPP LS Intern

Melakukan pengujian dan verifikasi SPP-LS-Intern dengan 
dokumen pendukungnya, keabsahan dokumen 
pendukung dan pembebanan akun yang sesuai.

PP SPM SPP LS Intem

Apabila SPP-LS intern beserta dokumen pendukungnya 
memenuhi persyaratan, maka dibuat SPM-LS-Intern dan 
menandatanganinya.

PP SPM SPM LS Intem

Dalam hal SPP-LS intern tersebut tidak memenuhi 
persyaratannya, maka SPP-LS intern dikembalikan ke PPK 
diminta untuk merevisi SPP-LS-Intern tersebut dan 
melengkapinya sesuai dengan ketentuan.

PP SPM SPP LS Intem

Menyampaikan SPM-LS Intern beserta bukti pendukung 
ke Bendahara Pengeluaran.

PP SPM SPM LS Intern

4 Menerima SPM-LS Intern beserta bukti pendukung dari PP 
SPM

Bendahara Pengeluaran SPM LS Intern

Berdasarkan SPM-LS Intern dan dokumen pendukungnya 
tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pengujian 
atas kebenaran perhitungan, kesesuaian tagihan dengan 
data pendukung dan pajak - pajak yang harus dipungut

Bendahara Pengeluaran SPM LS Intern

Dalam hal SPM-LS-Intern dan dokumen pendukung 
tersebut, memenuhi persyaratan, maka Bendahara 
Pengeluaran menerbitkan dan menandatangi Sp2D-LS 
Intern Cheque atas SP2D tersebut

Bendahara Pengeluaran

................. - -  ■
SP2D LS Intem

Menyampaikan cheque beserta SP2D-LS Intern ke KP A 
untuk mendapat otoritas pengeluaran uang.

Bendahara Pengeluaran SP2D LS Intern

5 Menenma cheque beserta SP2D-Ls Intern dan Bendahara 
Pengeluaran

'k pa SP2D LS Intem dan Cheque

Melakukan pengujian kebenaran SP2D dengan Cheque KPA SP2D LS Intem dan Cheque

Memberikan otoritasi dengan menandatangani cheque KPA SP2D LS Intem dan Cheque

Menyerahkan SP2D dan cheque kepada Bendahara 
Pengeluaran

KPA SP2D LS Intem dan Cheque

6 Menerima SP2D dan cheque yang telah ditandatangani 
oleh Kepala Satker

Bendahara pengeluaran SP2D LS Intem dan Cheque

Melakukan pencairan dana untuk pembayaran kepada 
yang berhak.

Bendahara pengeluaran
’

Cheque dan Slip Transfer

Melakukan pencatatan pengeluaran uang pada 
Rekapitulasi Pengeluaran Kas Harian

Bendahara pengeluaran BKK

Membuat BKK berdasarkan Rekapitulasi Pengeluaran kas 
Harian

Bendahara pengeluaran 3KK

Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu.

: Bendahara pengeluaran Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu

Menyerahkan BKK yang dilampiri dengan Rekapitulasi 
Pengeluaran Kas Harian. SP2D-LS Intern.SPM-LS Intern 
dan Bukti Pendukungnya ke Petugas Akuntansi.

: Bendahara pengeluaran Buku Kas Keluar, SP2D LS 
Intern. SPM LS Intem

7 Menerima BKK yang dilampiri dengan Rekapitulasi 
Pengeluaran Kas Harian, SP2D-LS Intern,SPM-LS Intern 
dan Bukti Pendukungnya.

i Petugas Akuntansi Buku Kas Keluar. SP2D LS 
Intern. SPM LS Intem

Melakukan validasi atas kebenaran 3KK sesuai dengan 
SP2D dan SPM LS Intern beserta bukti pendukungnya.

j Petugas Akuntansi
i

Buku Kas Keluar. SP2D LS 
Intern, SPM LS Intem

Input data ke dalam sistem akuntansi Berbasis Akrual Petugas Akuntansi Sistem Akuntansi
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9. Prosedur Transfer Dana dari Rek. Dana Kelolaan ke Rekening Operasional Penerimaan BLU

No Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Berdasarkan SK Penetapan Taruna dan Rekapitulasi 
Pendapatan. Bendahara Pengeluaran membuat Surat 
Pemindahbukuan (Ower Booking} dalam pengelolaannya untuk 
dipindahkan ke Rek. Operasional Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran SK Penetapan Taruna dan Rekapitulasi 
Pendapatan

Menyerahkan surat pemindahbukuan /Over Booking) ke 
Kasubbag. Keuangan untuk dilakukan verifikasi dan Otorisasi 
Paraf.

2 Kasubbag. Keuangan melakukan verifikasi kebenaran data jika 
ada perbedaan melakukan konfirmasi kembali ke Bendahara 
Pengeluaran jika telah sesuai melakukan otorisasi Paraf.

Kasubbag. Keuangan surat pemindahbukuari (Over Booking) 

y ang telah diotonsasi paraf

Surat Pemindahbukuan yang telah diotorisasi paraf diserahkan 
ke Direktur / KPA untuk di Approval melalui Cask Manajemen 

System Bank-

3 Direktur / KPA menerima Surat pemindahbukuan saldo yang 
dipindahbukuan dan melakukan persetujuan /Approval! melalui 
Cash Managemen System Bank.

Direktur / KPA Cash Manajemen System dan Surat 
Pemindahbukuan (Over Bookmgl yang 

telah approval KPA

Menyerahkan kembali surat pemindahbukuan iOver Booking) 
yang telah di approval ke Bendahara Pengeluaran.

4 Bendahara Pengeluaran melakukan pemindahbukuan 
pendapatan dan Kas Dana Kelolaan dalam pengelolaannya ke 
Rekening Operasional Penerimaan dengan menggunakan Cask 

Manajemen System Bank

Bendahara Pengeluaran Cash Managemen System Bank

Bendahara Pengeluaran membuat Bukti Kas Keluar (BKKi, 
Mencatat dalam Buku Kas Umum dan 3uku Pembantu.

Bukti Kas Keluar jBKKI. Buku Kas 
Umum dan Buku Pembantu

Menyusun Laporan Posisi Kas Laporan Posisi Kas

Menyerahkan salinan Surat Pemindahbukuan IOver Booking! 
yang telah di Approval Direktur/KPA ke Bendahara Penerimaan.

salinan Surat Pemindahbukuan IOver 

Booking! yang telah di Approval 
Direktur/KPA

5 3endahara Penerimaan menerima salinan surat 
Pemindahbukuan IOver Booking! dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan salinan Surat Pemindahbukuan IOver 

Booking1 yang telah di Approval 
Direktur/KPA

Membuat Rekapitulasi Pendapatan, membuat Bukti Kas Masuk 
(BKM) rangkap2.

Rekapitulasi Pendapatan dan Buku 
Kas Masuk (BKM)

Mencatat dalam BKU dan Buku Pembantu BKU dan Buku Pembantu

Menyusun Laporan Posisi Kas. Laporan Posisi Kas
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10. P ro s e d u r  T r a n s fe r  D ana  d a r i R ek . O p e ra s io n a l P e n e r im a a n  B LU  k e  R e k e n in g  O p e ra s io n a l P en g e lu a ra n  BLU

No K e g i a t a n P e n a n g g u n g  J a w a b R e k a m a n  M u t u

1 M en ga ju k a n  ta g ih a n  a tas  p en ge lu a ra n  b e la n ja  k e p a d a  

b en d a h a ra  p en ge lu a ra n

P P K K w itan s i

2 M en yu su n  u su la n  p e n a n k a n  d a n a  sesu a i k eb u tu h a n  d a n  

m em b u a t S u ra t P e rm o h o n a n  P em in d a h b u k u a n  (Overbooking) ke  

R ek  O p e ra s io n a l P en ge lu a ra n  B LU .

B e n d a ra  P en ge lu a ra n

U su la n  P en a r ik a n  D a n  d a n  S u ra t 

P em in d a h b u k u a n  fOverbooking/
B en d a h a ra  P en ge lu a ra n  m en ye ra h k a n  U s u la n  P en a r ik a n  d a n a  

dan  S u ra t P e rm o h o n a n  P em in d a h b u k a n  (Overbooking i k ep a d a  

B en d a h a ra  P en erim aan .

3 e n d a ra  P en ge lu a ra n

3 B en d a h a ra  P en en m a a n  m e la k u k a n  v e r if ik a s i k e s e s u a ia n  J u m la h  

D a n a  a n ta ra  U su la n  P e n a n k a n  D a n a  d a n  S u ra t P e rm o h o n a n  

P em in d a h b u k a n  (Overbooking 1 d a ta  j ik a  a d a  p e rb ed a a n  

m e la la ik a n  k o n firm a s i k em b a li k e  B en d a h a ra  P en ge lu a ra n , j ik a  

te la h  sesu a i m e la k u k a n  p e rs e tu ju a n  ta n d a  ta n ga n  dan  

m en yera h k a n  k e  K a su b b a g  K eu an gan .

B en d a h a ra  P en er im a a n

U su la n  P e n a n k a n  D a n a  d a n  S u ra t 

P em in d a h b u k u a n  /Overbooking/
4 K a su b b a g  K eu a n ga n  m e la k u k a n  o to n s a s i P a ra f K a su b b a g . K eu a n ga n

su ra t p em in d a h b u k u a n  (Over Booking) 
y a n g  te la h  d io to r isa s i p a ra f

S u ra t P em in d a h b u k u a n  y a n g  te la h  d io to r isa s i p a ra f  d is e ra h k a n  

k e  D irek tu r  / K P A  u n tu k  d i A pproval m e la lu i C ash  M anajem en 
System  B a n k

5 D irek tu r / K P A  m en e r im a  S u ra t p em in d a h b u k u a n  sa ld o  y a n g  

d ip in d a h b u k u a n  dan  m e la la ik a n  p e rse tu ju a n  lApprovall m ela lu i 

C a sh  M anagem en System  B ank.

D irek tu r  / K P A

C ash  M anajem en System  dan Surat 
Pem indahbukuan /Over Booking) y a n g  

te la h  approval K P A
M en yera h k a n  k em b a li su ra t p em in d a h b u k u a n  lO ver Booking1 
y a n g  te la h  d i approval k e  B en d a h a ra  P en erim aan .

6 B en d a h a ra  P en en m a a n  m e la la ik a n  p em in d a h b u k u a n  D an a  

sesu a i k eb u tu h a n  k e  R ek en in g  O p e ra s io n a l P en ge lu a ra n  B LU  

d en ga n  m en ggu n a k a n  C ash  M anajem en System  B ank.

E e n d a h a ra  P en er im a a n

C a sh  M a n a gem en  S ys tem  B an k

B en d ah ara  P en er im a a n  m em b u a t B u k u  K as  K e lu a r |BKK), 

M en ca ta t d a la m  B u k u  K as  U m u m  d a n  B u k u  P em b a n tu B u k ti K a s  K e lu a r  |BKK). B u k u  K as  

U m u m  dan  B u k u  P em b a n tu

M en yu su n  L a p o ra n  P o s is i K as.
L a p ora n  P osisi K a s

M en yerah k an  sa lin an  S u ra t P em in d a h b u k u a n  lO verB ookingi 
ya n g  te la h  d i Approval D ire k tu r/ K P A  k e  B en d a h a ra  P en ge lu a ran .

s a lin a n  S u ra t P em in d a h b u k u a n  lO ver 
Bookm gl y a n g  te la h  d i Approval 

D irek tu r/ K P A

7 B en d a h a ra  P en ge lu a ra n  m e n e n m a  sa lin a n  su ra t 

P em in d a h b u k u a n  (Over Booking) d a n  B en d a h a ra  P en en m aan .

B en d a h a ra  P en ge lu a ra n
sa lin a n  S u ra t P em in d a h b u k u a n  (Over 

Bookm gl y a n g  te la h  d i A p p ro va l 

D irek tu r/ K P A

U n tu k  p en ge lu a ra n  B L U  y a n g  s ifa tn y a  tra n s fe r  m a k a  B en d a h a ra  

P en ge lu a ra n  m e la k u k a n  tra n s fe r  d a n a  k e  p ih a k  k e tig a / p en yed ia  

ja s a  m en ggu n a k a n  C ash  M anajem en System  B a n k
R ek a p itu la s i P en d a p a ta n  d a n  B u k ti 

K as  M a su k  |BKM)

B en d a h a ra  P en ge lu a ra n  m em b u a t draft c h e q u e  u n tu k  d a n a  y a n g  

d ise ra h k a n  tu n a i k e  P ih a k  K e t ig a / P e n v e d ia  j a s a
E K U  d a n  B u k u  P em b a n tu

M en yera h k a n  draft Cheque d en g a n  m e la m p irk a n  u su la n  

keb u tu h an  d a n a  k e  K asu b b ag . K eu a n g a n  u n tu k  d i v e m k a s i dan  

o to n sa s i Para f.
L a p o ra n  P o s is i K as
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8 Kasubbag. Keuangan m enerim a D ra ft C h e q u e  dari Bendahara  
Pengeluaran dan melakukan verifikasi otorisasi paraf.

Kasubbag. Keuangan D ra ft C h e q u e  yang telah diotorisasi 
paraf

Kasubbag. Keuangan menyerahkan ke Direktur/KPA untuk  

melakukan otonsasi dengan menandatangani ch eq u e .
Cheque

9 Direktur / KPA melakukan otonsasi persetujuan dengan  
menandatangani c heque dan menyerahkan kembali ke 
Bendahara Pengeluaran.

Direktur / KPA

C h equ e

10 Bendahara Pengeluaran menyerahkan ch e q u e  ke Bank  untuk  
proses pencairan dana.

Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran menyerahkan dana tersebut ke Pihak  
ketiga/penyedia untuk m em bayar kebutuhan ELU.

Bukti Kas Keluar (BKK), B u ku  Kas 
Um um  dan Buku Pembantu, dan  

Laporan Posisi KasMembuat Bukti Kas Keluar |BKK|, mencatat ke dalam  B uku  Kas 

Um um  (BKU) dan Buku Pembantu.

Menyusun Laporan Posisi Kas.

11 Mengmput data ke SAIBA Petugas .Akuntansi

SPM  dan SP2D Intern.
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11. Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

No Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan 

penyusunan LPJ

Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran

BKU dan Buku Pembantu

Melakukan verifikasi data pada BKU dan Buku Pembantu 

dengan dokumen pendukung untuk memastikan 

kebenaran pencatatan

Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran

BKU dan Buku Pembantu 

yang terverifikasi

Bersama-sama melakukan rekonsiliasi intern atas 

kebenaran penerimaan dan pengeluaran uang antara 

Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.

Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluar An

BKU masuk dan BKU 

keluar, Berita Acara 

Rekonsiliasi Intern

Menyusur. LPJ Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran

Draft LPJ

2 Bersama Kasubag Keuangan melakukan rekonsiliasi 

dengan Laporan Keuangan pada SAIBA atas saldo Kas di 

Bendahara Pengeluaran, Kas di Satker BLU,

Investasi Jangka Pendek dan Saldo Kas Lainnya

Bendahara Penerimaan. 

Bendahara Pengeluaran dan 

Kasubag Keuangan

LPJ, Rekening Koran dan 

BKU. Berita Acara 

Rekonsiliasi

Apabila data pada LPJ Bendahara Satker BLU telah 

sesuai dengan laporan Keuangan pada SAIBA maka 

diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan 

Rekonsiliasi,

Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran

Berita Acara Pemeriksaan 

kas dan Rekonsiliasi, 

Lampiran LPJ

Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sebagai 

lampiran LPJ Bendahara

Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran

LPJ, BKU, 3uku Pembantu 

pajak dan Berita Acara 

Pemeriksaan Kas

3 Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara 

yang disertai dengan lampiran pendukung yang 

dipersyaratkan ke KPPN

Bendahara Pengeluaran LPJ, BKU, Buku Pembantu 

pajak dan Berita Acara 

Pemeriksaan Kas
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11 Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

No Kegiatan

Pelaksan a

K elengkapan

M utu Baku

Bendahara
Penerimaan

Bendahara

Pengeluaran

Kasukbag
Keuangan

W aktu Output Ket

i M enyiapkan dokum er.-dokum en ya n g  terkait der.gan 

penyusunan  LPJ <----------)

±]
(  , )  

l________1

Reken ing K oran , bukti 
penerim aan  dan  bukti 
pengeluaran

i  1 Jam BKU dan Buku Pembantu

M elakukan verifikasi data pada BKU dar. Bulru Pem bantu 
dengan dokumen pendukung u n tu k  m em astikan 

kebenaran  pencatatan O j

1

BKU dan B u ku  
Pem bantu

t  1 Jam BKU dan Buku Pembantu 
yang terverifikasi

Bersam a-sam a m elakukan rekon s ilias i in tem  atas 
kebenaran  penerim aan dan pengeluaran  uang antara 
Bendahara Pengeluaran dan Penenm aan . nr

BKU dan B u ku  
Pem bantu ya n g  
terverifikasi

t  l  Jam BKU m asuk dan BKU 
keluar. Berita Acara 
Rekonsiliasi Intern

M enyusun LPJ BKU m asuk dan  BKU 
keluar

i 1  Jam Draft LFJ

E ersam a Kasuobag Keuangan m elakukan  rekonsskasi 
d engan  Laporan Keuangan pada S A IB A  atas saldc Kas di 

Bendahara Pengeluaran. Kas d; Satker BLU ,
Investasi Jangka Pendek dan Saldo Kas La innya

LP J. P .ekening K eran  
dan BKU

i  1 Jam LPJ, Reken ing Koran dan 
BKU, Berita Acara 
Rekonsiliasi________h—- - o -

A pab ila  d ata  pada LPJ Bendahara S a tker BLU telah 
sesuai dengan laporan Keuangan p a d a  SAIBA maka 

diterbitkan  Berita Acara Pem eriksaan Kas dan 
R ekonsiliasi.

LPJ. R ek en in g  Koran 
dan BKU

± 1S Menit Ber.ta Acara Pem eriksaan 
kas dan Rekonsiliasi. 

Lam piran LPJ
n rn

M enyiapkan dckum en-dckum en p en du ku n g sebagai 
lam piran  LPJ Bendahara

____

j

Lam piran LPJ

i

i  1S Menit LPJ. BKU, Buku Pembantu 
pajak dan Berita Acara 
Pem eriksaan Kas

□
1___

3 Bendahara Pengeluaran m enyam paikan  LPJ  Bendahara 
ya n g  disertai dengan lam piran pendukung yang 
d .persyaratkan ke KPPN

□S
LPJ. BKU. Buku 
Pem bantu p a ;ak  dab 
Berita A cara  
Pem eriksaan  Kas

-  15 Menit LPJ, BKU, Buku Pembantu 
pajak dan B en ta  Acara 
Pem eriksaan Kas
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12. Prosedur Akuntansi Penerbitan SP3B BLU atas Pendapatan dan Belanja Dana BLU

No Uraian Jenis Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Berdasarkan Laporan Posisi Kas dalam  periode bulanan 
menerbitkan Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan (SP3) ke 
PP SPM melalui Bendahara Pengeluaran.

Bendahara 
Penerimaan iUntuk 

Pendapatan)

Laporan Posisi Kas. SP3. 
Rekonsiliasi Bank, 

Rekening Koran, dan 
Berita Acara Rekonsiliasi

Membuat rekonsiliasi Laporan Saldo Kas dengan Rekening 

Khusus Penerimaan.

M enyerahkan SP3 yang dilampiri dengan Laporan Posisi Kas 
dan rekening koran, serta Berita Acara Rekonsiliasi kepada 

Bendahara Pengeluaran.

2 Menerima SP3 dan lam pirannya dari bendahara Penerimaan. Bendahara
Pengeluaran

SP2B. Rekonsiliasi 
Bank. SP3B BLU . dan 

ADK SP3B BLU
Membuat Surat Perm intaan Pengesahan Belanja (SP2BI untuk 
belanja BLU berdasarkan Laporan Posisi Kas.

Membuat rekonsiliasi Laporan Saldo Kas dengan Rekening 

Khusus Penerimaan. Rek. Pengelolaan Dana dan Rek.lainnya.

Menyusun Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja |SP3B BLU).

Selanjutnya. Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja BLU disampaikan kepada PP SPM.

3 Menerima Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja BLU beserta lampirannya,

PP SPM Draft SP3B BLU, SPM- 
LS Intern. SP3B BLU 

yang telah
ditandatangani. Draft 
SP3B BLU. SPM-LS 

Intem . SP3B BLU yang 
telah ditandatangani

Selanjutnya dilakukan verifikasi atas kelengkapan dan 

kebenaran perhitungan SP3B BLU dibandingkan dengan 
dokumen pendukungnya yang antara lain Daftar SPM-LS Intern 
dan SP3 dari Bendahara Penerimaan.

Dalam hal. Rekapitulasi Pengeluaran dan j  atau Penerimaan 

dianggap tidak sesuai, maka meminta Bendahara Pengeluaran 

dan/atau Bendahara Penerimaan untuk memperbaikinya.

Apabila Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
memenuhi syarat, maka SP3B BLU diterbitkan dan 

ditandatangani.

Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) serta 
memarafnya 3 rangkap.

Meminta otorisasi atas SPTJ kepada KPA/ Direktur.
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4 Dalam hal. Rekapitulasi Pengeluaran dan /atau Penerimaan 
dianggap tidak sesuai, m aka m em inta Bendahara Pengeluaran 
dan/atau Bendahara Penerim aan untuk memperbaikinya.

KPA/Direktur SPTJ yang telah 
diotorisasi. SP3B BLLT

Apabila Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan Belar\ja 
memenuhi syarat, maka SP3B BLU diterbitkan dan 
ditandatangani.

Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab iSPTJl serta 
memarafnya 3 rangkap.

Meminta otorisasi atas SPTJ kepada KPA/Direktur.

5 Menerima SP3B BLU beserta dokumen pendukungnya dari 
KPA/Direktur. - -  ■

PP SPM SP3B BLU

SP3B BLU beserta dokum en pendukungnya diserahkan ke 
KPPN.

6 KPPN menerim a dan m engesahkan SP3B BLU. dengan 
menerbitkan SP2B BLU yang diterim a oleh PP SPM.

KPPN SP2B BLU

Dalam hal SP3B BLU dianggap tidak lengkap maka KPPN 
meminta Staf/PP SPM untuk m em perbaiki dokumen tersebut, 
dan jika  lengkap melakukan pengesahan.

Dokumen yang telah dilakukan pengesahan diserahkan ke PP 
SPM. "

7 PP SPM M enerim a SP2B BLU dari KPPN. PP SPM SP2B BLU. SP3B dan 
Surat Perm intaan 
Pengesahan Pendapatan 
dan Belanja Intem .M enyerahkan SP2B BLU yang dilengkapi dengan SP3B dan 

Surat Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Intern 
ke Petugas Akuntansi dan BMN untuk dicatat serta arsip.

8 Menerima SR2B BLU yang dilengkapi dengan SP3B dan Surat 
Perm intaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Intern beserta 
lampirannya.

Petugas Akuntansi 
dan BMN

C o p y  SP2B BLU dan 
SP3B. Laporan 

Keuangan

Input data ke dalam SAIBA.

Melakukan rekonsiliasi Saldo Kas dan Bank BLU dengan 
menurut SP2B BLU dengan aplikasi SAIBA.

Dalam hal terdapat selisih, maka penjelasan atas selisih 
dikomunikasikan dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau 
Bendahara Penerim aan dan dicari penyebab perbedaannya.

Melakukan rekonsiliasi antara belanja yang menghasilkan BMN 
dengan dokum en/bukti penerimaan BMN.

M enyerahkan dokumen/'Bukti Penerimaan BMN kepada Petugas 
BMN.
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12. Prosedur Akuntansi Penerbitan SP3B BLU atas Pendapatan dan Belanja Dana 3LU

No Uraian Jenis Kegiatan
Bendahara Bendahara 
Penerimaan Pengeluaran PP SPM Direktur

Berdasarkan Laporan Posisi Kas 
da lam  periode bu lanan
m enerbitkan  Surat Perm intaan 
Pengesahan Pendapatan (SP3| ke 
P P  SPM melalui Bendahara
Pengeluaran.

M em buat rekonsiliasi Laporan 
Saldo Kas dengan Rekening 
K husus Penerimaan.

M enyerahkan SP3 yang dilam piri 
dengan  Laporan Posisi Kas dan  
reken ing  koran, serta Berita A cara  
Rekonsiliasi kepada Bendahara 
Pengeluaran.

M enerim a SP3 dan lam pirannya 
dari bendahara Penerimaan.

M em buat Surat Perm intaan 
Pengesahan  Belanja (SP2B) 
berdasarkan  Laporan Posisi Kas.

Pelaksana Mutu Baku

Petugai
KPPN Akuntansi Kelengkapan Walau Output Ket

dan BMN

• SP3

Laporan Posisi 
Kas, Surat 
Permintaan -  5
Pengesahan Menit

Pendapatan |SP3)
±

• Rekonsiliasi 
Bank

• Rekening 
Koran

• Berita Acara 
Rekonsiliasi

• SP2B
• Rekonsiliasi

Surat Permintaan 
Pengesahan 

Pendapatan (SP3)

± 5 
Memt

Bank
• SP3B BLU
• A D K S P 3B  

BLU
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No Uraian Jenis Kegiatan

Pelaksana

Bendahara
Penerimaan

Bendahara
Pengeluaran PP 5PM Direktur K?pr:

Petugas 
Akuntansi 
dan B M N'

'1

'

Kelengkapan Waktu

Mutu Baku

Output Ket

D okum en yang telah, d ilakukan 
pengesahan  diserahkan ke PP SPM.

P P  SPM  m enerim a SP2B BLU yang 
te lah  dilakukan pengesahan dari 
KPPN.

M enyerahkan SP2B BLU yan g 
dilengkapi dengan SP3B dan Surat 
Perm in taan  Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Intern ke 
Petugas Akuntansi dan BM N untuk 
d icatat serta arsip.

SP3B BLU
± 5 
Menit

» SP2B BLU 
•SP3B dan 
Surat
Permintaan 
Pengesahan 
Pendapatan 
dan Belanja 
Intern

M enerim a SP2B BLU yan g  
d ilengkapi dengan SP3B dan Surat 
Perm in taan  Pengesahan
Pendapatan  dan Belanja Intern 
beserta  lampirannya.

Inpu t data ke dalam  SAIBA.

Copy SP2B BLU 
dan SP3B

s 1 
Hari

Laporan
Keuangan

n
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No Uraian Jen is K egiatan

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara
Penerimaan

Bendahara
Pengeluaran PP SPM Direktur KPPN

Petugas 
Akuntansi 
dan BMN

Kelengkapan Waktu Output Ket

M elakukan rekonsiliasi Saldo Kas 
dan Bank BLU dengan m enurut 
SP2B BLU dengan aplikasi SAIBA.

Dalam  hal terdapat selisih , m aka 
penjelasan atas selisih
dikom unikasikan dengan
Bendahara Pengeluaran dan/ atau 
3endahara  Penerim aan dan  dicari 
penyebab perbedaannya.

M elakukan rekonsiliasi antara 
belan ja yang m enghasilkan  BMN 
dengan dokum en/bukti
penerim aan BMN.

Menyerahkan 
Penerim aan BMN 
BMN.

dokum en/ Bukti 
kepada Petugas
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13. Prosedur Penempatan Dana Deposito

N o K eg ia ta n P e n a n g g u n g  J a w a b R ek a m a n  M u tu

1 B e rd a sa rk a n  S a ld o  D a n a  O p e ra s io n a l d a n  D a n a  P en g e lo la a n  k a s  

y a n g  d im ilik i A T K P  M e d a n  . K P A  m e m b e n tu k  T im  P en em p a ta n  D a n a  

D ep os ito , d a n  m e m b u a t  p e n g u m u m a n  s e r ta  u n d a n g a n  k ep ad a  
m in im a l 3 b a n k  B U M  N / D  d i w ila y a h  k e r ja n y a

K P A U n d a n g a n  d a n  P en gu m u m a n

2 B a n k  B U M  N / D  y a n g  d iu n d a n g  m e n d a fta r  d a n  m e n g a m b il d o k u m en  

k o n tes .

T im D o k u m e n  P en a w a ra n

3 P e m b e r ia n  p e n je la s a n  k e p a d a  b a n k  B U M  N’ / D  y a n g  te la h  m e n g a m b il 

d o k u m en

T im D o k u m en  P e n ila ia n

P a d a  h a r i y a n g  d ite n tu k a n  B a n k  m e m a s u k k a n  p r o p o s a l . T im P ro p o sa l

4 P em b u k a a n  p ro p o s a l d a n  P e m e r ik s a a n  a d m in is tra s i d a n  p e n ila ia n  

p r o p o s a l tek n is .

T im P e n ila ia n  P r o p o s a l tek n is

P e m b u a ta n  B e r ita  A c a ra  H a s il K o n te s  |BAHK) d a n  P en e ta p a n  

p em en an g .

T im B e r ita  A c a ra  H a s il K on tes  

(B A H K ) -

M  en v a m p a ik a n  S u ra t p e n e ta p a n  p e m e n a n g  k e p a d a  K PA . T im S u ra t  P en e ta p a n  P em en a n g

5 M en e r im a  p e n e ta p a n  p e m e n a n g  d a r i T im . s e la n ju tn y a  m e n e rb itk a n  

S u ra t  P e n u n ju k k a n  P e m e n a n g  3  ra n g k a p , y a n g  d id is tr ib u s ik a n  

k e p a d a  p e m e n a n g  k o n te s , d a n  K a s u b a g  K eu a n ga n .

K a s u b b a g  K eu a n g a n S u ra t  P e n u n ju k a n  P em en a n g

6 M en e r im a  S u ra t P e n u n ju k k a n  p e m en a n g , u n tu k  se la n ju tn y a  

m e m b u a t N o ta  P e rm in ta a n  P en em p a ta n  D a n a  / D ep o s ito  p a d a  

p e m e n a n g  k e p a d a  B e n d a h a ra  P en e r im a a n .

B e n d a h a ra  P e n e r im a a n S u ra t P e n u n ju k a n  P em en a n g

M en y a m p a ik a n  N o ta  y a n g  d is e r ta i c o p y  S K  P en u n ju k k a n  P em en a n g  

k e p a d a  B e n d a h a ra  P en e r im a a n .

B e n d a n a ra  P en e r im a a n N o ta  D in a s  d a n  K o p i S K

7 B e rd a sa rk a n  N o ta  d a r i  K a s u b a g  K eu a n ga n , m e m b u a t B K K  d a n  

cheque.
B e n d a h a ra  P e n e r im a a n B K K  d a n  Cheque

M em in ta  o to r is a s i k e p a d a  K PA . B e n d a h a ra  P en e r im a a n B K K  d a n  Cheque

8 M  e n e r im a  B K K  cheque u n tu k  s e la n ju tn y a  d i la k u k a n  v e r if ik a s i. K P A B K K  d a n  C h eq u e  y a n g  

d io to r is a s i

M  en y e ra h k a n  B K K  d a n  la m p ir a n n y a  k e p a d a  B e n d a h a ra  P en e r im a a n . K P A B K K  d a n  C h e q u e y a n g  

d io to r is a s i

9 B e rd a s a rk a n  B K K  d a n  cheque y a n g  te la h  

d io to r is a s i d ila k u k a n  p e m in d a h b u k u a n

B e n d a h a ra  P en e r im a a n Cheque y a n g  d io to r is a s i

M e la k u k a n  p e n c a ta ta n  d a la m  B K U  d a n  B u k u  P em b a n tu . B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n B K U  d a n  B u k u  P em b a n tu

M en e r im a  d a n  m e n y im p a n  s e r t if ik a t  d e p o s ito  d a r i B an k . B e n d a h a ra  P en g e lu a ra n se r t ifik a t  d ep o s ito

M e n ye ra h k a n  c o p y  B K K  y a n g  d d a m p in  c o fry s e r t if ik a t  d ep os ito . B e n d a h a ra  P en g e lu a ra n B K K  d a n  s e r t if ik a t  d ep o s ito

10 M en e r im a  c o p y  B K K  y a n g  d ila m p ir i  c o p y  s e r t if ik a t  d ep os ito . P e tu ga s  A k u n ta n s i 3 K K  d a n  s e r t if ik a t  d ep os ito

M e n y u s u n  L a p o ra n  P o s is i  K a s  H a r ia n .. P e tu ga s  A k u n ta n s i L a p o ra n  P o s is i K a s  H a r ia n
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14. Prosedur Akuntansi Piutang Jasa  la ya n a n  Pendidikan

No Kegiatan Penanggung jawab Rekaman Mutu

1
X Kasubbag Keuangan menerima SK Penyelenggaraan 

Pendidikan Semester yang akan dimulai dan Kalender 
Pendidikan dari Subbagian Akademik dan Ketarunaan

Kasubbag Keuangan SK Penyelenggaraan 

Pendidikan dan 
Kalender Pendidikan

Kasubbag Keuangan memberikan SK Penyelenggaraan 
Pendidikan Semester yang akan dimulai dan Kalender 

Pendidikan kepada Bendahara Penerimaan sebagai dasar 
penagihan dan pencatatan piutang jasa layanan pendidikan.

Kasubbag Keuangan SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 

Kalender Pendidikan

2

3

Bendahara Penerimaan menerima SK Penyelenggaraan 
Pendidikan Semester yang akan dimulai dan Kalender 
Pendidikan dari Subbagian Akademik dan Ketarunaan

Bendahara Penerimaan SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Kalender Pendidikan

Bendahara penerimaan membuat rekap tagihan biaya 

pendidikan taruna sesuai dengan Tarif sung sudah ditetapkan 

dan Kalender Pendidikan.

Bendahara Penerimaan Kartu Piutang

Mencatatkan biaya pendidikan semester tersebut dan pada saat 
pelunasannya dalam Kartu Buku Piutang per Taruna.

Bendahara Penerimaan Kartu Piutang dan 
Rekap Piutang

Membuat Rekap Piutang 2 (dua) rangKap yang sudah 
disesuaikan dengan adanya Penyelenggaran Semester yang 
akan dimulai.

Bendahara Penerimaan Kartu Piutang dan 
Rekap Piutang

Memberikan Rekap Piutang kepada Kasubbag Keuangan untuk 
otorisasi tandatangan.

Bendahara Penerimaan Kartu Piutang dan 
Rekap Piutang

Kasubbag Keuangan melakukan pengecekan Rekap Piutang 

dan memberikan otorisasi tandatangan jika sudah benar.

Kasubbag Keuangan Kartu Piutang dan 

Rekap Piutang

Memberikan Rekap Piutang kepada Bendahara Penerimaan dan 
Petugas Akuntansi.

Kasubbag Keuangan Kartu piutang dan 
Rekap piutang

4 Menerima Rekap Piutang dan melakukan pengarsipan. Petugas Akuntansi dan 
Bendahara Penerimaan

Kartu piutang dan 
Rekap piutang
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14 P rosedu r Al-rur.rar. t i  P iu ta n g  Jasa  Layanan

No Kegiatan
3 e r .d a h .V A

?er.er.aaan
Kasubbag KsuanjJin ?*tu gx : Akuntan s:

Kelengkapan

Mutu Baku

Output

Kasubbag Keuangan n e n t n n a  SK Penyelenggaraan. 
Pendidikan Sem ester yang akan dimulai dan 
Kalender Pendidikan dara Subbagian Akademik dan 
Ketarunaan S

[=!□

SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Kalender 
Pendidikan

Z  5 Menit SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
«Calender Pendidikan

Kasubbag Keuangan m em berikan SK 
Penyelenggaraan Pendidikan Semester yang akan 
dimulai dan Kalender Pendidikan kepada Bendahara 
Penerimaan sebagai dasar penagihan dan pencatatan 
piutang jasa layanan pendidikan

SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Kalender 
Pendidikan

± 5 M en it SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Kalender Pendidikan

Bendahara Penerim aan menerima SK 
Penyelenggaraan Pendidikan Semester yang akan 
dimulai dan Kalender Pendidikan dari Subbagian 
Akademik dan Ketarunaan

O SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Kalender 
Pendidikan

i  3 M emc SK Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Kalender Pendidikan

Bendahara penerim aan membuat rekap tagihan 
biaya pendidikan taruna sesuai dengan Tarif yang 
sudah dztetankan dan Kalender Fendiddcan

T

F.ekapitulasi Tagihan 
Biaya pendidikan

*  i  Jam Kartu Piutang

Mencatatkan biaya pendidikan semester tersebut 
dan pada saat pelunasannya dalam Kartu Buku 
Piutang per Taruna

Kartu. Piutang ± 1 H ari Kartu Piutang dan 
F-e kap Piutang

Membuat F.ekap Piutang 2 iduaj rangkap yang 
u d fh  disesuaikan dengan acanya Penyelenggaran 

Semester yang akan dimulai

"O

Kartu Piutang dan 
F.ekap Piutang

Kartu Piutang dan 
Rekap Piutang

Memberakan F.ekap Piutang kepada Kasubbag 
Keuangan untuk otorisasi t and at angan

Ya

Surat pernyataan 
besaran angsuran

± 5 M enst Kartu Piutang dan 
F.ekap Piutang

Kasubbag Keuangan melakukan pengecekan P.ekap 
Piutang dan m em berikan otorisasi tandatangan jika 
sudah benar

Tidak

<>
Kartu piutang dan 
Rekap piutang

i  5 1! enit Kartu Piutang dan 
F.ekap Piutang

Memberikan F.ekap Piutang kepada Bendahara 
Penerimaan dan Petugas Akuntansi. [ □  ~H==I Kartu piutang dan 

F.ekap piutang
i  5 1 !  enit Kartu piutang dan 

F.ekap piutang

Menerima Rekap Piutang dan melakukan 
pengarsipan cn U U

C±D

± 5 Menit Kartu piutang dan 
F.ekap piutang



- 1 5 2 -

15. Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No K egia tan
P en an ggu n g

Jaw ab
R ekam an  M utu

1 M en erb itkan  Sura t K ep u tu san  P em b eban an  Penggan tian  

K eru gian  S em en ta ra  (S K P2K S )

TPK N

M em bu at Surat K eteran gan  T an ggu n g  Jaw ab  M u tlak  (SKTJM ). TPK N

M en yerah kan  su ra t te rseb u t k epada  KPA. TPK N SKTJM  atau  

SKP2KS

2 M en erim a  S K P2K S  atau  S K TJM  , u n tu k  selan ju tn ya  

m en d ispos is ikan  ke K asu b ag  K euangan .

K PA SKTJM  atau  

SKP2KS

3 K asu b ag  K eu an gan  m en ggan d ak an  surat te rsebu t m en jad i 2 

rangkap , s e lan ju tn ya  1 c op y  diar s ipkan  dan  1 copy d iserah kan  

k epada  B en dahara  Pen ge lu a ran .

K asu b b ag

K eu an gan

C opy SKTJM  atau  

SKP2KS

4 B erdasarkan  S K P2K S  atau  SKTJM  tersebu t, d ilakukan  

pen cata tan  ju m la h  p iu tan g  dan  w ak tu  p e lu n asan n ya  da lam  

K artu  P iu tan g 2 cop y  dan  m en ca ta t da lam  D afta r P iu tang.

B en dah ara

Pen gu laran

SKTJM  atau 

S K P2K S ,K artu  

p iu tan g  , rekap  

p iu tan g

M en yerah kan  1 cop y  K artu  P iu tan g  yan g  d iserta i su rat 

pernya taan  k ep ad a  petugas ak u n tan s i dan  1 copy arsip .

B en dah a ra

P en gu laran

Surat p ern ya taan  , 

kartu  p iu tan g

5 M en erim a  K artu  P iu tan g  ya n g  d ise rta i S K P2K S  atau  SKTJM  

u n tu k  se lan ju tn ya  d ilak u k an  pengarsipan .

B agian

A k u n tan s i

Surat p ern ya taan  , 

kartu  p iu tan g
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15. Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Mo K eg ia ta n

P e la k sa n a

K e len gk a p a n

M u tu  B a k u

P e ja b a t/ T P K N K P A
K a su b b a g
K eu a n ga n

B e n d a h a ra
P en ge lu a ra n

P e tu ga s
A k u n ta n s i

* W a k tu O u tp u t K et

1 M en e rb itk a n  S u ra t K ep u tu s a n  P e m b e b a n a n  

P en g g a n tia n  K eru g ia n  S e m e n ta ra  IS K P 2 K S ) 2
S K P 2 K S

M em b u a t S u ra t K e te ra n ga n  T a n g g u n g  Ja w a b  
M u tla k  (S K T JM ).

p

S K T J M

M e n y e ra h k a n  su ra t te rs eb u t k e p a d a  K P A . i i-H 1 S K T J M  a ta u  
S K P 2 K S

2 M e n e r im a  3 K P 2 K S  a tau  S K T J M  . u n tu k  
s e la n ju tn y a  m er.d ispo  s is ik  a n  k e  K a s u b a g  
K eu a n g a n .

S K T J M  a tau  

S K P 2 K S
±1 0  M en it S K T J M  a tau  

S K P 2 K S1 L- J  I1 r~ i  i

3 K a s u b a g  K eu a n ga n  m e n g g a n d a k a n  su ra t 

te rs e b u t m en ja d i 2 ra n gk a p , s e la n ju tn y a  1 cop y  
d ia rs ip k a n  dan  1 c o p y  d is e ra h k a n  k e p a d a  
B e n d a h a ra  P en ge lu a ran .

• •

S K T J M  a tau  
S K P 2 K S

i  10 M en it C o p y  S K T J M  atau  

S K P 2 K S

4 B e rd a s a rk a n  S K P 2 K S  a ta u  S K T J M  te rs eb u t, 

d ila k u k a n  p en ca ta ta n  ju m la h  p iu ta n g  d an  w a k tu  
p e iu c  asannya, d a la m  K a rtu  P iu ta n g  2 c o p y  d a n  

m e n ca ta t  d a lam  D a fta r  P iu ta n g .

r h

C o p y  S K T J M  
a ta u  3 K P 2 K S

± 1 0  M en it S K T J M  a tau  

3 K P 2 K S  .K a rtu  
p iu ta n g  , re k a p  

p iu ta n g

i r
M e n y e ra h k a n  1 cop y  K a rtu  P iu ta n g  y a n g  d is e r ta i 
s u ra t  p em ya .taa n  k ep a d a  p e tu g a s  a k u n ta n  s; dan  

1 c o p y  ars ip .

L_H-4  ' I
S u ra t p ern ya ta a n  

, k a r tu  p iu ta n g

± 10 M en it S u ra t p e rn ya ta a n  , 

k a r tu  p iu ta n g

S M e n e r im a  K a rtu  P iu ta n g  y a n g  d is e r ta i S K P 2 K S  
a ta u  S K T JM  u n tu k  s e la n ju tn y a  d i la k u k a n  
p en ga rs ip a n .

L-r
|
i

S u ra t p e rn ya ta a n  
, k a r tu  p iu ta n g

± 1 0  M en it S u ra t p e rn y a ta a n  , 
k a r tu  p iu ta n g
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16 Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Menerima Surat Keputusan Pembebanan 

Penggantian Kerugian Negara dari BPK RI, 

selanjutnya mendisposisikan ke Kasubag 

Keuangan.

KPA Bukti setor

2 Kasubbag Keuangan menggandakan surat 

keputusan tersebut menjadi 2 rangkap, 

selanjutnya 1 copy diarsipkan dan 1 copy 

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

KPA SK, bukti setor

3 Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan 

tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang 

dan waktu pelunasannya dalam Kartu Piutang 2 

copy dan mencatat dalam Daftar Piutang.

Bendahara Pengeluaran Kartu piutang

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai 

surat pernyataan kepada petugas akuntansi dan 

1 copy arsip.

Bendahara Pengeluaran Kartu piutang, surat 

pernyataan

4 Menerima Kartu Piutang yang disertai Surat 

Keputusan Pembebanan untuk selanjutnya 

dilakukan pengarsipan.

Petugas Akuntansi Kartu piutang



- 1 5 5 -

16. P ro se d u r  A k u n t a n s i  P iu tan g  T u n tu tan  P e rb e n d a h a ra a n

No Kegiatan

Pelaksana

Kelengkapan

Mutu Baku

KPA Kasubbag
Keuangan

Bendahara
Pengeluaran

Petugas
Akuntansi

Wakru Output Ket

1 Menenma Surat Keputusan Pembebanan 
Penggantian Kerugian Negara dari BPK RI, 
selanjutnya mendisposisikan ke Kasubag 

Keuangan.
5 E _

Surat Keputusan 
Pembebasan

Bukti setor

1 1— *C=1
2 Kasubbag Keuangan menggandakan surat 

keputus an tersebut merjadi 2 rangkap, 
selanjutnya 1 copy diarsipkan dam 1 copy 
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

rS — ----1 Copy Surat 

Keputusan 
Pembebanan

i  15 Menit SK, bukti setor

3 Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan 
tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang 
dan waktu pelunasannya dalam Kartu Piutang 2 
copy dan mencatat dalam Daftar Piutang.

d
t

□
Kartu Piutang ± 15 Menit Kartu piutang

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang 

disertai surat pernyataan kepada petugas 
akuntansi dan  1 copy arsip.

— ' > Daftar Piutang ± 5 Menit Kartu piutang, 
surat pernyataanL n j_i * L _

4 Menenma Kartu Piutang yang disertai Surat 

Keputusan Pem bebanan untuk selanjutnya 
dilakukan pengarsipan.

1 Kartu piutang ± 15 Menit Kartu piutang
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17. Prosedur Akuntansi Piutang Lainnya 1 Kerugian Negara)

No Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Menerima salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab 

Mutlak ISKTJM (sebagai akibat wan prestasi misalnya 

kerugian karena temuan BPK atau APIP kepada 

kontraktor selanjutnya mendisposisikan ke Kasubag 

Keuangan.

KPA Bukti setor

pengembalian

belanja

2 Kasubag Keuangan menggandakan surat tersebut menjadi 

2 rangka selanjutnya 1 copy diarsipkan dan 1 copy 

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kasubbag Keuangan Bukti setor

pengembalian

belanja

3 Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 

tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang dan waktu 

pelunasannya dalam Kartu Piutafig dalam 2 copy dan 

mencatatnya dalam Daftar Piutang.

Bendahara

Pengeluaran

SPTJM , Kartu 

piutang

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai surat 

pernyataan kepada petugas akuntansi dan 1 copy arsip.

Bendahara

Pengeluaran

Kartu piutang

4 Menerima Kartu Piutang yang disertai Surat Keputusan 

Pembebanan untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan.

Petugas Akuntansi Kartu piutang
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17. P ro se d u r  A k u n ta n s i P iu ta n g  L a in n y a  j K erug ian  N egara i

No Kegiatan

Pelaksana

Kelengkapan

Mutu Baku

KPA
Kasubbag
Keuangan

Bendahara
Pengeluaran

Petugas
Akuntansi

Waktu Output Ket

1 Menerima salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab 

Mutlak |3KTJM |sebagai akibat w an  prestasi misalnya 
kerugian karena temuan BPK atau A H P  kepada 
kontraktor selanjutnya, mendisposisikan ke Kasubag 

Keuangan.
S -

Surat Keterangan 

T anggung Jawab 
Mutlak

± 15 Menit Bukti setor
pengembalian
belanja

2 Kasubag Keuangan menggandakan surat tersebut 
menjadi 2 rangka selanjutnya 1 ccpy diarsipkan dan -1 
copjr diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

cb— Copy Surat 
Keterangan 

T anggung J awab 
Mutlak

± r 15 Menit Bukti setor 
pengembali an 

belanja

3 Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 

tersebut dilakukan pencatatan jum lah  piutang dar. waktu 
pelunasannya dalam Kartu Piutang dalam 2 copy- dan 
mencatatnya dalam Daftar Piutang.

p Kartu Piutang ± 30 Menit SPTJM , Kartu 

piutang

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai surat 
pernyataan kepada petugas akuntansi dan 1 copy- arsip.

Daftar Piutang ± 1 5  Menit

1

Kartu piutang
i________ i—

4 Menerima Kartu Piutang yang disertai Surat Keputusan 
Pembebanan untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan. g

± 1 5  Menit Kartu piutang
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18. Prosedur Akuntansi U tang Jangka Pendek

No Uraian Jenis Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Pada tanggal pelaporan Bendahara Pengeluaran 
Menyusun Daftar Tagihan yang belum dibayar (Utangi 
dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diketahui 
oleh Direktur (KPA| (rangkap 2) dan 1 copy dikirim ke 
Petugas Akuntansi

Bendahara Pengeluaran Daftar Tagihan

2 Petugas Akuntansi melakukan verifikasi untuk 
memastikan jumlah utang pada daftar tagihan sesuai 
dengan bukti pendukung

Petugas Akuntansi Daftar Tagihan

Berdasarkan daftar tagihan yang telah diverifikasi. 
Petugas Akuntansi melakukan input data ke dalam 
aplikasi penyusunan laporan keuangan

Petugas Akuntansi Daftar Tagihan

Petugas Akuntansi memastikan nilai utang pada daftar 
tagihan sama dengan nilai utang pada lembar muka 
laporan keuangan dan mengungkapkannya pada catatan 
atas Laporan Keuangan |CaLK| yang memadai terkait 
rincian piutang

Petugas Akuntansi Laporan Keuangan dan 
Daftar Tagihan

3 Pada awal tahun Bendahara Pengeluaran membuat 
mengajukan dokumen penagihan disertai dengan 
dokumen penagihan kepada PPK

Bendahara Pengeluaran Dokumen Penagihan

4 PPK melakukan pengajian terhadap dokumen penagihan Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen Penagihan

Dalam hal nilai utang sampai dengan.Rp. 200 Juta maka 
PPK melakukan pengujian terhadap dokumen penagihan 
dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak

Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen Penagihan 
dan SPTJM

Dalam hal nilai utang diatas Rp. 2 Miliar maka 
Direktur/KPA secara berjenjang melalui Kementerian 
Perhubungan meminta verifikasi kepada BPKP

Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen Penagihan

Hasil verifikasi ditunagkan dalam Berita Acara Hasil 
Verifikasi

Pejabat Pembuat Komitmen Laporan Utang

Berdasarkan Benta Acara Hasil Verifikasi atau SPTJM dan 
dokumen penagihan PPK melakukan prosedur 
pengeluaran utang

Pejabat Pembuat Komitmen Berita Acara Hasil 
Verifikasi, SPTJM
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1S. Prosedur Akuntansi Utang Jangka Pendek

No Uraian Jenis Kegiatan

Pelaksana

Bendahara
Pengeluaran

Petugas
Akuntansi

Pejabat
Pembuat

Komitmen
.AH? BPK? Kelengkapan

Mutu Baku

Waktu Outout Ket

1Pada tanggal pelaporan Bendahara Pengeluaran 
Menyusun Daftar Tagihan tang belum dibayar 
lUtangj dengan dilengkapi dokumen pendukung 
yang diketahui oleh Direktur (KPA) irang-tap 2i dan 
1 copy dikirim ke Petugas Akuntansi

Daftar Tagihan ± 5 Menit Daftar Tagihan

Petugas Akuntansi melakukan verifikasi untuk 
memastikan jumlah utang pada daftar tagihan 
sesuai dengan bukti pendukung

Daftar Tagihan Daftar Tagihan

Berdasarkan daftar tagihan yang telah diverifikasi. 
Petugas .Akuntansi melakukan nput data ke dalam 
aplikasi penyusunan laporan keuangan Daftar Tagihan laporan Keuangan

Petugas Akuntansi memastikan nfiai utang pada 
daftar tagihan sama dengan nilai utang pada 
lembar muka laporan keuangan dan 
mengungkapkannya pada catatan atas laporan 
Keuangan (CaLKi yang memadai terkait rincian 
piutang

Laporan
Keuangan Daftar 

Tagihan

âporan Keuangan 
CaLK
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No U raian  Jem-; Kegiatan

Pelaksana

Bendahara
Pengeluaran

Petugas
Akuntansi

Pejabat
P em b u a t

K om itm en
KPA A P I? BPKP Kelengkapan

M utu  B aku

W aktu Output Ket

P a d a  aw al tah u n  Bendahara  P en ge lu a ran  
m en ga ju k a n  dokum en  penagihan  d iserta ; d en gan  
d ok u m en  p en ag ihan  kepada  PPK

Dokum en
Penagihan

*  3 M en it
Dokumen
Penagihan

P P K  m elak u k an  pengu jian  terhadap d ok u m en  
p en a g ih a n

Dokum en
Penagihan

= 5 M en it
Dokum en
Penagihan

D a la m  h a l niku u tan g  sam pai dengan P.p 2 00  J u ta  
m a k a  P P K  m elaku kan  pengu jian  terhadap d ok u m en  
p en a g ih a n  dan  d ilengkap i d engan  Sura : P ern ya ta an  
T a n ggu n g  Jaw ab  M u tlak

Dokum en
FenagLhan

SPTJM
= 15 Meru: Laporan  U tang

D a la m  h a l n ila i u tan g  dari Rp. 200  J u ta  sam p a i 
d en ga n  2  m ilia r  m aka  P PK  m elakukan  p en gu jian  
te rh a d a p  doku m en  pen ag ihan  dan  d ilen gk ap i 
d en ga n  S u ra t Pernya taan  Tanggu ng Jaw ab  M u tla k

D okum en
Penagihan

SPTJM
= 15 M enit Lanoran U tang

D a la m  h a l n ila i u tan g  d ia:as Rp. 2 M ilia r m a k a  
D irek tu r/  K PA  secara berjen jang m e la lu : 
K em en  ten ar. Perhu bu ngan  m em in ta  ver ifik as i 
k ep a d a  B PKP

> Uokumen
Penagihan

= 1? M en it Laporan  U tang

H a s il v e r ifik as i d itu n agksn  dalam  B erita  A ca ra  H as il 
V e r ifik as i Laporan  U tang B erita  A cara  H asil 

V erifikasi
B erd a sa rk a n  B e r ita  A cara  H asil V er ifik as i a tau  

S PT JM  dan dokum en  pen ag ihan  PPK  m e lak u k an  
p ro se d u r pen ge lu aran  u tan g *

i_____ j

B erita  Acara 
H asil Verifikasi, 

SPTJM
Bukti Kas K elu ar
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C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Buku Kas Keluar ATKP Medan

B U K U  K A S  K E L U A R  

A T K P  M E D A N  

P E R  X X X X

NO. TAN GGAL
NO

p HKTI
Sp b yd an  

No 8PM
Kefl-Su l) K e s Akun

. „  ... 

URAIAN DEEWT K RED IT SALDO

T 2 4 5 6 7 -  8 --------- 9 10

•

^  SALDO AKHIP

M ed an . XXXX
Mergetahu Bendahara ? t n tn m » n
Pimpinan BUJ

NAMA
NIP

NAMA
NIP

2. Buku Kas Masuk Bendahara Penerimaan ATKP Medan

B U K U  K A S  M A S U K  

ATKP MEDAN 
P E R  X X X X

NO TAN GGAL
- S S i r No SPM

Keg-Sub Key Akun URAIAN D EBIT K R ED IT SALDO

________L _ 3 4 5 6 "  -  7 - 8 " 9 ' 10

SALDO AKHIR

• Medan XXXX
Menjatah*.*' Bendahara Penerimaan
Pimpinan BLU

NAMA

NIP
NAMA
NIP
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3. Buku Kas Masuk Bendahara Pengeluaran

BUKU K A S  M ASU K A  T K  f  M E D A N  PER X X  X X

M edan . XKXX
Mengetahui Bendahara Pengeluaran
Pimpman 8LU

NAMA
NIP

4. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan

NAMA

NIP

BUKU K A S  UMUM A  T K P M £  D A  N PER X X X X
NO TAN GG AL

h ^ T r
* * » * •
NoSPAI

Keg-Sub Keg Akun URAIAN D EBIT K R ED IT SALDO1 2 3 4 5 6 7 » 10

SALDO AKHIR - •

Medan, a Xx x

Mengetahui Bendahara Penerimaan 
Pimpman B LU

NAMA
N*-P

N A M A

NIP
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5. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran

BUKU KAS UMUM 
A T K P  M E D A N

PER XX-XX.20XX

NO. TANGGAL
NO. Spby dan 

No «PM
Ksg-Sub A>.un URAIAN D€BIT KREDIT SALDO

BUKTI

1 2 3 4 S e 7 • 9 18
SALDO AWAL

1
.KOI
n u n

« u » « « «
UKLUI

Mengetahu-

BLU

Medan « -« -r it » , 
BencaKar» Penge «»r»n

Nama

NIP. *« .,

6. Bukti Kas/Bank Masuk Bendahara Penerimaan

AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 
BUKTI KAS MASUK/BANK MASUK

Nomor ..............  No. Rekening
Tanggal _________ Nama Bank

Akun Debet

Diterima dari

Akun Sap Nama Akun Jumlah Akun BLU

Total

Terbilang

Diterima Oleh 
Bendahara Penerimaan

Nama
Nip
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7. Invoice Tagihan

( KU P M JKAI }

INVOICE

Kepada Yth,
DIREKTUR PERSONALIA DAN UMUM 
PERUM LPPNPI
di-
TANGERANG

Mo invoice
Tanoaa Invowe
Mata Uang
Mo Peganjan Kerjasana

Tangga Peranj.an
Tangga Peaksarsan
Cara Pembayaran
Tangga Jat̂ r. Tempo

- W Uraan Peker]3an Kuanb*n Harga .Satuan Jumlah

1 Pembayaran B aya Dikla Approach Cortrtf 
S-jve lance Angkatan IX (APP RADAR ) 
tfctuk Tahap 1 sesesar 9054 dan nilai kontrak 
Rp 456.565.500,- yatu Rp.410.908.950,-

16 Orang Rp 30,427,700 Rp 410.900.950

Hormat Kam., 
DIREKTUR

Nama
Pangkat'Gotongar 

NIP XXXXOI

mnbmn

Total Rp 4t0.4G3.s60
Terbilang Enpar /aim sepu h ih ju ta  se rrb ia n  

ratus oejapan ttbu :emfc>ian ratus 

firna pui'ub rupah

P e m b a y a ra n  in u ik  In v 3 .c e  h i m o h o n  d itr a n s fe r  k e  R e k e n in g

Nama RPL 123 ATKP MEDAN UTK REK OPERASIONAL BLU •
Rekening Mandiri
Nc. Rekening 105-00-8335554-3
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8. Kartu Piutang
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9. Laporan Posisi Kas Bendahara Penerimaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
=ada nar irH Seiasa largqa K Man Februari 'auri 2018, Icaml eeiafcu P:froln3n BLU telan rwlakutafl pemeflksaan kas Berdarara Penerimaan 
dengan Nomor Reteiing 105008885556E dai 1050088855543, dengar posisi sado Buku <as umun seoes3r Rp 16,143.506.400,- serta 
nomor MUI terakhir; 0235

Aiasin nas.il perenksaar tas se&aga teik-jt:

l Hasil seme-iksaan Pembutuar Bendahara 
A San» tas Benudhara

1 Sado BP Kas iTural dar Ban;
2 Sado BP deposito
3 Sa do BP investasi Jangka Pendet
4 SadoEP Jang DI B. =ergeiuarai
5 Jumian (Al &d A4;

B Saldo Kas Tersebut oada huruf A, terai cari
1 Sado BP ̂ dapatan
2 Sado BP. isiiain
3 Jumlah •:B1+B2)

C Selisih Pembutaan ;A4-33)

il Hasil Penwtsaan Kas
A <as yang Dikuasai Bendahara

1 Uang Tunai di Brarkas 5erd3har3
2 Uang dl ret No 1050088655568 
uang dl nek NO 1050088855543

3 Jumlah Kas (Al*A2)
B Selisih Kas (t A1 - il A3)

«H
«XX
XX»
XX» ' '.(+)•

XX»

XX»
x x »  ( + )

tow

X X »

«M
XX» (+)

XX»
XX»

ill Penjelasan atas selisih

A Selisih K3s jilBi xx o

Selisih atarenaian tidak acan>a pecah: xm

Yang diperiksa Yang Memeriksa,
Bendahara oenerimaan Blmpinar BlU

SSHB Ssms

K l P . m x M P . m x
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10. Form LPJ Bendahara BLU

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Tahun .Aj-ggaranForm LPJ Bendahara BLU SA TKER  BADAN LAYANAN UMUM x x x x3-aan m x n t
KenerteranLe'rcaga (m l xra rt a*
Unt Crgarsw; • ;» } m n ( i)
ft^ir&Xa&Kota n o n i4 i

3oa*ar Nera •ea rn ' x rm (5*
Nano* aan Teto. met (* )
T a w  W jgarar era »75
KPPN y sa w xa i*

L '«acto r PentJUkosr biian petaxren Jeroan wWc aPNr pada 5FU cetecar Rp 6 » . 058 o o

dar Nomor Bufctl teraiN r Nomor : m x  pan B ttli Pet «scn-aan Rp xxxxm  Nomor B jr t  xxxx
M& Je rk  5ufcu Pemtorcu Sato  A-sJ Pe'dirfcoh.* i Pergurargar Sa to  « N r

' cti «■ At A a m

A. fiP K K - - - xxxx
1 BP Kac t r a  dan Barn xxxx * - xxxx

1 SP G«OOOt3

B BP truest» Jarg«a Peroe*

■i BP Uang l.UcsVcuct'er 

= 5P Uang flPenerm a Dana Be*our
- ■ -

5. BFBFP ■ - - -

B. Buku Fem fcairj . - - xxxx

1 BP UP* xxxx xxxx xxxx xxxx
A BP L i Benda "ara X X X I « X X I X X IX xxxx
3. BP Pencapstar ‘ ............ ..... ’ _________ _ _____ ___. . . . . .

4. BP P^a* xxxx xxxx xxxx xxxx
5. EP Uarg P*vsk heflga

€ EPUanc” ttian

'  EP Cana Befgur 

e BP HBaftOonas’SijnM nsan-" ............. .

?. BP LairHar xxxx xxxx xxxx I xxxx

’ Jwrtar. UP k K V i tffcjang «atari >arg Bekan o £ F V  GLKan y trx z x  R o ...............................

"  Jonah oodacanr ^ j* y  cKuTng fcJansj yang c«urn a a r iy  ie c c a r«%:

W t t  it y .W iK i tonoangar z i ? r  C+.j t f j  «atari, ymg D tt r  Sar< ar x o m t  fit

' Ju rtar. UP seieari tffcjang umara yang oeLxp *>£RJ GLHan K i« a p fie- ................. ............

”  Jirnah oe^Jacaor :« * y  cKuTng luaansj yang oeun a a r iy  icc c o r %

'"  A n a r r\ta-. floras» tinDanoar x t e r  c*/ang  «atari, yang ciekn cr^ < ar z o e y rfic  

IL rtaadaar l x  pads afcnr p j-sr pe>apcnr
1- Jano Tj/ia» at tra rw a i Benca% « P tnernaan Rp 3 fic  ____ m w

Seroa'ara F’eoge ĵaran R t

2 ja rg  ft reteraig Berca-ara =*r>-rtnaar Rc room

Jang a  rw entg Beroa'ara sengeuanr ficnooxt Rp. _____  « w x *>

1 Jonah «as Rp. _____  « * »

IN Seiftlh Hm

1. Sado tore- BP <as <IA1) Ro. « y »

2  Jin a h  Kas lO } Rp. tx ra *tt

2 3e«sn Kas Rp. «m

IV. Data Kao Hacll re* y s lla o l rtsm s d»-»yr u a kpa ________________________________________________________________________________________________________________________________
NO-. Je r .i Kas Merurjt Pertx4i.an .e n i Kas i,*enim : L4KPA -Kj/riar !i3 i Sets?*. t'SSI

1 SP U 3

-Altars oeijr- o-s f v  su-ran ht

Kac tf. BerdahaT 
Pengajaran .

hr ---- ------- RP -------------

2 3» Pendacdtar • 3P Jrr» jx g *a  =e*>3e* K j5 i» a a .u **  ------------ «= ...............

3 3P rr^Ktao .argka Pender hr rv e s t»  .y> ?2  Pended =r Rr

V. Rnfatoun tenor kac totvatsc Mitel* p em tii osr tapaM a se a ;:

vteaan, Er-cr-coor
Beroarara Pengefcaran Serconara Penernaan

Mengental
Nar*a KPAKepa® Batter 3 L J Nana

NP ow NIP mo

Nana 
•MF. n »
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11. Surat Overbooking Dana Kelolaan ke Rek.Operasional BLU

SURAT OVERBOOKING

Medan, r t  - 20xx

Bersamaan dengan surat in i. saya menugaskan Bendahara Pengeluaran selaku pemegang Rekening Dana 
Kelola untuk melakukan Overbookmg/Pemindahteukuan dana dengan rincian sebaga: berikut:

Dari Rekening : RPL 123 Satker utk Rek Dana Kelola

Bani: (nama bank) Nomor Rekening m  x sro ac

Ke Rekening : RPL 123 Satker utk Rek Operasional
Bank (nama bank) Nomor Rekening rnat .'a; xxxxrc

Sebesar :

Adapun dana tersebut dipindahbukukan dikarenakan sudah menjad: pendapatan dan hak Satker yang berasal 
dari kegiatan:

1 Pendapatan ............. Senilai Rp. r a s
2 Pendapatan....... „  ... Senilai Rp. rose___________________

JUMLAH Rp. xxxx

Demikianlah surat ini saya perbuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BENDAHARA PENGELUARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN 

NIP.XXXX

NAMA
PANGKAT/ GOLONGAN 

NIP. XXXX
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12. Surat Overbooking Rek.Operasinal Penerimaan ke Rek. Operasional 

Pengeluaran

S U R A T  P E R M O H O N A N  C A X R B O O K IN G

Medan, xx-sx-20xx

Bersamaan dengan surat ini . saya selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan kepada Bendahara 
Penenmaan selaku pemegang Rekening RPL 123 ATKP MEDAN utk P.eh Operasional untuk melakukan 
Overbooking dana sebagai berikut:

Dan Rekerung PPL 123 Satker utk Rek Operasional 
Bank xxxx

Ke Rekening PPL 123 satker utk Rek Opr Pengeluaran BLU 
Bank xxxx

Sebesar XXXSX

Dana tersebut digiuiakan untuk melakukan pembayaran kebutuhan Belanja BLU ATKP Medan dengan Rincian 
dibawah uh

1 SPMNO
2 SPMNO

OOOxxx Tanggal xx-sx-xxsx Senilai Rp xxxxx 
OOOxxx Tanggal xx-xx-xxxx Senilai Rp xxxxx 

JUMLAH" xxxxx

Demikian Surat Permohonan uu saya peibuat. atas kenasamanya saya ucapkan tenmakasih

Bendahara Penenmaan Bendahara Pengeluaran

NAMA NAMA
Pangkat Golongan Pangkat Golongan

NIP. xxxx NIP. xxxx
D iketahu i o eh

Kuasa Peng guna A nggaran ATKP M ed an

NAMA
Pangkat Golongan

NTP xxxx
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13. Rekap Honor

nasaansTosamsi
BAM» PEC!iB.t&0 IM fERHUBCNGAN 
.ccs:ngâ NsaLftig.c:?g35.yac:e.c:

Zin; PtUbT-msm
rca

Pwuds sos
Stf&skm i .S? ISA sax

' vKsca
Kansr SKscaac

MAS ™  nrx m  t  m r r

HAMA KAMA SESUAI K3E0& 
tMOGfii 1A&AIAX B1MBTCA

KOKSAHUMSf)
Po
??;
lit.

RMjAH
skse

* )
NAMA&CS XTOSZSE®C-

1 3 4 3 A 7 S 9

1

. 2

(KAMA!
f®!
on?,
(BfiBMPGOLCNGAS)

(HAMA)
«
(SW1
(P.AKSATSMKAN’

JBJLAHHSEUIOTAS 0 0 »

SlflAHfflBIH scc
Pft 'SLtU
HWLASEOTCS. rrrn
IBHLAK sees

mMmam
u K U A S A i e K X m m A S A N '  LUKAS D fflA Y .tt.

PH ABAT PEMBUAT B M I M E N  B D f f i jU U O U K

sect. siscsscn
Si SUB MOAN .AK.OEM2K DAN EETASLUKAAN

0>—«i
ip jcds: C-daifu, 

(MF.nn'i
i>'ami

Paadr. Gocas: 
\x b )

Oima)
? 222*11 'Goic'Saa',

(NJP-nn)
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14.SP2D

*«M EN T ER iA *  PER ** i>'3UN(5AV R 
SAC AM S4KLAT PE».HUEUN«3a N SU RAT PEJtuJTAH P&VM JRAN DANA - VTEJWx

V sm o r 5PM u x o Dan £ l(» J

"a rg g a i
Se tte r

o - x t - o x
JUXflU

’ «r s s »
So m o r

w io ie a B
m /o y V A i

n w a a o m a T 4 fi.» i Anggsra-i m o t

n u it ik a s i B e take n o n S e ta r .*  Sara rg
i*/PCS

‘•«'vet»clan «nencairtan aan BAISIK M anon Nomor lC60G£S>S5iS?€ sesuai cerngan 

2 |©-“c- Ben* ueng Sefiesa*

Tert»»!arg: a x u .'.'

BB
So P ete r rg

X E O tu o a n :

KAXOULX

ju>.- ixoMca- a 
3»^« |N er-« Sant i
«Lna.cco.ix». ua

Es.VMHA.PA PENGEOJAftAVEiU

No th

Pa-â at,’ Sctsnga*
NiP. U C U

Medm »* » 'uxk 
CH«E»TUB AT*3» MEDAN 

‘ .ja r s  Per.ggĵ a .anggaran

‘«♦-a
psrgvat 1 <Sowgjan
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15. SPM

KEMEMTSMAN PERHUBUNGAN 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR INTERN

*8T5g5«ii: Nomor:

<ua:a Sendafcara Umum Negara. <PFN MEDAN M ( jdol)

Agar <r.e.ekulcan Dempayaran sejumiah Rp xuou

Dsii sulur- imi /jt» ensrr ratu: eeapan puWiriau rupiar

Cara B w  : | 2 | Giro b&r» |Ta?yn Anggaran : im "
Dasa* ®emoayarar Setter Kwi» Nama Batter

uua»  Y. r  m x ffo c

WPA •A» xx  n.jt»;»L«1i3 u g  Tangga, n n c i m

Fungsi, Su& Fungsi BA, Unit Es.l, Program

UAUMAU
Kegiatan output LOK
RXkX AU a.M
j» i s  PemoByaJW »  5engslusrsr Anggars-n 

S-fst'tm asys^p j  PemSMyarsn la p p jn ; |LS| 

SuT .se rlw a/C sraPersr'isn  sojoi ' PNP/8LU

PENGELUARAN POTONGAN

Alur JbfiaP L spj BAJW afXtftoutitlsO itr USflg

32 P.3 KXKXM KM JLR.XX.XILXJQCM* XUJMX
km .m .m ( « .« o t n u m n v'

Rp m m m  

Rp MXttX

Jumlati P e r jt  js ' jpi ®0 ocww ItTlISP PlWjngW KXKXKX

JIWJMK

<ecaca : XXOJXKMX

NPWP : XMJUJUx.t.xmx
Rekening . JOut*m»UOtX*XK

Bank/Pos : BANK uuou

u ra w : ( iix .x t a x

Medan, o -m 'wju

A li k u a sa ’p en sg u n a  anggaran

»ejacet Per ar aa ’ s^gan SpM

Nama
NIP. MM
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SURAT PERNYATAAN  TANGGUNG JAWAB M U TLAK

16. SPTJM BLU

Nomor : xxxx

3- Nama Satker BLU xxxx
2. Kode Satker BLU xxxx
3. Nomor /Tanggal OfPA BLU xxxx
4. Kegiatan xxxx
5. Output xxxx
6. Periode SP3B BLU xxxx
7. Tahun Anggaran xxxx

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran / Pemimpin BLU ATKP Medan Menyatakan Bahwa saya 

bertanggung jawab penuh atas segala realisasi pendapatan yang teiah diterima dan atau belanja yang telah dibayar 

kepada yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dan PNBP y3ng digunakan langsung oleh BLU triwulan 

xxxx tahun anggaran xxxx sebagaimana yang tercantum dalam SP3B Nomor xxxxxx tanggal xxxxx

BELANJA PENDAPATAN
Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang
XXXX XXXX XXXX XXXX
xxxx xxxx xxxx XXXX

Jumlah Belanja - Jumlah Pendapatan -

Bukti - bukti pendapatan dan atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan y3ng berlaku untuk kelengkapan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. . . .

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya $P3B BLU ini, saya bersedia bertanggungjawab 
sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat ditumut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perund ang-undangan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebenarnya
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17. Surat Perintah Bayar

SURAT PERINTAH BAYAR
T a r  " s  K i-m -itia » N o m o '

Saya yang Bertanda tangan di bawah m. selaku Peiaaat Pem buat fcorntm en memerintahkan Bendahara Pengeluaran aga 

P 3  « m n

n a n

meiaKukan pem bayaran sejum an

Terbuang u v u e u x o

Keoada n x ja o u n

IV itu » Pem bavarar Muuuoounuut

i t a :  Dasar

1 - Rwrtanji /bukti p em benar cce»

frbeb ark an  paes

t  e g  atar ^ j ta u t  MAfc w x M n a n w jw io c i

Setu/u/ uras defray»' Tangga D itenm a Tanggal. M ec a r  . j c r n * « n

Bencanara Pengeluaran Penenm a Uang/Vang Muka Kerja a .r  kuasa o e r g g jn a  A rggarar 

P ejsoat Pem auat Kom itm en

Nam» Nama Nama

NIP Xxuax ■MXM N 'i  Xxnua
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18. Surat Tagihan

KOP SURAT

Nomor Medan ,
Klasifikasi : -

Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Penyampaian Biaya Diklat Approach Kepada:

Control Surveilance Angkatan IX ( APP Yth..................
RADAR > untuk Tahap 1

di-

1 Mendasari Surat Perjanjian Kerjasama antara Akademi Teknik dan Keselamatan 
Penerbangan Medan (ATKP) dengan PERUM LPPNPI Nomor
P JJ.04.04.03/0Q/LPPNPI/03/2018/046 dan Nomor : HK.201/1/11/ATKP.M-2018 tanggal 
16 Maret 2018 tentang Pendidikan dan Pelatihan Approach Control Surveilance 
Angkatan IX ( APP RADAR ) Tahun 2018

2 Bahwa Pendidikan dan Pelatihan Approach Control Surveilance Angkatan IX ( APP 
RADAR ) Tahun 2018 telah dimulai pelaksanaannya di ATKP Medan pada tanggal 23 
Maret 2018 s/d 13 Juni 2018 dengan iumlah peserta 15 Orang.

3 Sehubungan dengan butir 2 (dua) dlatas bersama ini disampaikan Biaya Diklat 
Approach Control Surveilance Angkatan IX ( APP RADAR ) untuk Tahap I sebesar 90% 
dari nilai kontrak Rp 456.565.500,- yaitu Rp 410.908 950,- ( Empat ratus sepuluh juta 
sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus iima puluh rupiah ) dengar kelengkapan 
berkas terlampir Selanjutnya pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Mandin, 
RPL 123 ATKP MEDAN U TK REK. OPERASIONAL BLU No. Rek. 105-00-8885554-3.

4 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

DIREKTUR

Ninr.a
FangkauGolongan 

NIP. XXXX
Tembusan
Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara
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19. Usulan Belanja BLU

U S U L A N  B E L A N JA

NO Ke* OUTPUT/ M  A K *ENERiMA DANA HifT’ a r PRN PPH M U I  BEF5IH

1

2

3

4

S

drt

TOTAL

DIKETAHUI DIBUAT OLEH

K ep t*  Sub bagian Kejangan e« r Sahara Pengeluaran

NAM A

M f .  n u n

OCSETUJUt OLEH 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

W .  i n i
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D. Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar (BAS) m erupakan daftar kodefikasi dan 

klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan 

digunakan secara sistematis sebagai pedom an dalam 

perencanaan. Penganggaran pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan pemerintah Penggunaan Bagan Akun 

Standar secara konsisten dapat berguna dalam  m enghasilkan 

inform asi keuangan-yang andal alat pengendalian disiplin fiscal 

melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur 

pelaporan dan m endukung proses pengam bilan keputusan 

pemerintah yang lebih baik.

BAS Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) ATKP Medan 

disusun dan dikem bangkan dengan berpedom an pada KEP 

211/PB/2018 Tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan 

Akun Standar. Hal ini dilakukan untuk m enyelaraskan dengan 

kebutuhan penyusunan laporan keuangan baik Satker sebagai 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Untuk m enyesuaikan kebutuhan pencatatan transaksi dan 

penyusunan laporan keuangan. Satuan Kerja Badan BLU ATKP 

Medan m elakukan pengem bangan Bagan Akun Standar. 

Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada BAS yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Akun-akun yang 

dikembangkan harus merupakan su b . akun-sub akun yang ada 

pada BAS yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan 

kebijakan ini setiap akun pada entitas akan mempunyai induk 

(header) pada BAS Kementerian Keuangan.

Bagan akun standar secara umum dibagi menjadi 5 kelompok: 

Pertama, akun aset dengan kode akun yang diawali dengan 1, 

s,elanjutnya Utang/Kewajiban dengan kode akun 2 dan Ekuitas 

dengan kode akun 3. Sedangkan untuk pos-pos pendapatan dan 

belanja menggunakan kode akun masing-masing 4 dan 5. Rincian 

atas akun-akun disajikan dengan dengan rinci pada halaman 

selanjutnya. Pengembangan lebih lanjut atas BAS dapat dilakukan 

dengan mengacu pada BAS yang diterbitkan oleh Kementerian 

Keuangan.
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Bagan akun standar selengkapnya sebagaim ana tabel berikut:

AKUN

SAP

URAIAN AKUN

INTERN

URAIAN

1 ASET 1.000 ASET

11 Aset Lancar 11.000 Aset Lancar

111 Kas dan Setara Kas 111.000 Kas dan Setara Kas

11161 Kas di Bendahara 

Pengeluaran

11161.000 Kas di Bendahara 

Pengeluaran

111611 Kas di Bendahara 

Pengeluaran

111611.001 Kas di Rekening 

Bendahara 

Pengeluaran UP

111613 Kas di Bendahara 

Pengeluaran TUP

111613.001 Kas di Rekening 

Bendahara 

Pengeluaran TUP

111711 Kas di Bendahara 

Penerimaan

11171.000 Kas di Bendahara 

Penerimaan

111711 Kas di Bendahara 

Penerimaan

111711.001 Kas di Bendahara 

Penerimaan

1118 Kas Lainnya dan 

Setara Kas

1118.000 Kas Lainnya dan 

Setara Kas

111821 Kas Lainnya di 

Bendahara Pengeluaran

111821.001 Kas Lainnya di

Bendahara

Pengeluaran

111825 Kas Lainnya di 

Bendahara Penerimaan

111825.001 Kas Lainnya di

Bendahara

Penerimaan

111826 Kas Lainnya di BLU 111826.001 Kas Lainnya di BLU

111827 Kas Lainnya di K/L dari 

Hibah yang belum 

Disahkan

111827.001 Kas Lainnya di K/L 

dari Hibah yang 

belum Disahkan

1119 Kas dan Bank Pada 

Badan Layanan Umum

1119.000 Kas dan Bank Pada 

Badan Layanan 

Umum

111911 Kas dan Bank - BLU 111911.001 Kas dan Bank BLU 

sudah disahkan
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111911 Kas dan Bank - BLU 111911.002 Kas Rekening 

Operasional BLU 

Khusus Penerimaan

111911 Kas dan Bank - BLU 111911.003 Kas Rekening 

Operasional BLU 

Khusus Pengeluaran

111911 Kas dan Bank - BLU 111911.004 Kas Rekening 

Pengelolaan Kas BLU

111914 Kas dan Bank BLU 

Belum Disahkan

111914.001 Kas dan Bank BLU 

Belum Disahkan

111929 Setara kas Lainnya - 

BLU

111929.001 Setara kas Lainnya - 

BLU

113 Investasi Jangka 

Pendek

113.000 Investasi Jangka 

Pendek

11331 Deposito Jangka 

Pendek -  BLU

11331.000 Deposito

113311 Deposito dan Investasi 

Jangka Pendek Lainnya 

dari Kas dan Bank BLU 

Yang Sudah Disahkan

113311.001 Deposito 3 s/d 12 

bulan

1139 Investigasi Jangka 

Pendek Lainnya

1139.000 Investigasi Jangka 

Pendek Lainnya

113911 Investasi Jangka Pendek 

Lainnya

113911.001 Investasi Jangka 

Pendek Lainnya

114 Belanja Dibayar Di 

Muka, Uang Muka 

Belanja, dan 

Pendapatan yang 

Masih Harus Diterima

114.000 Belanja Dibayar Di 

Muka, Uang Muka 

Belanja, dan 

Pendapatan yang 

Masih Harus 

Diterima

11411 Belanja Dibayar 

Dimuka (prepaid)

11411.000 Biaya Dibayar 

Dimuka

114111 Belanja Pegawai Dibayar 

di Muka (prepaid)

114111.001 Belanja Pegawai 

Dibayar di Muka 

(prepaid)

114112 Belanja Barang yang 114112.001 Belanja Barang yang
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Dibayar di Muka 

(prepaid)

Dibayar di Muka 

(prepaid)

1142 Uang Muka Belanja 

(prepayment)

1142.000 Uang Muka Belanja 

Barang

11421 Uang Muka Belanja 

Pemerintah Pusat 

(prepayment)

11421.000 Uang Muka Belanja 

Pemerintah Pusat 

(prepayment)

114211 Uang Muka Belanja 

Pegawai (prepayment)

114211.001 Uang Muka Belanja 

Pegawai (prepayment)

114212 Uang Muka Belanja 

Barang (prepayment)

114212.001 Uang Muka Belanja 

Barang (prepayment)

114213 Uang Muka Belanja 

Modal (prepayment)

114213.001 Uang Muka Belanja 

Modal (prepayment)

115 Piutang 115.000 Piutang

1152 Piutang Bukan Pajak 1152.000 Piutang Bukan Pajak

115211 Piutang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak

115211.001 Piutang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak

1153 Bagian Lancar Tagihan 

Penjualan Angsuran 

(TPA)

1153.000 Bagian Lancar 

Tagihan Penjualan 

Angsuran (TPA)

115321 Bagian Lancar Tagihan 

Penjualan Angsuran 

(TPA) -  BLU

115321,001 Bagian Lancar 

Tagihan Penjualan 

Angsuran (TPA) - BLU

1154 Bagian Lancar Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti 

Rugi

1154.000 Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti 

Rugi

115431 Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntut 

an Ganti Rugi -BLU

115431.001 Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tun 

tutan Ganti Rugi - 

BLU

1157 Piutang dari kegiatan 

Operasional Badan 

Layanan Umum

1157.000 Piutang Usaha BLU - 

Jasa Pendidikan
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115712 Piutang BLU Pelayanan 

Pendidikan

115712.001 Piutang Usaha BLU - 

Jasa Pendidikan 

Reguler

115712 Piutang BLU Pelayanan 

Pendidikan

115712.002 Piutang Usaha Diklat

Kerjasama

(Shortcourse)

115791 Piutang BLU Lainnya 

dari Kegiatan 

Operasional

115791.001 Piutang BLU Lainnya 

dari Kegiatan 

Operasional

1158 Piutang dari Kegiatan 

Non Operasional Badan 

Layanan Umum

1158.000 Piutang Lain-lain

115811 Piutang Sewa Tanah - 

BLU

115811.001 Piutang Sewa Tanah - 

BLU

115812 Piutang Sewa Gedung -  

BLU

115812.001 Piutang Sewa Gedung 

-  BLU

115813 Piutang Sewa Ruangan -  

BLU

115813.001 Piutang Sewa 

Ruangan -  BLU

115814 Piutang Sewa Peralatan 

dan Mesin - BLU

115814.001 Piutang Sewa 

Peralatan dan Mesin 

-  BLU

115819 Piutang Sewa Lainnya - 

BLU

115819.001 Piutang Sewa Lainnya 

-  BLU

115821 Piutang dari Penjualan 

Aset Tetap - BLU

115821.001 Piutang dari 

Penjualan Aset Tetap 

-  BLU

115829 Piutang dari Penjualan 

Aset lainnya - BLU

115829.001 Piutang dari 

Penjualan Aset 

lainnya - BLU

115891 Piutang BLU Lainnya 

dari Kegiatan Non 

Operasional

115891.001 Piutang BLU Lainnya 

dari Kegiatan Non 

Operasional
116 Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih

116.000 Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih

1162 Penyisihan Piutang 

Tak tertagih-Piutang

1162.000 Penyisihan Piutang 

Tak tertagih-Piutang
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Bukan Pajak i Bukan Pajak

116211 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

PNBP

116211.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Piutang PNBP

116212 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

Lainnya

116212.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Piutang Lainnya

116411 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Bagian 

Lancar Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan

116411.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan

116421 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Bagian 

Lancar Tagihan 

Tuntutan Ganti Rugi

116421.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan 

Ganti Rugi

116612 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

BLU Pelayanan 

Pendidikan

116612.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - 

Piutang BLU 

Pelayanan Pendidikan

116619 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

BLU Penyedia Barang 

dan Jasa Lainnya

116619.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - 

Piutang BLU Penyedia 

Barang dan Jasa 

Lainnya

116691 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

dari Kegiatan 

Operasional Lainnya 

BLU

116691.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - 

Piutang dari Kegiatan 

Operasional Lainnya 

BLU

116712 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

Sewa Gedung BLU

116712.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Piutang Sewa Gedung 

BLU
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116713 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

Sewa Ruangan BLU

116713.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Piutang Sewa 

Ruangan BLU

116714 Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih - 

Piutang Sewa Peralatan 

dan Mesin BLU

116714.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Piutang Sewa 

Peralatan dan Mesin 

BLU

116719 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  Piutang 

Sewa Lainnya BLU

116719.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Piutang Sewa Lainnya 

BLU

116721 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  Piutang 

dari Penjualan Aset 

Tetap BLU

116721.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Piutang dari 

Penjualan Aset Tetap 

BLU

116722 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  Piutang 

dari Penjualan Aset 

Lainnya BLU

116722.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Piutang dari 

Penjualan Aset 

Lainnya BLU

116791 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih - Piutang 

dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

BLU

116791.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Piutang dari Kegiatan 

Non Operasional 

Lainnya BLU

117 Persediaan 117.000 Persediaan

1171 Persediaan 1171.000 Persediaan

117111 Barang Konsumsi 117111.001 Barang Konsumsi

117113 Bahan untuk 

Pemeliharaan

117113.001 Bahan untuk 

Pemeliharaan

117114 Suku Cadang 117114.001 Suku Cadang

117121 Pita Cukai, Materai dan 

Leges

117121.001 Pita Cukai, Materai 

dan Leges
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117128 Barang Persediaan 

Lainnya untuk 

Dijual/Diserahkan ke 

Masyarakat

117128.001 Barang Persediaan 

Lainnya untuk 

Dijual/Diserahkan ke 

Masyarakat

117131 Bahan Baku 117131.001 Bahan Baku

117199 Persediaan Lainnya 117199.001 Persediaan Lainnya

117911 Persediaan yang Belum 

Diregister

117911.001 Persediaan yang 

Belum Diregister

13 Aset Tetap 13.000 Aset Tetap

131 Tanah 131.000 Tanah

131111 Tanah 131111.001 Tanah

131211 Tanah Belum Diregister 131211.001 Tanah Belum 

Diregister

132 Peralatan dan Mesin 132.000 Peralatan dan Mesin

132111 Peralatan dan Mesin 132111.001 Peralatan dan Mesin

132211 Peralatan dan Mesin 

Belum Diregister

132211.001 Peralatan dan Mesin 

Belum Diregister

133 Gedung dan Bangunan 133.000 Gedung dan 

Bangunan

133111 Gedung dan Bangunan 133111.001 Gedung dan 

Bangunan

133211 Gedung dan Bangunan 

Belum Diregister

133211.001 Gedung dan 

Bangunan Belum 

Diregister

134 Jalan, Irigasi dan 

Jaringan

134.000 Jalan dan Jembatan

134111 Jalan dan Jembatan 134111.001 Jalan dan Jembatan

134211 Jalan dan Jembatan yg 

Belum Diregister

134211.001 Jalan dan Jembatan 

yg Belum Diregister

134112 Irigasi 134112.001 Irigasi

134212 Irigasi Belum Diregister 134212.001 Irigasi Belum 

Diregister

134113 Jaringan 134113.001 Jaringan

134213 Jaringan Belum 

Diregister

134213.001 Jaringan Belum 

Diregister

135 Aset Tetap lainnya 135.000 Aset Tetap lainnya
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1351 Aset Tetap lainnya 1351.000 Aset Tetap lainnya

135111 Aset Tetap Renovasi 135111.000 Aset Tetap Renovasi

135121 Aset Tetap Lainnya 135121.001 Aset Tetap Lainnya

136 Konstruksi dalam 

Pengerjaan

136.000 Konstruksi dalam 

Pengerjaan

1361 Konstruksi dalam 

Pengerjaan

1361.000 Konstruksi dalam 

Pengerjaan

136111 Konstruksi Dalam 

Pengerjaan

136111.001 Konstruksi Dalam 

Pengerjaan

137 Akumulasi Penyusutan 137.000 Akumulasi

Penyusutan

1372 Akumulasi Penyusutan 

Gedung dan Bangunan

1372.000 Akumulasi 

Penyusutan Gedung 

dan Bangunan

137211 Akumulasi Penyusutan 

Gedung dan Bangunan

137211.001 Akumulasi

Penyusutan Gedung 

dan Bangunan

1371 Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin

1371.000 Akumulasi 

Penyusutan 

Peralatan dan Mesin

137111 Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin

137111.001 Akumulasi

Penyusutan Peralatan 

dan Mesin

1373 Akumulasi Penyusutan 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan

1373.000 Akumulasi 

Penyusutan Jalan, 

Irigasi dan Jaringan

137311 Akumulasi Penyusutan 

Jalan dan Jembatan

137311.001 Akumulasi 

Penyusutan Jalan 

dan Jembatan

137312 Akumulasi Penyusutan 

Irigasi

137312.001 Akumulasi 

Penyusutan Irigasi

137313 Akumulasi Penyusutan 

Jaringan

137313.001 Akumulasi 

Penyusutan Jaringan
1374 Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap Lainnya

1374.000 Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap Lainnya
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137411 Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap Lainnya

137411.001 Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap Lainnya

151 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran

151.000 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran

1511 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran

1511.000 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran

151111 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran

151111.001 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran

151211 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran - 

BLU

151211.001 Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran- 

BLU

1521 Piutang Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti Rugi

1521.000 Piutang Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti 

Rugi

152111 Piutang Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti Rugi

152111.001 Piutang Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti Rugi

152211 Piutang Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti Rugi- 

BLU

152211.001 Piutang Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan 

/Tuntutan Ganti 

Rugi- BLU

1561 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Tagihan Penjualan 

Angsuran

1561.000 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Tagihan Penjualan 

Angsuran

156111 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  Tagihan 

Penjualan Angsuran

156111.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Tagihan Penjualan 

Angsuran

1562 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih

1562. C00 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih
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Tagihan Penjualan 

Angsuran -BLU

Tagihan Penjualan 

Angsuran -BLU

156211 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  Tagihan 

Penjualan Angsuran 

BLU

156211.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Tagihan Penjualan 

Angsuran BLU

1563 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntu 

tan Ganti Rugi

1563.000 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tu 

ntutan Ganti Rugi

156311 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  Tagihan 

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntut 

an Ganti Rugi

156311.001 Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih -  

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tun 

tutan Ganti Rugi

16 Aset Lainnya 16.000 Aset Lainnya

162 Aset Tidak Berwujud 162.000 Aset Tidak Berwujud

16212 Hak Cipta 16212.000 Hak Cipta

162121 Hak Cipta 162121.001 Hak Cipta

16213 Royalti 16213.000 Royalti

162131 Royalti 162131.001 Royalti

16214 Paten 162141.000 Paten

162141 Paten 162141.001 Paten

16219 Aset Tak Berwujud 

Lainnya

16219.000 Aset Tak Berwujud 

Lainnya

162191 Aset Tak Berwujud 

Lainnya

162191.001 Aset Tak Berwujud 

Lainnya

16215 Software 16215.000 Software

162151 Software 162151.001 Software

16216 Lisensi 16216.000 Lisensi

162161 Lisensi 162161.001 Lisensi

16217 Hasil Kajian/Penelitian 16217.000 Hasil

Kajian/Penelitian

162171 Hasil Kajian/Penelitian 162171.001 Hasil Kajian 

penelitian
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16231 Aset Tak Berwujud 

Dalam Pengerjaan

16231.000 Aset Tak Berwujud 

Dalam Pengerjaan

162311 Aset Tak Berwujud 

Dalam Pengerjaan

162311.001 Aset Tak Berwujud 

Dalam Pengerjaan

166 Aset Lain-lain 166.000 Aset Lain-lain

16611 Aset Lain-lain K/L 1661.000 Aset Lain-lain K/L

166111 Aset Lain-lain 166111.001 Aset Lain-lain

166112 Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan dalam 

Operasi Pemerintahan

166112.001 Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan dalam 

Operasi 

Pemerintahan

16912 Akumulasi Penyusutan 

Aset Lain-Lain K/L

16912.000 Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Lain-Lain K/L

169122 Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan dalam 

Operasi Pemerintahan

169122.001 Akumulasi 

Penjmsutan Aset 

Tetap yang Tidak 

Digunakan dalam 

Operasi 

Pemerintahan

16641 Aset Lainnya yang 

Belum Diregister

16641.000 Aset Lainnya yang 

Belum Diregister

166411 Aset Lainnya yang 

Belum Diregister

166411.001 Aset Lainnya yang 

Belum Diregister

1693 Akumulasi Amortisasi 

Aset Lainnya

1693.000 Akumulasi 

Amortisasi Aset 

Lainnya

169311 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud

169311.001 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud

169312 Akumulasi Amortisasi 

Hak Cipta

169312.001 Akumulasi Amortisasi 

Hak Cipta

169313 Akumulasi Amortisasi 

Royalti

169313.001 Akumulasi Amortisasi 

Royalti

169414 Akumulasi Amortisasi 

Paten

169414.001 Akumulasi Amortisasi 

Paten

169415 Akumulasi Amortisasi 169415.001 Akumulasi A.mortisasi
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Software Software

169416 Akumulasi Amortisasi 

Linsensi

169416.001 Akumulasi Amortisasi 

Linsensi

169317 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

Lainnya

169417.001 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

Lainnya

169318 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud yang 

tidak digunakan dalam 

Operasional 

Pemerintahan

169318.001 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

yang tidak digunakan 

dalam Operasional 

Pemerintahan

2 KEWAJIBAN 2.000 KEWAJIBAN

21 Kewajiban Jangka 

Pendek

21.000 Kewajiban Lancar

212 Utang Kepada Pihak 

Ketiga

212.000 Hutang Kepada 

Pihak Ketiga

2121 Utang Kepada Pihak 

Ketiga I

2111.000 Utang Kepada Pihak 

Ketiga I

21211 Belanja Pemerintah 

Pusat Yang Masih 

Harus Dibayar

21211.000 Biaya yang masih 

harus dibayar

212111 Belanja Pegawai yang 

Masih Harus Dibayar

212111.001 Belanja Pegawai yang 

Masih Harus Dibayar

212112 Belanja Barang yang 

Masih Harus Dibayar

212112.001 Belanja Barang yang 

Masih Harus Dibayar

212112 Belanja Barang yang 

Masih Harus Dibayar

212112.002 Biaya Daya dan Jasa 

yang masih harus 

dibayar

212112 Belanja Barang yang 

Masih Harus Dibayar

2121*12.003 Biaya Keperluan 

Perkantoran yang 

masih harus dibayar

212112 Belanja Barang yang 

Masih Harus Dibayar

2121 12.004 Biaya Utilitas yang 

masih harus dibayar
212113 Belanja Modal yang 

Masih Harus Dibayar

212113.001 Belanja Modal yang 

Masih Harus Dibayar

212119 Belanja Lain-lain yang 212119.001 Belanja Lain-lain
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Masih Harus Dibayar yang Masih Harus 

Dibayar

212121 Hutang Pihak Ketiga 

BLU

212121.001 Hutang Pihak Ketiga 

BLU

2199 Utang Jangka Pendek 

Lainnya

2199.000 Utang Jangka 

Pendek Lainnya

21996 Utang Bendahara 21996.000 Utang Pajak 

Bendahara 

Pengeluaran yang 

Belum Disetor

219961 Utang Pajak Bendahara 

Pengeluaran yang Belum 

Disetor

219961.001 Utang Pajak 

Bendahara

Pengeluaran yang
✓  -

Belum Disetor

2197 Hutang kepada KUN 2197.000 Hutang kepada KUN

21971 Hutang kepada KUN 21971.000 Hutang kepada KUN

219711 Hutang kepada KUN 219711.001 Hutang kepada KUN

2192 Pendapatan Diterima 

Dimuka

2192.000 Pendapatan 

Diterima Dimuka

21921 Pendapatan Diterima 

Dimuka

21921.000 Pendapatan 

Diterima Dimuka

219212 Pendapatan Bukan 

Pajak Lainnya Diterima 

di Muka

219212.001 Pendapatan Bukan 

Pajak Lainnya 

Diterima di Muka

219214 Pendapatan Diterima di 

Muka BLU

219214.001 Pendapatan Diterima 

Dimuka Program 

Taruna Reguler

219214 Pendapatan Diterima di 

Muka BLU

219214.002 Pendapatan Diterima 

Dimuka Program Non 

Reguler / Shortcourse

219214 Pendapatan Diterima di 

Muka BLU

219214.003 Pendapatan Sewa 

Gedung Diterima 

Dimuka

219214 Pendapatan Diterima di 

Muka BLU

219214.004 Pendapatan Sewa 

Ruangan Diterima 

Dimuka
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219214 Pendapatan Diterima di 

Muka BLU

219214.005 Pendapatan Sewa 

Kendaraan Diterima 

D i muka

219214 Pendapatan Diterima di 

Muka BLU

219214.006 Pendapatan Non- 

layanan Pendidikan 

Diterima Dimuka 

lainnya

221 Utang Jangka Panjang 

Dalam Negeri

221.000 Utang Jangka 

Panjang Dalam Negeri

2211 Utang Jangka Panjang 

Dalam Negeri 

Perbankan

2211.000 Utang Jangka 

Panjang Dalam 

Negeri Perbankan

22112 Utang Perbankan 

Jangka Panjang BLU

22112.000 Utang Perbankan 

Jangka Panjang BLU

221121 Utang Perbankan 

Jangka Panjang BLU

221121.001* , Utang Perbankan 

Jangka Panjang BLU

221121 Utang Perbankan 

Jangka Panjang BLU

221121.002 Hutang Bank

221121 Utang Perbankan 

Jangka Panjang BLU

221121.003 Hutang Bank Lainnya

2219 Utang Jangka Panjang 

Dalam Negeri Lainnya 

BLU

2219.000 Utang Jangka 

Panjang Dalam 

Negeri Lainnya BLU

221929 Utang Jangka Panjang 

Dalam Negeri Lainnya 

BLU

221929.001 Utang Jangka 

Panjang Dalam Negeri 

Lainnya BLU

3 EKUITAS 3.000 EKUITAS

31 Ekuitas 31.000 Ekuitas

313 Transaksi Antar Entitas 313.000 Transaksi Antar 

Entitas

31311 Ditagihkan ke Entitas 

Lain

31311.000 Ditagihkan ke 

Entitas Lain

313111 Ditagihkan ke Entitas 

Lain

313111.001 Ditagihkan ke Entitas 

Lain

31312 Diterima dari Entitas 

Lain
31312.000 Diterima dari 

Entitas Lain
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313121 Diterima dari Entitas 

Lain

313121.001 Diterima dari Entitas 

Lain

31321 Transfer Keluar 31321.000 Transfer Keluar

313211 Transfer Keluar 313211.001 Transfer Keluar

31322 Transfer Keluar 31322.000 Transfer Keluar

313221 Transfer Masuk 313221.001 Transfer Keluar

311 EKUITAS 311.000 EKUITAS

3113 SAL dan SILPA BLU 3113.000 SAL dan SILPA BLU

31131 SAL BLU 31131.000 SAL BLU

311312 Pengembalian 

Pendapatan BLU Tahun 

Anggaran Yang Lalu

311312.001 Koreksi-Koreksi

311313 SAL Selisih Kurs Belum 

Terealisasi

311313.001 SAL Selisih Kurs 

Belum Terealisasi

311315 Penyesuaian SAL BLU 311315.001 Penyesuaian SAL BLU

311311 SAL BLU 311311.001 SAL BLU

311314 Penggunaan SAL BLU 311314.001 Penggunaan SAL BLU

31132 SILPA BLU 31132.000 SILPA BLU

311321 SILPA BLU 311321.001 SILPA BLU

391 Ekuitas 391.000 Ekuitas

39111 Ekuitas 39111.000 Ekuitas

391111 Ekuitas 391111.001 Ekuitas Awal

391112 Surplus/Defisit-LO 391112.000 Surplus / Defisit-LO

391113 Koreksi Nilai Persediaan 391113.001 Koreksi Nilai 

Persediaan

391114 Revaluasi Aset Tetap 391114.000 Revaluasi Aset Tetap

391116 Koreksi Nilai Aset Tetap 

Non Revaluasi

391116.001 Koreksi Nilai Aset 

Tetap Non Revaluasi

391117 Penyesuaian Nilai 

Persediaan

391117.001 Penyesuaian Nilai 

Persediaan

391118 Koreksi Nilai Aset 

Lainnya Non Revaluasi

391118.000 Koreksi Nilai Aset 

Lainnya Non 

Revaluasi

391119 Koreksi Lainnya 391119.001 Koreksi Lainnya

4 Pendapatan Negara 4.000 PENDAPATAN

42 Pendapatan Negara 42.000 Pendapatan Negara
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Bukan Pajak Bukan Pajak

424 Pendapatan Badan 

Layanan Umum

424.000 Pendapatan Badan 

Layanan Umum

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.000 Pendapatan Jasa

Pelayanan

Pendidikan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.000 Seleksi Diklat 

Pe mbe ntukan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.001 Pendaftaran

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.002 Seleksi Akademik

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.003 Seleksi Kesehatan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.004 Seleksi Psikotest

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.005 Seleksi Kesamaptaan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.006 Seleksi Wawancara

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.000 Layanan Pendukung 

Akademik

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.101 Perlengkapan Teknik 

Penerbangan 

Semester 1

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.102 Perlengkapan Teknik 

Penerbangan 

Semester 3 dan 4

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.103 Perlengkapan Taruna 

Keselamatan 

Penerbangan 

Semester 1

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.104 Perlengkapan Taruna 

Keselamatan 

Penerbangan 

Semester 3 dan 4
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424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.105 Perlengkapan Taruna 

Non-Diploma TPU 

(Avionics) Fase I

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.106 Perlengkapan Taruna 

Non-Diploma TPU 

(Avionics) Fase IV

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.107 Madabintal

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.108 Madabintal Terpadu

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.109 Konsumsi Taruna

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.110 Wisuda

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.111 Wisuda Terpadu

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.112 Pengurusan 

Kehilangan / Ganti 

Sertifikat

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.113 Salinan Ijazah

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.114 Pendaftaran Anggota 

Perpustakaan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.000 Diklat Pembentukan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.201 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 1 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.202 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 2 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.203 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 3 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.204

___

Program Diklat 

Diploma III 'I'LB
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Semester 4 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.205 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 5 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.206 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 6 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.207 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 1 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.208 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 2 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.209 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 3 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.210 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 4 Reguler

4112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.211 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 5 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.212 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 6 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.213 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 1 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.214 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 2 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.215 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 3 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.216 Program Diklat 

Diploma III PLLU
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Semester 4 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.217 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 5 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.218 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 6 Reguler

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.219 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 1

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.220 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 2

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.221 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 3

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.222 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 4

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Penddikan

424112.223 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 5

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.224 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 1 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.225 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 2 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.226 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 3 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.227 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 4 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.228 Program Diklat 

Diploma III TLB



- 1 9 7 -

- Semester 5 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.229 Program Diklat 

Diploma III TLB 

Semester 6 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.230 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 1 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.231 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 2 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.232 Program Diklat 

Diploma’ III TNU 

Semester 3 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.233 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 4 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.234 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 5 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.235 Program Diklat 

Diploma III TNU 

Semester 6 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.236 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 1 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.237 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 2 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.238 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 3 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.239 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 4 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.240 Program Diklat 

Diploma III PLLU
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Semester 5 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.241 Program Diklat 

Diploma III PLLU 

Semester 6 Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Penddikan

424112.242 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 1 

Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.243 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 2 

Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.244 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 3 

Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.245 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 4 

Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.246 Program Diklat Non- 

Diploma TPU 

(Avionics) Fase 5 

Mandiri

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.247 Program Diklat 

Genset Acos 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.248 Program Diklat 

Genset Acos Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.249 Program Diklat 

Airfield Lighting 

Control System 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.250 Program Diklat 

Airfield Lighting
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Control System Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.251 Program Diklat Rating 

Constant Current 

Regulator (CCR) 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.252 Program Diklat Rating 

Constant Current 

Regulator (CCR) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.253 Program Diklat Rating 

Transmisi dan 

Distribusi (TRD) 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.254 Program Diklat Rating 

Transmisi dan 

Distribusi (TRD) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.255 Program Diklat Rating 

Traction Equipment 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.256 Program Diklat Rating 

Traction Equipment 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.257 Program Diklat Rating 

Air Conditioning 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.258 Program Diklat Rating 

Air Conditioning Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.259 Program Diklat Rating 

Power Supply and 

Solar Cell 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.260 Program Diklat Rating 

Power Supply and
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Solar Cell Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.261 Program Diklat Rating 

Alat-Alat Besar (A2B) 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.262 Program Diklat Rating 

Alat-Alat Besar (A2B) 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelaj^anan Pendidikan

424112.263 Program Diklat Rating 

Water Pumping 

System Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.264 Program Diklat Rating 

Water Pumping 

System Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.265 Program Diklat Rating 

Programmable Logic 

Controller (PLC) 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.266 Program Diklat Rating 

Programmable Logic 

Controller (PLC) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.267 Program Diklat Rating 

Building Automation 

and Fire Alarm 

System (BAF) Tingkat 

Ahli Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.268 Program Diklat Rating 

Building Automation 

and Fire Alarm 

System (BAF) Tingkat 

Ahli Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.269 Program Diklat Rating 

Information System
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Tingkat Ahli 

Diasramkan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.270 Program Diklat Rating 

Information System 

Tingkat Ahli Tidak 

Diasramkan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.271 Program Diklat Rating 

Public Address 

System, Building 

Amenities and Chek- 

in System (PBC) 

Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.272 Program Diklat Rating 

Public Address 

System, Building 

Amenities and Chek- 

in System (PBC) 

Tingkat Ahli Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.273 Program Diklat Rating 

Peralatan Pendeteksi 

Pemeriksa Barang 

(P3B) Tingkat 

Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.274 Program Diklat Rating 

Peralatan Pendeteksi 

Pemeriksa Barang 

(P3B) Tingkat 

Terampil Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Penddikan

424112.275 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pendeteksi Pemeriksa 

Barang (P3B) Tingkat
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Ahli Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.276 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pendeteksi Pemeriksa 

Barang (P3B) Tingkat 

Ahli Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.277 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pendeteksi Pemeriksa 

Orang (P30) Tingkat 

Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.278 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pendeteksi Pemeriksa 

Orang (P30) Tingkat 

Terampil Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.279 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pemantau dan 

Penunda Upaya 

Kejahatan (P3UK) 

Tingkat Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.280 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pemantau dan 

Penunda Upaya 

Kejahatan (P3UK) 

Tingkat Terampil 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.281 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pemantau dan
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Penunda Upaya 

Kejahatan (P3UK) 

Tingkat Ahli 

Diasramkan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.282 Program Diklat 

Rating Peralatan 

Pemantau dan 

Penunda Upaya 

Kejahatan (P3UK) 

Tingkat Ahli Tidak 

Diasramkan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.283 Program Diklat 

Automatic Message 

Switching Center 

(AMSC) Tingkat 

Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.284 Program Diklat 

Automatic Message 

Switching Center 

(AMSC) Tingkat 

Terampil Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.285 Program Diklat 

Automatic Message 

Switching Center 

(AMSC) Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.286 Program Diklat 

Automatic Message 

Switching Center 

(AMSC) Tingkat Ahli 

Tidak Diasramakan

424112

1__________

Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.287 Program Diklat Very 

High Frequency Air to 

Ground (VHG A/G)
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Tingkat Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.288 Program Diklat Very 

High Frequency Air to 

Ground (VHG A/G) 

Tingkat Terampil 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan _ Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.289 Program Diklat Very 

High Frequency Air to 

Ground (VHG A/G) 

Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.290 Program Diklat Very 

High Frequency Air to 

Ground (VHG A/G) 

Tingkat Ahli Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.291 Program Diklat High 

Frequency Single Side 

Band (HF SSB) 

Tingkat Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.292 Program Diklat High 

Frequency Single Side 

Band (HF SSB) 

Tingkat Terampil 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.293 Program Diklat High 

Frequency Single Side 

Band (HF SSB) 

Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.294 Program Diklat High 

Frequency Single Side 

Band (HF SSB) 

Tingkat Ahli Tidak
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Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.295 Program Diklat 

Distance Measuring 

Equipment (DME) 

Tingkat Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.296 Program Diklat 

Distance Measuring 

Equipment (DME) 

Tingkat Terampil 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.297 Program Diklat 

Distance Measuring 

Equipment (DME) 

Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.298 Program Diklat 

Distance Measuring 

Equipment (DME) 

Tingkat Ahli Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.299 Program Diklat Voice 

Switching Tingkat 

Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.300 Program Diklat Voice 

Switching Tingkat 

Terampil Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.301 Program Diklat Voice 

Switching Tingkat 

Ahli Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.302 Program Diklat Voice 

Switching Tingkat 

Ahli Tidak 

Diasramakan
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424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.303 Program Diklat 

Automatic Dependent 

Surveilance Broadcast 

(ADSB) Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.304 Program Diklat 

Automatic Dependent 

Surveilance Broadcast 

(ADSB) Tingkat Ahli 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.305 Program Diklat 

Instrument Landing 

System (ILS) Tingkat 

Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.306 Program Diklat 

Instrument Landing 

System (ILS) Tingkat 

Terampil Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.307 Program Diklat 

Instrument Landing 

System (ILS) Tingkat 

Ahli Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.308 Program Diklat 

Instrument Landing 

System (ILS) Tingkat 

Ahli

TidakDiasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.309 Program Diklat 

Monopulse Switching 

Surveilance Radar 

(MSSR) Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.310 Program Diklat 

Monopulse Switching
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Surueilance Radar 

(MSSR) Tingkat Ahli 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.311 Program Diklat Dopler 

Very Omni Range 

(DVOR) Tingkat 

Terampil 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.312 Program Diklat Dopler 

Very Omni Range 

(DVOR) Tingkat 

Terampil Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.313 Program Diklat Dopler 

Very Omni Range 

(DVOR) Tingkat Ahli 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.314 Program Diklat Dopler 

Very Omni Range 

(DVOR) Tingkat Ahli 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.315 Program Diklat Air 

Traffic Controller On 

The Job Training 

Instructor 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.316 Program Diklat Air 

Traffic Controller On 

The Job Training 

Instructor Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.317 Program Diklat Air 

Traffic Controller 

Checker Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.318 Program Diklat Air 

Traffic Controller



- 2 0 8 -

Checker Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.319 Program Diklat Air 

Traffic Controller 

Supervisor 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.320 Program Diklat Air 

Traffic Controller 

Supervisor Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.321 Program Diklat 

Approach Control 

Surveillance 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.322 Program Diklat 

Approach Control 

Surveillance Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.323 Program Diklat ICAO 

English Language 

Proficiency Course 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.324 Program Diklat ICAO 

English Language 

Proficiency Course 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.325 Program Diklat ICAO 

English Language 

Proficiency 

Assessment 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.326 Program Diklat ICAO 

English Language 

Proficiency

Assessment Tidak 

Diasramakan
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424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.327 Program Diklat Basic

Pertolongan

Kecelakaan

Penerbangan

Pemadam Kebakaran

(PKP-PK)

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.328 Program Diklat Basic

Pertolongan

Kecelakaan

Penerbangan

Pemadam Kebakaran

(PKP-PK) Tidak

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.329 Program Diklat 

Junior Pertolongan 

Kecelakaan 

Penerbangan 

Pemadam Kebakaran 

(PKP-PK)

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.330 Program Diklat 

Junior Pertolongan 

Kecelakaan 

Penerbangan 

Pemadam Kebakaran 

(PKP-PK) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.331 Programa Diklat 

Senior Pertolongan 

Kecelakaan 

Penerbangan 

Pemadam Kebakaran 

(PKP-PK)

Diasramakan
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424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.332 Programa Diklat 

Senior Pertolongan 

Kecelakaan 

Penerbangan 

Pemadam Kebakaran 

(PKP-PK) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.333 Program Diklat Basic 

Aviation Security 

(AVSEC)

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.334 Program Diklat Basic 

Aviation Security 

(AVSEC) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.335 Program Diklat Junior 

Aviation Security 

(AVSEC)

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.336 Program Diklat Junior 

Aviation Security 

(AVSEC) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.337 Program Diklat Senior 

Aviation Security 

(AVSEC)

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.338 Program Diklat Senior 

Aviation Security 

(AVSEC) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.339 Program Diklat 

Aerodrome Control 

Tower Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.340 Program Diklat

Aerodrome Control
----- :----------------------- 1
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Tower Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.341 Program Diklat 

Refresher Aerodrome 

Controller 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.342 Program Diklat 

Refresher Aerodrome 

Controller Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.343 Program Diklat 

Refresher for 

Approach and Area 

Control Procedural 

Controller 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.344 Program Diklat 

Refresher for 

Approach and Area 

Control Procedural 

Controller Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.345 Program Diklat 

Refresher for 

Approach and Area 

Control Surveillance 

Controller 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.346 Program Diklat 

Refresher for 

Approach and Area 

Control Surveillance 

Controller Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.347 Program Diklat ICAO 

Safety Management
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System Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.348 Program Diklat ICAO 

Safety Management 

System Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.349 Program Diklat 

Dangerous Good Type 

A Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.350 Program Diklat 

Dangerous Good Type 

A Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.351 Program Diklat 

Dangerous Good Type 

B Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.352 Program Diklat 

Dangerous Good Type 

B Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.353 Program Diklat

Marshaller

diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.354 Program Diklat 

Marshaller tidak 

diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.355 Program Diklat Senior 

Air Traffic Control 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.356 Program Diklat Senior 

Air Traffic Control 

Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.357 Program Diklat 

Performance Based 

Navigation (PBN) 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.358 Program Diklat 

Performance Based 

Navigation (PBN)
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Tidak Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.359 Program Diklat 

Refresher Basic 

Aviation Security 

(AVSEC)

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.360 Program Diklat 

Refresher Basic 

Aviation Security 

(AVSEC) Tidak 

Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.361 Program Diklat 

Refresher Junior 

Aviation Security 

(AVSEC) diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.362 Program Diklat 

Refresher Junior 

Aviation Security 

(AVSEC) tidak 

diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.363 Program Diklat 

Refresher Senior 

Aviation Security 

(AVSEC) Diasramakan

424112 Pendapatan Jasa 

Pelayanan Pendidikan

424112.364 Program Diklat 

Refresher Senior 

Aviation Security 

(AVSEC) Tidak 

Diasramakan

4242 Pendapatan Hibah 

Badan Layanan Umum

4242,000 Pendapatan Hibah

42421 Pendapatan Hibah 

Terikat -  Uang

42421,000 Pendapatan Hibah 

Terikat - Uang

424211 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri* 

Perorangan - Uang

424211,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Perorangan - Uang
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424212 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Lembaga/Badan Usaha 

-  Uang

424212,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Lembaga/ Badan 

Usaha - Uang

424213 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri - 

Pemda -  Uang

424213,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Pemda - Uang

424214 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Perorangan - Uang

424214,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Perorangan - Uang

424215 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Lembaga/Badan Usaha 

-  Uang

424215,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Lembaga/ Badan 

Usaha - Uang

424216 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Negara -  Uang

424216,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Negara - Uang

424219 Pendapatan Hibah 

Terikat Lainnya - Uang

424219,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Lainnya 

Uang

42422 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Uang

42422,000 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Uang

424221 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Dalam Negeri- 

Perorangan -  Uang

424221,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Dalam 

Negeri-Perorangan 

Uang

424222 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Dalam Negeri- 

Lembaga/Badan Usaha 

-  Uang

424222,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Dalam 

Negeri-

Lembaga / Badan 

Usaha - Uang

424223 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Dalam Negeri- 

Pemda -  Uang

424223,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Dalam 

Negeri-Pemda - Uang

424224 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Luar Negeri-

424224,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Luar
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Perorangan - Uang Negeri-Perorangan

Uang

424225 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Luar Negeri- 

Lembaga/Badan Usaha 

- Uang

424225,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Luar 

Negeri-

Lembaga / Badan 

Usaha - Uang

424226 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Luar Negeri- 

Negara -  Uang

424226,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Luar 

Negeri-Negara - Uang

424229 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat - Lainnya - Uang

424229,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat 

Lainnya - Uang

42423 Pendapatan Hibah 

Terikat Barang/Jasa

42423,000 Pendapatan Hibah 

Terikat Barang/Jasa

424231 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Perorangan- 

Barang/ Jasa

424231,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Perorangan- 

Barang/ Jasa

424232 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Lembaga/Badan Usaha 

- Barang/Jasa

424232,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Lembaga/ Badan 

Usaha - Barang/Jasa

424233 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Pemda - Barang/Jasa

424233,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Dalam Negeri- 

Pemda - Barang/Jasa

424234 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Perorangan 

Barang/Jasa

424234,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Perorangan 

Barang/Jasa

424235 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri - 

Lembaga/Badan Usaha 

- Barang/Jasa

424235,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri- 

Lembaga / Badan 

Usaha - Barang/Jasa

424236 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri-

424236,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Luar Negeri-

O
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Negara - Barang/Jasa Negara - Barang/Jasa

424239 Pendapatan Hibah 

Terikat Lainnya 

Barang/Jasa

424239,001 Pendapatan Hibah 

Terikat Lainnya 

Barang/Jasa

42424 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat - Barang 

/ Jasa

42424,000 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat 

Barang/Jasa

424241 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Dalam Negeri- 

Perorangan 

Barang/Jasa

424241,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Dalam 

Negeri-Perorangan 

Barang/Jasa

424242 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Dalam Negeri- 

Lembaga/Badan Usaha 

- Barang/ Jasa

424242,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Dalam 

Negeri-

Lembaga / Badan 

Usaha - Barang/Jasa

424243 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Pendapatan 

Hibah Tidak Terikat 

Dalam Negeri-Pemda - 

Barang/Jasa

424243,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat 

Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Dalam 

Negeri-Pemda 

Barang/Jasa

424244 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Luar Negeri- 

Perorangan 

Barang/Jasa

424244,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Luar 

Negeri-Perorangan 

Barang/Jasa

424245 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Luar Negeri - 

Lembaga/Badan Usaha 

- Barang/Jasa

424245,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Luar 

Negeri-

Lembaga/ Badan 

Usaha - Barang/Jasa

424246 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat Luar Negeri- 

Negara - Barang/Jasa

424246,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat Luar 

Negeri-Negara 

Barang/Jasa
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424249 Pendapatan Hibah Tidak 

Terikat - Lainnya -  

Tidak Terikat 

Barang/ Jasa

424249,001 Pendapatan Hibah 

Tidak Terikat 

Lainnya 

Barang/Jasa

4243 Pendapatan Hasil Kerja 

Sama BLU

4243.000 Pendapatan Hasil 

Kerjasama dengan 

Pihak Lain

424311 Pendapatan Hasil 

Kerjasama Perorangan

424311.001 Pendapatan Hasil

Kerjasama

Perorangan

424312 Pendapatan Hasil Kerja 

Sama Lembaga / Badan 

Usaha

424312.001 Pendapatan Hasil 

Kerja Sama Lembaga 

/ Badan Usaha

424313 Pendapatan Hasil Kerja 

Sama Pemerintah 

Daerah

424313.001 Pendapatan Hasil 

Kerja Sama 

Pemerintah Daerah

424312 Pendapatan Hasil Kerja 

Sama Lembaga / Badan 

Usaha

424312.001 Pendapatan Hasil 

Kerja Sama Lembaga 

/ Badan Usaha

424313 Pendapatan Hasil Kerja 

Sama Pemerintah 

Daerah

424313,001 Pendapatan Hasil 

Kerja Sama 

Pemerintah Daerah

4244 Pendapatan dari 

Alokasi APBN

4244.000 Pendapatan APBN

424411 Pendapatan APBN 424411.001 Pendapatan APBN

4249 Pendapatan BLU 

Lainnya

4249.000 Pendapatan Jasa 

Lembaga Keuangan

424911 Pendapatan Jasa 

Layanan Perbankan BLU

424911.001 Pendapatan Jasa 

Lembaga Keuangan

424919 Pendapatan Lain-Lain 

BLU

424919.001 Pendapatan Lain- 

Lain BLU

4249 Pendapatan BLU 

Lainnya

4249.000 Pendapatan Kerja 

Sama BLU Lainnya

4249 Pendapatan BLU 

Lainnya

4249.000 Pendapatan BLU 

Lainnya
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42491 Pendapatan BLU 

Lainnya

42491.000 Keuntungan Pos 

Luar Biasa

424919 Pendapatan Lain-lain 

BLU

424919.001 Pendapatan Lain-lain 

BLU

424919 Pendapatan Lain-lain 

BLU

424919.002 Hadiah

424933 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Penjualan 

Peralatan dan Mesin - 

BLU

424933.001 Keuntungan 

Pelepasan Aktiva 

Tetap

424934 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Penjualan 

Aset Tetap Lainnya BLU

424934.001 Keuntungan 

Pelepasan Aktiva 

Tetap

424939 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Penjualan 

BMN Lainnya BLU

424939.001 Keuntungan 

Pelepasan Aktiva 

Tetap

424921 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Tanah

424921.001 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Tanah

424922 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Gedung

424922.001 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Gedung

424923 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Ruangan

424923.001 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Ruangan

424924 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Peralatan dan Mesin

424924.001 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Peralatan dan Mesin

424925 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa Aset 

Tetap Lainnya

424925.001 Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sewa 

Aset Tetap Lainnya

4251 Pendapatan Dari 

Penjualan, Pengelolaan 

BMN, dan Iuran Badan 

Usaha

4251.000 Pendapatan Dari 

Penjualan,

Pengelolaan BMN, 

dan Iuran Badan 

Usaha
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42512 Pendapatan dari 

Pe mindahtanganan 

BMN

42512 Keuntungan 

penjualan aset tetap

425121 Pendapatan dari 

Penjualan Tanah, 

Gedung, dan Bangunan

425121.001 Pendapatan dari 

Penjualan Tanah, 

Gedung, dan 

Bangunan

425122 Pendapatan dari 

Penjualan Peralatan dan 

Mesin

425122.001 Pendapatan dari 

Penjualan Peralatan 

dan Mesin

425129 Pendapatan dari 

Pemindahtanganan BMN 

Lainnya

425129.001 Pendapatan dari 

Pemindahtanganan 

BMN Lainnya

4257 Pendapatan Bunga, 

Pengelolaan Rekening 

Perbankan, dan 

Pengelolaan

4257.000 Pendapatan Bunga, 

Pengelolaan 

Rekening 

Perbankan, dan 

Pengelolaan

425791 Pendapatan 

Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara 

Terhadap Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara Atau 

Pejabat Lain

425791.001 Pendapatan 

Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara 

Terhadap Pegawai 

Negeri Bukan 

Bendahara Atau 

Pejabat Lain

425792 Pendapatan 

Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara 

Terhadap Bendahara

425792.001 Pendapatan 

Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara 

Terhadap Bendahara

4258 Pendapatan Denda 4258.000 Pendapatan Lain- 

lainnya

425811 Pendapatan Denda 

Keterlambatan 

Penyelesaian Pekerjaan 

Pemerintah

425811.001 Pendapatan Denda 

Keterlambatan 

Penyelesaian 

Pekerjaan Pemerintah

4259 Pendapatan Lain-lain 4259.000 Pendapatan Lain-
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lain

425911 Penerimaan Kembali 

Belanja Pegawai Tahun 

Anggaran Yang Lalu

425911.001 Penerimaan Kembali 

Belanja Pegawai 

Tahun Anggaran 

Yang Lalu

425912 Penerimaan Kembali 

Belanja Barang Tahun 

Anggaran Yang lalu

425912.001 Penerimaan Kembali 

Belanja Barang 

Tahun Anggaran 

Yang lalu

425913 Penerimaan Kembali 

Belanja Modal Tahun 

Anggaran Yang lalu

425913.001 Penerimaan Kembali 

Belanja Modal Tahun 

Anggaran Yang lalu

425914 Penerimaan Kembali 

Belanja Kewajiban 

Tahun Anggaran Yang 

lalu

425914.001 Penerimaan Kembali 

Belanja Kewajiban 

Tahun Anggaran 

Yang lalu

425918 Penerimaan Kembali 

Belanja Lain-lain Tahun 

Anggaran Yang Lalu

425918.001 Penerimaan Kembali 

Belanja Lain-lain 

Tahun Anggaran 

Yang Lalu

425999 Pendapatan Anggaran 

Lain-lain

425999.001 Pendapatan Anggaran 

Lain-lain

5 Beban Negara 5.000 BIAYA

51 Beban Pegawai 51.000 Biaya Layanan

511 Beban Gaji dan 

Tunjangan

511.000 Biaya Pegawai

511111 Beban Gaji Pokok PNS 511111.001 Beban Gaji Pokok 

PNS

511119 Beban Pembulatan Gaji 

PNS

511119.001 Beban Pembulatan 

Gaji PNS

511121 Beban Tunj. Suami/Istri 

PNS

511121.001 Beban Tunj. 

Suami/Istri PNS

511122 Beban Tunj. Anak PNS 511122.001 Beban Tunj. Anak 

PNS

511123 Beban Tunj. Struktural 

PNS

511123.001 Beban Tunj. 

Struktural PNS
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511124 Beban Tunj. Fungsional 

PNS

511124.001 Beban Tunj. 

Fungsional PNS

511125 Beban Tunj. PPh PNS 511125.001 Beban Tunj. PPh PNS

511126 Beban Tunj. Beras PNS 511126.001 Beban Tunj. Beras 

PNS

511129 Beban Uang Makan PNS 511129.001 Beban Uang Makan 

PNS

511134 Beban Tunj. 

Kompensasi Kerja PNS

511134.001 Beban Tunj. 

Kompensasi Kerja 

PNS

511135 Beban Tunj. Daerah 

Terpencil / Sangat 

Terpencil PNS

511135.001 Beban Tunj. Daerah 

Terpencil / Sangat 

Terpencil PNS

511147 Beban Tunj. Lain-lain 

Termasuk Uang Duka 

PNS Dalam dan Luar 

Negeri

511147.001 Beban Tunj. Lain-lain 

Termasuk Uang Duka 

PNS Dalam dan Luar 

Negeri

511151 Beban Tunjangan 

Umum PNS

511151.001 Beban Tunjangan 

Umum PNS

511153 Beban Tunjangan 

Profesi Dosen

511153.001 Beban Tunjangan 

Profesi Dosen

512211 Beban Uang Lembur 512211.001 Beban Uang Lembur

512411 Beban Pegawai 

(Tunjangan Khusus/ 

Kegiatan)

512411.001 Beban Pegawai 

(Tunjangan Khusus/ 

Kegiatan)

512412 Beban Pegawai Transito 512412.001 Beban Pegawai 

Transito

52 Beban Barang dan jasa 52.000 Biaya bahan

521 Beban Barang 521.000 Biaya bahan

521111 Beban Keperluan 

Perkantoran

521111.001 Beban Keperluan 

Perkantoran

521113 Beban Penambah Daya 

Tahan Tubuh

521113.001 Beban Penambah 

Daya Tahan Tubuh

521115 Beban Honor 

Operasional Satuan 

Kerja

521115.001 Beban Honor 

Operasional Satuan 

Kerja
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521119 Beban Barang 

Operasional Lainnya

521119.001 Beban Barang 

Operasional Lainnya

521211 Beban Bahan 521211.001 Beban Bahan

521213 Beban Honor Output 

Kegiatan

521213.001 Beban Honor Output 

Kegiatan

521219 Belanja Barang Non 

Operasional Lainnya

521219.001 Belanja Barang Non 

Operasional Lainnya

5218 Belanja Barang 

Persediaan

5218.000 Biaya Persediaan

521811 Belanja Barang 

Persediaan Barang 

Konsumsi

521811.001 Belanja Barang 

Persediaan Barang 

Konsumsi

521813 Belanja Barang 

Persediaan Pita Cukai, 

Meterai dan Leges

521813.001 Belanja Barang 

Persediaan Pita 

Cukai, Meterai dan 

Leges

521821 Belanja Barang 

Persediaan bahan baku

521821.001 Belanja Barang 

Persediaan bahan 

baku

521832 Belanja Barang 

Persediaan Lainnya

521832.001 Belanja Barang 

Persediaan Lainnya

522 Beban Jasa 522.000 Biaya Daya dan Jasa

5221 Beban Jasa 5221.000 Biaya Daya dan Jasa

522111 Beban Langganan 

Listrik

522111.001 Beban Langganan 

Listrik

522112 Beban Langganan 

Telepon

522112.001 Beban Langganan 

Telepon

522113 Beban Langganan Air 522113.001 Beban Langganan Air

522131 Beban Jasa Konsultan 522131.001 Beban Jasa 

Konsultan

522141 Beban Sewa 522141.001 Beban Sewa

522151 Beban Jasa Profesi 522151.001 Beban Jasa Profesi

522151 Beban Jasa Profesi 522151.001 Beban Honor 

N arasumber / Dosen 

Terbang/ Expert

522191 Beban Jasa Lainnya 522191.001 Beban Sewa Jaringan
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Internet

522191 Beban Jasa Lainnya 522191.002 Beban Langganan 

Koran dan Majalah

522191 Beban Jasa Lainnya 522191.003 Beban Langganan TV 

Kabel

523 Belanja Pemeliharaan 523 Biaya Pemeliharaan

5231 Belanja Pemeliharaan 5231.000 Biaya Pemeliharaan

523111 Beban Pemeliharaan 

Gedung dan Bangunan

523111.001 Beban Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan

523119 Beban Pemeliharaan 

Gedung dan Bangunan 

Lainnya

523119.001 Beban Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan Lainnya

523121 Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin

523121.001 Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin

523129 Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

523129.001 Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

523131 Beban Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan

523131.001 Beban Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan

523132 Beban Pemeliharaan 

Irigasi

523132.001 Beban Pemeliharaan 

Irigasi

523133 Beban Pemeliharaan 

Jaringan

523133.001 Beban Pemeliharaan 

Jaringan

523199 Beban Pemeliharaan 

Lainnya

523199.001 Beban Pemeliharaan 

Lainnya

524 Belanja Perjalanan 

Dinas

524 Biaya Perjalanan 

Dinas

5241 Belanja Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri

5241.000 Biaya Perjalanan 

Dinas

524111 Beban Perjalanan Biasa 524111.001 Beban Perjalanan 

Biasa

524113 Beban Perjalanan Dinas 

Dalam Kota

524113.001 Beban Perjalanan 

Dinas Dalam Kota

524114 Beban Perjalanan Dinas 

Paket Meeting Dalam

524114.001 Beban Perjalanan 

Dinas Paket Meeting
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Kota Dalam Kota

5242 Belanja Perjalanan 

Dinas Luar Negeri

5242 Belanja Perjalanan 

Dinas Luar Negeri

524211 Belanja Perjalanan 

Dinas Biasa - Luar 

Negeri

524211.001 Belanja Perjalanan 

Dinas Biasa - Luar 

Negeri

524219 Beban Perjalanan 

Lainnya - Luar Negeri

524219.001 Beban Perjalanan 

Lainnya - Luar Negeri

525 Beban Badan Layanan 

Umum

525.000 Beban Badan 

Layanan Umum

5251 Beban Barang BLU 5251.000 Biaya Peningkatan 

SDM

525111 Belanja Gaji dan 

Tunjangan -  BLU

525111.001 Belanja Gaji dan 

Tunjangan -  BLU

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.001 Pemakaian Bahan

Kebutuhan

Operasional

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.002 Pemakaian Bahan 

Praktek

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.003 Pengandaan 

Modul/Bahan Ajar

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.004 Pemakaian ATK 

Perkantoran

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.005 Pemakaian Bahan 

Operasional

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.006 Pemakaian Bahan 

Operasional Lainnya

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.007 Percetakan

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.008 Penggandaan

525112 Belanja Barang -  BLU 525112.009 Jasa Pos

525112 Belanja Barang - BLU 525112.010 Biaya Bahan Lainnya

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.001 Honor Mengajar

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.002 Honor Penyusun 

/ Pembuatan N askah 

Ujian

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.003 Honor Pemeriksa
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Hasil Ujian

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.004 Honor Pengawas 

Ujian

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.005 Honor

Narasumber / Dosen 

Terbang/Expert

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.006 Honor Tenaga Ahli

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.007 Honor Instruktur 

Teoari

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.008 Honor Instruktur 

Praktek

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.009 Honor Penguji Rating

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.010 Honor Penguji 

Kesehatan

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.011 Honor Directive Staf

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.012 Honor Supervisi OJT

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.013 Honor Pelatih 

Drumband

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.014 Honor Pembina 

Taruna

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.015 Honor

Ekstrakurikuler

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.016 Honor Pembimbing 

Proposal TA

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.017 Honor Penguji 

Seminar TA

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.018 Honor Kegiatan 

Mabintal

525113 Belanja Jasa -  BLU 525113.019 Honor Lain-lain
525113 Beban Jasa 525113.020 Listrik

525113 Beban Jasa 525113.021 Air

525113 Beban Jasa 525113.022 Beban Langganan 

Daya dan Jasa 

Lainnya

525113 Beban Jasa 525113.023 Telepon
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525113 Beban Jasa 525113.024 Internet

525113 Beban Jasa 525113.025 Biaya Daya dan Jasa 

Lainnya

525 Beban Badan Layanan 

Umum

525.000 Beban Badan 

Layanan Umum

5251 Beban Barang BLU 5251.000 Biaya Peningkatan 

SDM

525113 Beban Jasa 525113.026 Pelatihan SDM

525113 Beban Jasa 525113.027 Pelatihan Jenjang 

Pendidikan SDM

525113 Beban Jasa 525113.028 Biaya Peningkatan 

SDM Lainnya

5251 Beban Barang BLU 5251.000 Biaya Promosi

525113 Beban Jasa 525113.029 Media cetak

525113 Beban Jasa 525113.030 Media elektronik

525113 Beban Jasa 525113.031 Pengabdian Kepada 

Masyarakat

525113 Beban Jasa 525113.032 Media lainnya

525114 Belanja Pemeliharaan 525114.001 Pemeliharaan Gedung 

Pendidikan

525114 Belanja Pemeliharaan 525114.002 Pemeliharaan Asrama

525114 Belanja Pemeliharaan 525114.003 Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Diklat

525114 Belanja Pemeliharaan 525114.004 Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

525114 Belanja Pemeliharaan 525114.005 Pemeliharaan 

Peralatan Dan Mesin
525114 Belanja Pemeliharaan 525114.006 Pemeliharaan Gedung 

Perkantoran
525114 Belanja Pemeliharaan 525114.007 Pemeliharaan

Inventaris

Perkantoran

525114 Belanja Pemeliharaan 525114.008 Biaya pemeliharaan
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Lainnya

525115 Beban Perjalanan 525115.001 Belanja Perjalanan - 

BLU

526 Beban Barang untuk 

diserahkan kepada 

masyarakat/Pemda

526.000 Biaya Lain-lain

5261 Beban Barang untuk 

diserahkan kepada 

masyarakat / Pe mda

5261.000 Biaya Lain-lain

526112 Beban Peralatan Dan 

Mesin Untuk 

Diserahkan kepada 

Masyarakat/ Pemda

526112.001 Beban Peralatan Dan 

Mesin Untuk 

Diserahkan kepada 

Masyarakat/ Pemda

526311 Beban Barang 

LainnyaUntuk 

Diserahkan Kepada 

Masyarakat / Pemda

526311.001 Beban Barang 

LainnyaUntuk 

Diserahkan Kepada 

Masyarakat/ Pemda

591 Beban Penyusutan Aset 

Tetap

591.000 Beban Penyusutan 

Aset Tetap

591111 Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin

591111.001 Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin

591211 Beban Penyusutan 

Gedung dan Bangunan

591211.001 Beban Penyusutan 

Gedung dan 

Bangunan

591311 Beban Penyusutan 

Jalan dan Jembatan

591311.001 Beban Penyusutan 

Jalan dan Jembatan

591312 Beban Penyusutan 

Irigasi

591312.001 Beban Penyusutan 

Irigasi

591313 Beban Penyusutan 

Jaringan

591313.001 Beban Penyusutan 

Jaringan

591411 Beban Penyusutan Aset 

Tetap Lainnya

591411.001 Beban Penyusutan 

Aset Tetap Lainnya

592 Beban Penyusutan Aset 

Lainnya/Amortisasi 

Aset Lainnya

592.000 Beban Penyusutan 

Aset

Lainnya/Amortisasi
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Aset Lainnya

592112 Beban Amortisasi Hak 

Cipta

592112.001 Beban Amortisasi 

Hak Cipta

592113 Beban Amortisasi 

Royalti

592113.001 Beban Amortisasi 

Royalti

592114 Beban Amortisasi Paten 592114.001 Beban Amortisasi 

Paten

592115 Beban Amortisasi 

Software

592115.001 Beban Amortisasi 

Software

592116 Beban Amortisasi 

Lisensi

592116.001 Beban Amortisasi 

Lisensi

592117 Beban Amortisasi Aset 

Tak Berwujud Lainnya

592117.001 Beban Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

Lainnya

592118 Beban Amortisasi Aset 

Tak Berwujud yang 

tidak digunakan dalam 

Operasional 

Pemerintahan

592118.001 Beban Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

yang tidak digunakan 

dalam Operasional 

Pemerintahan

592221 Beban Penyusutan Aset 

Lain- lain

592221.001 Beban Penyusutan 

Aset Lain- lain

594 Beban Penyisihan 

Piutang Tak tertagih

594.000 Biaya Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih

5942 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

- Piutang Bukan Pajak

5942.000 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih - Piutang 

Bukan Pajak

594211 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih - 

Piutang PNBP

594211.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih - Piutang 

PNBP

594212 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih - 

Piutang Lainnya

594212.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Lainnya
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5944 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

-  Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi

5944.000 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Bagian 

Lancar Tagihan 

Tuntutan 

Pe rbe ndaharaan / 

Tuntutan Ganti Rugi

594411 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih -  

Bagian Lancar Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan / 

Tuntutan Ganti Rugi

594411.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Bagian 

Lancar Tagihan 

Tuntutan 

Perbendaharaan / 

Tuntutan Ganti Rugi

5946 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

-  Piutang dari Kegiatan 

Operasional BLU

5946.000 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih - Piutang 

dari Kegiatan 

Operasional BLU

594612 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih - 

Piutang BLU Pelayanan 

Pendidikan Pendidikan

594612.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

BLU Pelayanan 

Pendidikan 

Pendidikan

594619 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih -  

Piutang BLU Penyedia 

Barang dan Jasa 

Lainnya

594619.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

BLU Penyedia Barang 

dan Jasa Lainnya

594641 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih -  

Piutang Kegiatan 

Operasional Lainnya 

BLU

594641.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Kegiatan Operasional 

Lainnya BLU

5947 Beban Penyisihan 5947.000 Beban Penyisihan
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Piutang Tidak Tertagih 

-  Piutang Kegiatan Non 

Operasional BLU

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Kegiatan Non 

Operasional BLU

594712 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih - 

Piutang Sewa Gedung 

BLU

594712.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Sewa Gedung BLU

594713 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih -  

Piutang Sewa Ruangan 

BLU

594713.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Sewa Ruangan BLU

594714 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih -  

Piutang Sewa Peralatan 

dan Mesin BLU

594714.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Sewa Peralatan dan 

Mesin BLU

594719 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih - 

Piutang Sewa Lainnya 

BLU

594719.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

Sewa Lainnya BLU

594791 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih -  

Piutang dari Kegiatan 

Non Operasional 

Lainnya BLU

594791.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih -  Piutang 

dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

BLU

5949 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

Jangka Panjang

5949.000 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih Jangka 

Panjang

594911 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

Jangka Panjang 

Tagihan Penjualan 

Angsuran

594911.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih Jangka 

Panjang -  Tagihan 

Penjualan Angsuran
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594931 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

Jangka Panjang -  

Tunjangan 

Perbendaharaan / 

Tuntutan Ganti Rugi

594931.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih Jangka 

Panjang -  Tunjangan 

Perbendaharaan / 

Tuntutan Ganti Rugi

594991 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih 

Jangka Panjang - 

Piutang Jangka Panjang 

Lainnya

594991.001 Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih Jangka 

Panjang -  Piutang 

Jangka Panjang 

Lainnya

596111 Kerugian Pelepasan Aset 596111.001 Kerugian penjualan 

Tanah

596111 Kerugian Pelepasan Aset 596111.002 Kerugian penjualan 

peralatan dan mesin

596111 Kerugian Pelepasan Aset 596111.003 Kerugian penjualan 

peralatan kantor

596111 Kerugian Pelepasan Aset 596111.004 Kerugian penjualan 

kendaraan

596111 Kerugian Pelepasan Aset 596111.005 Kerugian penjualan 

aset tetap lainnya

5961 Beban Pelepasan Aset 5961 Kerugian Luar Biasa

59611 Kerugian Pelepasan 

Aset

59611.000 Kerugian Luar Biasa

596111 Beban Kerugian 

Pelepasan Aset

596111.006 Kerugian Pelepasan 

Aktiva Tetap

596111 Beban Kerugian 

Pelepasan Aset

596111.007 Kerugian Aset Akibat 

Bencana

596111 Beban Kerugian 

Pelepasan Aset

596111.008 Kerugian Luar Biasa 

Lainnya

596121 Kerugian Persediaan 

Rusak/Usang

596121.001 Kerugian Persediaan 

Rusak/Usang
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5965 Penyetoran PNBP oleh 

BLU ke Kas Negara

5965.000 Penyetoran 

(Penarikan) Ke Kas 

Negara

59651 Penyetoran PNBP oleh 

BLU ke Kas Negara

59651.000 Penyetoran 

(Penarikan) Ke Kas 

Negara

596511 Penyetoran PNBP oleh 

BLU ke Kas Negara

596511.001 Penyetoran PNBP oleh 

BLU ke Kas Negara

AKUN ELIMINASI PENDAPATAN ’

424421 Pendapatan dari 

Pelayanan BLU yang 

bersumber

dari Entitas Pemerintah 

Pusat dalam.. Satu 

Kementerian 

Negara / Lembaga

424421.001 Pendapatan dari 

Pelayanan BLU yang 

bersumber

dari Entitas 

Pemerintah Pusat 

dalam Satu 

Kementerian 

Negara/ Lembaga

424422 Pendapatan dari 

Pelayanan BLU yang 

Bersumber

dari Entitas Pemerintah 

Pusat di luar 

Kementerian 

Negara/Lembaga yang 

membawahi BLU

424422 Pendapatan dari 

Pelayanan BLU yang 

Bersumber

dari Entitas 

Pemerintah Pusat di 

luar Kementerian 

Negara / Lembaga 

yang membawahi 

BLU

AKUN ELIMINASI BELANJA

521121 Belanja Barang 

Operasional kepada BLU 

dalam

Satu Kementerian 

Negara/ Lembaga

521121 Belanja Barang 

Operasional kepada 

BLU dalam 

Satu Kementerian 

Negara/ Lembaga

521221 Belanja Barang Non 

Operasional kepada BLU 

dalam Satu Kementerian 

Negara / Lembaga

521221 Belanja Barang Non 

Operasional kepada 

BLU

dalam Satu
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Kementerian 

Negara/Lembaga

522161 Belanja Jasa kepada 

BLU dalam Satu 

Kementerian 

Negara/Lembaga

522161 Belanja Jasa kepada 

BLU dalam Satu 

Kementerian 

Negara/ Lembaga

525141 Belanja Barang BLU 

kepada BLU Lain dalam 

Satu

Kementerian 

Negara/Lembaga

525141 Belanja Barang BLU 

kepada. BLU Lain 

dalam Satu 

Kementerian 

Negara/Lembaga

525143 Belanja Jasa BLU 

kepada BLU Lain dalam 

Satu

Kementerian 

Negara / Lembaga

525143 Belanja Jasa BLU 

kepada BLU Lain 

dalam Satu 

Kementerian 

N egara / Lembaga

521122 Belanja Barang 

Operasional Kepada 

BLU yang berada dalam 

Kementerian 

Negara/Lembaga lain

521122 Belanja Barang 

Operasional Kepada 

BLU yang berada 

dalam Kementerian 

Negara/Lembaga lain

521222 Belanja Barang Non 

Operasional Kepada 

BLU yang berada dalam 

Kementerian 

Negara/Lembaga lain

521222 Belanja Barang Non 

Operasional Kepada 

BLU yang berada 

dalam Kementerian 

Negara/Lembaga lain

522162 Belanja Jasa Kepada 

BLU yang berada dalam 

Kementerian 

Negara/Lembaga lain

522162 Belanja Jasa Kepada 

BLU yang berada 

dalam Kementerian 

Negara/Lembaga lain

525142 Belanja Barang BLU 

Kepada BLU Lain yang 

berada dalam 

Kementerian 

Negara/Lembaga Lain

525142 Belanja Barang BLU 

Kepada BLU Lain 

yang berada dalam 

Kementerian 

Negara/Lembaga Lain
525144 Belanja Jasa BLU 525144 Belanja Jasa BLU
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Kepada BLU Lain yang 

berada dalam

Kementerian 

Negara/Lembaga Lain

Kepada BLU Lain 

yang berada dalam 

Kementerian 

Negara/Lembaga Lain
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E. JURNAL STANDAR

1. Jurnal Standar Transaksi Pendapatan

a. Jurnal Standar M encatat Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja 

DIPA RM

1) Jurnal Standar Realisasi Belanja :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar D/
Akrual K

51XXXX Belanja Pegawai D 51XXXX Beban Pegawai
D

D D
52XXXX Belanja Barang 52XXXX Beban Barang

(selain Belanja (selain Belanja
Barang BLU) Barang BLU)

52XXXX Belanja Barang D 117911 Persediaan yang D
(selain Belanja 
Barang BLU) yang 
menghasilkan 
barang persediaan

Belum Diregister

53XXXX Belanja Modal D 13XXXX Aset Tetap Belum D
(selain Belanja 
Modal BLU)

Diregister

115612 Piutang dari KPPN K 313111 Ditagihkan ke 
Entitas Lain

K

2) Jurnal Standar Mencatat Pendapatan dari Alokasi APBN :
B uku  B esar Kas D/K Buku B esar D/K 

A krua l

313111 Ditagihkan ke D 
Entitas Lain

424411 Pendapatan K 
Alolasi APBN
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b. Jurnal Standar Mencatat Pendapatan dari PNBP yang Disetor ke 

Kas Negara

1) Jurnal Standar untuk Mencatat penyetoran PNBP:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar 
Akrual

D/K

219711 Utang kepada KUN D 313121 Diterima dari D
Entitas Lain

425XXX PNBP Lainnya K 425XXX PNBP Lainnya K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Penyetoran dalam Sistem BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

' *' r 596311 Penyetoran PNBP 
oleh BLU ke Kas 
Negara

D

313121 Diterima dari 
Entitas Lain

K

c. Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan BLU Tunai 

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan BLU :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang kepada Kas D 111914 Kas dan Bank BLU D
BLU yang Belum

Disahkan

424XXX Pendapatan K 424XXX Pendapatan BLU K
BLU

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Pendapatan BLU sesuai 

dengan SP3BLU/ SP2BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - 
BLU

D

111914 Kas dan Bank 
BLU yang Belum 
Disahkan

K
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d. Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan yang Berasal dari 

Tagihan Penjualan Angsuran BLU

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tagihan Penjualan 

Angsuran pada saat ditetapkan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

151111 Piutang Tagihan 
Penjualan Angsuran

D

. .

425121 Pendapatan dari 
Penjualan Tanah, 
Gedung dan 
Bangunan

K

425122 Pendapatan dari 
Penjualan 
Peralatan dan 
Mesin

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Piutang dan Disetor ke Kas 

Negara

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219711 Utang kepada 
KUN

D 313121 Diterima dari 
Entitas Lain

D

425121 Pendapatan 
dari Penjualan 
Tanah, Gedung 
dan Bangunan

K 425121 Pendapatan dari 
Penjualan Tanah, 
Gedung dan 
Bangunan

K

425122 Pendapatan 
dari penjualan 
Peralatan dan 
Mesin

K 425122 Pendapatan dari 
Penjualan 
Peralatan dan 
Mesin

K

3) Jurnal Standar untuk Mencatat Penerimaan Piutang Tagihan Penjualan 

Angsuran dalam Sistem BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP D 
oleh BLU
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ke Kas Negara

313121 Diterima dari K 
Entitas Lain

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Koreksi Pendapatan pengakuan Piutang 

Tagihan Penjualan Angsuran yang dilakukan oleh sistem SAIBA

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

. ,

425121 Pendapatan dari 
Penjualan Tanah, D 
Gedung dan 
Bangunan

425122 Pendapatan dari 
Penjualan Peralatan D 
dan Mesin

151111 Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran K

e. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pendapatan Yang Berasal Dari 

Tagihan Penjualan Angsuran Dari Transaksi BLU

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tagihan Penjualan Angsuran

pada saat ditetapkan
B u k u  B e s a r  K as D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

1 5 1 2 1 1 P iu t a n g  T a g ih a n  

P e n ju a la n  A n g s u r a n -  

B L U

D

4 2 4 9 3 1 P e n d a p a t a n  B L U  

L a in n y a  d a r i  

P e n ju a la n  T a n a h  

B L U

K

4 2 4 9 3 2 P e n d a p a t a n  B L U  

L a in n y a  d a r i  

P e n ju a la n  G e d u n g  

d a n  B a n g u n a n  B L U

K

4 2 4 9 3 3 P e n d a p a t a n  B L U  

L a in n y a  d a r i  

P e n ju a l  a n P e r a la t a n  

d a n  M e s in  B L U

K
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424934 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Aset 
Tetap Lain BLU

K

424939 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan BMN 
Lainnya BLU

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Pembayaran Piutang

Buku Besar 
Kas

D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang kepada Kas 
BLU

D. ■ 111914 Kas dan Bank BLU 
yang Belum Disahkan

D

424931 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Tanah 
BLU

K 424931 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Tanah 
BLU

K

424932 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Gedung 
dan Bangunan 
BLU

K 424932 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Gedung 
dan Bangunan BLU

K

424933 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan 
Peralatan dan 
Mesin BLU

K 424933 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Peralatan 
dan Mesin BLU

K

424934 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Aset 
Tetap Lainnya 
BLU

K 424934 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Aset Tetap 
Lainnya BLU

K

424939 Pendapatan 
BLU Lainnya 
dari Penjualan 
BMN Lainnya 
BLU

K 424939 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan BMN 
Lainnya BLU

K

3) Jurnal Jurnal Standar untuk Mencatat pengesahan penerimaan atas 

pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU:
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - BLU D

111914 Kas dan Bank BLU 
yang Belum 
Disahkan

K

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Koreksi pengakuan Piutang Tagihan 

Penjualan Angsuran yang di lakukan oleh sistem SAIBA

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

424931 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Tanah

D

BLU -

D
-■ ■ ■ 424932 Pendapatan BLU 

Lainnya dari
Penjualan Gedung 
dan Bangunan BLU

D
424933 Pendapatan BLU 

Lainnya dari 
Penjualan Peralatan 
dan. Mesin BLU

D
424934 Pendapatan BLU 

Lainnya dari 
Penjualan Aset Tetap 
Lainnya

D
424939 Pendapatan BLU 

Lainnya dari 
Penjualan BMN 
Lainnya BLU

111914 Kas dan Bank BLU 
yang Belum Disahkan

K

f. Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan yang Berasal dari 

Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) dari Transaksi Non BLU

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan 

dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada saat ditetapkan
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

151111
Piutang Tagihan
Penjualan
Angsuran-BLU

D

425791 Pendapatan 
Penyelesaian 
Ganti Kerugian 
Negara Terhadap 
Pegawai Negeri 
Bukan
Bendahara atau 
Pejabat Lain

K

425792 Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara
Terhadap
Bendahara

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Piutang dari Tuntutan 

Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Disetor ke

Kas Negara
Buku B esar Kas

219711 Utang kepada 
KUN

D/K

D 313121

Buku Besar Akrual D/K

Diterima dari D
Entitas Lain

425791 Pendapatan 
Penyelesaian 
Ganti Kerugian 
Negara 
Terhadap 
Pegawai Negeri 
Bukan 
Bendahara 
atau Pejabat 
Lain

425792 Pendapatan 
Penyelesaian 
Ganti Kerugian 
Negara 
Terhadap 
Bendahara

K' 425791 Pendapatan 
Penyelesaian 
Ganti Kerugian 
Negara Terhadap 
Pegawai Negeri 
Bukan
Bendahara atau 
Pejabat Lain

'K 425792 Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara
Terhadap
Bendahara
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3) Jurnal Standar untuk Mencatat Penerimaan Piutang Tuntutan 

Perbendaharaan Dan /Atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP oleh 
BLU ke Kas Negara

D

313121 Diterima dari 
Entitas Lain

K

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Koreksi pengakuan Piutang Tuntutan 

Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Angsuran 

yang di lakukan oleh sistem SAIBA:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

425791 Pendapatan D 
Penyelesaian
Ganti Kerugian 
Negara Terhadap 
Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain

425792 Pendapatan . D 
Penyelesaian Ganti 
Kerugian Negara 
Terhadap Bendahara

151111 Piutang Tagihan K 
Tuntutan Ganti Rugi 
Non Bendahara

g. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pendapatan Yang Berasal Dari 

Tuntutan Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) dari Transaksi Blu

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan

dan/atau Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR) pada saat ditetapkan
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

152211 Piutang Tagih 
Tuntutan 
Perbendaharaan / 
Tuntutan Ganti Rugi- 
BLU

D

424917 Pendapatan 
Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan 

/ TGR - BLU

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Pembayaran Piutang 

Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang kepada Kas D 111914 Kas dan Bank BLU yang D

BLU Belum Disahkan

424917 Pendapatan K 424917 Pendapatan K

Penyelesaian Penyelesaian
untutan Tuntutan
Perbendaharan / Perbendaharaan
TGR - BLU TGR-BLU

3) Jurnal Jurnal Standar untuk Mencatat pengesahan penerimaan atas 

pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank - BLU D

111911 Kas dan Bank BLU 
yang Belum 
Disahkan

K

4) Jurnal Standar untuk Mencatat. Koreksi pengakuan Tuntutan 

Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang di lakukan 

oleh sistem SAIBA :
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

424917 Pendapatan D 
Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan / TGR 
- BLU

111914 Kas dan Bank BLU K 
yang Belum Disahkan

________________________________________

h. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pengembalian Pendapatan BLU 

Tahun Anggran Berjalan

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengembalian Pendapatan BLU Tahun 

Anggaran Berjalan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

424XXX Pendapatan BLU D 424XXX Pendapatan BLU D

219721 Utang kepada 
Kas BLU

K 111914 Kas dan Bank BLU 
yang Belum 
Disahkan

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Pengembalian Pendapatan 

BLU Tahun Anggaran Berjalan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

. . . .  . . . .
111914 Kas dan Bank BLU D 

yang Belum Disahkan

111911 Kas dan Bank - K
: BLU'

i. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pengembalian Pendapatan BLU 

Tahun Anggaran Yang Lalu

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Pengembalian Pendapatan 

BLU Tahun Anggaran Yang Lalu :
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B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

3 1 1 3 1 2  P e n g e m b a l ia n D 3 1 1 3 1 2 P e n g e m b a l ia n D

P e n d a p a t a n  B L U P e n d a p a t a n  B L U

T a h u n  A n g g a r a n T a h u n  A n g g a r a n  Y a n g

Y a n g  L a lu L a lu

2 1 9 7 2 1  U t a n g  k e p a d a  K a s K 1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  B L U K

B L U y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

j. Jurnal Standar Transaksi Pendapatan Hibah

1) Jurnal Standar untuk mencatat penerimaan kas dari hibah

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

2 1 9 7 2 1 U t a n g  k e p a d a  K a s  B L U
'

D 1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  

B L U  y a n g  B e lu m

D

D is a h k a n ■ —

4 2 4 2 1 1 P e n d a p a t a n  H ib a h K 4 2 4 2 1 1 P e n d a p a t a n  H ib a h K

T e r ik a t  D a la m  N e g e r i - T e r ik a t  D a la m

P e r o r a n g a n  -  U a n g N e g e r i - P e r o r a n g a n  

-  U a n g

4 2 4 2 1 2 P e n d a p a t a n  H ib a h K 4 2 4 2 1 2 P e n d a p a t a n  H ib a h K

T e r ik a t  D a la m  N e g e r i - T e r ik a t  D a la m

L e m b a g a / B a d a n  U s a h N e g e r i -

-  U a n g L e m b a g a /  B a d a n  

U s a h a  - U a n g

4 2 4 2 1 3 P e n d a p a t a n  H ib a h K 4 2 4 2 1 3 P e n d a p a t a n  H ib a h K

T e r ik a t  D a la m  N e g e r i - T e r ik a t  D a la m

P e m d a  -  U a n g N e g e r i - P e m d a  -  

U a n g

4 2 4 2 1 4 P e n d a p a t a n  H ib a h K 4 2 4 2 1 4 P e n d a p a t a n K

T e r ik a t  L u a r  N e g e r i - H ib a h T e r ik a t

P e r o r a n g a n  - U a n g L u a r  N e g e r i -

P e r o r a n g a n

U a n g

4 2 4 2 1 5 P e n d a p a t a n  H ib a h K 4 2 4 2 1 5 P e n d a p a t a n  H ib a h K

T e r ik a t  L u a r  N e g e r i - T e r ik a t  L u a r

L e m b a g a / B a d a n  U s a h N e g e r i -

- U a n g L e m b a g a / B a d a n  

U s a h a  -  U a n g
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4 2 4 2 1 6

4 2 4 2 1 9

4 2 4 2 2 1

4 2 4 2 2 2

4 2 4 2 2 3

4 2 4 2 2 4

424225

4 2 4 2 2 6

P e n d a p a t a n  H ib a h  K  4 2 4 2 1 6

T e r ik a t  L u a r  N e g e r i -  

N e g a r a  -  U a n g

P e n d a p a t a n  

H ib a h  T e r ik a t  

L a in n y a  - U a n g

K 4 2 4 2 1 9

P e n d a p a t a n  H ib a h  K  

T e r ik a t  L u a r  

N e g e r i - N e g a r a  -  

U a n g

P e n d a p a t a n  H ib a h  K  

T e r ik a t  L a in n y a  -  

U a n g

P e n d a p a t a n  K

H ib a h  T id a k

T e r ik a t  D a la m

N e g e r i -

P e r o r a n g a n  -

U a n g

P e n d a p a t a n  K

H ib a h  T id a k  

T e r ik a t  D a la m  

N e g e r i -

L e m b a g a  / B a d a n  

U s a h a  -  U a n g

P e n d a p a t a n  K

H ib a h  T id a k  

T e r ik a t  D a la m  

N e g e r i - P e m d a  - 

U a n g

P e n d a p a t a n  K

H ib a h  T id a k

T e r ik a t  L u a r

N e g e r i -

P e r o r a n g a n  -

U a n g

P e n d a p a t a n  K

H ib a h  T id a k  

T e r ik a t  L u a r  

N e g e r i -

L e m b a g a  / B a d a  

n  U s a h a  -  

U a n g

4 2 4 2 2 1  P e n d a p a t a n  H ib a h  K  

T id a k  T e r ik a t  D a la m  

N e g e r i -  P e r o r a n g a n  -  

U a n g

4 2 4 2 2 2  P e n d a p a t a n  H ib a h  K

T id a k  T e r ik a t

D a la m  N e g e r i -  

L e m b a g a /  B a d a n  

U s a h a  - U a n g

4 2 4 2 2 3  P e n d a p a t a n  H ib a h  K

T id a k  T e r ik a t  D a la m  

N e g e r i -  P e m d a  - U a n g

4 2 4 2 2 4  P e n d a p a t a n  H ib a h  K

T id a k  T e r ik a t  L u a r  

N e g e r i -  P e r o r a n g a n  -  

U a n g

4 2 4 2 2 5  P e n d a p a t a n  H ib a h  K  

T id a k  T e r ik a t  L u a r  

N e g e r i -

L e m b a g a  / B a d a n  

U s a h a  - U a n g

P e n d a p a t a n  

H ib a h  T id a k  

T e r ik a t  L u a r  

N e g e r i - N e g a r a  - 

U a n g

K 4 2 4 2 2 6 P e n d a p a t a n  H ib a h  

T id a k  T e r ik a t  L u a r  

N e g e r i -  N e g a r a  -  

U a n g

K
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4 2 4 2 2 9 P e n d a p a t a n K 4 2 4 2 2 9  P e n d a p a t a n  H ib a h K

H ib a h  T id a k T id a k  T e r ik a t  -

T e r ik a t  - 

L a in n y a  -  U a n g

L a in n y a  - U a n g

1) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan kas

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

•
1 1 1 9 1 1 K a s  d a n  B a n k  B L U D

1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  B L U  

y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat pendapatan hibah BLU bentuk barang

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

1 3 1 1 1 1 T a n a h D

4 2 4 2 3 X P e n d a p a t a n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K

1 3 2 1 1 1 P e r a la t a n  d a n  M e s in D

4 2 4 2 3 X P e n d a p a t a n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K

1 3 3 1 1 1 G e d u n g  d a n  

B a n g u n a n
D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h ' 

B L U  B a r a n g / J a s a

K

1 3 4 1 1 1 J a la n  d a n  J e m b a t a n D

1 3 4 1 1 2 I r ig a s i D

1 3 4 1 1 3 J a r in g a n D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K
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1 3 5 1 2 1 A s e t  T e t a p  L a in n y a D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K

1 6 2 1 2 1 H a k  C ip t a D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K

1 6 2 1 3 1 R o y a l t i D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K

1 6 2 1 4 1 P a t e n D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

D

1 6 2 1 9 1 A s e t  T a k  B e r w u ju d  

L a in n y a

D

4 2 4 2 3 X P e n d a p ta n  H ib a h  

B L U  B a r a n g / J a s a

K

2. Jurnal Standar Transaksi Beban Dan Belanja

a. Jurnal Standar untuk Mencatat Transaksi Belanja dari A lokasi 
APBN -  DIPA Rupiah Murni

1) Jurnal Standar untuk mencatat realisasi belanja

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

5 l x x x x B e la n ja  P e g a w a i D 5 1 x x x x B e b a n  P e g a w a i D

5 2 x x x x B e la n ja  B a r a n g  

(s e la in  B e la n ja  

B a r a n g  B L U )

D 5 2 x x x x '  B e b a n  B a r a n g  

(s e la in  B e la n ja  

B a r a n g  B L U )

D  '

5 2 x x x x B e la n ja  B a r a n g  

(s e la in  B e la n ja  

B a r a n g  B L U ) y a n g  

m e n g h a s i lk a n  

p e r s e d ia a n

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D
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5 3 x x x x B e la n ja  M o d a l D 1 3 x x x x  A s e t  T e t a p D

(s e la in  B e la n ja B e lu m

M o d a l  B L U ) D ir e g is t e r

1 1 5 6 1 2 P iu t a n g  d a r i  K P P N K 3 1 3 1 1 1  D i t a g ih k a n  k e K

E n t i t a s  L a in

2) Jurnal Standar untuk mengakui belanja sebagai bagian dari pendapatan

B L U

B u k u  B e s a r  K a s  D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l  D / K

3 1 3 1 1 1  D i t a g ih k a n  k e  D  

E n t i t a s  L a in

4 2 4 4 1 1  P e n d a p a t a n  K  

A lo k a s i  A P B N
_____

b. Jurnal Standar untuk mencatat transaksi belanja dari alokasi APBN -  
DIPA PNBP

1) Jurnal Standar untuk mencatat belanja

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

5 2 5 1 1 1 B e la n ja  G a j i  d a n  

T u n ja n g a n  -  B L U

D 5 2 5 1 1 1 B e b a n  G a j i  d a n  

T u n ja n g a n  -  B L U

D

5 2 5 1 1 2 B e la n ja  B a r a n g  -  

B L U

D 5 2 5 1 1 2 B e b a n  B a r a n g  -  B L U D

5 2 5 1 1 3 B e la n ja  J a s a  -  B L U D 5 2 5 1 1 3 B e b a n  J a s a  -  B L U D

5 2 5 1 1 4 B e la n ja  P e m e l ih a r a a n  

-  B L U

D 5 2 5 1 1 4 B e b a n

P e m e l ih a r a a n  -  • 

B L U

D

5 2 5 1 1 5 B e la n ja

P e i j a l a n a n  -  B L U

D 5 2 5 1 1 5 B e b a n  P e r ja la n a n  -  

B L U

D

1 1 5 6 3 1 P iu t a n g  d a r i  

K a s  B L U

K 1 1 1 9 1 4 K a s ' d a n  B a n k  B L U  

y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

K
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2 )  J u r n a l  S t a n d a r  u n t u k  m e n c a t a t  b e l a n j a  b a r a n g  B L U  y a n g  m e n g h a s i l k a n  

p e r s e d i a n

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

5 2 5 1 2 1 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  B a r a n g  

K o n s u m s i  - B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 2 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  A m u n is i  

- B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 3 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  

P e m e l ih a r a a n  - B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 4 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  P i t a  

C u k a i ,  M a t e r a i  d a n  

L e g e s  - B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 5 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  u n t u k  

D i ju a l/ D is e r a h k a n  

k e p a d a  M a s y a r a k a t  

- B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 6 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  B a h a n  

B a k u  u n t u k  P r o s e s  

P r o d u k s i  - B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 7 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  B a r a n g  

d a la m  P r o s e s  u n t u k  

P r o s e s  P r o d u k s i  - 

B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

5 2 5 1 2 9 B e la n ja  B a r a n g  

P e r s e d ia a n  L a in n y a  

- B L U

D 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

D

1 1 5 6 3 1 P iu t a n g  d a r i  K a s  

B L U

K 1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  

B L U  y a n g  

B e lu m  

D is a h k a n

K
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3) Jurnal Standar untuk mencatat belanja barang BLU yang menghasilkan 

aset tetap

B u k u  B e s a r  K a s

—

D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

5 3 7 1 1 1 B e la n ja  M o d a i  

T a n a h  - B L U

D 1 3 1 3 1 1 T a n a h  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

5 3 7 1 1 2 B e la n ja  M o d a l  

P e r a la t a n  d a n  

M e s in  - B L U

D 1 3 2 2 1 1 P e r a la t a n  d a n  

M e s in  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

5 3 7 1 1 3 B e la n ja  M o d a l  

G e d u n g  d a n  

B a n g u n a n  - B L U

D 1 3 3 2 1 1 G e d u n g  d a n  

B a n g u n a n  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

5 3 7 1 1 4 B e la n ja  M o d a l  

J a la n ,  I r ig a s i  d a n  

J a r in g a n  - B L U

D 1 3 4 2 1 1 J a la n ,  I r ig a s i  

d a n  J a r in g a n  

B e lu m  

D ir e g is t e r

D

5 3 7 1 1 5 B e la n ja  M o d a l  

L a in n y a  

- B L U

D 1 6 6 4 1 1 A s e t  L a in n y a  

y a n g  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

1 1 5 6 3 1 P iu t a n g  d a r i  

K a s  B L U

K 1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  

B L U  y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

K

4) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan pengeluaran kas untuk 
belanja

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  B L U  

y a n g  B e lu m  D is a h k a n

D

1 1 1 9 1 1 K a s  d a n  B a n k  - B L U K

c. Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian beban dan biaya 

perolehan aset BLU secara kas
1. Jurnal Standar pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU 

Tahun Anggaran Berjalan:

a) Jurnal Standar saat diterima kas untuk pengem balian 

belanja
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B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

1 1 5 6 3 1 P iu t a n g  d a r i  K a s  B L U D 1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  B L U  

y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

D

5 2 5 1 I X B e la n ja  B a ra n g  

B L U

K 5 2 5 1 I X B e b a n  B a r a n g  

B L U
K

5 2 5 1 2 X B e la n ja  B a r a n g  

B L U  y a n g  

M e n g h a s i lk a n  

P e r s e d ia a n  B L U

K 1 1 7 9 1 1 P e r s e d ia a n  y a n g  

B e lu m  D ir e g is t e r

K

5 3 7 1 1 1 B e la n ja  M o d a l  

T a n a h  - B L U

K 1 3 1 3 1 1 T a n a h  B e lu m  

D ir e g is t e r

K

5 3 7 1 1 2 B e la n ja  M o d a l  

P e r a la t a n  d a n  

M e s in  -B L U

K 1 3 2 2 1 1 P e r a la t a n  d a n  

M e s in  B e lu m  

D ir e g is t e r

K

5 3 7 1 1 3 B e la n ja  M o d a l  

G e d u n g  d a n  

B a n g u n a n  - 

B L U

K 1 3 3 2 1 1 G e d u n g  d a n  

B a n g u n a n  B e lu m  

D ir e g is t e r

K

5 3 7 1 1 4 B e la n ja  M o d a l  

J a la n ,  I r ig a s i  

d a n  J a r in g a n  -  

B L U

K 1 3 4 2 1 1 J a la n ,  I r ig a s i  d a n  

J a r in g a n  B e lu m  

D ir e g is t e r

K

5 3 7 1 1 5 B e la n ja  M o d a l  

L a in n y a -  B L U

K 1 6 6 4 1 1 A s e t  L a in n y a  

y a n g  B e lu m  

D ir e g is t e r

K

b )  J u r n a l  s t a n d a r  u n t u k  m e n c a t a t  p e n g e s a h a n  p e n e r i m a a n  k a s  s e b a g a i  

p e n g e m b a l i a n  b e l a n j a

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

1 1 1 9 1 1 K a s  d a n  B a n k - B L U D

1 1 1 9 1 4 K a s  d a n B a n k K

B L U y a n g

B e lu m

D is a h k a n
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2. Jurnal Standar pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun 

anggaran yang lalu
a) Ju rn a l S tan dar saat kas d iterim a  sebaga i p en gem ba lian  belan ja

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l  D / K

1 1 5 6 3 1 P iu t a n g  d a r i  K a s  

B L U

D 1 1 1 9 1 4 K a s  d a n  B a n k  B L U  D  

y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

4 2 4 9 1 5 P e n e r im a a n  K e m b a l i  

B e la n ja  B a r a n g  B L U  

T a h u n  A n g g a r a n  

Y a n g  L a lu

K 4 2 4 9 1 5 P e n e r im a a n  K e m b a l i  K  

B e la n ja  B a r a n g  B L U  

T a h u n  A n g g a r a n  Y a n g  

L a lu

4 2 4 9 1 6 P e n e r im a a n  K e m b a l i  

B e la n ja  M o d a l  B L U  

T a h u n  A n g g a r a n  

Y a n g  L a lu

K 4 2 4 9 1 6 P e n e r im a a n  K e m b a l i  K  

B e la n ja  M o d a l  B L U  

T a h u n  A n g g a r a n  Y a n g  

L a lu

b) J u rn a l S tan dar u n tu k  m en cata t p en gesah an  penerim aan  kas

B u k u  B e s a r  K a s D / K

.

B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

1 1 1 9 1 1  K a s  d a n  B a n k  - B L U D

1 1 1 9 1 4  K a s  d a n  B a n k

B L U  y a n g  B e lu m  

D is a h k a n

K

d .  J u r n a l  S t a n d a r  u n t u k  m e n c a t a t  p e n g e m b a l i a n  b e l a n j a  d a r i  a l o k a s i  A P B N  -

DIPA RM

1. Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian belanja dari alokasi APBN - 

DIPA RM tahun anggaran berjalan :

a )  J u r n a l  S r a n d a r  s a a t  d i t e r i m a  S u r a t  S e t o r a n  P e n g e m b a l i a n  B e l a n j a

a t a u  d o k u m e n  y a n g  d i p e r s a m a k a n  :

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

115612  P iu t a n g  d a r i  K P P N D 3 1 3 1 1 1  D i t a g ih k a n  k e D

E n t i t a s  L a in

5 1 X X X X  B e la n ja  P e g a w a i K 5 1 X X X X  B e b a n  P e g a w a i K
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5 2 X X X X B e la n ja  B a r a n g  

(s e la in  B e la n ja  

B a r a n g  B L U )

K 5 2 X X X X B e b a n  B a r a n g  

(s e la in  B e la n ja  

B a r a n g  B L U )

K

5 2 X X X X B e la n ja  B a r a n g  

(s e la in  B e la n ja  

B a r a n g  B L U ) y a n g  

m e n g h a s i lk a n  

p e r s e d ia a n

K 1 1 7 9 1  1 P e r s e d ia a n  

y a n g  B e lu m  

D ir e g is t e r

K

5 3 X X X X B e la n ja  M o d a l  

(s e la in  B e la n ja  

M o d a l  B L U )

K 1 3 X X X X

____________

A s e t  T e ta p

B e lu m

D ir e g is t e r

K

b) Ju rn a l S tan dar u n tu k  m en gaku i korek i p en dapa tan  dari a lokasi APBN

B u k u  B e s a r  K a s  D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l  D / K

4 2 4 4 1 1  P e n d a p a t a n  A lo la s i  D  

A P B N

3 1 3 1 1 1  D i t a g ih k a n  k e  k  

E n t i t a s  L a in

2. Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian belanja dari alokasi APBN - 

DIPA RM tahun anggaran yang lalu:

a) Jurnal Standar saat diterim anya surat setoran bukan pajak 

atau dokum en yang dipersamakan:

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

2 1 9 7 1 1 U t a n g  K e p a d a  K U N D 3 1 3 1 2 1 D i t e r im a  d a r i  

E n t i t a s  L a in

D

4 2 5 9 1 1 P e n e r im a a n  

K e m b a l i  B e la n ja  

P e g a w a i  T a h u n  

A n g g a r a n  Y a n g  

L a lu

K 4 2 5 9 1 1 P e n e r im a a n  

K e m b a l i  B e la n ja  

P e g a w a i  T a h u n  

A n g g a r a n  Y a n g  

L a lu

K

4 2 5 9 1 2 P e n e r im a a n  

K e m b a l i  B e la n ja  

B a r a n g  T a h u n  

A n g g a r a n  Y a n g  

L a lu

K 4 2 5 9 1 2 P e n e r im a a n  

K e m b a l i  B e la n ja  

B a r a n g  B L U  

■ T a h u n

A n g g a r a n  Y a n g  

L a lu

K
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4 2 5 9 1 3  P e n e r im a a n  K 4 2 5 9 1 3  P e n e r im a a n  K

K e m b a l i  B e la n ja K e m b a l i

M o d a l  B L U  T a h u n B e la n ja  M o d a l

A n g g a r a n  Y a n g B L U  T a h u n

L a lu A n g g a r a n  Y a n g

L a lu

b) Jurnal Standar untuk mencatat peyetoran ke Kas Negara

B u k u  B e s a r  K a s  D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l  D / K

5 9 6 1 1 4  P e n y e t o r a n  P N B P  D  

o le h  B L U  k e  K a s  

N e g a r a

3 1 3 1 2 1  D i t e r im a  d a r i  K  

E n t i t a s  L a in
_________

e. Jurnal penyesuaian m elalui Memo Penyesuaian untuk beban BLU 

pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

1) Jurnal penyesuaian m elalui Memo Penyesuaian untuk beban 

dan biaya perolehan aset BLU secara akrual non-kas

a) Beban barang secara akrual non-kas :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/
K

„ . 5251IX Beban Barang -  BLU D

•
117911 Persediaan yang 

Belum Diregister
D

212117 Belanja Barang 
- yang Masih Harus 

Dibayar 
- BLU

K

b) B iaya perolehan aset BLU secara akrual non-kas

B u k u  B e s a r  K a s  D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l  D / K

1 3 1 3 1 1  T a n a h  B e lu m  D  

D ir e g is t e r
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1 3 2 2 1 1 P e r a la t a n  d a n  

M e s in  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

1 3 3 2 1 1 G e d u n g  d a n  

B a n g u n a n  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

1 3 4 2 1 1 J a la n ,  I r ig a s i  

d a n  J a r in g a n  

B e lu m  

D ir e g is t e r

D

1 6 6 4 1 1 A s e t  L a in n y a  

y a n g  B e lu m  

D ir e g is t e r

D

2 1 2 1 1 7 B e la n ja  M o d a l K

y a n g  M a s ih  

H a r u s  D ib a y a r  -  

B L U

2) Jurnal penyesuaian untuk beban-beban sehubungan dengan 

perhitungan akuntansi:

a) Jurnal penyesuaian untuk beban pem akaian persediaan 

BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan 

tahunan dilakukan secara otom atis dalam proses aplikasi:

B u k u  B e s a r  K a s D / K B u k u  B e s a r  A k r u a l D / K

5 9 3 1 1 1 B e b a n  P e r s e d ia a n  

K o n s u m s i

D

1 1 7 1 1 1 B a r a n g  K o n s u m s i K

5 9 3 1 1 3 B e b a n  P e r s e d ia a n  

b a h a n  u n t u k  

p e m e l ih a r a a n

D

1 1 7 1 1 3 B a h a n  u n tu k  

P e m e lih a r a a n

K

5 9 3 1 1 4 B e b a n  P e r s e d ia a n  s u k u  

c a d a n g
D

1 1 7 1 1 4 S u k u  C a d a n g K

5 9 3 1 2 1 B e b a n  P e r s e d ia a n  p i t a  

c u k a i ,  m a t e r a i ,  l e g e s
D
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117121 Pita Cukai, Materai 
dan Leges

K

593122 Beban Fersediaan tanah 
bangunan untuk dijual 
atau diserahkan kepada 
Masyarakat

D

.............. - -.......  - ....... - ■

117122 Tanah Bangunan 
untuk dijual atau 
diserahkan kepada 
Masyarakat

K

593124 Beban Persediaan 
Peralatan dan mesin 
untuk dijual atau 
diserahkan kepada 
Masyarakat

D

117124 Peralatan dan 
Mesin untuk dijual 
atau diserahkan 
kepada Masyarakat

K

593125 Beban persediaan 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan untuk 
diserahkan kepada 
Masyarakat

D

117125 Jalan, Irigasi dan 
Jaringan untuk 
diserahkan kepada 
Masyarakat

K

593126 Beban Persediaan 
Aset Tetap Lainnya 
untuk diserahkan 
kepada Masyarakat

D

117126 Aset Tetap Lainnya 
untuk diserahkan 
kepada Masyarakat

K

593127 Beban Persediaan Aset 
Lain-Lain untuk 
diserahkan kepada 
Masyarakat

D
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117127 Aset Lain-Lain K
untuk diserahkan 
kepada Masyarakat

593128 Beban Barang 
Persediaan Lainnya 
untuk
dijual/diserahkan ke 
Masyarakat

D

117128 Barang Persediaan 
Lainnya untuk 
Dijual/Diserahkan 
ke Masyarakat •

K

593131 Beban Persediaan 
bahan baku

D

117131 Bahan Baku K

593149 Beban Persediaan 
Lainnya

D

117199 Persediaan Lainnya K

b) Jurnal Standar untuk mencatat Beban penyisihan piutang 

tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan 

semesteran dan tahunan :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/
K

» 594612 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang BLU 
Pelayanan 
Pendidikan

116612 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
BLU Pelayanan 
Pendidikan

594641 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
Kegiatan 
Operasional 
Lainnya BLU
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116691 Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang dari 
Kegiatan 
Operasional 
Lainnya BLU

K

594711 Beban Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Tanah BLU

D

116711 Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang Sewa 
Tanah BLU

K

594712 Beban Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Gedung BLU

D

116712 Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang Sewa 
Gedung BLU

K

594713 Beban Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Ruangan BLU

D

116713 Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang Sewa 
Ruangan BLU

K

594714 Beban Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Peralatan 
dan Mesin BLU

D
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1

116714 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang Sewa 
Peralatan dan 
Mesin BLU

594719 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Lainnya BLU

116719 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang Sewa 
Lainnya BLU

59472.1 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
dari Penjualan 
Aset Tetap BLU

116721 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang dari 
Penjualan Aset 
Tetap BLU

594722 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
dari Penjualan Aset 
Lainnya BLU

116722 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang dari 
Penjualan Aset 
Lainnya BLU

594791 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang 
dari Kegiatan Non 
Operasional 
Lainnya BLU



- 2 6 1 -

116791 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Piutang dari 
Kegiatan Non 
Operasional 
Lainnya BLU

594921 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih Jangka 
Panjang - Tagihan 
Penjualan 
Angsuran BLU

156211 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Tagihan 
Penjualan 
Angsuran BLU

594941 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak 
Tertagih Jangka 
Panjang Tuntutan 
Perbendaharaan / 
Tuntutan Ganti Rugi 
BLU

156411 Penyisihan K 
Piutang Tidak 
Tertagih - 
Tagihan 
Tuntutan 
Perbendaharaan/ 
Tuntutan Ganti 
Rugi BLU

f. Jurnal Standar untuk mencatat beban penyusutan dan 
amortisasi dilakukan secara otomasi dalam proses aplikasi :

.
Buku Besar Kas D/K

■
Buku Besar Akrual D/K

591111 Beban D 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin
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137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

K

591211 Beban Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

D

137211 Akumulasi 
Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

K

591311 Beban Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

D

137311 Akumulasi 
Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

K

591312 Beban Penyusutan 
Irigasi

D

137312 Akumulasi
Penyusutan
Irigasi

K

591313 Beban Penyusutan 
Jaringan

D

137313
•

Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

K

591411 Beban
Penyusutan Aset 
Tetap Lainnya

D

137411 Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Tetap 
Lainnya

K

592111 Beban
Amortisasi
Goodwill

D
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i
169315 Akumulasi

Amortisasi
Software

K

592112 Beban
Amortisasi Hak 
Cipta

D

169312 Akumulasi 
Amortisasi Hak 
Cipta

K

592113 Beban. Amortisasi 
Royalti

D

169313 Akumulasi
Amortisasi
Royalti

K

592114 Beban Amortisasi 
Paten

D

169314 Akumulasi 
Amortisasi Paten

K

592115 Beban
Amortisasi
Software

D

169315 Akumulasi
Amortisasi
Software

K

592116 Beban Amortisasi 
Lisensi

D

169316 . Akumulasi 
Amortisasi 
Lisensi

K

592117 Beban
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 
Lainnya

D

169317 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 
Lainnjra

K
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. 592221 Beban 
Penyusutan 
Aset Lain-lain

D

169121 Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Lain- 
Lain

K

592222

' ■ ",

Beban Penyusutan 
Aset Tetap yang 
Tidak Digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintahan

D

169122 Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Tetap yang 
Tidak

K

Digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintahan

-

g. Jurnal Standar untuk mengakui beban penyesuaian karena adanya 

koreksi terhadap reklasifikasi aset intrakomptabel menjadi aset

ekstrakomptabel:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

- »

595111 Beban Aset
Ekstrakomtabel
Tanah

D

131111 Tanah K

595112 Beban Aset - • 
Ekstrakomtabel 
Peralatan dan Mesin

D

132111 Peralatan dan Mesin K

595113 Beban Aset 
Ekstrakomtabel 
Gedung dan Bangunan

D
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133111 Gedung
dan
Bangunan

K

595114 Beban Aset 
Ekstrakomtabel 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan

D

134111 Jalan dan Jembatan K

134112 Irigasi K

134113 Jaringan K

595115 Beban Aset 
Ekstrakomtabel 
Aset Tetap 
Lainnya

D

135121 Aset Tetap Lainnya K

595116 Beban Aset 
Ekstrakomtabel 
Konstruksi Dalam 
Pengerjaan

D

136111 Konstruksi Dalam 
Pengerjaan

K

595117 Beban Aset 
Ekstrakomtabel Aset 
Tak Berwujud

D

162111 Goodwill K

162121 Hak Cipta K
162131 Royalti

K
162141 Paten

K
162151 Software

K
162161 Lisensi

K
162171 Hasil

Kajian / Penelitian K

162191 Aset Tak Berwujud K
Lainnya

K
162311

1__'____

Aset Tak Berwujud 
Dalam Pengerjaan - 
BLU
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l) Jurnal Standar untuk mencatat kerugian pelepasan aset
■” ]

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596111 Kerugian Pelepasan D 
Aset

166112 Aset Tetap yang K 
Tidak Digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintahan

Jurnal Standar untuk m encatat persediaan rusak atau usang

Buku Besar Kas D/K j. Buku Besar Akrual . D/K
J.....  .....................

596121 Kerugian Persediaan 
Rusak/Usang

D

117111 Barang Konsumsi K

117113 Bahan untuk 
Pemeliharaan

K

117114 Suku Cadang K

117199 Persediaan
Lainnya

K

3. Jurnal Transaksi Kas Dan Setara Kas

a. Jurnal transaksi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan 

Kas dan Bank BLU pada saat pengesahan 

1) Pengesahan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan 

Bank BLU atas Pendapatan BLU .......

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

D 111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

D

424XXX Pendapatan
BLU

K 424XXX Pendapatan BLU
* «.*

K

111911 Kas dan Bank BLU D 111911 Kas dan Bank BLU D
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111914 Kas dan Bank 
BLU Belum 
Disahkan

K 111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

K

525XXX Beban BLU D 525XXX Belanja BLU D

111914 Kas dan 
Bank BLU 
Belum 
Disahkan

K 111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

K

111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

D 111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

D

111911 Kas dan Bank 
BLU

K 111911 Kas dan Bank BLU K

2) Jurnal Penyesuaian Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas 

Pendapatan BLU dan Belanja BLU secara transaksional kas

belum  disahkan
. . . . .  - -  - -  - • -

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akral D/K

111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

D

424XXX Pendapatan BLU K

525XXX Beban BLU D

111914 Kas dan Bank 
BLU Belum 
Disahkan

K

117XXX Persediaan D

111914 Kas dan Bank 
BLU Belum 
Disahkan

K

1XXXXX Aset Tetap/Aset 
Tetap Lainnya/Aset 
Tak Berwujud

D

111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

K

3) Jurnal koreksi pada tahun anggaran berikutnya atas Kas dan 

Bank BLU berdasarkan pencatatan saldo Kas dan Bank BLU 

Belum D isahkan akhir tahun anggaran yang lalu
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—
Buku Besar Kas D/K . Buku Besar Akrual

i
D/K i

1

111911 Kas dan Bank BLU D

111914 Kas dan Bank 
BLU Belum 
Disahkan

K

111914 Kas dan Bank BLU 
Belum Disahkan

D

.......  ....... - - 111911 Kas dan Bank BLU K

b. Jurnal reklasifikasi Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas 

BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi 

jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan pada periode 

pelaporan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111921 Surat Berharga - BLU D

- 111929 Setara Kas Lainnya - 
BLU

D

111911 Kas dan Bank BLU K

c. Jurnal penyesuaian Kas Lainnya di BLU pada periode 

pelaporan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111826 Kas Lainnya di BLU D

• " 212121 Utang kepada 
Pihak Ketiga BLU

K

-  v  .  ■ 212122 Utang Usaha K

212193 Dana Pihak 
Ketiga Lainnya 
BLU .

K
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219961 Utang Pajak K
Bendahara 
Pengeluaran yang 
Belum Disetor

e. Jurnal pembentukan Kas di Bendahara Pengeluaran 

berdasarkan dokumen SPM/SP2D — UP/TUP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

• - - -- -............ •"
111611 Kas di Bendahara 

Pengeluaran
D

*. .. ... -
• 111613 Kas di Bendahara - • 

Pengeluar anTUP
. D

219511 Uang Muka dari 
KPPN

K

e. Jurnal penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 

pada periode pelaporan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K D/K Buku Besar Akrual
; i

D/K

111821 Kas Lainnya di
Bendahara
Pengeluaran

D

212191 Lltang kepada Pihak 
Ketiga Lainnya

K

212192 Dana Pihak Ketiga 
Lainnya

K

219961 Utang Pajak 
Bendahara 
Pengeluaran yang 
Belum Disetor

K

4. Jurnal Standar Transaksi Piutang
a. Jurnal Standar untuk mencatat piutang yang timbul dari 

pendapatan utama
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—  

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/
K

115712 Piutang BLU Pelayanan 
Pendidikan

D

424112 Pendapatan Jasa 
Pelayanan Pendidikan

K

___

115791 Piutang BLU 
Lainnya dari 
Kegiatan 
Operasional

D

424141 Pendapatan dari
Pengelolaan BMN pada
Pengelola Barang 

• *• ;

K

115741 Piutang dari Pelayanan 
BLU yang Bersumber 
dari Entitas 
Pemerintah Pusat

D

424421 Pendapatan dari 
Pelayanan BLU yang 
Bersumber dari 
Entitas Pemerintah 
Pusat dalam satu K/L

K

424422 Pendapatan dari 
Pelayanan BLU 
yang Bersumber 
dari Pemerintah 
Pusat di luar 
K/L yang Membawahi 
BLU

K

b. Jurnal standar untuk m encatat piutang atas pendapatan yang 

bukan layanan utam a BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

...
115811 Piutang Sewa Tanah -BLU D

424921 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Sewa 
Tanah
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115812 Piutang Sewa Gedung - D 
BLU

424922 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Sewa 
Gedun

115813 Piutang Sewa Ruangan - D 
BLU

424923 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Sewa 
Ruangan

. . .
115814 Piutang Sewa D 

Peralatan dan Mesin - 
BLU

424924 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Sewa 
Peralatan dan Mesin

115815 Piutang Sewa Aset • D 
Tetap Lainnya - 
BLU

424925 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Sewa 
Aset Tetap Lainnya

-

115819 Piutang Sewa Lainnya - D 
BLU

424929 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Sewa 
Lainnya

•

115821 Piutang dari Penjualan D 
Aset Tetap - BLU

424931 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Tanah
BLU

424932 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari Gedung 
dan Bangunan BLU

424933 Pendapatan BLU K 
Lainnya dari 
Peralatan dan 
Mesin BLU



- 2 7 2 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

424934

|

Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Aset Tetap 
Lainnya BLU

K

115821 Piutang dari Penjualan Aset 
Lainnya - BLU

D

424939 Pendapatan BLU Lainnya 
dari Penjualan BMN 
Lainnya BLU

K

115831 Piutang dari Tukar 
Menukar Aset Tetap - BLU

D

424934 Pendapatan BLU Lainnya 
dari Tukar Menukar Tanah 
BLU

K

424935 Pendapatan BLU Lainnya 
dari Tukar Menukar 
Gedung dan Bangunan 
BLU

K

424936 Pendapatan BLU Lainnya 
dari Tukar Menukar 
Peralatan dan Mesin BLU

K

424937 Pendapatan BLU Lainnya 
dari Tukar Menukar Jalan, 
Irigasi dan Jaringan BLU

K

115839 Piutang dari Tukar 
Menukar Aset Lainnya - 
BLU

D

424939 Pendapatan BLU Lainnya 
dari Pemindahtanganan 
BMN Lainnya BLU

K

c. Jurnal Standar untuk m encatat Piutang Tagihan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi:

Tuntutan
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Buku Besar Kas D / K Buku Besar Akrual D/K

152211 Piutang Tagihan 
Tuntutan 
Perbendaharaan/ 
Tuntutan Ganti Rugi- 
Badan Layanan Umum

D

425791 Pendapatan 
Penyelesaian 
Ganti Kerugian 
Negara Terhadap 
Pegawai Negeri 
Bukan
Bendahara atau 
Pejabat Lain

K

425792 Pendapatan 
Penyelesaian 
Ganti Kerugian 
Negara Terhadap 
Bendahara

K

d. Jurnal Standar untuk m encatat reklasifikasi Tagihan Penjualan 

Angsuran m enjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

115321 Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran - BLU

D

151211 Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran- 
Badan Layanan 
Umum

K

e. Jurnal Standar unuk m encatat reklasifikasi Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi m enjadi Bagian Lancar 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

115431 Bagian Lancar D 
Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti 
Rugi -BLU
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152211 Piutang Tagihan K
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi-
Badan Layanan Umum

f. Jurnal Standar untuk m encatat penyisihan piutang tidak 

tertagih secara Periodik

1) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas 

piutang layanan utama B LU:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594612 Beban Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih - Piutang 
BLU Pelayanan Pendidikan

D

116612 Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih - 
Piutang BLU 
Pelayanan 
Pendidikan

K

594641 Beban Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih - Piutang 
Kegiatan Operasional 
Lainnya BLU

D

116691 Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang dari 
Kegiatan Operasional 
Lainnya BLU

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas 

piutang dari pendapatan yang bukan layanan utama BLU:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594711 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak Tertagih - 
Piutang Sewa Tanah BLU

116711 Penyisihan K 
PiutangTidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Tanah BLU
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594712 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak Tertagih - Piutang 
Sewa Gedung BLU

116712 Penyisihan K 
PiutangTidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Gedung BLU

594713 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak Tertagih - Piutang 
Sewa Ruangan BLU

116713 Penyisihan K 
PiutangTidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Ruangan BLU

594714 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak Tertagih - Piutang 
Sewa Peralatan dan Mesin 
BLU

116714 Penyisihan K 
PiutangTidak 
Tertagih - Piutang 
Sewa Peralatan dan 
Mesin BLU

594719 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak Tertagih - Piutang 
Sewa Lainnya BLU

116719 Penyisihan Piutang Tidak K 
Tertagih -  Piutang Sewa 
Lainnya BLU

3) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas 

piutang penjualan angsuran:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594921 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak Tertagih Jangka 
Panjang - Tagihan 
Penjualan Angsuran BLU 

156211 Penyisihan Piutang K 
Tidak Tertagih - 
Tagihan Penjualan 
Angsuran BLU



- 276 -

4) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas 

piutang TP/TGR :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594941 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak
Tertagih Jangka Panjang - 
Tuntutan Perbendaharaan/ 
Tuntutan Ganti Rugi BLU

156411 Penyisihan Piutang Tidak K 
Tertagih - Tagihan 
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi BLU

5) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan

penjualan angsuran:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594321 Beban Penyisihan D 
Piutang Tidak Tertagih - 
Bagian Lancar Tagihan 
Penjualan Angsuran BLU

116731 Penyisihan Piutang K 
Tidak Tertagih - 
Bagian Lancar Tagihan 
Penjualan Angsuran 
BLU

6) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan bagian lancar TP / TGR:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594421 Beban Penyisihan Piutang D 
Tidak Tertagih - Bagian 
Lancar Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi BLU
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116732 Penyisihan Piutang K
Tidak Tertagih - 
Bagian Lancar Tagihan 
Tuntutan 
Perbendaharaan / 
Tuntutan Ganti Rugi 
BLU

5. Jurnal Standar Transaksi Persediaan

a. Jurnal Standar untuk mencatat pembelian persediaan dengan belanja dari 

alokasi APBN- DIPA RM

1) Jurnal Standar saat pembelian persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

521811 Belanja Barang 
Persediaan Barang 
Konsumsi

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

521812 Belanja Barang 
Persediaan Amunisi

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

521832 Belanja Barang 
Persediaan Lainnya

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

523112
Belanja Barang 
Persediaan 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

523123
Belanja Barang 
Persediaan
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

523134
Belanja Barang 
Persediaan
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

523135 Belanja Barang 
Persediaan 
Pemeliharaan Irigasi

D 117911

!
J _ _ _ _ _ _

Persediaan yang 
Belum Diregister

D
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523136 Belanja Barang D 117911 Persediaan yang D
Persediaan
Pemeliharaan Jaringan

Belum Diregister

115612 Piutang dari KPPN K 313111
—

Ditagihkan ke 
Entitas Lain

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat belanja sebagai pendapatan dalam sistem

BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

313111 Ditagihkan ke 
Entitas Lain

D

424411 Pendapatan 
Alokasi APBN

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

117111 Barang Konsumsi D

117112 Amunisi D

117113 Bahan untuk 
Pemeliharaan

D

117114 Suku Cadang D

117131 Bahan Baku D

117199 Persediaan
Lainnya

D

117911

l_________________________

Persediaan 
yang Belum 
Diregister

K

b. Jurnal Standar untuk mencatat pembelian persediaan dengan belanja dari 

alokasi APBN -  DIPA PNBP

1) Jurnal Standar saat pembelian persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

525121 Belanja Barang D 
Persediaan Barang 
Konsumsi - BLU

117911 Persediaan yang D 
Belum Diregister
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525122 Belanja Barang 
Persediaan Amunisi - 
BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

525123 Belanja Barang 
Persediaan 
Pemeliharaan - BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

525129 Belanja Barang 
Persediaan Lainnya - 
BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

115631 Piutang dari Kas BLU K 111914 Kas dan Bank 
BLU yang 
Belum 
Disahkan

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan pengeluaran untuk

pembelian persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank BLU D 
yang Belum 
Disahkan

111911 Kas dan Bank - K 
BLU

3) Jurnal Standar untuk mencatat pendefmitifan persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

117111 Barang Konsumsi D

117112 Amunisi D

117113 Bahan untuk 
Operasional

D

117114 Suku Cadang D

117199 Persediaan Lainnya D

117911 Persediaan yang K
Belum Diregister

c. Jurnal Standar untuk mencatat pembelian persediaan secara non tunai 

dengan menggunakan alokasi Dana DIPA-PNBP

1) Jurnal Standar saat pembelian persediaan
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

212112 Belanja 
Barang Yang 
Masih Harus 
Dibayar

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat pendefmitifan persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

117111 Barang Konsumsi D

117112 Amunisi D

117113
'

Bahan untuk 
Pemeliharaan

D

117114 Suku Cadang D

117199 Persediaan
Lainnya

D

117911 Persediaan 
yang Belum 
Diregister

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat pelunasan pembelian persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

525121 Belanja Barang 
Persediaan Barang 
Konsumsi - BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

525122 Belanja Barang 
Persediaan Amunisi - 
BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

525123 Belanja Barang 
Persediaan 
Pemeliharaan - BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

525129 Belanja Barang 
Persediaan Lainnya - 
BLU

D 117911 Persediaan yang 
Belum Diregister

D

115631 Piutang dari Kas BLU
K

111914 Kas dan Bank 
BLU yang Belum 
Disahkan

K
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1) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan pengeluaran pembelian 

persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank BLU 
yang Belum 
Disahkan

D

111911 Kas dan Bank - 
BLU

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi Utang kepada Pihak Ketiga 

BLU dan persediaan BLU yang belum diregister

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

212112 Belanja Barang 
Yang Masih 
Harus Dibayar

D

117911 Persediaan 
yang Belum 
Diregister

K

d. Jurnal Standar untuk mencatat hasil perhitungan akuntansi dan 

perhitungan fisik atas beban pemakaian persediaan BLU pada periode 

pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

593111 Beban Persediaan 
Konsumsi

D

117111 Konsumsi K

593113 Beban Persediaan 
Bahan untuk 
Pemeliharaan

D

117113 Bahan untuk 
Pemeliharaan

K

593114 Beban Persediaan 
Suku Cadang

D

117114 Suku Cadang K
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593149 Beban
Persediaan
Lainnya

D

117199 Persediaan
Lainnya

K

e. Jurnal Standar untuk mencatat hasil perhitungan akuntansi dan 

perhitungan fisik atas persediaan rusak atau usang BLU pada periode 

pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596121 Kerugian Persediaan 
Rusak/Usang

D

117113 Bahan Pemeliharaan K

117114 Suku Cadang K

117124 Peralatan dan Mesin 
untuk dijual atau 
diserahkan kepada 
masyarakat

K

117199 Persediaan Lainnya K

6. Jurnal Transaksi Aset Tetap BLU dan Aset Tak Berwujud BLU

a. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap dari transaksi 

belanja dari alokasi APBN -  DIPA Rupiah Murni

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Realisasi Belanja Modal DIPA Rupiah

Murni

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

5311XX Belanja Modal 
Tanah

D 131211 Tanah Belum 
Diregister

D

5321XX Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin

D 132211 Peralatan dan 
Mesin Belum 
Diregister

D

5331XX Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan

D 133211 Gedung dan 
Bangunan Belum 
Diregister

D

5341IX Belanja Modal 
Jalan, dan 
Jembatan

D 134211 Jalan dan 
Jembatan 
Belum 
Diregister

D
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53412X Belanja Modal 
Irigasi

D i
1

134212 Irigasi Belum 
Diregister

D

53413X Belanja Modal 
Jaringan

K 134213 Jaringan Belum 
Diregister

D

5361XX Belanja Modal 
Lainnya

D

i

166411 Aset Lainnya 
yang Belum 
Diregister

D

115612 Piutang dari KPPN K 313111 Ditagihkan ke 
Entitas Lain

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Alokasi APBN

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

313111 Ditagihkan ke 
Entitas Lain

D

424411 Pendapatan 
Alokasi APBN

K

3) Jurnal Standar Untuk Mencatat pendefinitifan Aset Tetap dan ATB

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

131211 Tanah
Belum
Diregister

K

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

132211 Peralatan 
dan Mesin 
Belum 
Diregister

K

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

133211 Gedung dan K 
Bangunan Belum 
Diregister

134111 Jalan dan D



Jembatan

134211 Jalan dan 
Jembatan 
Belum 
Diregister

K

134112 Irigasi D

134212 Irigasi
Belum
Diregister

K

1 134113 Jaringan D

134213 Jaringan
Belum
Diregister

K

135111 Aset Tetap Renovasi D

135121 Aset Tetap Lainnya D

166411 Aset
Lainnya
yang
Belum
Diregister

K

162111 Goodwill D

162121 Hak Cipta D

162131 Royalti D

162141 Paten D

162151 Software D

162161 Lisensi D

162171 Hasil
Kajian/Penelitian

D

162191 Aset Tak Berwujud 
Lainnya

D

166411 Aset Lainnya yang 
Belum di Register

K
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b. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap dari transaksi 

belanja dengan Sumber Dana Alokasi APBN -  DIPA PNBP 

1) Jurnal-Jurnal Standar untuk Mencatat Realisasi Belanja Modal DIPA- 

PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

537111 Belanja Modal D 
Tanah - BLU

131211 Tanah Belum 
Diregister

D

537112 Belanja Modal D 
Peralatan dan Mesin 
- BLU

132211 Peralatan dan 
Mesin Belum 
Diregister

D

537113 Belanja Modal Gedung D 
dan Bangunan - BLU

133211 Gedung dan 
Bangunan Belum 
Diregister

D

537114 Belanja Modal Jalan, D 
Irigasi dan Jaringan 
-BLU

134211 Jalan, 
Irigasi dan 
Jaringan 
Belum 
Diregister

D

537115 Belanja Modal Lainnya D 
-BLU

16641 Aset Lainnya 
yang Belum 
Diregister

D

115631 Piutang dari Kas K 
BLU

111914 Kas dan 
Bank - BLU 
yang belum 
disahkan

K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Belanja Modal DIPA PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank - 
BLU yang belum 
disahkan

D

111911

_________

Kas dan Bank - 
BLU

K

3) Jurnal Jurnal Standar untuk Mencatat Pendefinitifan Aset Tetap dan 

Aset Tak Berwujud
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

131211 Tanah Belum 
diregister

K

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

132211 Peralatan 
dan Mesin 
Belum 
diregister

K

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

133211 Gedung dan 
Bangunan 
Belum diregister

K

134111 Jalan dan 
Jembatan

D

134211 Jalan dan 
Jembatan Belum 
diregister

K

134112 Irigasi D

134212 Irigasi Belum 
diregister

K

134113 Jaringan D

134213 Jaringan Belum 
deregister

K

135111 Aset Tetap 
Renovasi

D

135121 Aset Tetap Lainnya D

166411 Aset Lainnya 
yang Belum 
diregister

K

162111 Goodwill D
162121 Hak Cipta D
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162131 Royalti D
162141 Paten D
162151 Software D
162161 Lisensi D
162171 Hasil D

Kajian/Penelitian
162191 Aset Tak Berwujud D
166411 Aset Lainnya K

yang Belum
diregister

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Transfer Masuk Aset Tetap dan Aset 

Tak Berwujud BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

134111 Jalan dan 
Jembatan

D

134112 Irigasi D

134113 Jaringan D

135111 Aset Tetap Renovasi D

135121 Aset Tetap Lainnya D

136111 Konstruksi
Dalam
Pengerjaan

D

162111 Goodwill D

162121 Hak Cipta D

162131 Royalti D

162141 Paten D

162151 Software D

162161 Lisensi D
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162171 Hasil
Kaj ian / Penelitian

D

162191 Aset Tak Berwujud 
Lainnya

D

313221 Transfer K
Masuk

c. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak 

Berwujud BLU dari Hibah Bentuk Barang

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

1341IX Jalan. Irigasi, 
dan Jaringan

D

135121 Aset Tetap Lainnya D

162151 Software D

162121 Hak Cipta D

162131 Royalti D

162141 Paten D

162191 Aset Tak Berwujud 
Lainnya

D

42423X Pendapatan 
Hibah Terikat - 
Barang /Jasa

K

42424X
i

Pendapatan 
Hibah Tidak 
Terikat - Barang 
/Jasa

K

d. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap melalui Pertukaran
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• Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni

1) Jurnal Standar untuk mencatat kas yang diterima (apabila pertukaran

melibatkan kas)

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219711 Utang Kepada KUN D 313121 Diterima dari 
Entitas Lain

D

425125 Pendapatan dari 
Tukar Menukar 
Tanah, Gedung dan 
Bangunan

K 425124 Pendapatan 
dari Tukar 
Menukar 
Tanah, 
Gedung dan 
Bangunan

K

425125 Pendapatan dari 
Tukar Menukar 
Peralatan dan 
Mesin

K 425125 Pendapatan 
dari Tukar 
Menukar 
Peralatan dan 
Mesin

K

425126 Pendapatan dari 
Tukar Menukar 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan

K 425126 Pendapatan 
dari Tukar 
Menukar 
Jalan, 
Irigasi dan 
Jaringan

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat penyetoran ke kas negara

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP D 
oleh BLU ke Kas 
Negara

313121 Diterima K 
dari 
Entitas 
Lain

3) Jurnal Standar untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari 

transaksi pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan Mesin D
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133111 Gedung dan 
Bangunan

D

134111 Jalan dan Jembatan D

134112 Irigasi D

134113 Jaringan D

135121 Aset Tetap Lainnya D

491411 Pendapatan
Pelepasan
Aset

K

4) Jurnal Standar untuk mencatat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap 

yang diterima dari transaksi pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391116 Koreksi Nilai Aset 
Tetap Non 
Revaluasi

D

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

K

137211 Akumulasi 
Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

K

137311 Akumulasi 
Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

K

137312 Akumulasi
Penyusutan
Irigasi

K

137313 Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

K

137411 Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Tetap 
Lainnya

K

Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA PNBP
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1) Jurnal Standar untuk mencatat kas yang diterima (apabila pertukaran 

melibatkan kas)

2)
-------------------------------------------- i

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang Kepada Kas ° !111914 Kas dan Bank -
BLU BLU yang belum 

disahkan

424941 Pendapatan BLU K 424941 Pendapatan
Lainnya dari BLU Lainnya
Tukar Menukar dari Tukar
Tanah BLU Menukar Tanah 

BLU

424942 Pendapatan BLU K 424942 Pendapatan
Lainnya dari BLU Lainnya
Tukar Menukar dari Tukar
Gedung dan Menukar
Bangunan BLU Gedung dan 

Bangunan BLU

424943 Pendapatan BLU K 424943 Pendapatan
Lainnya dari BLU Lainnya
Tukar Menukar dari Tukar
Peralatan dan Menukar
Mesin BLU Peralatan dan 

Mesin BLU

424944 Pendapatan BLU K 424944 Pendapatan
Lainnya dari BLU Lainnya
Tukar Menukar dari Tukar
Jalan, Irigasi Menukar Jalan,
dan Jaringan Irigasi dan
BLU Jaringan BLU

424945 Pendapatan BLU K 424945 Pendapatan
Lainnya dari BLU Lainnya
Tukar Menukar dari Tukar
Aset Tetap Menukar Aset
Lainnya BLU Tetap Lainnya 

BLU

424949 Pendapatan BLU K 424949 Pendapatan
Lainnya dari BLU Lainnya
Tukar Menukar dari Tukar
BMN Lainnya Menukar BMN
BLU Lainnya BLU
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2) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan pendapatan

BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - 
BLU

D

111914 Kas dan Bank - 
BLU yang 
belum disahkan

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari transaksi 

pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

134111 Jalan dan 
Jembatan

D

134112 Irigasi D

134113 Jaringan D

135121 Aset Tetap Lainnya D

491411 Pendapatan 
Pelepasan Aset

K

4) Jurnal Standar untuk mencatat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap 

yang diterima dari transaksi pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391116 Koreksi Nilai Aset 
Tetap Non 
Revaluasi

D

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

K
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137211 Akumulasi 
Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

K

137311 Akumulasi 
Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

K

137312 Akumulasi
Penyusutan
Irigasi

K

137313 Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

K

137411 Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Tetap 
Lainnya

K

e. Jurnal Standar Penghapusan Aset Tetap dan ATB

1) Jurnal Standar Penghentian Penggunaan Aset Tetap

a) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi Aset Tetap ke akun Aset 

Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

166112 Aset Tetap yang 
Tidak Digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintahan

D

131111 Tanah K

132111 Peralatan dan 
Mesin

K

133111 Gedung
dan
Bangunan

K

134111 Jalan dan 
Jembatan

K

134112 Irigasi K

134113 Jaringan K

135121 Aset Tetap Lainnya K
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b) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi akumulasi penyusutan 

aset tetap ke akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

D

137211 Akumulasi 
Penyusutan Gedung 
dan Bangunan

D

137311 Akumulasi 
Penyusutan Jalan 
dan Jembatan

D

137312 Akumulasi 
Penyusutan Irigasi

D

137313 Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

D

137411 Akumulasi 
Penyusutan Aset 
Tetap Lainnya

D

169122 Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Tetap yang 
tidak digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintah

K

2) Jurnal Standar Penghentian Penggunaan Aset Tak Berwujud

a) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke 

akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi 

Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

166213 Aset Tak Berwujud 
yang Tidak 
Digunakan dalam 
Operasional 
Pemerintahan

D

162111 Goodwill K
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162121 Hak Cipta K

162131 Royalti K

162141 Paten K

162151 Software K

162161 Lisensi K

162171 Hasil
Kajian / Penelitian

K

162191 Aset Tak
Berwujud
Lainnya

K

b) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud ke akun Akumulasi Penyusutan Aset Tak 

Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

169311 Akumulasi 
Amortisasi Aset Tak 
Berwujud

D

169312 Akumulasi 
Amortisasi Hak 
Cipta

D

169313 Akumulasi 
Amortisasi Royalti

D

169314 Akumulasi 
Amortisasi Paten

D

169315 Akumulasi 
Amortisasi Software

D

169316 Akumulasi 
Amortisasi Lisensi

D

169317 Akumulasi 
Amortisasi Aset Tak 
Berwujud Lainnya

D

169318 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 
yang tidak 
digunakan dalam 
Operasional 
Pemerintahan

K
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f. Jurnal Standar Penjualan Aset Tetap/ATB

1) Jurnal Standar untuk mencatat pendapatan dari penjualan Aset 

Tetap/ATB dari Sumber Dana DI PA Rupiah Murni

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219711 Utang Kepada 
KUN

D 313121 Diterima dari 
Entitas Lain

D

425121 Pendapatan dari 
Penjualan 
Tanah, Gedung 
dan Bangunan

K 425121 Pendapatan dari 
Penjualan 
Tanah, Gedung 
dan Bangunan

K

425122 Pendapatan dari 
Penjualan 
Peralatan dan 
Mesin

K 425122
■

Pendapatan dari 
Penjualan 
Peralatan dan 
Mesin

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat penyetoran kas ke Kas Negara dari 

penjualan Aset Tetap / ATB dari sumber dana DIPA Rupiah Murni

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP 
oleh BLU ke Kas 
Negara

D

313121 Diterima 
dari Entitas 
Lain

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan Aset 

Tetap/ATB dari sumber dana DIPA-PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang Kepada kas 
BLU

D 111914 Kas dan Bank - 
BLU yang belum 
disahkan

D

424931 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan Tanah 
BLU

K 424931 Pendapatan 
BLU Lainnya 
dari Penjualan 
Tanah BLU

K

424932 Pendapatan BLU 
Lainnya dari 
Penjualan 
Gedung dan 
Bangunan BLU

K 424932 Pendapatan 
BLU Lainnya 
dari Penjualan 
Gedung dan 
Bangunan BLU

K
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424933 Pendapatan BLU K 424933 Pendapatan K
Lainnya dari BLU Lainnya
Penjualan dari
Peralatan dan Penjualan
Mesin BLU Peralatan dan

Mesin BLU

424934 Pendapatan BLU K 424934 Pendapatan K
Lainnya dari BLU Lainnya
Penjualan Aset dari
Tetap Lainnya BLU Penjualan

Aset Tetap
Lainnya BLU

424939 Pendapatan BLU K 424939 Pendapatan BLU K
Lainnya dari Lainnya dari
Penjualan BMN Penjualan BMN
Lainnya BLU Lainnya BLU

4) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan kas dari 

penjualan Aset Tetap/ATB dari sumber dana DIPA-PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - 
BLU

D

111914 Kas dan Bank - 
BLU yang 
belum disahkan

K

5) Jurnal Standar untuk mencatat penghapusan Aset Tetap/ATB dan 

akumulasi penyusutan/amortisasinya atas transaksi penjualan Aset 

Tetap/ATB

a. Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai perolehan Aset Tetap/

Aset Tak Berwujud

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596111 Kerugian 
Pelepasan Aset

D

131111 Tanah K

132111 Peralatan 
dan Mesin

K

133111 Gedung dan 
Bangunan

K
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134111 Jalan dan 
Jembatan

K

134112 Irigasi K

134113 Jaringan K

162111 Goodwill K

162121 Hak Cipta K

162131 Royalti K

162141 Paten K

162151 Software K

162161 Lisensi K

162171 Hasil
Kaj ian / Penelitian

K

162191 Aset Tak
Berwujud
Lainnya

K

b. Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai akumulasi penyusutan 

Aset Tetap dan amortisasi ATB

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

137111 Akumulasi D
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

137211 Akumulasi D
Penyusutan Gedung 
dan Bangunan

137311 Akumulasi D
Penyusutan Jalan
dan Jembatan

137312 Akumulasi D
Penyusutan Irigasi

137313 Akumulasi D
Penyusutan 
Jaringan

169311 Akumulasi D
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud



- 2 9 9 -

169312 Akumulasi 
Amortisasi Hak 
Cipta

D

169313 Akumulasi 
Amortisasi Royalti

D

169314 Akumulasi 
Amortisasi Paten

D

169315 Akumulasi
Amortisasi
Software

D

169316 Akumulasi 
Amortisasi Lisensi

D

169317 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 
Lainnya

D

596111 Kerugian 
Pelepasan Aset

K

g. Jurnal Standar Pertukaran/Hibah Keluar Aset Tetap/ATB 

1) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai buku Aset Tetap/ATB

pertukaran /hibah keluar

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596111 Kerugian 
Pelepasan Aset

D

131111 Tanah K

132111 Peralatan dan 
Mesin

K

133111 Gedung dan 
Bangunan

K

134111 Jalan dan 
Jembatan

K

134112 Irigasi K

134113 Jaringan K

162111 Goodwill K

162121 Hak Cipta K

162131 Royalti K
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162141 Paten K

162151 Software K

162161 Lisensi K

162171 Hasil Kajian/ 
Penelitian

K

162191 Aset Tak
Berwujud
Lainnya

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai akumulasi penyusutan 

Aset Tetap dan amortisasi ATB atas pertukaran/hibah keluar

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

D

137211 Akumulasi 
Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

- D

137311 Akumulasi 
Penyusutan Jalan 
dan Jembatan

D

137312 Akumulasi 
Penyusutan Irigasi

D

137313 Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

D

169311 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud

D

169312 Akumulasi 
Amortisasi Hak 
Cipta

D

169313 Akumulasi 
Amortisasi Royalti

D

169314 Akumulasi 
Amortisasi Paten

D

169315 Akumulasi
Amortisasi
Software

D
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169316 Akumulasi 
Amortisasi Lisensi

D

169317 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 
Lainnya

D

596111 Kerugian 
Pelepasan Aset

K

h. Jurnal Standar untuk mencatat koreksi Nilai Aset Tetap dan ATB

1) Jurnal Standar untuk mencatat Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan 

ATB karena adanya inventarisasi dan penilaian

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

134111 Jalan dan 
Jembatan

D

134112 Irigasi D

134113 Jaringan D

162111 Goodwill D

162121 Hak Cipta D

162131 Royalti D

162141 Paten D

162151 Software D

162161 Lisensi D

162171 Hasil
Kaj ian / Penelitian

D

162191 Aset Tak 
Berwujud Lainnya

D

391114 Revaluasi Aset 
Tetap dan ATB

K
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2) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi akumulasi penyusutan dan 

amortisasi karena koreksi tambah nilai Aset Tetap dan ATB karena 

adanya inventarisasi dan penilaian terhadap akumulasi penyusutan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391114 Revaluasi Aset 
Tetap dan ATB

D

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

K

137211 Akumulasi 
Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

K

137311 Akumulasi 
Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

K

137312 Akumulasi
Penyusutan
Irigasi K

137313 Akumulasi 
Penyu sutan 
Jaringan

K

169311 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud

K

169312 Akumulasi 
Amortisasi Hak 
Cipta

K

169313 Akumulasi
Amortisasi
Royalti

K

169314 Akumulasi K
Amortisasi Paten

169315 Akumulasi
Amortisasi
Software

K
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169316 Akumulasi
Amortisasi
Lisensi

K

169317 Akumulasi K 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 
lainnya

3) Jurnal Standar untuk mencatat Koreksi Tambah Nilai Aset 

Tetap dan ATB BLU karena adanya koreksi aset non revaluasi

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan 
Mesin

D

133111 Gedung dan 
Bangunan

D

134111 Jalan dan 
Jembatan

D

134112 Irigasi D

134113 Jaringan D

391116 Koreksi Nilai 
Aset Tetap 
Non
Revaluasi

K

162111 Goodwill D

162121 Hak Cipta D

162131 Royalti D

162141 Paten D

162151 Software D

162161 Lisensi D

162171 Hasil Kajian 
Penelitian

D
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"
162191 Aset Tak D 

Berwujud 
Lainnya

391118 Koreksi Nilai K 
Aset Lainnya 
Non Revaluasi

4) Jurnal Standar untuk mencatat akumulasi dan amortisasi 

akibat adanya koreksi aset non revaluasi terhadap 

akumulasi/ amortisasi penyusutannya

—
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391116 Koreksi Nilai 
Aset Tetap Non 
Revaluasi

D

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan 
dan Mesin

K

137211 Akumulasi 
Penyu sutan 
Gedung 
dan
Bangunan

K

137311 Akumulasi 
Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

K

137312 Akumulasi
Penyusutan
Irigasi

K

137313 Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

K

391118 Koreksi Nilai 
Aset Lainnya 
Non Revaluasi

D

169311 Akumulasi 
Amortisasi 
Aset Tak 
Berwujud

K
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169312 Akumulasi 
Amortisasi 
Hak Cipta

K

169313 Akumulasi
Amortisasi
Royalti

K

169314 Akumulasi
Amortisasi
Paten

K

169315 Akumulasi
Amortisasi
Software

K

169316 Akumulasi
Amortisasi
Lisensi

K

169317 Akumulasi 
Amortisasi 
Aset Tak 
Berwujud 
Lainnya

K

Jurnal standar untuk mencatat Penyesuaian Beban Penyusutan Aset 

Tetap/Amortisasi ATB

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

591111 Beban 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

D

137111 Akumulasi 
Penyusutan 
Peralatan dan 
Mesin

K

591211 Beban Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

D

137211 Akumulasi 
Penyusutan 
Gedung dan 
Bangunan

K
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—

1

591311 Beban Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

D

137311 Akumulasi 
Penyusutan 
Jalan dan 
Jembatan

K

591312 Beban Penyusutan 
Irigasi

D

137312 Akumulasi 
Penyu sutan 
Irigasi

K

591313 Beban Penyusutan 
Jaringan

D

137313 Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

K

591411 Beban Penyusutan 
Aset Tetap Lainnya

D

137411 Akumulasi 
Penyu sutan Aset 
Tetap Lainnya

K

592221 Beban Penyusutan 
Aset Lain-lain

D

169121 Akumulasi 
Penyusutan Aset 
Lain-lain

K

592222 Beban Penyusutan 
Aset Tetap yang 
tidak Digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintah

D

169122 Akumulasi 
Penyusutan Aset 
Tetap yang tidak 
Digunakan 
dalam Operasi 
Pemerintah

K
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592111 Beban Amortisasi 
Goodwill

D

169311 Akumulasi 
Amortisasi Aset 
Tak Berwujud

K

592112 Beban Amortisasi 
Hak Cipta

D

169312 Akumulasi 
Amortisasi Hak 
Cipta

K

592113 Beban Amortisasi 
Royalti

D

169313 Akumulasi
Amortisasi
Royalti

K

592114 Beban Amortisasi 
Paten

D

169314 Akumulasi 
Amortisasi Paten

K

592115 Beban Amortisasi 
Software

D

169315 Akumulasi
Amortisasi
Software

K

592116 Beban Amortisasi 
Lisensi

D

169316 Akumulasi
Amortisasi
Lisensi

K

592117 Beban Amortisasi 
Aset Tak Berwujud 
Lainnya

D
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169317 Akumulasi K
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Lainnya

7 . «Jurnal Standar Transaksi Kewajiban BLU

a. Jurnal Standar Untuk Mencatat Penerimaan Kas Dari Utang 

BLU

1) Jurnal Standar mencatat penerimaan kas dari Utang Usaha 

BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111826 Kas Lainnya di BLU D
■ ,
212122 Utang Usaha K

2) Jurnal Standar untuk mencatat Reklasifikasi Pinjaman Uang 

Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Pinjaman Uang 

Jangka Panjang

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

221121 Utang Perbankan D 
Jangka Panjang BLU

221929 Utang Jangka D 
Panjang Dalam Negeri 
Lainnya BLU

212122 Utang K 
Usaha

b. Jurnal Untuk Mencatat Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

1) Jurnal Standar untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga 

BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Utang secara 

Non Tunai alokasi dana DIPA PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

525111 Beban Gaji dan D 
Tunjangan

525112 Beban Barang D

525113 Beban Jasa D
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525114 Beban Pemeliharaan D

5251]5 Beban Perjalanan D
525119 Beban Penyediaan 

Barang dan Jasa BLU 
Lainnya

D

117911 Persediaan yang Belum 
Diregister

D

131211 Tanah Belum Diregister D

132211 Peralatan dan Mesin 
Belum Diregister

D

133211 Gedung dan Bangunan 
Belum Diregister

D

134211 Jalan dan Jembatan 
Belum Diregister

D

134212 Irigasi Belum Diregister D

134213 Jaringan Belum 
Diregister

D

136111 Konstruksi Dalam 
Pengerjaan

D

166411 Aset Lainnya yang 
Belum Diregister

D

212121 Utang Kepada 
Pihak Ketiga BLU

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga 

BLU atas diterimanya Dana Titipan Pihak Ketiga

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111826 Kas Lainnya di BLU D

212193 Dana Pihak Ketiga K 
BLU

c. Jurnal Standar Untuk Mencatat Utang Pajak Bendahara 

Pengeluaran Yang Belum Disetor

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111826 Kas Lainnya di BLU D

219961 Utang Pajak K 
Bendahara
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pengeluaran yang 
Belum Disetor

d. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pengakuan Utang Jangka 

Panjang BLU

1) Jurnal Standar untuk mencatat penerimaan kas dari Utang

Jangka Panjang BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang Kepada 
kas BLU

711711

711719

D 111914 Kas dan Bank- 
BLU yang belum 
disahkan

D

Penerimaan K 221121 Utang Perbankan
Pembiayaan Jangka Panjang
Utang BLU
Perbankan
Jangka

..... .. . . . .

Panjang BLU
. . .

Penerimaan K 221929 Utang Jangka
Pembiayaan Panjang
Utang Jangka Dalam Negeri
Panjang Dalam Lainnya BLU
Negeri Lainnya
BLU

K

K

2) Jurnal Standar untuk mencatat Pengesahan Utang Jangka 

Panjang BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - BLU D

111914 Kas dan Bank - 
BLU yang belum 
disahkan

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat penyelesaian /pelunasan 

Utang Jangka Panjang BLU secara kas

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

721611 Pengeluaran D 
Pembiayaan 
Pelunasan Utang

221121 Utang Perbankan D 
Jangka Panjang 
BLU
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Perbankan 
Jangka Panjang 
BLU

“1

721619 Pengeluaran D 221929 Utang Jangka D
Pembiayaan Panjang Dalam
Pelunasan Utang 
Jangka Panjang 
Dalam Negeri 
Lainnya BLU

Negeri Lainnya BLU

115631 Piutang dari K 111914 Kas dan Bank - K
Kas BLU BLU yang belum 

disahkan
4) Jurnal Standar untuk mencatat pengeluaran kas untuk 

Penyelesaian/Pelunasan Utang Jangka Panjang BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank - 
BLU yang belum 
disahkan

D

111911 Kas dan Bank - 
BLU

K

5) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi bagian lancar 

Utang Jangka Panjang

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

221121 Utang Perbankan 
Jangka Panjang 
BLU

D

221929 Utang Jangka 
Panjang Dalam 
Negeri Lainnya 
BLU

D

212122 Utang Usaha K
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BAB III

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN ASET TETAP

Sistem akuntansi persediaan, aset tetap dan aset tak berwujud 

merupakan prinsip dasar, konvensi, aturan dan praktik-praktik 

tertentu yang dipakai dalam menyusun dan menyajikan laporan 

tentang persediaan aset tetap dan aset tak berwujud untuk 

keperluan manajemen. Sistem ini menyajikan informasi tentang 

kebijakan dan prosedur persediaan, aset tetap, dan aset tak 

berwujud serta pengelolaan aset tetap.

Saat ini ATKP Medan masih menggunakan sistem yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu Sistem Informasi 

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 

untuk menghasilkan laporan persediaan aset tetap dan aset tak 

berwujud.

A. Prosedur Persediaan dan Aset Tetap

1. Prosedur Persediaan

a. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Persediaan

1) Dokumen sumber yang digunakan dalam penatausahaan 

persediaan terdiri dari:

a) Laporan Penerimaan Barang (LPB)

Merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk

mencatat semua transaksi pembelian persediaan yang 

diterima oleh petugas gudang. Terdiri dari 3 rangkap, dengan 

rincian :

(1) Lembar 1 untuk arsip gudang;

(2) Lembar 2 untuk petugas akuntansi / SIMAK- 

BMN;

(3) Lembar 3 untuk Bendahara Pengeluaran.

b) Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)

Merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk
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mencatat semua transaksi pengeluaran persediaan dari

gudang. Terdiri dari 3 rangkap, dengan rincian :

(1) Lembar 1 untuk arsip gudang;

(2) Lembar 2 untuk petugas akuntansi / SIMAK- 

BMN;

(3) Lembar 3 untuk Bagian Pengadaan.

2) Penanggung Jawab

a) Petugas Gudang, bertanggung jawab terhadap:

(1) Penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dari 

gudang;

(2) Menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan 

Peraturan yang berlaku tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi BMN Negara dimulai dengan kode golongan, 

kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, dan 

kode sub-sub kelompok;

(3) Menyampaikan LPB dan SPPB lembar 2 yang sudah

diisi lengkap dan diketahui KPA kepada Petugas 

Akuntansi dan SIMAK BMN sebagai dasar

pencatatan/perekaman dalam aplikasi persediaan;

(4) Menyampaikan LPB Lembar 3 kepada Bendahara 

Pengeluaran sebagai dasar pembayaran;

(5) Menyampaikan SPPB Lembar 3 kepada bagian 

pengadaan sebagai dasar pengadaan barang;

(6) Membuat Kartu Persediaan sebagai dasar identifikasi 

masing-masing jenis persediaan;

(7) Meminta persetujuan kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) sebagai dasar penerimaan dan 

pengeluaran barang dari gudang;

(8) Melakukan rekonsiliasi dengan Petugas Akuntansi dan 

SIMAK BMN setiap bulan.

b) Petugas Persediaaan, bertanggung jawab terhadap:

(1) Mencatat/merekam transaksi masuk dan keluar

persediaan dalam aplikasi persediaan berdasarkan
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LPB dan SPPB Lembar 2 yang diberikan petugas 

gudang;

(2) Mencetak buku persediaan;

(3) Melakukan rekonsiliasi dengan petugas gudang dan 

membuat Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan;

(4) Melakukan pengiriman data persediaan ke aplikasi 

SIMAK-BMN;

(5) Mencetak Laporan persediaan setiap semester dan 

tahunan;

c) Bagian Pengadaan:

(1) Melakukan pengadaan barang persediaan berdasarkan 

posisi SPPB Lembar 3 yang diberikan petugas barang;

(2) Menyampaikan hasil pengadaan barang kepada 

petugas gudang untuk dicatat dalam LPB dan 

disimpan digudang.

d) Bendahara Pengeluaran:

Melakukan pembayaran berdasarkan LPB lembar 3 yang

diserahkan petugas gudang.

e) Kuasa Pengguna Anggaran:

(1) Memberikan persetujuan terhadap penerimaan dan 

pengeluaran barang dalam LPB dan SPPB setelah 

dilakukan pengecekan petugas gudang;

(2) Bertanggung jawab terhadap laporan persediaan 

triwulan, semester atau tahunan;

(3) Melakukan atau menunjuk Pejabat untuk melakukan 

stock opname.

3) Teknis Pelaksanaan
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DIAGRAM ALUR PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

PETUGAS GUDANG PETUGAS AKUNTANSI PERSEDIAAN

a) Petugas gudang menerima barang dari rekanan berdasarkan 

pengadaan;

b) Petugas gudang melakukan pengecekan terhadap barang 

yang diterima dari segi jenis, spesifikasi, jumlah dan kondisi 

berdasarkan invoice',

c) Apabila berdasarkan pengecekan barang tidak sesuai, 

barang akan di kembalikan kepada rekanan;

d) Apabila berdasarkan pengecekan barang sesuai, petugas
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gudang membuat Berita Acara Serah Terima Barang 

dilampiri LPB rangkap 3 yang telah disetujui KPA atau 

Pejabat yang mewakili;

LPB terdiri dari 3 rangkap dengan rincian:

(1) Lembar 1 digunakan petugas gudang untuk dicatat dalam 

Kartu Persediaan dan diarsipkan;

(2) Lembar 2 diberikan kepada petugas akuntansi sebagai 

dasar perekaman pada aplikasi persediaan;

(3) Lembar 3 diberikan kepada Bendahara Pengeluaran 

sebagai dasar pembayaran tagihan rekanan.

L A P O R A N  P E N E R I M A A N  B A R A N G  ( L P B >

K«i®t«isr. L«ab*g» Ker.«t«ic Peteitagar. NO LPB

Unit Elion 1 BPSDM PtdMfeunfK NantPA-gar.

Kmiet Sitke ATKP Mala:: T y p tA laaa: . 'i P «;«b in p n X o S 5  T n jj i i  K «dE ir.j
No txivoiMNO K O D I BARANG VRA1AN BARANG QT\ vVnwN ' M LUiKVPLUf) UTIJIANGANi

i

i i :

DEUX? OLEK----- DIPERIKSA OLEH----- " OLEH

BAGIAN GUDANG) IKASUB AG KABAG TU) .KEPALA ATKP KPA)

*) CORET SALAK SATV

LEMBAR i = BACAAN OUDANO UNTUK ARS3> LEMBAR 2 = BAHAN P E.'. BUKUANOPEPATOR) 

LEMEAR 3 = BENDAHARA PENGELUARAN

e) Barang yang telah sesuai disimpan digudang;

f) Apabila ada permintaan barang dari unit kerja lain, petugas 

gudang mengeluarkan barang dimaksud;

g) Petugas gudang mencatat pengeluaran barang pada SPPB 

rangkap 3 yang telah disetujui KPA atau Pejabat yang 

mewakili;
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SPPB terdiri dari 3 rangkap, dengan rincian :

(1) Lembar 1 digunakan petugas gudang untuk dicatat dalam 

Kartu Persediaan dan diarsipkan;

(2) Lembar 2 diberikan kepada petugas akuntansi sebagai 

dasar perekaman pada aplikasi persediaan;

(3) Lembar 3 diberikan kepada bagian pengadaan.

SIR A T  PERINTAH PENGELUARAN BAKUNG ( S PPB)Kim tcittuc. Laeabtfa Pttfe&bsnffta N'O SPPBUri! Em 1c8 1 B PSDM PfirfcMtur.gai: UNIT PEMINTAKjc :oi Sttk«r ATKP M%din t y p eA lm u JL P«Msbca;sr >*o S 5 TGL SPPB
NO K O D r M R t t D U A S LTLAIAN PERSEDIAAN W NA R  A N N IL A I (R U P IA H ) H T H U N O A N

1

i

A
d it DIEUA. OLEH DIPERIKSA OLEK “ E lI T n C fC C B l—

(BAGIAN GUDANG) (KASUBAG KABAG TU) KEPALA ATKP KP A)
♦ ) CORET SALAH SATU'LEMBAR 1 ■  BAG1ANOUDANOUNTUK ARSIP LEM BAR’  -  BAGIAN'PEMBUKUAN OPERATOR) LEMBAR 3 = BAGIAN PENGADAAN

h) Berdasarkan LPB dan SPPN, petugas gudang mencatat 

dalam

kartu persediaan;

| NAMA SATKER 

KODE SATKER 

UNIT ESELON 1 

N ALIA PERSE DI AAN 

KODE PERS EDI AAN

KARTU PERSEDIAAN 

ATKP MEDAN 

« l l f »

BPSDMP
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i) Petugas gudang merekap kartu persediaan dalam buku 

gudang;

j) Petugas akuntansi merekam masuk dan keluar barang 

persediaan dalam aplikasi persediaan berdasarkan LPB dan 

SPPB lembar2;

k) Petugas Akuntansi mencetak Buku Persediaan setiap bulan 

untuk di rekonsiliasi dengan buku gudang dan membuat 

Berita Acara Rekonsiliasi;

l) Hasil Rekonsiliasi dicocokkan dengan pencatatan bendahara 

pengeluaran terkait pembelian barang persediaan dan 

pencatatan bagian pengadaan;

m) Setiap 6 bulan sekali, KPA atau pejabat yang ditunjuk 

melakukan stock opname persediaan dan membuat Berita 

Acara Stock Opname;

n) Menyesuaikan hasil stock opname berdasarkan Berita Acara 

Stock opname kedalam aplikasipersediaan;

o) Petugas Akuntansi mencetak Laporan Persediaan. Buku 

Persediaan dan Laporan Rincian Persediaan setiap semester 

dan tahunan;

p) Petugas Akuntansi mengirim data persediaan ke SIMAK- 

BMN.

b. Prosedur Stock Opname Persediaan

1) Objek Stock Opname

Objek stock opname meliputi semua jenis persediaan yang dimiliki 

oleh Satker/UPT baik yang ada di dalam gudang penyimpanan 

maupun di luar gudang penyimpanan.

2) Proses Awal Stock Opname

a) Dilakukan survey pendahuluan ke lokasi untuk melihat 

kondisi penataan barang digudang, serta prosedur & proses 

penerimaan dan pengeluaran barang.

b) Memperkirakan setiap tahap perhitungan dan

merencanakan pelaksanaan opname yang dijalankan.



- 319 -

c) Pemetaan layout setiap gudang untuk penentuan area-area.

d) Penentuan jadwal pelaksanaan stock opname dan 

penyusunan team serta berkoordinasi dengan bagian 

lainnya.

3) Persiapan

a) Membuat daftar petugas stock opname yang meliputi petugas 

yang ditunjuk, pemandu gudang, petugas cross check dan 

koordinator pelaksana.

b) Melakukan meeting koordinasi dengan semua pihak terkait 

untuk menjelaskan prosedur cut-off, penataan barang oleh 

pihak gudang selambatnya tiga hari kerja sebelum 

pelaksanaan stock opname.

c) Mengusulkan rencana stock opname secara tertulis dan 

lengkap kepada Kepala Kantor/UPT selambatnya 2 minggu 

atau 12 hari kerja sebelum pelaksanaan stockopname.

d) Koordinator harus memastikan bahwa kepala gudang telah

mempersiapkan susunan dan letak barang untuk

memperlancar stockopname.

e) Dokumen pendukung opname harus sudah dipersiapkan 

sebelum opname dimulai.

4) Prosedur Cut-Off / Pisah Batas

a) Koordinator SO harus memastikan bahwa:

(1) Seluruh SPPB (pengambilan barang) yang sudah 

keluardari gudang sampai dengan Cut-Off Date, sudah 

dicatat/diinput dalam aplikasi persediaan;

(2) Seluruh SPPB (pengambilan barang) yang belum

keluar sampai dengan Cut-Off Date tidak

dicatat/diinput dalam aplikasi persediaan;

(3) Seluruh LPB yang barangnya sudah diterima sampai 

dengan Cut-Off Date sudah dicatat/ diinput dalam 

aplikasi persediaan;

(4) Seluruh LPB yang barangnya belum diterima sampai 

dengan Cut-Off Date tidak dicatat/diinput dalam
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aplikasi persediaan.

b) Setelah semua diatas dapat dipastikan, cetak seluruh data 

dan saldo stock pada per Cut-Off Date.

5) Saat Stock Opname

a) Petugas koordinator opname hadir lebih awal di lokasi 

opname guna mengatur dan meninjau, petugas opname 

harus sudah siap pukul 08.00 sampai istirahat (dengan 

ketentuan perhitungan stockitem barang sudah selesai serta 

cocok dan koordinator berhak untuk menghentikan pada 

jam istirahat, setelah istirahat dilanjutkan opname sampai 

dengan pukul 15.00;

b) Petugas opname selama pelaksanaan opname tidak 

diperkenankan meninggalkan lokasi tanpa seijin koordinator 

opname.

6) Teknis Penghitungan

a) Perhitungan dilakukan sekali oleh 1 team yang berada pada 

area yang telah ditentukan koordinator opname berdasarkan 

layout gudang (1 team terdiri: 1 orang pencatat dan 1 orang 

penghitung);

b) Item barang yang kondisi sudah terbuka packing-nya 

(eceran) dihitung secara detail dan penuh, sedangkan yang 

masih tersegel (atau set) dilakukan sampling dalam 1 

packing (per set) untuk dihitung penuh.

7) Barang Yang Keluar Dan Datang Saat Stock Opname

a) Selama pelaksanaan SO tidak diperkenankan pengambilan 

pada malam hari, untuk pemakaian pada malam hari harus 

sudah dipersiapkan pada siang hari maksimum pukul 14.00 

dan memastikan bahwa pengambilan barang untuk 

keperluan produksi pada hari SO harus sudah dihitung 

terlebih dahulu (Bon Barang) dan hasil hitungannya cocok. 

Pengambilan barang boleh dilakukan setelah mendapat ijin 

kepala gudang dan petugas cross-check;

b) Memastikan barang yang masuk pada hari SO tidak boleh 

dihitung dan ditempatkan terpisah dari objek penghitungan.
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8) Hasil Stock Opname

a) Dibuatkan laporan hasil stock opname oleh team;

b) Hasil opname yang berupa angka-angka hasil perhitungan 

fisik akan dibandingkan dengan saldo cut-off, perbedaan 

yang timbul akan disampaikan dan diputuskan oleh Kepala 

Kantor/UPT untuk dicatat sebagai penyesuaian.

c) Format Berita Acara Stock Opname fisik.

Berita A cara Stock O pnam e Persediaan
Nomor: ..............................................

Pada hari ini .........tanggal .............. ja m ........................ telah dilaksanakan stock
opname persediaan pada Kantor/Satker............................ dengan hasil sebagai
berikut:
No Jenis Barang Buku Persediaan 

(Jumlah)
Stock

Opname
(Jumlah)

Selisih
(Jumlah)

1
2.
3.
dst

Tidak tendapat/terdapat selisih perhitungan dan pencatatan antara buku 
persediaan dan pemeriksaan fisik (stock opname).
Terdapat selisih karena ............................................................
Hasil Stock Opname harus disesuaikan/direkam dalam aplikasi persediaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Opname Fisik Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
1.

<....................................................... ) ( .....................................................  )

2 .

( )
3.

)(
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c. Prosedur Penerimaan Persediaan Melalui Hibah
T ra n s a k s i

1. M e n e r im a  A se t  T e ta p /  A se t

L a in n y a  y a n g  d is e r ta i d en ga n  

B A S T  / d o k u m e n  la in n y a  y a n g  

d ip e rs a m a k a n  d o k u m e n

p e n e r im a a n  b a ra n g  p e rs ed ia a n  

d a r i d o n o r/ p e m b e r i h ib a h

2. M e la k u k a n  v e r if ik a s i a ta s

k u a n tita s  fis ik  b a ra n g

p e rs e d ia a n  d ib a n d in g k a n

d e n g a n  B A S T  a ta u  d o k u m en  

la in  y a n g  d ip e rsa m a k a n . J ik a  

t id a k  s e su a i d ik em b a lik a n  

k e p a d a  p e tu g a s  a s e t/ p e m b e r i 

h ib a h , d a n  b ila  se su a i 

s e la n ju tn y a  d ire k a m  p a d a

a p lik a s i P e rs ed ia a n

3. M e rek a m  tra n s a k s i h ib ah

m a s u k  b a ra n g  p e rs e d ia a n  p a d a  

m en u  T ra n s a k s i > P e ro leh a n

B M N  > H ib a h  M asu k . D en ga n  

m e m p e rh a t ik a n :

• M e n g g u n a k a n  n o m o r

d o k u m e n  p en e r im a a n  

h ib a h  (B A S T ) b e ru p a  A se t 

T e ta p / A s e t  L a in n y a  d a r i 

d o n o r  seb a ga i n o m o r  

d o k u m e n

• M e n g g u n a k a n  ta n gga l

d o k u m e n  p e n e r im a a n  

h ib a h  b e ru p a  A se t 

T e ta p / A s e t  L a in n y a  d a r i 

d o n o r  s eb a ga i ta n gga l

d o k u m e n  d a n  ta n g g a l

b u k u

• M e n ca ta t  n ila i b a ra n g  

p e rs ed ia a n  d a r i h ib ah  

m a s u k  s e su a i d o k u m e n  

p e n e r im a a n  h ib a h  b e ru p a  

A s e t  T e ta p / A s e t  L a in n y a  d a r i 

d o n o r

T ra n sa k s i

K a su b b a g  

K e p e ga w a ia n  

d a n  U m u m

PPK

P e tu ga s
S IM A K -B M N

D okum en
D o k u m en  p e n e r im a a n  

h ib a h  b e ru p a  b a ra n g  

p e rs ed ia a n  d a r i d o n o r  

a n ta ra  la in :

- N a sk a h  P e r ja n jia n  

H ib ah

- R e g is te r  H ib a h  d a r i 

D J P P R

- B A S T  B a ra n g  

P e rs ed ia a n  da ri 

H ib ah

- P e rs e tu ju a n  

S P 3 H L -B J S  da ri 

D J P P R

- P e rs e tu ju a n  M P H L - 

B J S  d a r i K P P N

4. M e n ce ta k  R e g is te r

H a r ia n  p a d a  m en u  H ib a h  M asu k

R e g is te r  T ra n s a k s i 

H a r ia n  (R TH ) a ta s
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N o T ra n s a k s i P i c D o k u m en

tra n s a k s i H ib a h  

M a su k

5. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 1. R e g is te r  T ra n sa k s i

T r a n s a k s i H a r ia n  d en gan H a r ia n  (R TH )

d o k u m e n  p e n e r im a a n  h ibah 2. D o k u m en  p e n e r im a a n

b e ru p a  A s e t  T e ta p / A s e t  L a in n y a h ib a h  b e ru p a  b a ra n g

d a r i d o n o r p e rs ed ia a n  d a r i d o n o r

2. Prosedur Aset Tetap

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Aset Tetap Melalui Pembelian
No T ran saks i PIC D okum en

1. M e n e r im a  b a ra n g  a s e t  te ta p / a s e t  K w ita n s i p em b e lia n ,

la in n y a  y a n g  d is e r ta i d en ga n  B A S T , S P M / S P 2 D

k w ita n s i/ B A S T / d o k u m en  la in n ya

y a n g  d ip e rsa m a k a n

2. M e la k u k a n  v e r if ik a s i a ta s

k u a n tita s  fis ik  a s e t  te ta p / a s e t  

la in n y a  d ib a n d in g k a n  d en ga n

k w ita n s i. J ik a  t id a k  s e su a i

d ik e m b a lik a n  k e p a d a  p e tu g a s

p en g a d a a n , d a n  b ila  sesu a i

s e la n ju tn y a  d ire k a m  p a d a  a p lik a s i 

S IM A K -B M N

3. M e rek a m  tra n s a k s i p em b e lia n  

a s s e t  te ta p / a s e t  la in n y a  p a d a  

m en u  T ra n s a k s i > P e ro leh a n  

B M N  > P em b e lia n , d en gan  

m e m p e rh a t ik a n  h a l-h a l s eb a ga i 

b e r ik u t:

• M e n g g u n a k a n  n o m o r  k w itan s i/

B A S T  s e b a g a i n o m o r  d o k u m en

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l k w itan s i/

B A S T  seb a g a i ta n g g a l d o k u m en

• M e n g g u n a k a n  ta n gga l S P M / S P 2  

D s e b a g a i ta n g g a l bu ku

• M e n ca ta t  d a ta  d e ta il S P M / S P 2 D  

d a la m  ra n g k a  p en g a d a a n  b a ra n g  

te rs e b u t

• M e n ca ta t  n ila i b a ra n g  a se t 

te ta p / a s e t  la in n y a  s e su a i h a rga  

b ru to  (te rm a s u k  pa jak ) p a d a
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N o T ra n s a k s i P IC D o k u m en

k o lo m  n ila i a s e t  p e r  item

4. M e n ce ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n  

p a d a  m en u  P e m b e lia n

R e g is te r  T ra n sa k s i 

H a ria n  (R TH ) a ta s  

tra n s a k s i P em b e lia n

5. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 

T ra n s a k s i H a r ia n  d e n g a n  d o k u m en  

d a fta r  k w ita n s i/ B A S T  u n tu k  

m e m a s t ik a n  k e b e n a ra n  p e rek a m a n  

da ta .

2. R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n  

(R TH )

3. D a fta r  K w ita n s i/ B A S T

Prosedur Akuntansi Penerimaan Aset 

Masuk

Tetap Melalui Transfer

N o T ra n sa k s i PIC D ok u m en

1. M e n e r im a  b a ra n g  A s e t  T e ta p / A s e t  

L a in n y a  y a n g  d is e r ta i d en gan  

B A S T / d o k u m e n  la in n y a  y a n g

D o k u m en  p e n e r im a a n  A se t  

T e ta p / A s e t  L a in n ya  d a r i s a tk e r  

la in

d ip e rs a m a k a n  d o k u m e n  p e n e r im a  

a n  A s e t  T e ta p / A s e t  L a in n y a  d a r i 

s a tk e r  la in  d a la m  P e m er in ta h  

P u sa t

2. M e la k u k a n  v e r if ik a s i a ta s  

k u a n tita s  f is ik  A s e t  T e ta p / A s e t  

L a in n y a  d ib a n d in g k a n  d en ga n  

B A S T  d e n g a n  B A S T  a ta u  d o k u m en  

la in  y a n g  d ip e rsa m a k a n . J ik a  

t id a k  s e su a i d ik e m b a lik a n  k ep a d a  

p e tu g a s  a se t, d a n  b ila  sesu a i 

s e la n ju tn y a  d irek a m  p a d a  a p lik a s i 

S IM A K -B M N

3. M e rek a m  tra n s a k s i t ra n s fe r  m a su k  

A s e t  T e ta p / A s e t  L a in n y a  p a d a  

m en u  T ra n s a k s i > P e ro leh a n  B M N  

> T ra n s fe r  M a su k ,d e n g a n  

m e m p e rh a t ik a n  h a l-h a l s eb a ga i 

b e r ik u t:

• P e rek a m a n  tra n s a k s i T ra n s fe r  

M a su k  A se t  T e ta p / A se t  

L a in n y a  m en g g u n a k a n  A D K  

y a n g  d ip e ro le h  d a r i s a tk e r
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N o  T ra n s a k s i P IC D o k u m en
p e m b e r i A s e t  T e ta p / A s e t

la in n y a

• P a s t ik a n  A D K  y a n g  d ite r im a

te la h  s e su a i s e t u p  k o d e  sa tk e r

p e n e r im a  A se t T e ta p / A s e t

L a in n y a

• S e te la h  p ro s e s  t ra n s fe r  m a su k

A D K  b e rh a s il, p a s t ik a n  d e ta il

b a ra n g  p a d a  A D K  te la h  sesu a i

d e n g a n  d o k u m e n  p en e r im a a n

A s e t  T e ta p / A s e t  L a in n y a

4. M e n c e ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i H a rian R e g is te r  T ra n s a k s i H a r ia n  (R TH )

p a d a  m en u  T ra n s fe r  M a su k a ta s  tra n s a k s i T ra n s fe r  M a su k

5. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 1. R e g is te r  T ra n sa k s iH a r ia n

T ra n s a k s i H a ria n  d en ga n (R TH )

d o k u m e n  p e n e r im a a n  A se t 2. D o k u m en  p en e r im a a n

T e ta p / A s e t  L a in n y a  d a r i s a tk e r b a ra n g  p e rs ed ia a n  d a ri

la in sa tk e r  la in

c. Prosedur Akuntansi Penerimaan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui 

Mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan
No Transaksi PIC Dokumen

1. M e n c a ta t  t ia p -t ia p  S P M / S P 2 D  K w ita n s i p e m b e lia n . B A S T ,

d a la m  ra n g k a  p e n g a d a a n  A s e t  S P M / S P 2 D

T e ta p / A s e t  L a in n y a  m e la lu i te rm in

2. P e n ca ta ta n  t ia p -t ia p  S P M / S P 2 D  

d im a k s u d  d ila k u k a n  m e la lu i 

M en u  T ra n s a k s i K D P

3. S P M / S P 2 D  p e r ta m a  ka li d a lam  

ra n gk a  p e n g a d a a n  a s e t  te ta p / a s e t  

la in n y a  d e n g a n  te rm in  d ila k u k a n  

m e la lu i m en u  T ra n s a k s i K D P  >

P e ro leh a n  K D P

4. S P M / S P 2 D  b e r ik u tn y a  sa m p a i 

d e n g a n  S P M / S P 2 D  100%  d a la m  

ra n g k a  p e n g a d a a n  a se t te ta p / a s e t  

la in n y a  d e n g a n  te rm in  d ila k u k a n  

m e la lu i m en u  T ra n s a k s i K D P  >

P e n g e m b a n g a n  K D P

5. S e te la h  a d a  S P M / S P 2 D  100%  

p e n g a d a a n  d a la m  ra n g k a  p en ga d a  

a n  a se t te ta p / a s e t  la in n y a  d en ga n
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No Transaksi PIC Dokumen
te rm in  y a n g  te la h  d ic a ta t  m e la lu i 

m en u  T ra n s a k s i K D P >  P e ro leh a n  

K D P  d a n  P e n g em b a n g a n  K D P , 

m a k a  a k a n  d ila k u k a n  p en ca ta ta n  

a s e t  te ta p / a s e t  la in n y a  d e fin it iv e

6. P e n ca ta ta n  a s e t  te ta p / a s e t  la in n ya  

d e f in it i f  y a n g  b e ra sa l d a r i p ro ses  

K D P  m en g g u n a k a n  m en u  

T ra n s a k s i B M N  > P e ro leh a n  B M N

> P e n y e le s a ia n  P e m b a n g u n a n  > 

P e n y e le s a ia n  P e m b a n g u n a n  

d e n g a n  K D P

7. M e n c e ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n

H a r ia n  p a d a  m en u  P e ro leh a n (R T H ) a ta s  tra n s a k s i P e ro leh a n

K D P . P e n g em b a n g a n  K D P  d an K D P . P en g em b a n g a n  K D P  dan

P e n y e le s a ia n  P e m b a n g u n ga n P en y e le sa ia n  P e m b a n g u n a n

d en g a n  K D P d en g a n  K D P

8. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 1. R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n

T ra n s a k s i H a r ia n  d en gan (R TH )

d o k u m e n  d a fta r  k w ita n s i/ B A S T 2. B A S T

u n tu k  m em a s t ik a n  k eb en a ra n 3. S P M / S P 2 D

p e re k a m a n  D a ta

d. Prosedur Akuntansi Pengembangan Langsung Aset Tetap/Aset 

Lainnya
Transaksi

1. M e n e r im a  se rah  te r im a  p ek e r ja a n  

p e n g e m b a n g a n  a ta s  a s e t  te ta p / a se t  

la in n y a  y a n g  d is e r ta i d en ga n  

k w ita n s i / B A S T  / d o k u m e n  la in n ya  

y a n g  d ip e rsa m a k a n

2. M e la k u k a n  v e r if ik a s i a ta s  k u a n tita s  

p e k e r ja a n  fis ik  a s e t  te ta p / la in n y a  

d ib a n d in g k a n  d e n g a n  B A S T . J ik a  

t id a k  s e su a i d ik e m b a lik a n  k ep a d a  

p e tu g a s  p e n g a d a a n , d a n  b ila  se su a i 

s e la n ju tn y a  d irek a m  p a d a  a p lik a s i 

S IM A K -B M N

3. M e rek a m  tra n s a k s i P e n g em b a n g  

a n  L a n g s u n g  A s e t  T e ta p / A s e t  

L a in n y a  p a d a  m en u  T ra n s a k s i > 

P e ru b a h a n  B M N > P e n g em b a n g a n

Dokumen
B A S T , T a g ih a n  a ta s  p ek e r ja a n  

p e n g em b a n g a n , S P M / S P 2 D
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No Transaksi PIC Dokumen i
> P e n g e m b a n g a n  L a n g su n g , 

d e n g a n  m e m p e rh a t ik a n  h a l-h a l 

s e b a g a i b e r ik u t:

• M e n g g u n a k a n  n o m o r  tag ih an /  

B A S T  s e b a g a i n o m o r  d o k u m en

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l k w itan s i/  

B A S T  s e b a g a i ta n g g a l d o k u m en .

• M e n g g u n a k a n  ta n gga l

• S P M / S P 2 D  seb a g a i ta n g g a l bu ku

• M e n c a ta t  d a ta  d e ta il S P M / S P 2 D  

d a la m  ra n g k a  p e n g em b a n g a n  

a s e t  te rseb u t.

• M e n c a ta t  n ila i p en g em b a n g a n  

a s e t  te ta p / a s e t  la in n y a  sesu a i 

h a rg a b ru to  (te rm a su k  pa jak ) 

p a d a  k o lo m  N ila i A s e t  B er ta m b a h

4. M e n c e ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n

p a d a  m en u  P e n g e m b a n g a n  L a n g su n g (R T H ) a ta s  tra n sa k s i 

P e n g e m b a n g a n  L a n g su n g

5. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 1. R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n

T ra n s a k s i H a r ia n  d e n g a n  d o k u m en (R TH )

d a fta r  k w ita n s i/ B A S T  u n tu k 2. B A S T

m e m a s t ik a n  k e b e n a ra n  p e rek a m a n  

D a ta

3. S P M / S P 2 D

e. Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap/Aset Lainnya
No Transaks i P IC D okum en

1. M e la k u k a n  in v en ta r is a s i a s e t  

te ta p / a s e t  la in n y a  y a n g  a k a n  

d ila k u k a n  p e n g h a p u sa n  sesu a i 

k e te n tu a n ;

D a fta r  P e n g h a p u sa n  B M N

2. M e m b e n tu k  t im  p e n g h a p u sa n  y a n g  

b e r tu g a s  m en ila i k e la y a k a n  a se t 

y a n g  a k a n  d ih a p u s

3. M e m p e rs ia p k a n  d a fta r  b a ra n g  a se t 

te ta p / a s e t  la in n y a  y a n g  a k a n  

d iu s u lk a n  k e  p e n g e lo la  b a ra n g  

u n tu k  d ih a p u s k a n

4. M e n y a m p a ik a n  d a fta r  u su la n  

b a ra n g  y a n g  n ila in y a  d ia ta s  100 

J u ta  d a n  m em ilik i d o k u m en  

k e p e m ilik a n  a k a n  d ih a p u sk a n
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k e p a d a  p e n g e lo la  b a ra n g  

(K P K N L / D J K N ); S e la n ju tn y a  y a n g  

n ila i a s e tn y a  d ib a w a h  100 ju ta  y a n g  

m e m ilik i d o k u m e n  k e p e m ilik a n  

a k a n  d ia ju k a n  p e n g h a p u s a n n y a  ke 

S e k tre ta r is  J e n d e ra l P e rh u b u n g a n ;

5. A ta s  d a s a r  d a fta r  u su la n  b a ra n g  

y a n g  a k a n  d ih a p u s k a n  d im a k su d , 

d ila k u k a n  p e n ca ta ta n  p e n g h a p u sa n  

b a ra n g  p a d a  S IM A K -B M N

6. P e n ca ta ta n  p e n g h a p u sa n  b a ran g  

d ila k u k a n  m e la lu i m en u  T ra n s a k s i 

> P e n g h a p u sa n  B M N > P e n g h a p u sa n . 

D en ga n  m e m p e rh a t ik a n  h a l-h a l 

s e b a g a i b e r ik u t:

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l s e te lah  

te rb itn y a  S K  P e n g h a p u sa n

• M e n g g u n a k a n  n o m o r  d a fta r  

s eb a g a i n o m o r  d o k u m en

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l d a fta r  

s e b a g a i ta n g g a l d o k u m e n  / 

ta n g g a l b u k u

7. M e n c e ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n R e g is te r  T ra n s a k s i H a r ia n

p a d a  m en u  P e n g h a p u sa n (R T H ) a ta s  t ra n s a k s i

P e n g h a p u sa n  B M N

8. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 

T ra n s a k s i H a r ia n  d e n g a n  d o k u m en  

d a fta r  u su la ln  p e n g h a p u sa n  B M N

1. R e g is te r  T ra n s a k s i H a r ia n  

(R TH )

2. D a fta r  U su la n

u n tu k  m em a s t ik a n  k eb en a ra n  

p e re k a m a n  d a ta

P e n g h a p u sa n  B M N
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f. Prosedur Akuntansi Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui 

Transfer Keluar
N o T ra n s a k s i P IC  D o k u m en

1. M e la k u k a n  in v e n ta r is a s i a s e t  D a fta r  B a ra n g  T ra n s fe r

te ta p / a s e t  la in n y a  y a n g  a k a n  K e lu a r

d ila k u k a n  tra n s fe r  k e lu a r  ke sa tk e r  

la in  s e su a i k e te n tu a n ;

2. M e m p e rs ia p k a n  d a fta r  b a ra n g  a s e t

te ta p / a s e t  la in n y a  y a n g  a k a n

d ila k u k a n  tra n s fe r  k e lu a r

3. A ta s  d a s a r  d a fta r  b a ra n g  y a n g  a k a n  

d ila k u k a n  tra n s fe r  k e lu a r  

d im a k s u d , d ila k u k a n  p en ca ta ta n  

tra n s fe r  k e lu a r  b a ra n g  p a d a  

S IM A K -B M N

4. P e n ca ta ta n  p e n g h a p u s a n  b a ra n g  

d ila k u k a n  m e la lu i m en u  T ra n s a k s i 

> P e n g h a p u sa n  B M N  > T ra n s fe r  

K e lu a r , d e n g a n  m em p e rh a t ik a n  

h a l-h a l s e b a g a i b e r ik u t:

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l s e te lah  

te rb itn y a  S K  P en g h a p u sa n

• M e n g g u n a k a n  n o m o r  d a fta r  

s e b a g a i n o m o r  d o k u m e n

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l d a fta r  

s e b a g a i ta n g g a l d o k u m e n  / 

ta n g g a l b u k u

5. M e n c e ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i H a r ia n  R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n  (R TH )

p a d a  m en u  T ra n s fe r  K e lu a r  a ta s  t ra n s a k s i T ra n s fe r  K e lu a r

6. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 1. R e g is te r  T ra n s a k s i

T ra n s a k s i H a r ia n  d e n g a n  d o k u m en H a ria n  (R T H )

d a fta r  T ra n s fe r  K e lu a r B M N  u n tu k 2. D a fta r  B a ra n g  Y a n g  A k a n

m e m a s t ik a n  k e b e n a ra n p e rek a m a n d ila k u k a n  T ra n s fe r  K e lu a r

d a ta
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g. Prosedur Akuntansi Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui 

Hibah Keluar
T ra n s a k s i

1. M e la k u k a n  in v e n ta r is a s i a s e t 

te ta p / a s e t  la in n y a  y a n g  ak an  

d ila k u k a n  tra n s fe r  k e lu a r  ke  

P e m d a / M a s y a ra k a t  s e su a i 

k e te n tu a n ; -

2. M e m p e rs ia p k a n  d a fta r  b a ra n g  a se t 

te ta p / a s e t  la in n y a  y a n g  a k a n  

d ila k u k a n  h ib a h  k e lu a r

3. A ta s  d a s a r  d a fta r  b a ra n g  y a n g  a k a n  

d ila k u k a n  h ib a h  k e lu a r  d im a k su d , 

d ila k u k a n  p e n c a ta ta n  h ib a h  k e lu a r  

b a ra n g  p a d a  S IM A K -B M N

4. P e n ca ta ta n  p e n g h a p u sa n  b a ra n g  

d ila k u k a n  m e la lu i m en u  T ra n sa k s i 

> P e n g h a p u sa n  B M N  > H ib ah  

K e lu a r , d e n g a n  m em p e rh a t ik a n  

h a l-h a l s e b a g a i b e r ik u t:

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l s e te lah  

te rb itn y a  S K  P e n g h a p u sa n

• M e n g g u n a k a n  n o m o r  d a fta r  

s eb a g a i n o m o r  d o k u m e n

• M e n g g u n a k a n  ta n g g a l d a fta r  

s e b a g a i ta n g g a l d ok u m en /  

ta n g g a l b u k u

5. M e n c e ta k  R e g is te r  T ra n s a k s i H a ria n  

p a d a  m en u  H ib a h  K e lu a r

6. M e la k u k a n  v e r if ik a s i R eg is tra s i 

T ra n s a k s i H a r ia n  d e n g a n  d o k u m en  

d a fta r  H ib a h  K e lu a r  B M N  u n tu k  

m em a s t ik a n  k e b e n a ra n  p e rek a m a n  

d a ta

D ok u m en

D a fta r  B a ra n g  H ib a h  K e lu a r

R e g is te r  T ra n s a k s i H a r ia n  (R T H ) 

a ta s  tra n s a k s i H ib a h  K e lu a r

1. R e g is te r  T ra n sa k s i 

H a r ia n  (R TH )

2. D a fta r  B a ra n g  Y a n g  A k a n  

D ila k u k a n  T ra n s fe r  K e lu a r

B. Pengelolaan Aset Tetap

Pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap dan Aset tak Berwujud 

merupakan suatu rangkaian yang dimulai dari perencanaan dan 

penganggaran penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan 

pemusnahan dan penghapusan dimana seluruh kegiatan ditata 

usahakan dengan baik disertai dengan pembinaan, pengawasan dan
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pengendalian.dan pengelolaan aset pada ATKP Medan dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional kepastian hukum transparansi dan 

keterbukaan efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai seperti yang 

ada pada gambar berikut:

Siklus Pengelolaan Aset Tetap

// SIKLUS

REGULER

• Penggunaan
• Pem binaan, 

Pengawasan dan 

pengendalian
.  Pengamanan dan 

Pem eliharaan
• Penatausahaan
• Penghapusan

SIKLUS

INSIDENTIL

• Pem anfaatan
• Pem indahtangan 

an
• Penilaian
• Pem usnahan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Aset Tetap

Perencanaan kebutuhan aset tetap adalah kegiatan merumuskan 

rincian kebutuhan aset untuk menghubungkan pengadaan 

barang dan jasa yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 

berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan di masa yang 

akan datang Perencanaan kebutuhan aset tetap disusun dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- 

K/L) setelah memperhatikan ketersediaan aset tetap yang ada. 

Perencanaan kebutuhan aset tetap tersebut berpedoman pada 

standar barang standar kebutuhan dan standar harga.

Rencana kebutuhan diformulasikan dari barang-barang apa saja 

yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi ATKP Medan dikurangi dengan barang-barang apa saja 

yang saat itu telah tersedia dan siap digunakan. Selisih 

(kekurangan) antarkebutuhan dan ketersediaan barang itulah
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yang yang selanjutnya diusulkan untuk dianggarkan dalam DIPA 

baik yang bersumber dari APBN ataupun pendapatan operasional 

ATKP Medan.

Perencanaan kebutuhan yang merupakan langkah awal 

pengelolaan aset tetap sangat penting dan berpengaruh besar 

pada proses pengelolaan selanjutnya. Proses perencanaan yang 

baik dengan sendirinya akan berdampak baik pula pada proses 

pengelolaan secara keseluruhan, sementara perencanaan yang 

tidak tepat sudah pasti akan berdampak tidak baik pada proses 

pengelolaan selanjutnya.

Pengadaan aset tetap adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 

berupa aset tetap yang dibiayai dengan APBN dan pendapatan 

operasional ATKP Medan, baik yang dilaksanakan secara 

swakelola, maupun penyedia barang/jasa.

Penggunaan aset tetap adalah kegiatan yang dilakukan oleh ATKP 

Medan dalam mengelola dan menatausahakan aset tetap yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi ATKP Medan. Mekanisme 

perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap secara 

terperinci akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ATKP 

Medan.

2. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan aset tetap adalah pendayagunaan aset tetap yang 

tidak dipergunakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi ATKP Medan 

dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan dan 

Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dengan tidak 

mengubah Status Kepemilikan.

a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan aset tetap ATKP Medan oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Dasar pertimbangan sewa aset tetap adalah:

1. Optimalisasi aset tetap yang belum/tidak dipergunakan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.

2. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 

Perhubungan.
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3. Mencegah penggunaan aset tetap oleh pihak lain secara tidak 

sah.

Pengelolaan sewa dalam proses penyewaaan sebagian tanah 

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh 

ATKP Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Bagan pengelolaan sewa dalam proses penyewaan sebagian 

tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau

bangunan oleh ATKP Medan

Objek sewa aset tetap meliputi:

1. Tanah dan /atau bangunan yang Idle.

2. Sebagian tanah dan/ atau bangunan.

3. Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewa Aset Tetap meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara;

2. Badan Usaha Milik Daerah;

3. Badan hukum lainnya;
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4. Perorangan.

Ketentuan Sewa Aset Tetap sebagai berikut:

1. Aset tetap yang disewakan adalah aset tetap yang dalam kondisi 

belum atau tidak digunakan oleh ATKP Medan atau Kementerian 

Keuangan.

2. Jangka waktu sewa aset tetap paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

3. Perpanjangan jangka waktu sewa aset tetap dilakukan oleh ATKP 

Medan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

4. Besaran sewa aset tetap sebagian tanah dan/atau bangunan yang 

berada pada ATKP Medan dan aset tetap selain tanah dan/atau 

bangunan ditetapkan oleh ATKP Medan setelah mendapat 

persetujuan Kementerian Keuangan.

5. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 

pada saat penandatanganan kontrak.

6. Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Kementerian 

Keuangan hanya dapat mengubah bentuk aset tetap tanpa 

mengubah konstruksi dasar bangunan dengan ketentuan bagian 

yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi aset tetap.

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan aset tetap antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu

tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu

berakhir aset tetap tersebut diserahkan kembali kepada

Pemerintah Pusat.

Pertimbangan Pinjam pakai aset tetap dilakukan untuk:

1. Mengoptimalkan penggunaan aset tetap yang belum/tidak 

dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah 

Pusat.

2. Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis Aset tetap yang dapat dipinjam pakai:

1. Tanah dan atau bangunan.

2. Selain tanah dan atau bangunan.
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Subjek Pelaksana Pinjam Pakai:

1. Pihak yang dapat meminjampakaikan aset tetap adalah ATKP 

Medan dengan persetujuan Kementerian Keuangan untuk:

a. Sebagian tanah dan atau bangunan yang status 

penggunaannya ada pada ATKP Medan;

b. Aset tetap selain tanah dan atau bangunan.

2. Pihak yang dapat meminjam Aset tetap adalah Pemerintah Daerah.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset Tetap meliputi hal-

hal sebagai berikut:

1. Aset Tetap dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh ATKP 

Medan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

2. Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjampakaikan meliputi

sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan sisa dari 

tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh ATKP 

Medan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3. Jangka waktu peminjaman aset tetap paling lama 2 (dua) tahun 

sejak di tandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat di 

perpanjang.

4. Dalam hal jangka waktu peminjaman aset tetap akan 

diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam 

pakai dimaksud sudah terima oleh Kementerian Keuangan paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai 

berakhir.

5. Tanah dan/atau bangunan yang dipinjampakaikan digunakan 

sesuai peruntukkan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak di 

perkenankan mengubah, baik menambah dan / atau mengurangi 

bentuk bangunan.

6. Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa 

pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

7. Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus

mengembalikan aset tetap yang dipinjam dalam kondisi

sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian dan dituangkan 

dalam berita acara serah terima.

Pengelolaan pinjam pakai yang dilaksanakan oleh ATKP Medan dapat

dilihat pada gambar berikut ini.
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Bagan Pengelolaan Pinjam Pakai yang dilaksanakan Oleh

ATKP Medan

PENGELOLA BARANG

PENGKAJIAN

i
PERSETUJUAN

--------------—  i— i c— j---------------------------------i b 

PENGGUNA BARANG

->  PERMOHONAN

IIW IW W —

PENGAJUAN KE KPKNlJL I

PERJANJIAN

PENYERAHAN 

ASETTETAP KEMBALI

PEMERINTAH DAERAH

p- PENYETORAN SEWA___ZTZZI
PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

I
PINJAM 
PAKAI

c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Tetap oleh 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka 

peningkatan Penerimaan ATKP Medan. Pelaksanaan pemanfaatan 

aset sebagaimana dimaksud dalam PM K nomor

136/PMK.05/2016 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum 

kepada masyarakat.

2. Biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat 

dibebankan pada rupiah murni APBN.

3. Aset ATKP Medan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan 

surat berharga setelah mendapatkan izin dari menteri 

keuangan, dan

4. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset ATKP Medan 

kepada pihak lain.

Pelaksanaan pemanfaatan aset pada ATKP Medan dilakukan 

dengan mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) atau Kerja 

Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) dan
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biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO 

atau KSM dapat dibebankan pada RM-APBN. Pelaksanaan Kerja 

Sama Operasional (KSO) adalah pendayagunaan Aset ATKP 

Medan dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan 

fungsi ATKP Medan, melalui kerja sama antara ATKP dengan 

pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. 

Pelaksanaan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau 

Manajemen (KSM) adalah pendayagunaan Aset ATKP Medan 

dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber 

daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari ATKP 

Medan dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan 

kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, 

dan manfaat ekonomi dari aset ATKP Medan.

Pelaksanaan dengan mekanisme KSO atau KSM di dalam 

pemanfaatan aset bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada 

masyarakat;

2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset ATKP Medan 

dan

3. Meningkatkan pendapatan ATKP Medan yang dapat 

digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai 

RBA.

Objek pelaksanaan KSO dan/atau KSM atas pengelolaan aset 

adalah sebagai berikut:

1. KSO terhadap aset ATKP Medan;

2. KSO terhadap aset pihak lain dan;

3. KSM pada BLU dan/atau pihak lain;

dengan tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap 

layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan 

oleh Direktur ATKP Medan. Pelaksanaan KSO dan/atau KSM 

dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra. 

Mitra yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah;

2. Badan usaha milik negara;
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3. Badan usaha milik daerah;

4. BLU;

5. BLU Daerah;

6. Perusahaan swasta;

7. Yayasan;

8. Koperasi; dan /atau

9. Perorangan.

KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian antara

Direktur ATKP Medan dengan Mitra.

Pelaksanaan perencanaan KSO dan/atau KSM adalah sebagai

berikut :

1. Direktur ATKP Medan menyusun rencana KSO dan/atau KSM 

yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai 

maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi 

dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

2. Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa 

spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO 

dan/atau KSM.

3. Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksi 

pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO 

dan/atau KSM.

4. Analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan 

bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.

5. Rencana KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA.

Bentuk pelaksanaan KSO dan/atau KSM, adalah sebagai berikut :

1) KSO terbagi atas 2 bentuk, yaitu:

(a) KSO terhadap Aset ATKP Medan

KSO terhadap aset ATKP Medan dilakukan terhadap objek 

KSO berupa:

(1) Tanah dan Bangunan

Dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut:

❖  Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung 

dan bangunan milik ATKP Medan dalam rangka
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pelaksanaan Tugas dan Fungsi ATKP Medan 

selama jangka waktu tertentu yang disepakati 

dalam perjanjian;

❖  Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya di atas tanah milik ATKP 

Medan, dan setelah selesai pembangunan 

digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama ATKP 

Medan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi ATKP Medan selama jangka waktu 

tertentu yang disepakati dalam perjanjian 

dan/ atau

❖  Mitra mendirikan gedung dan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas 

tanah milik ATKP Medan, untuk kemudian 

digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan 

gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya kepada ATKP Medan sesuai jangka 

waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pelaksanaan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan atas 

tanah dan/atau bangunan seperti pada gambar di bawah ini: 

Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan atas Tanah 

dan / atau Bangunan
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(2) Selain Tanah dan/atau Bangunan termasuk Aset tak 

Berwujud yang terdiridari :

(a) Software;

(b) Lisensi dan franchise;

(c) Hasil kajian/penelitian yang 

manfaat jangka panjang;

memberikan

(d) Hak cipta (copyright), paten, 

intelektual lainnya;

dan hak kekayaan

(e) Merk dagang;

(f) Karya seni yang mempunyai nilai 

sejarah/budaya; dan

(g) Aset tak berwujud lainnya.

Pelaksanaan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan atas 

tanah dan/atau bangunan seperti pada gambar dibawah ini:

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

PENGAJUAN USULAN

PEMBENTUKAN TIM

1
PENELITIAN, PENGHITUNGAN 

KONTRIBUSI TETAP DAN 
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

t
■ TENDER H - *

PENETAPA 
N MITRA

i
PERJA JJIAN

1r
PENYERAHANBMNKEMITRA

r PFNftKA.IIAN — PFR IAN MANT
t

PERSETUJUAN -►  PELAKSANAAN KSP

m PERPANJANGAN

KSP SELESAI

T
PENYERAHAN BMN 

KEMBALI

Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan atas selain Tanah

dan/atau Bangunan

(b) KSO terhadap Aset Pihak Lain

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO 

berupa peralatan dan mesin milik Mitra. ATKP Medan 

mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk
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selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayananan 

umum ATKP Medan sesuai jangka waktu yang telah 

disepakati.

2) KSM terbagi dalam 2 bentuk, yaitu:

a) Pendayagunaan aset ATKP Medan dan/atau Mitra dalam 

rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ 

menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan 

manajerial yang dimiliki ATKP Medan.

b) Pendayagunaan aset ATKP Medan dan/atau Mitra dalam 

rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ 

menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan 

manajerial yang dimiliki Mitra.

Adapun jangka waktu pelaksanaan, kompensasi dan pemilihan Mitra 

pada kerjasama pemanfaatan baik dalam bentuk pelaksanaan KSO 

dan/atau KSM dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Keputusan Kerja Sama Pemanfaatan, Jangka Waktu,

Kompensasi dan Penunjukan Mitra Kerja Sama
KSO KSM

A se t A TK P  MEDAN A se t Pihak  
La in

SDMfManaj 
e ria l ATKP

SDM/ManaJ 
eria l P ihak  

La in
Tanah  d an  b ang u n a n

S e la in  Tanah d an  b ang u n a n Peralatan

M itra  M endayaguna kan M itraBSG M itra  BGS dan Mesin

Keputusan
Kerjasama Direktur ATKP Medan DirekturATKP

Medan
DirekturATKP
Medan Direktur ATKP Medan Direktur

ATKP
Medan

Direktu
rATKP
Medan

Direktu
rATKP
Medan

Jangka Waktu Max = 15 tahun Dapat diperpanjang 
setelah dilakukan evaluasi

Max = 30 
Tahun
• Hanya 
berlakuuntuk 
Ikali
perjanjian 
dan tidak 
dapat 
dilakukan 
Perpanjanga
• Dapat 
melanjutkan 
kerjasama 
denganKSO 
Tanah dan 
Bangunan

Max = 30 
tahun
• Hanya 
berlakuuntuk
1 kali perjanjian 
dan tidak dapat 
dilakukan 
perpanjanga

• Dapat 
melanjutkan 
keqasama 
denganKSO 
Tanah dan 
Bangunan

Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, 
dan penyesuaian klausul dalam perjanjian

Meperhitungk 
an masa 
manfaat

Max= 5 tahun

Dapat 
diperpanjang 
an setelah 
dilakukan 
evaluasi, dan 
oenyesuaian 
klausul dalam 
perjanjian

Max= 5 tahun

Dapat 
diperpanjang 
an setelah 
dilakukan 
evaluasi, dan 
penyesuaian 
klausul dalam 
perjanjian

Kompensasi Kompensasi tetap (wajib) Imbal Hasil 
(dapat) Kompensasi 

tetap dan/atau 
imbal hasil

Kompensasi 
tetap dan/atau 
imbal hasil

Kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat 
ekonomi lainnya.

Imbal hasil Imbalan Imbalan

Penunjukan
Mitra Penunjukan langsung Lelang Lelang Penunjukan langsung, perizinan, atau lelang Lelang Perizinan Lelang

Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian, yang 

paling kurang memuat:

1) Para pihak dalamperjanjian;

2) Objek KSO/KSM;
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3) Bentuk KSO/KSM;

4) Jangka waktuKSO/KSM;

5) Volume kegiatan;

6) Besaran kompensasi tetap, imbalan hasil, dan/atau bentuk 

imbalan lainnya;

7) Jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau 

imbalan lainnya;

8) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

9) Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);

10) Sanksi;

11) Force majeur; dan

12) Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan perjanjian pemanfaatan Aset Tetap akan dicatat oleh 

Laporan Keuangan secara periodik sesuai kebijakan akuntansi Aset 

Tetap yang berlaku. ATKP Medan melakukan pencatatan terhadap setiap 

transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada ATKP Medan.

1) Pendapatan KSO/KSM dicatat sebagai PNBP-BLU.

2) Peralatan dan Mesin milik Mitra tidak dicatat sebagai Aset ATKP 

Medan.

3) Tanah milik ATKP Medan yang akan didirikan bangunan di 

atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan pada saat 

penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya ATKP Medan 

berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada Neraca ATKP 

Medan.

Dalam keseluruhan proses di atas, Direktur ATKP Medan melakukan 

pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset pada ATKP 

Medan yang berada dalam penguasaannya.

3. Pengamanan dan Pemeliharaannya

Pengamanan meliputi pengaman administrasi fisik dan umum yang 

berupa sertifikasi bukti kepemilikan bangunan atas nama Pemerintah 

Indonesia dan disimpan oleh pengelola bukti kepemilikan selain 

tanah/bangunan atas nama pengguna dan disimpan oleh pengguna.

ATKP Medan bertanggungjawab atas pemeliharaan Aset Tetap yang 

dikuasainya dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang (DKPB) yang dibebankan pada DIPA. ATKP
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Medan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada 

pada kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan 

secara berkala. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk meneliti dan 

mengevaluasi laporan dan menyusun daftar nilai pemeliharaan 

tahunan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan.

4. Pemindahgunaan

Pemindahgunaan merupakan suatu tindakan pengalihan kepemilikan 

Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara 

dijual, dipertukarkan, dihibahkan/disertakan.

Berikut ini penjelasan mengenai pemindahgunaan Aset Tetap:

a. Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Pertimbangan Penjualan Aset Tetap:

1) Dalam rangka optimalisasi Aset Tetap yang berlebih atau idle.

2) Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara.

3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

Aset Tetap yang dapat dijual diantaranya:

1) Tanah dan/atau bangunan berupa:

a) Yang berada pada Kementerian Keuangan;

b) Yang status penggunaannya ada pada ATKP Medan.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Penjualan meliputi:

1) Pelaksanaan penjualan Aset Tetap tidak boleh mengganggu 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan.

2) Penjualan Aset Tetap dilaksanakan dengan cara:

a) Melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang- undangan;

b) Tanpa melalui lelang;

c) Aset Tetap yang bersifat khusus sesuai ketentuan 

peraturan perundang- undangan yaitu:



- 3 4 4 -

(1) Rumah Negara Golongan III yang dijual kepada 

penghuninya, diatur tersendiri dalam tata cara 

pengalihan status rumah Negara Golongan II menjadi 

rumah Negara Golongan III.

(2) Kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang 

dijual kepada pejabat Negara.

d) Aset Tetap Lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh 

Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan yang 

diberikan oleh ATKP Medan dan instansi teknis terkait, 

yaitu:

(1) Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

digunakan untuk kepentingan umum;

(2) Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang 

menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan 

untuk pembangunan perumahan pegawai negeri, 

sebagaimana tercantum dalam dokumen 

penganggarannya;

(3) Berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang jika 

dijual secara lelang dapat merusak tata niaga 

berdasarkan pertimbangan dari instansi yang 

berwenang;

(4) Berupa selain tanah dan/ atau bangunan sebagai 

akibat dari keadaan kahar (forcemajeure);

(5) Berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak 

Lain atau Pemerintah Daerah yang dijual kepada Pihak 

Lain atau Pemerintah Daerah pemilik tanah tersebut;

(6) Berupa BMN yang ditetapkan lebih lanjut oleh 

Pengelola Barang.

e) Tindak lanjut penjualan Aset Tetap yang tidak laku dijual 

secara lelang yaitu:

(1) Dilakukan penandatanganan dalam bentuk lainnya.

(2) Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam 

bentuk lain, maka Aset Tetap tersebut dimusnahkan.

(3) Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan 

dari Kementerian Keuangan.
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3) Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Aset Tetap 

selain Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut:

a) Memenuhi persyaratan teknis:

(1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena 

rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

(2) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi 

akibat modernisasi;

(3) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi 

karena penggunaan, seperti terkikis, aus dan lain- 

lain sejenisnya, atau berkurangnya barang 

dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan 

/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

b) Memenuhi persyaratan ekonomis:

(1) Secara teknis lebih menguntungkan bagi Negara 

apabila barang dijual, karena biaya operasional dan 

pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat 

yang diperoleh;

(2) Penjualan aset tetap berupa kendaraan bermotor 

dinas operasional diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut:

(a) Kendaraan bermotor dinas operasional hanya 

dapat dijual apabila:

(1.1) Tidak akan mengganggu tugas 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

kementerian lembaga yang bersangkutan,

(1.2) Telah berusia sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun ;

a) Terhitung mulai tanggal, bulan, 

tahun pembuatannya, untuk 

perolehan dalam kondisi baru;

b) Terhitung mulai tanggal, bulan, 

tahun pembuatannya, untuk 

perolehan selain tersebut pada butir 

( 1.2).

(b) Penjualan kendaraan motor selain tersebut butir

(1.2) dapat dilakukan apabila kendaraan 

tersebut:



- 3 4 6 -

(1.1) Hilang;

(1.2) Rusak berat akibat kecelakaan atau force 

majeure dengan kondisi paling tinggi 30 % 

(tiga puluh persen) berdasarkan 

keterangan instansi yang berkompeten.

4) Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Aset Tetap 

berupa Tanah dan/atau Bangunan adalah:

a) Lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai 

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) disebabkan 

perubahan tata ruang kota;

b) Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan, tidak 

memungkinkan untuk digunakan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau

c) Tanah dan/atau bangunan yang menurut awal 

perencanaan pengadaan diperuntukkan bagi 

pembangunan perumahan pegawai negeri.

Penjualan Aset Tetap berupa tanah kavling yang menurut 

awal perencanaan pengadaan digunakan untuk 

pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut :

a) Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen 

penganggaran yang menyatakan bahwa tanah tersebut 

akan digunakan untuk pembangunan perumahan 

pegawai negeri;

b) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan 

langsung kepada masing-masing pegawai negeri.

Subjek Pelaksana Penjualan:

a) Kementerian Keuangan untuk penjualan tanah dan/atau 

dibangun;

b) Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola 

Barang untuk:

(1) Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran 

untuk bangunan pengganti sudah di sediakan dalam 

dokumen penganggaran;

(2) Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.
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c) Kementerian Pekerjaan Umum untuk penjualan tanah 

dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah 

Negara Golongan III.

b. Tukar-menukar

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap yang 

dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 

atau Pemerintah Pusat dengan pihak lain dengan menerima 

penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan 

nilai seimbang. Pertimbangan/alasan tukar-menukar Aset Tetap 

dilakukan dalam rangka:

1) Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 

pemerintahan;

2) Optimalisasi penggunaan Aset Tetap;

3) Tidak tersedia dana dalamAPBN.

Objek Tukar-menukar Aset Tetap:

1) Tanah dan/atau bangunan.

a) Yang berada pada Kementerian Keuangan;

b) Yang status penggunaanya ada pada ATKP Medan.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar:

1) Kementerian Keuangan, untuk tanah dan/atau bangunan yang 

berada pada Kementerian Keuangan;

2) ATKP Medan dengan persetujuan Kementerian Keuangan, 

untuk:

a) Aset Tetap berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada 

di ATKP Medan, akan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang 

wilayah atau penataan kota;

b) Aset Tetap selain tanah dan /atau bangunan.

Mitra tukar-menukar:

1) Pemerintahan Daerah.

2) Badan Usaha Milik Negara.

3) Badan Usaha Milik Daerah.

4) Badan Hukum milik pemerintah lainnya.

5) Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

perorangan

6) Pemerintah negara lain.
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c. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap dari Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada ATKP 

Medan dan sebaliknya tanpa memperoleh penggantian. 

Pertimbangan Hibah Aset tetap dilakukan untuk:

1) Kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan dan 

pendidikan yang bersifat non-komersil.

2) Penyelenggaraan Pemerintah Negara/Daerah.

Pihak yang dapat melaksanakan hibah Aset Tetap adalah:

1) Kementerian Keuangan, untuk tanah dan/ atau bangunan.

2) ATKP Medan dengan persetujuan Kementerian Keuangan 

untuk:

a) Tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya 

direncanakan untuk dihibahkan sebagai mana tercantum 

dalam dokumen penganggaran;

b) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh dari dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

c) Sebagian tanah yang tersedia berada pada ATKP Medan. 

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

1) Lembaga sosial, lembaga keagamaan,dan organisasi 

kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari 

instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 

bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud;

2) Pemerintah Daerah.
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BAB IV

SISTEM AKUNTANSI BIAYA

A. Pengertian

Sistem Akuntansi Biaya adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu 

serta interpretasinya. Informasi yang disajikan dalam sistem akuntansi biaya 

disesuaikan dengan kebutuhan informasi manajemen.

Secara menyeluruh kegiatan dari sebuah proses akuntansi biaya adalah 

sebagai berikut:

1. Menyediakan data yang diperlukan sebagai dasar perencanaan dan 

pengendalian kegiatan

2. Menyediakan data biaya sebagai dasar pengambilan keputusan, baik 

keputusan normal maupun keputusan khusus untuk memilih alternativ 

terbaik yang harus diambil

3. Menyediakan informasi dalam dalam proses penyusunan anggaran

4. Menetapkan metode dan prosedur pengendalian baik berupa perbaikan 

operasi serta program pengurangan biaya

5. Menyusun laporan biaya produksi.

Melalui Sistem Akuntansi Biaya akan dapat dihasilkan informasi tentang harga 

pokok produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan evaluasi yang 

berguna dalam perencanaan dan pengendalian. Selain itu melalui akuntansi 

biaya yang disajikan, dapat digunakan untuk acuan dalam pengambilan 

keputusan dan menetapkan perhitungan tarif layanan. Selanjutnya, sistem 

akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

1. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;

2. Pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU;dan

3. Perhitungan tarif layanan BLU.
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B. Tujuan

Sistem Akuntansi Biaya bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi 

kepentingan manajemen guna membantu dalam mengelola organisasi atau 

bagian/unit di dalamnya. Lebih detail dalam penerapannya tujuan akuntansi 

biaya sebagai berikut:

1. Menentukan harga pokok.

Pada akuntansi keuangan, akuntansi biaya akan menyajikan 

informasi harga pokok dalam biaya historis, sedangkan pada 

akuntansi manajemen, akuntansi biaya tidak terikat kepada aturan 

tertentu tetapi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen.

2. Mengendalikan biaya.

Proses pengendalian biaya diawali dengan menentukan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk, 

kemudian akuntansi biaya melakukan analisis terhadap 

penyimpangan dari biaya sesungguhnya dengan yang direncanakan.

3. Pengambilan keputusan.

Akuntansi biaya akan menyajikan informasi biaya yang berhubungan 

dengan masa depan, selanjutnya informasi tersebut akan menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan.

C. Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya pada ATKP Medan di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang secara khusus dapat ditelusuri

atau diidentifikasi sebagai komponen langsung dari biaya layanan 

berupa biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi 

secara langsung atas suatu program dan berhubungan langsung 

dengan proses penyelenggaran diklat. Dengan demikian biaya 

langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai 

misalnya, biaya bahan diklat, honor pengajar diklat, biaya konsumsi 

peserta diklat dan lain sebagainya.

2. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat di identifikasi

atau ditelusuri ke objek layanan dengan cara yang ekonomis, 

misalnya: biaya penyusutan, gaji dan tunjangan PNS, beban 

pemeliharaan gedung kantor.
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D. Biaya Per Unit Layanan (Unit Cost)

1. Pengertian

Biaya per unit layanan (unit cost) adalah besarnya biaya yang harus atau 

seharusnya dibayar oleh Taruna/Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai Taruna/Peserta Diklat yang 

bersangkutan menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya.

Analisis unit cost memberi dasar formula bagi lembaga dalam menghitung 

biaya diklat seorang Taruna/Peserta Diklat selama mengikuti diklat. Kalkulasi 

unit cost harus mencakup seluruh aktivitas diklat baik yang berhubungan 

langsung maupun tidak dengan Taruna/Peserta Diklat. Unit cost akan 

menggambarkan secara rinci dan menyeluruh atas beban Taruna/Peserta 

Diklat selama penyelenggaraan diklat.

Beban unit cost setiap Taruna/Peserta Diklat tersebut, akan ditandingkan 

(matching) dengan subsidi pendidikan pemerintah (Dana APBN Rupiah Murni), 

sumbangan (partisipasi) masyarakat, dan pendapatan lain-lain lembaga, 

sehingga dapat diketahui beban yang harus ditanggung oleh peserta didik 

selama diklat. Diharapkan unit cost akan menjadi landasan akuntabilitas 

keuangan lembaga kepada publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan 

untuk menciptakan aktivitas penambah nilai.

2. Basis dan Asumsi Perhitungan Biaya Per Unit Layanan

Basis perhitungan biaya per unit layanan didasarkan atas kebutuhan 

pembiayaan suatu Program Diklat dalam melaksanakan aktivitas pelayanan 

yang diberikan. Besar kecilnya biaya per unit layanan setiap program yang ada 

di lingkungan ATKP Medan sangat dipengaruhi dengan besar kecilnya biaya 

langsung yang dibutuhkan suatu program untuk memberikan pelayanan diklat 

dan biaya bersama (joint cost) yang dikeluarkan oleh lembaga, pembebanan 

biaya bersama yang dikeluarkan oleh lembaga kedalam perhitungan biaya per 

unit layanan di dasarkan atas proporsi besarnya jumlah taruna/peserta dan 

waktu penyelenggaraan diklat.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan biaya per unit layanan suatu 

program adalah total peserta didik yang ada dalam satu program tersebut 

dibebani biaya yang sama. Tidak ada perbedaan pembebanan peserta didik 

untuk setiap angkatannya. Pembebanan biaya per unit layanan akan
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mendekatkan keadaan yang sebenarnya apabila setiap angkatan sudah 

terbebani dengan biaya unit layanan yang sama.

3. Komponen-komponen Biaya Per Unit Layanan

Komponen-komponen biaya yang membentuk perhitungan biaya layanan 

program meliputi:

a. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk suatu program diklat yang 

meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead diklat.

b. Biaya tidak langsung yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan lembaga 

yang harus ditanggung oleh suatu program diklat akibat 

penggunaan bersama suatu fasilitas atau kegiatan, untuk program 

yang pelaksanaanya kurang dari 1 bulan tidak di bebani dengan 

dengan biaya tidak langsung.

per unit layanan suatu program dapat

'N

Biaya per program + Alokasi Biaya Bersama  

Jumlah Peserta Program

Secara umum perhitungan biaya 

dirumuskan sebagai berikut : 

r
Biaya per unit layanan per program =

per peserta 
' n

Rincian biaya yang membentuk biaya per unit layanan dapat dilihat secara 

detail adalah sebagai berikut:

1) Biaya Langsung Program

Biaya langsung program adalah biaya-biaya yang secara khusus 

dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara ekonomis sebagai 

komponen biaya layanan yang penggunaannya secara langsung 

berhubungan dengan proses belajar mengajar suatu program. 

Biaya langsung untuk masing-masing program antara lain 

meliputi:

a) Biaya Bahan Langsung

Biaya bahan langsung adalah biaya perolehan semua bahan 

yang dapat di identifikasikan sebagai bagian dari layanan 

dan dapat di telusuri kelayanan secara ekonomis. Biaya
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bahan langsung dalam hal ini antara lain terdiri dari:

❖  Biaya bahan untuk proses seleksi dan penerimaan 

peserta

❖  Biaya bahan untuk proses diklat teori dan praktek

❖  Biaya bahan untuk proses penyelenggaran 

ujian/vakasi

❖  Biaya bahan untuk wisuda, sertifikasi dan kegiatan 

sejenis

❖  Biaya bahan untuk pakaian seragam dan lainnya

❖  Biaya bahan lainnya yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan suatu program.

b) Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya kompensasi semua 

tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan langsung kepada 

layanan dengan cara yang ekonomis. Biaya tenaga kerja 

langsung dalam hal ini terdiri dari:

❖  Biaya tenaga kerja untuk proses seleksi dan 

penerimaan peserta

❖  Biaya tenaga kerja untuk proses diklat teori dan 

praktik

❖  Biaya tenaga kerja untuk proses penyelenggaran 

ujian /vakasi

❖  Biaya tenaga kerja lainnya yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan suatu program.

c) Biaya Overhead Prodi

Biaya overhead prodi adalah biaya yang dapat diidentifikasi 

dan ditelusuri secara langsung ke objek layanan prodi selain 

biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung 

prodi. Antara lain, biaya permakanan, pengembangan 

mental, promosi, akomodasi (asrama), laundry, kesehatan, 

asuransi, dan lain-lain.

2) Biaya Tidak Langsung Program (Biaya Bersama)

Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat 

diidentifikasi atau ditelusuri ke objek layanan dengan cara yang 

ekonomis.
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Biaya tidak langsung program terdiri dari:

a) Beban Gaji dan Tunjangan;

b) Beban Bahan dan Jasa;

c) Beban Persediaan;

d) Beban Pemeliharaan;

e) Beban Perjalanan Dinas;

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan

g) Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih selain biaya yang 

termasuk langsung.

Formula penentuan alokasi biaya bersama untuk suatu program 

adalah:

Total Biaya Bersama ^  Jumlah Rata-Rata peserta 

Alokasi Biaya Bersama per program = Per Pr°g ram

^  Jumlah Rata-Rata seluruh Taruna dim Suatu Program

E. Perhitungan Tarif Layanan Diklat

1. Pengertian

Salah satu kewenangan dari satuan kerja yang menerapkan pola keuangan 

Badan Layanan Umum adalah memungut biaya kepada masyarakat sebagai 

imbalan atas barang/j asa layanan yang diberikan. Dalam memungut biaya 

pelayanan tersebut dibutuhkan tarif yang ditetapkan berdasarkan biaya 

layanan per unit.

Dalam penyusunan tarif, dapat digunakan salah satu kebijakan penentuan 

tarif seperti dibawah ini:

a. Kebijakan cost plus

yaitu tarif ditetapkan dengan yang memperhitungkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan ditambah keuntungan atau margin yang 

dikehendaki.

b. Kebijakan cost recovery

yaitu tarif ditetapkan hanya memperhitungkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan tanpa ditambah keuntungan/margin

c. Kebijakan cost minus

yaitu tarif yang ditetapkan lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan
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dimana hanya dapat menutup pengeluaran BLU 

Selanjutnya dalam menentukan kebijakan tarif yang akan diambil, wajib 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

❖  Kontinuitas dan pengembangan layanan

yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan dalam 

memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam 

penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan 

serta pengembangan bisnis di masa depan.

❖  Daya beli masyarakat

yaitu tarif layanan ditetapkan dengan memperhitungkan 

kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli 

barang/jasa layanan yang dihasilkan, berdasarkan pendapatan 

masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata 

uang.

❖  Asas keadilan dan kepatutan

yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan 

memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat 

yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan 

kondisi sosial masyarakat.

❖  Kompetisi yang sehat

yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis 

yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis 

sejenis yang lain.

2. Asumsi Tarif

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif layanan diklat antara lain: 

a. Biaya Operasional

Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya biaya operasi yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan 

program diklat baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. 

Dalam penetapan tarif yang dibebankan kepada peserta diklat, 

ATKP Medan hanya memperhitungkan biaya langsung yang 

dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan diklat. Hal ini dengan 

mempertimbangkan prinsip daya beli masyarakat dan keadilan 

serta kepatutan. Disamping itu, faktor pendapatan dari alokasi



- 3 5 6 -

APBN (Rupiah Murni) yang diharapkan akan dapat memelihara 

kontinuitas dan pengembangan penyelenggaraan Diklat, 

b. Biaya Operasional

Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi oleh tingkat 

produktifitas antara lain “Tingkat Occupancy” yaitu jumlah peserta 

per periode dibandingkan kapasitas, Tingkat Occupancy akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya biaya per peserta khususnya 

biaya langsung tetap dan biaya tidak langsung. Namun ATKP 

Medan berasumsi bahwa Tingkat Occupancy adalah sebesar 100%. 

Hal ini untuk menghindari penetapan tarif yang terlalu tinggi 

kepada peserta diklat mengingat prinsip daya beli masyarakat 

dan keadilan serta kepatutan dalam penentuan tarif.

3. Usulan Tarif Layanan Diklat

Besaran Tarif yang diusulkan ATKP Medan didasarkan pada asumsi-asumsi 

di atas yaitu dengan memperhitungkan masing-masing komponen biaya 

langsung penyelenggaraan diklat dan jumlah peserta mencapai 100% dari 

kapasitas. Besaran tarif diklat per peserta diusulkan oleh ATKP Medan 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi tarif layanan dan akan ditinjau 

kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dan/atau setiap ATKP Medan 

mengusulkan untuk peninjauan usulan tarif.
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BAB V

PENUTUP

Pedoman Sistem Akuntansi ATKP Medan hendaknya dijadikan pedoman bagi 

semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan 

pertanggunggjawaban serta pelaporan keuangan dalam menjalankan 

fungsinya. Dengan diimplementasikannya Pedoman Sistem Akuntansi ini 

diharapkan akan dihasilkan laporan keuangan yang transparan akurat dan 

akuntabel.

Terdapat beberapa sistem dan prosedur yang tidak tercakup dalam pedoman 

ini. Pertama berkenaan dengan Prosedur pengadaan barang/jasa. Terhadap 

kegiatan ini sistem dan prosedur yang dilakukan agar berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan 

barang/jasa pemerintah sampai dengan ATKP Medan memiliki prosedur 

pengadaan barang/jasa BLU. Kedua dalam hal terdapat kebijakan atau 

prosedur yang belum diatur dalam pedoman ini agar pencatatan 

akuntansi/transaksi tersebut berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan atau peraturan lainnya yang berkenaan dengan kebijakan dan 

perlakukan akuntansi Badan Layanan Umum.

Pedoman Sistem Akuntansi ATKP Medan ini akan terus dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan manajemen ATKP Medan perkembangan teknologi informasi 

dan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.
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